




ABSTRAK 
 
 
 Kebijakan otonomi daerah yang menggeser penyelenggaraan kepemerintahan 
dari Pusat ke Daerah memberikan peluang dan sekaligus tantangan kepada daerah 
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahannya serta 
meningkatkan akselerasi pembangunan di daerahnya. Seiring dengan perubahan 
dalam sistem pemerintahan daerah yang terjadi pada tingkat propinsi maupun pada 
tingkat kabupaten kota / desa, pemerintahan desa pun mengalami perubahan pula. 
Perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Desa semenjak diimplementasikannya 
UU No.22 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 
adalah pemaknaan desa yang dikembalikan sesuai dengan jiwa Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 yang mengakui serta menghormati hak-hak dan asal usul daerah 
yang bersifat istimewa.Untuk meningkatkan peran serta Pemerintahan Desa yang 
dapat dibentuk di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka kepada desa diberikan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan demikian agar 
urusan yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 
guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah masyarakat desa, maka diperlukan 
suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang 
diserahkan. 
 Penelitian penyerahan urusan pemerintahan kabupaten / kota kepada desa 
dilakukan untuk mencapai dua tujuan yakni menghasilkan rumusan teoritis yang 
berisi prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan makna, proses dan faktor-faktor 
penyerahan urusan pemerintahan yang digunakan dalam organisasi pemerintahan di 
Indonesia. Selain itu, penelitian juga bertujuan memenuhi kebutuhan praktis, yaitu 
penerapan penyerahan urusan pemerintahan yang dapat mengembangkan organisasi 
pemerintahan kabupaten / kota dan desa dalam mencapai kemandirian yang 
seutuhnya. 
 Adapun lokus penelitian ini adalah sebagian daerah kabupaten di Indonesia 
yang didasarkan pada teknik sampel acak secara sederhana ( simple random sampling 
). Dari hasil teknik sampling sederhana ini maka daerah sampel yang terpilih adalah 
kabupaten Deli Serdang, Toba Samosir, Bintan, Rohan Hilir, Solok, Sorolangun, 
Bangka, OKI, Lampung Utara, Lebak, Tasik, Cirebon, Tegal, Sragen, Bangkalan, 
Gresik, Klungkung, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Kupang, Kutai Kertanegara, 
Bulu Kumba, Tanah Toraja, Gorontalo dan Minahasa. 
 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 
paradigma  otonomi daerah yang disesuaikan dengan landasan konseptual yang 
dipergunakan yaitu pendekatan administrasi pemerintahan ( existing ) dan  
pandekatan sosial budaya ( needs ). 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan agar  urusan pemerintahan dan 
kewenangan kabupaten / kota, masyarakat dan pemerintahan desa, pembagian urusan 
pemerintahan menurut prinsip-prinsip tertentu  dapat relevan serta proses penyerahan 
urusan yang relatif efektif dapat menghasilkan kewenangan tepat. Temuan teoritis dan 
praktis di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan desentralisasi di kabupaten / kota 
cenderung mengalami kemacetan, selain terjadi pereduksian makna otonomi yang 
menjadikan kemauan politik cenderung “ragu” dan pembiayaan untuk diwujudkannya 
kebijakan tersebut. Untuk itu diperlukan “jurus jitu” yang menembus kebutuhan dan 
kemandegan otonomi di kabupaten dengan mendorong meluncurkan paket de-
desentralisasi. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 Kebijakan otonomi daerah merupakan kewajiban yang menggeser dominasi 
penyelenggaraan kepemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini memberikan peluang 
dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
kepemerintahannya serta meningkatkan akselerasi pembangunan di daerahnya. Kebijakan 
negara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui 
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang pada intinya 
mempertegas kembali dan memperkuat posisi desa. Hal itu juga merupakan bagian dan 
tindak lanjut dari kebijakan desentralisasi di Indonesia serta menjadi momentum untuk 
merancang model Tata Desa ( Pemerintah Desa dan masyarakat desa ) yang efektif dan 
otonom. 
 Penyelenggaraan otonomi daerah seharusnya seiring dengan pemberdayaan desa 
karena pada dasarnya otonomi daerah adalah pemberdayaaan masyarakat, sementara 
representasi dari masyarakat, salah satunya adalah keberadaan desa yang 
dipersonifikasikan oleh pemerintah desa. 
 Terlepas dari posisi kedudukan dan organisasi desa selama ini yang mendua 
(ambevalen) antara sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan atau lembaga 
kemasyarakatan, namun desa dipersepsikan sebagai bagian dari wajah pemerintahan. Hal 
ini disebabkan, karena desa diposisikan sebagai ujung tombak terdepan dalam 
pemerintahan, sehingga baik atau buruknya desa merupakan gambaran dari 
penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Di samping itu juga keberhasilan 
pembangunan nasional dapat dilihat dari pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, 
pemerintah mampu melaksanakan fungsi pengayoman, pelayanan dan pemberdayaan 
kepada desa. 

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh desa selain kedudukan dan 
organisasi desa yang mendua, adalah terbatasnya sumber pendapatan untuk pembiayaan 
yang memadai, terbatasnya kewenangan yang menjadi urusan rumah tangga desa, 
terbatasnya sumber daya kelembagaan serta keterbatasan sumber daya aparat desa baik 
kualitas maupun kuantitas dan menjadi semakin sulit ketika kebijakan pemerintah supra 
desa tidak memberikan keberpihakan kepada desa. 

Esensi otonomi desa tergambar dari terdapatnya serangkaian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa tersebut. 
Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 
mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan 
pengaturannya kepada Desa; tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan  yang 
diserahkan kepada Desa. 

Secara umum rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah “ Urusan 
pemerintahan dan kewenangan apa saja yang dapat diserahkan pengaturannya dari 
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa agar tercapainya optimalisasi pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat desa?” . Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi ada tidaknya kebijakan terkait dengan penyerahan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
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dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa dalam rangka desentralisasi 
pemerintahan (Pendekatan Administrasi Pemerintahan); 

2. Mengidentifikasi hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Desa agar tugas pokok dan fungsinya terselenggara secara 
optimal; 

3. Mengidentifikasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan yang 
dibutuhkan agar fungsinya dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dapat 
optimal (Pendekatan Sosial Budaya); 

4. Mengidentifikasi tindakan-tindakan sebaiknya dilakukan Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk mendukung proses penguatan desa; 

5. Mengidentikasi faktor-faktor apa saja yang secara dominan menghambat proses 
pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa; 

6. Merumuskan mekanisme/proses identifikasi dan penetapan penyerahan sebagian 
urusan pemerintahan kepada Desa. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu model tentang 
penetapan penyerahan urusan-urusan dan kewenangan-kewenangan daerah 
Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya ke Desa.  Dengan demikian, hal ini 
dapat digunakan sebagai suatu acuan awal dalam mengimplementasikan kebijakan 
penyerahan urusan Kabupaten/Kota kepada Desa. 

Fokus kajian ini adalah urusan pemerintah atau kewenangan yang seharusnya 
diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun ruang lingkup 
substansi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dengan Kewenangannya menurut 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Desa dengan kewenangan wajib dan 
pilihan yang dapat dan perlu dimilikinya menurut prinsip-prinsip tertentu yang relevan, 
serta proses penetapan kewenangan yang relatif efektif menghasilkan kewenangan yang 
tepat.  

Adapun Lokus Penelitian ini adalah sebagian daerah Kabupaten di Indonesia yang 
didasarkan pada teknik sampel acak secara sederhana (simple random sampling). Adapun 
hasil dari teknik sampel sederhana ini maka daerah sampel yang terpilih adalah Kabupaten: 
Deli Serdang, Toba Samosir, Bintan, Rokan Hilir, Solok, Sarolangun, Bangka, OKI, 
Lampung Utara, Lebak, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Sragen, Bangkalan, Gresik, 
Klungkung, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Kupang, Kutai Kertanegara, Bulukumba, 
Tanah Toraja, Gorontalo dan Minahasa. 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan suatu kerangka pikir yang melibatkan 
beberapa konsep yang keterkaitannya dapat dilihat dalam gambar seperti berikut ini: 
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ALUR PIKIR PENYERAHAN PENGATURAN SEBAGIAN KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA 

OTONOMI DAERAH 

PRINSIP-PRINSIP 
PENGATURAN DESA 

DESA 

INPUT 

KEBIJAKAN 
PENGUATAN 

DESA 

FUNGSI 
DESA 

KESRA 

PROSES 

OUTPUT 

IDENTIFIKASI 

PENDEKATAN 

PENDEKATAN KEBIJAKAN 
berdasarkan : 

- Eksternalitas 
- Akuntabilitas 
- Efisien 

PENDEKATAN SOSIAL 
BUDAYA berdasarkan: 

- Kenyataan 
- Kebutuhan 

OUTCOMES 

EVALUASI 

PERSEPSI 
PENYERAHAN 
KEWENANGAN 

 MEKANISME 
PENYERAHAN 
KEWENANGAN 

FAKTOR PENENTU 
PENYERAHAN 
KEWENANGAN 
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Berdasarkan gambar di atas, selanjutnya berikut ini menjelaskan tentang 
bagaimana pelaksanaan penelitian yang dilakukan. 

1. Dalam melaksanakan fungsi Desa untuk membawa masyarakatnya menuju suatu 
keadaan yang sejahtera dibutuhkan kewenangan-kewenangan yang sesuai 
dengan sifat dasarnya sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. Dengan demikian, maka kewenangan yang dimilikinya merupakan 
kewenangan bawaan dan berian/limpahan;  

2. Pemerintah Daerah berdasarkan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 
dapat menyerahkan pengaturan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya kepada Desa melalui proses identifikasi dan berdasarkan pada 
prinsip-prinsip pengaturan desa. Adapun Prinsip-prinsip pengaturan desa yang 
dimaksud adalah berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Proses identifikasi kewenangan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada 
Desa, agar tercapai efektifitas penyelenggaraan fungsinya dilakukan dengan 
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan administrasi pemerintahan dan 
pendekatan sosial budaya. 

a. Pendekatan Administrasi Pemerintahan yang digunakan adalah proses 
penetapan urusan dan kewenangan yang didasarkan pada persepsi 
Pemerintah Kabupaten/Kota tentang urusan yang dapat diselenggarakan 
atau diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa agar penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di desa lebih efektif dan efisien 
(Penetapan Urusan secara Top Down). 

b. Pendekatan Sosial Budaya adalah proses penetapan yang didasarkan atas 
persepsi Pemerintah Desa tentang urusan/kewenangan yang sudah 
dilaksanakan selama ini dan urusan/kewenangan lain yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan fungsinya secara lebih optimal (Penetapan Urusan 
secara Bottom Up) .      

4. Urusan dan kewenangan yang dijadikan acuan dalam proses identifikasi ini 
adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan 
Kewenangan  Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota 
per-Bidang dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

5. Proses identifikasi yang dilakukan merupakan bagian dari proses mekanisme 
penyerahan kewenangan-kewenangan yang dapat diserahkan pengaturannya 
oleh Desa. Dengan demikian diharapkan dari penyerahan pengaturan 
kewenangan tersebut, Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsinya dengan 
optimal sehingga mempercepat akselerasi kesejahteraan masyarakat. 
 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 

pengaturannya dapat diserahkan kepada desa memerlukan pedoman, baik di tingkat 
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Pusat maupun  di tingkat Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan di tingkat Daerah 
minimal mengatur tentang isi rincian kewenangan yang diserahkan; kriteria penyerahan 
kewenangan; mekanisme penyerahan kewenangan; serta pembiayaan penyelenggaraan 
kewenangan yang diserahkan. 

Berkaitan dengan penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu Administrasi 
Negara dan Sistem Sosial Budaya. Pendekatan administrasi negara mencakup 
manajemen pemerintahan yang terdiri atas konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan  
otonomi desa, sedangkan pendekatan sistem sosial budaya meliputi konsep integrasi 
dengan teori struktural fungsional dan konsep disintegrasi dengan teori konflik. 

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan Administrasi Negara dimaknai 
sebagai pendekatan dalam memandang kewenangan merupakan berian/limpahan dari 
pihak supradesa (Pemerintahan Kabupaten/Kota) kepada desa yang cenderung seragam 
dan bersandarkan pada prinsip keterkaitan dan hubungan antar struktur dari tingkat atas 
(top) kepada tingkat dibawahnya (down) atau dengan kata lain, pendekatan dari atas ke 
bawah (top – down approach). Disamping itu, pendekatan Administrasi Negara ini juga 
bersandarkan atas kebijakan negara/pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan sebagaimana didalam UU No. 32/2004, Pasal 11 (1) yang 
menetapkan tiga kriteria, yaitu kriteria:  (1) Eksternalitas; (2) Akuntabilitas; dan (3) 
Efisiensi. Pendekatan ini juga akan terkait dengan upaya untuk mengidentifikasi 
tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
rangka meningkatkan peran atau fungsi desa untuk melayani masyarakatnya, mencakup 
juga ada tidaknya kebijakan penyerahan kewenangan kepada desa dan rincian 
kewenangan apa saja yang telah dilimpahkan atau diserahkan Pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Desa.      

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosial budaya yang bersifat kebalikan 
dari pendekatan pertama yang menitikberatkan pada mendekati dan mengindentifikasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan/wewenang harus didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat setempat (baca: Pemerintah Desa). Dengan kata lain, wewenang bukan 
hanya dipandang sebagai pemberian tetapi juga hak bawaan (pendekatan bottom – up).  

Lebih dari itu pendekatan sosial-budaya yang bersumber pada kenyataan 
(existing) dan kebutuhan (needs) Pemerintah Desa dimunculkan dalam penelitian 
penyerahan wewenang adalah untuk mencapai kebergunaan penelitian dalam rangka 
perbaikan tata pemerintahan desa. Melegitimasi pengakuan suara arus bawah yang 
bersifat bottom-up approach akan mendorong kemampuan pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya, berupa kebutuhan biologis (pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat); kebutuhan psikhologis (pelayanan pembangunan pedesaan); kebutuhan 
integratif (pengaturan).  

Fokus penelitian dengan menggunakan dua pendekatan tersebut adalah upaya 
untuk mengidentifikasi secara jernih dan seksama mengenai  rincian kewenangan yang 
dapat diserahkan pengaturannya dari pemerintah Kabupaten kepada Desa. Berdasarkan 
hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan analisis kualitatif.  
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 Hasil penelitian secara implisit menunjukkan bahwa sebagian besar 
Pemerintah Daerah telah mengindikasikan kemauannya untuk melakukan perubahan 
paradigma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah (desa). Hal 
tersebut juga terungkap dari tanggapan mayoritas responden dalam wawancara, 
dimana pemerintahan daerah semakin menyadari bahwa salah satu upaya dalam 
mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan cara 
menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada masyarakat (desa). Berikut 
gambaran prosentasenya : 

  
  

PPrroosseennttaassee  PPeenniillaaiiaann  DDaaeerraahh  TTeerrhhaaddaapp  PPeennyyeerraahhaann  KKeewweennaannggaann  
 

Apresiasi Daerah Terhadap 
Penyerahan Kewenangan

Besar
32%

Sedang
48%

Kecil
20%

 
  

 Selanjutnya dinyatakan, bahwa mengikutsertakan masyarakat secara aktif 
dalam proses pembangunan yang berlandaskan pada aspek kebutuhan memang sudah 
seharusnya dilakukan, karena masyarakat desa setempatlah yang mengetahui kebutuhan 
dan bagaimana pembangunan tersebut dilakukan yang sesuai dengan potensi dan 
kondisi sosial budaya mereka. Walaupun dari segi kelayakan urusan pemerintahan 
tersebut dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, namun jumlah dan jenis urusan 
dan kewenangan yang diberikan akan dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai 
dengan kemampuan desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari desa. 

     Sedangkan, dalam upaya merumuskan bidang dan rincian urusan pemerintahan 
yang akan diserahkan pengaturannya dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa 
dapat ditempuh dengan lima tahapan, yakni : (l) Tahap mengidentifikasi; (2) tahap 
mengelompokkan; (3) tahap merumuskan; (4) tahap menetapkan; dan (5) tahap 
menyerahkan. 
 
1. Tahap Mengidentifikasi 
   
  Tahap mengidentifikasi dimaksudkan mencari dan menemukan bidang-bidang 
urusan pemerintahan dan jenis kewenangan apa yang akan diserahkan kepada desa. 
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengidentifikasian pada karakteristik desa; 
kebutuhan masyarakat desa; dan pemerintahan desa.  
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  Karakteristik desa dapat diidentifikasi dari keadaan geografis berikut dengan 
kecenderungan struktur tanah yang dimiliki oleh masing-masing desa. Secara umum 
kondisi desa dibagi dalam tiga bagian, yakni (a) desa yang berada di dataran tinggi atau 
pegunungan; (b) desaa yang berada di dataran pantai; dan (c) desa yang berada di 
daratan datar. Selain mengidentifikasi desa dari kewilayahnnya, secara langsung 
maupun tidak langsung akan mengidentifikasi tingkat kesuburannya. Dengan demikian 
desa tertentu mempunyai tingkat  kesuburan yang masuk dalam kesuburan tinggi; 
kesuburannya sedang; dan kesuburan rendah.  
  Berdasarkan identifikasi tersebut akan ditemukan  karakteristik dominan dari 
produk yang dihasilkan oleh suatu desa. Dengan kata lain identifikasi tersebut akan 
menghasilkan kebutuhan masyarakat desa yang berkaitan dengan mata pencaharian 
umum dari penduduk desa. Kebutuhan masyarakat desa tersebut dikategori dalam tiga 
bagian,yakni kebutuhan masyarakat desa dalam bidang  pertanian; perikanan;  dan  
perdagangan/industri.  

Kebutuhan masyarakat dalam pertanian, terutama produksi padi yang dihasilkan 
dari lahan sawah basah maupun sawah kering. Dalam kebutuhan ini juga melibatkan 
usaha dalam bidang perkebunan, buah-buahan, palawija, perikanan darat, dan 
sejenisnya. Kebutuhan masyarakat pantai terutama dalam ekonomi  perikanan 
mengandung yang berupa kebutuhan usaha nelayan, budidaya ikan di tambak, ataupun 
budidaya rumput laut. Pendeknya mata pencahartian yang bertumpu pada kondisi 
daerah pesisir atau sungai besar. Kebutuhan masyarakat desa juga ada yang berkiprah 
alam sektor perdagangan atau industri yakni desa yang menekankan pada home 
industri, baik berupa barang ataupun jasa. Pada umumnya perdagangan masyarakat desa 
menekankan pada makanan,minuman, pakaian ataupun berbagai jenis kerajinan tangan. 
Identifikasi kebutuhan masyarakat juga berlaku pada jenis kebutuhan  psikhologis dan 
kebutuhan sosial politiknya.  
 
2. Tahap Mengelompokkan 
   
  Tahap kedua, yakni melakukan pengelompokkan pada pemerintahan desa 
berikut dengan pengelompokkan identifikasi kebutuhan masyarakat desa. 
Pengelompokkan pemerintahan desa terbagi dalam tiga macam, yakni: (a) 
Pemerintahan Desa Adat, yakni pemerintahan desa yang dibentuk atas legitimasi adat-
istiadat dari masyarakat setempat; (b). Pemerintahan Desa Administratif atau desa yang 
didasarkan pada kepentingan dan aturan  administrasi;(c) Pemerintahan Desa 
Campuran yang mengekspresikan pemerintahan desa yang sebagian masih terikat 
dengan pemerintahan adat dan sebagian lagii sudah menggunakan karakter 
pemerintahan  administrasi. 

Atas dasar pengelompokkan tersebut, maka akan ditemukan kebutuhan 
pemerintahan masing-masing kelompok  desa. Kebutuhan pemerintahan desa diarahkan 
pada fungsi dan tugas pokoknya yang diembannya. Berkenaan dengan fungsi 
pemerintahan desa yang pada dasarnya merupakan kebutuhan pemerintahan desa 
terdapat tiga bagian utama, yakni (a) jenis kebutuhan pemerintahan desa yang 
berkenaan dengan urusan pemberdayaan dan pembangunan; kebutuhan fungsi 
pengaturan; dan kebutuhan fungsi pelayanan. 

Berdasarkan pengelompokkan desa, maka  desa kategori desa geneologis, urusan 
rumah tangga desa yang prioritas berkenaan dengan keberlangsungan adat-istiadat. Pada 
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desa administrasi, urusan pemerintahan merupakan penyerahan urusan pemerintahan 
yang dapat mengembangkan fungsi desa.  

Perumusan bidang dan urusan pemerintahan harus didasarkan pada konsep desa 
yang dipandang sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 
setempat yang memang dilegalkan atau diakui dalam sistem pemerintahan tingkat 
daerah manupun nasional. Atas landasan tersebut, maka pemerintahan desa harus 
diberikan kewenangan yang dapat menghidupi rumah tangganya sendiri. Kewenangan 
itu tiada lain merupakan produk hukum yang berisi rinsian mengenai urusan 
pemerintahan yang diserahkan. 

Perumusan bidang dan urusan pemerintahan mencakup (a) urusan pemerintahan 
yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas 
pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
perundangan diserahkan kepada desa. 

Khusus mengenai bidang dan urusan pemerintahan yang berkategori 
pemerintahan adat  dalam kaitan dengan urusan rumah tangga desa berupa: (a) 
menyelenggarakan (mengatur dan mengurus) desa belum “diambil alih” atau dijadikan 
urusan pemerintah lebih tinggi; (b) tidak bertentangan atau dilarang oleh ketentuan 
resmi yang berlaku lebih tinggi; (c) berada dalam batas-batas kemampuan desa; (d) 
dilakukan untuk menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka penggunaan pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas; (e) dipandang mendesak, darurat dan 
seperti itu, kendatipun secara hukum atau administrasi urusan itu adalah urusan instansi 
yang lebih atas, guna keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat desa yang 
bersangkutan. 
 
3. Tahap Merumuskan 

 
Tahap ketiga yakni melakukan perumusan kebutuhan urusan pemerintahan desa 

yang menjadi prioritas dari masing-masing kelompok desa. Dalam  tahap perumusan 
perlu dipertimbangkan empat aspek, yakni: (l) Aspek pemberdayaan sumber daya 
manusia yang didalamnya terkandung penyiapan pemimpin dan kepemimpinan yang 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa; (2) Aspek pemberdayaan bidang 
kelembagaan pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan karakteristik desa berikut  
dengan kebutuhan masyarakatnya; (3) Aspek pemberdayaan ketatalaksanaan 
pemerintahan desa yang bersendi pada nilai kesejahteraan yang berkeadilan pada 
masyarakat desa; (4) Aspek pemberdayaan dalam  pemenuhan kebutuhan pembiayaan 
dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang tersebut. 

Keempat aspek tersebut membentuk kesatuan dalam merumuskan penyerahan 
urusan pemerintahan desa. Hubungan antaraspek akan membentuk prinsif-prinsif dasar 
yang dapat menjadi pedoman oleh pihak kabupaten ataupun desa dalam mewujudkan 
kebijakan daerah dalam pelimpahan sebagian kewenangan. Dalam prakteknya 
hubungan prinsip antaraspek tidak ada maknanya bilamana sekedar pemenuhan 
kewajiban menjalankan aturan,bukan atas tujuan yang lebih luhur yakni komitmen 
untuk mencapai kesejahteraan bersama, khsusnya melalui pelimpahan sebagian 
kewenangan.  
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Rumusan urusan terbagai menjadi tiga bagian, yakni  (1) siap maksimum  atau 
simak; (2)  siap minimum atau simin; dan (3) siap medium atau simed. Adapun kategori 
kesiapan desa ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan oleh Pemerintah Daerah dalam 
menetapan jumlah urusan dan kewenangan yang akan diserahkan kepada desa.  

Desa dengan tingkat kesiapan Simak bercirikan desa perkembangan yang sangat 
dinamis. Kapasitas sumber daya  meningkat cepat dan berorientasi ke depan, sehingga 
cenderung sikapnya terbuka dengan berbagai pembaharuan yang mengentungkan 
individu ataupun kelompok sosial. Kehidupan masyarakat desa yang variatif latar 
belakang menjadikan sisitem budaya terbaru yang dijadikan acuan kesepakatan bersama 
dalam menjalankan  kemandiriannya. Berdasarkan tingkat kesiapan ini, Pemda dapat 
memberikan urusan dan kewenangan dengan jumlah “maksimal”. Kebalikan dari desa 
simak adalah Simin, sehingga jumlah dan besaran kewenangan yang diserahkan pada 
batas-batas urusan pemerintahan yang sifatnya mendasar dan sangat dibutuhkan 
masyarakat desa yang kecenderungannya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan 
psikologis. Disamping itu, perlu juga diperhatikan apakah desa tersebut tergolong 
kategori desa geneologis/adat atau administratif. 

Adapun desa Simed dicirikan sebagai kelompok desa (administratif) yang 
sedang berkembang maju, ini disebut juga desa dalam tahap transisi karena perpindahan 
dari kehidupan yang terikat dengan adat-istiadat menuju kehidupan yang lebih 
menerima perubahan modernisasi. Untuk tipe desa ini, maka jumlah dan besar 
kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat perubahan yang sedang terjadi 
di desa ini. 

 
4. Tahap Menetapkan 
  
  Tahap keempat, yakni menetapkan rumusan urusan pemerintahan dan jenis 
kewenangan yang telah disusun menjadi rancangan Perda yang akan diajukan kepada 
DPRD. Adapun rumusan tersebut adalah rumusan yang sudah mengakomodir versi 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Perangkat Daerah dan versi dari Pemerintahan 
Desa, yang telah dikonfirmasi kepada Kepala Daerah dan mendapatkan persetujuan. 
 Pembahasan rancangan Perda di DPRD mengikuti mekanisme penetapan Perda 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain mengikutsertakan 
berbagai komponen masyarakat/stakeholders khususnya Pemerintahan Desa. 
Penyertaan Pemerintahan Desa adalah mutlak mengingat yang akan menerima dan 
melaksanakan serta mempertanggungjawabkan ketetapan tersebut adalah mereka. 
Disamping itu, penyertaan itu juga sebagai wadah controlling  apakah isi rancangan 
tersebut telah mendekati kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Hal ini 
penting, karena untuk meminimalisasi dan mengeliminasi kemungkinan bahwa 
ketetapan tersebut akan menjadi beban bagi desa sehingga tujuan yang diharapkan tidak 
tercapai. 
 Apabila rancangan tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda, maka 
Pemerintah Daerah selanjutnya merumuskan dan menyusun kebijakan yang berisi 
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis); program dan kegiatan dalam 
rangka mempersiapkan  Pemerintahan Desa melaksanakan urusan pemerintahan yang 
akan diserahkan. Hal ini crucial untuk dilakukan mengingat rata-rata kemampuan desa 
masih terbatas dalam substansi pelaksanaan urusan pemerintahan. 
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TAHAP MENETAPKAN 

TAHAP MERUMUSKAN 

TAHAP MENYERAHKAN 

TAHAP IDENTIFIKASI 

 Adapun pentahapan dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana 
dijelaskan di atas dapat diilustrasikan dalam bagan 7.1, sedangkan prosedur penetapan 
urusan pemerintahan dapat dilihat pada gambar 7.1, sebagai berikut: 
 
 
 
Bagan 7.1 
TTaahhaappaann  PPrroosseedduurr  PPeerruummuussaann  UUrruussaann  PPeemmeerriinnttaahhaann  
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Penelitian penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa 
dilakukan untuk mencapai dua tujuan, yakni menghasilkan rumusan teoritik yang 
berisi prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan makna, proses dan faktor-faktor 
penyerahan urusan pemerintahan yang digunakan dalam organisasi pemerintahan di 
Indonesia. Selain itu juga penelitian bertujuan memenuhi kebutuhan praktis, yaitu 
penerapan penyerahan urusan pemberintahan yang dapat mengembangkan organisasi 
pemerintahan Kabupaten/Kota dan desa dalam mencapai kemandirian yang 
seutuhnya. Kepentingan praktis ini sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam 
pembuatan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penguatan otonomi 
pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Konsep desentralisasi sebagai bagian Otonomi Daerah memiliki makna yang 

meluas dan mendalam, sehingga setiap individu atau kelompok sosial yang terlibat 
dalam pemerintahan memperlihatkan multi tafsir. Kecenderungan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota mempersepsikan desentralisasi dengan makna  tujuan bukan 
sebagai alat. Persepsi sebagai tujuan desentralisasi digunakan untuk melegitimasi 
kewenangan pemerintahan yang diperoleh dan disandarkan prinsip yang harus 
dipertahankan. Selain itu juga terdapat persepsi makna desentralisasi sebagai alat 
yang digunakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat 
pencapaian kesejahteraan masyarakat yang meluas dan berkeadilan. Muti tafsir 
tersebut, menjadikan konsep desentralisasi mengalami reduksi (lebih jauhnya 
pembelokkan makna) yang digandengkan dengan pemahaman politis, mengingat 
kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota hasil perjuangan politis. 

2. Desentralisasi yang dimaknai tidak sesuai dengan ”warna aslinya” itu, 
menunjukkan interpretasi teoritis lebih jauh, dimana sistem budaya sebagian elit 
Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengalami progress berkenaan dengan  
perubahan gaya sentralistik ke desentralistik. Artinya, sekalipun sudah mengemas 
dalam desentralistik, namun substansinya masih sentralistik. Hal ini dibuktikan 
dengan kemauan politik Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya yang sama, yakni 
masih kurang (hanya satu dari dua puluh lima Kabupaten) dalam mewujudkan 
amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004, khususnya dalam penyerahan 
sebagian urusan pemerintahan dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa.  

3. Secara sosial politik belum ditemukan sebuah perencanaan dan penanganan 
pemerintah kabupaten/kota dalam usaha memperkuat posisi pemerintahan desa 
dalam kebijakan-kebijakannya. Pemberian bantuan dana sebagai perilaku dan 
strategi politis dalam memperlihatkan apresiasi kepada pemerintah desa dalam 
bentuk santunan. Santunan dana yang tidak diiringi usaha pembinaan bukan 
menjadikan produktif, justru pada kabupaten tertentu melahirkan konflik 
horizontal di kalangan elit Pemerintah Desa dan BPD. 

4. Reduksi makna desentralisasi menjadi sentralisasi itu manakala dibiarkan terlalu 
lama mengendap akan merambah pada pemerintahan desa. Dengan kata lain, 
konflik horizontal akan bermetamorfosa menjadi konflik vertikal ketika 
pemerintah desa memahami pesan UU Nomor 32 tahun 2004. Untuk itu, 
desentralisasi harus dilanjutkan kepada redesentralisasi. Dengan kata lain 
redesentralisasi menjadi jurus yang  ”menembus batas” psudo desentralisasi yang 
menyelimuti sebagian pemerintahan kabupaten/kota.  

5. Bilamana konsep desentralisasi mengacu pada penyerahan urusan pemerintahan 
dari Pemerintah pusat kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka de-
desentralisi adalah proses penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Proses ini dilakukan dengan jalur 
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penyerahan urusan pemerintahan atau PENYERU PEMERINTAHAN, agar 
mencapai sasarannya yakni pemberdayaan pemerintah desa. Dengan kata lain, 
pemerintahan desa disandingkan dengan de-desentralisasi sebagai  Daerah 
Otonom Ketiga di masa depan yang menitikberatkan kekuatan pemerintahan di 
Indonesia berada di tangan desa. Jadi, pemerintahan otonomi daerah itu tiada lain 
pemerintahan berbasis desa. 

 
Berkenaan dengan temuan penelitian yang bersifat praktis di lapangan 

menunjukkan arah pengembangan pengembangan pemerintahan desa sebagai otonomi 
desa ketiga dapat diterapkan sebagai berikut: 
1.  Ditemukan perbedaan kebutuhan urusan pemerintahan, yang disebabkan  cara 

pandang yang berbeda. Pertama, pandangan atau persepsi Pemerintahan 
Kabupaten/Kota yang mendasarkan kewenangan dari penilaian kelayakan pada 
bidang dan jenis kewenangan yang diberikan. Kedua, pandangan kebutuhan 
pemerintahan desa yang mendasarkan pada karakteristik desa, karakteristik 
kebutuhan masyarakatnya dan kebutuhan pemerintahan desa.   

2. Ditemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi de-desentralisasi dengan 
penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada 
Pemerintahan Desa. Faktor tersebut bersumber dari pihak Kabupaten berupa 
faktor kemauan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan pertimbangan 
pembiayaan mengenai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan. Faktor dari 
pihak Pemerintah Desa yakni; faktor kebutuhan masyarakat desa; faktor kesiapan 
sumber daya; dan faktor sarana dan prasarana. 

3.  Dengan berbagai analisis kualitatif dan cross informasi, maka ditemukan tiga 
kelompok desa yang memiliki potensi untuk pelaksanaan penyerahan 
kewenangan, yakni desa Unggul Tradisi; desa Unggul Aksi dan desa Unggul 
Kreasi. Pengkajian ketiga kategori desa berdasarkan kebutuhan dan studi 
kelayakan, maka diperoleh temuan kelompok desa Siap Minimum (SiMin); desa 
Siap Medium (SiMed); dan desa Siap Maksimum (SiMak) dalam penyerahan 
urusan pemerintahan berikut jenis kewenangannya.   

4. Berdasarkan pertimbangan berbagai pihak diskusi kajian lain, maka diperoleh 
temuan, bahwa penyerahan urusan pemerintahan harus dilakukan secara bertahap 
dan mengharuskan dilakukannya prakondisi yang dapat tumbuh dan 
berkembangnya kepercayaan diri dari pihak pemerintahan desa dalam penerimaan 
urusan pemerintahan. Dalam  kaitan itu prakondisi  harus dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dalam usaha memperkuat pemerintahan desa.    

5. Prosedur dan alur yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam 
merencanakan penyerahan, maka harus dilakukan dengan dengan dua jalur. 
Pertama dengan jalur top-down yang dilakukan dengan cara mengevaluasi 
kelayakanan setiap desa dan memperbandingkan antardesa dalam lingkungan 
Kabupaten/Kota yang sama. Sedangkan jalur kedua yakni jalur  bottom up, yakni 
dengan melakukan pengkajian dengan pentahapan identifikasi, perumusan dan 
menetapkan urusan pemerintahanberdasarkan kebutuhan masyarakat desa.    

 
Berdasarkan temuan teoritik dan paraktis di lapangan menunjukkan, bahwa 

pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten/Kota cenderung mengalami kemacetan. 
Selain terjadi pereduksian makna otonomi yang menjadikan kemauan politik 
cenderung ”ragu” dan pembiayaan untuk  diwujudkannya kebijakan tersebut. Untuk 
itu diperlukan ”jurus jitu” yang menembus kebutuhan dan kemandegan otonomi di 
Kabupaten dengan mendorong dan meluncurkan paket de-desentralisasi . Paket 
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kebijakan itu berisi kebijakan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota 
kepada pemerintah desa tujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan desa 
melaksanakan tugas dan fungsinya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat desa 
Indonesiaa yang 60% berada di pedesaan. Paket ini sekaligus menjadi kebijakan yang 
merintis ke arah terbentuknya otonomi daerah ketiga atau otonomi desa. Atas dasar 
kajian tersebut, maka dalam kajian ini direkomendasikan kepada ketiga pihak,yakni: 
1. Bagi Pemerintah pusat adalah perlu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 

Pemerintah atau Permendagri yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota 
untuk menindaklanjuti UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2006. 

2. Pemerintah Daerah yakni Kabupaten/Kota segera melakukan langkah kongkrit 
berupa perancangan peraturan daerah yang mengatur penyerahan urusan 
pemerintahan dari Kabupaten kepada desa dengan prosedur dan alur secara 
bertahap. Penyerahan harus dilakukan dengan identifikasi, pengelompokkan, 
perumusan dan penetapan bidang dan urusan sesuai dengan karakteristik desa dan 
pemerintahan desa dalam waktu sesegera mungkin. 

3. Bagi Pemerintah Desa harus meningkatkan kapasitasnya dalam menerima 
penyerahan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan rumah tangga sendiri, 
baik dalam sumber daya maupun sarana dan prasarana. Kesiapan pemerintahan 
desa perlu dilakukan agar kebijakan de-desentralisasi mencapai sasaran yakni 
memperkuat pemerintahan desa yang dapat memfungsikan tugasnya sebagai 
pemberdaya dan pembangunan, pengatur dan pelayan masyarakat desa dengan 
sebaik-baiknya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi 

penyelenggaraan kepemerintahan dari Pusat ke Daerah. Pergeseran ini memberikan 

peluang dan sekaligus tantangan bagi Daerah untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan kepemerintahannya serta meningkatkan akselerasi pembangunan di 

daerahnya. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka: 

1).  meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; 

2).  menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya 

mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah; 

3).  mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya 

harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan 

negara.  

Seiring dengan perubahan dalam Sistem Pemerintahan Daerah yang terjadi pada 

tingkat Propinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa pun mengalami 

perubahan pula. Perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Desa semenjak 

diimplementasikannya UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan UU 

No. 32 Tahun 2004, adalah pemaknaan desa yang dikembalikan sesuai dengan jiwa Pasal 

18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengakui serta menghormati hak-hak, asal-

usul daerah yang bersifat istimewa. Penegasan makna desa tersebut terlihat pada Pasal 1 

Butir 12 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan: 

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 



 

 

2 

2 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

Lebih lanjut disebutkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 

desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Adapun makna dari masing-masing landasan pemikiran tersebut sebagaimana 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yaitu: 

1. Keanekaragaman, artinya istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan 
kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

2. Partisipasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus 
mampu mewujudkan peran aktif masyarakat. 

3. Otonomi asli, artinya kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan 
mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial 
budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan 
dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti 
perkembangan jaman. 

4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi 
melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. 

5. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Landasan pemikiran di atas, merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan 

kepada Desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Disamping itu juga, landasan-landasan 

tersebut mencerminkan Pemerintahan Desa sebagai kesatuan pemerintahan yang terkecil 

dan yang terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat 

strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat secara langsung dan cepat.  

Untuk meningkatkan peran serta Pemerintahan Desa yang dapat dibentuk di 

wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 

kepada Desa diberikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam 

menjalankan roda pemerintahannya. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 200 mengatur bahwa 

”Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa” 
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Lebih lanjut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 206 menjelaskan tentang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, adalah: 

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; 

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota; 

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan 

kepada desa. 

 

Berdasarkan Pasal 206 di atas, khususnya pada Butir b, maka sebagai upaya untuk 

lebih memberdayakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan 

meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 

menyerahkan pengaturan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 

kepada desa. Oleh karena itu, penyerahan sebagian urusan tersebut harus dilakukan dengan 

semangat pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang diserahkan adalah yang dapat 

mendorong peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di desa, bukan urusan dan 

kewenangan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Desa. 

Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat 

desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan 

kewenangan yang diserahkan. Upaya yang sistematis dimaksud tentu saja harus 

berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor 

lainnya, misal: dukungan supradesa (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), sarana dan 

prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya 

masyarakat desa.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakah persepsi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyerahan urusan 

pemerintahan yang pengaturannya dapat diserahkan kepada Desa? 

2. Bagaimanakah persepsi Pemerintah Desa dalam menerima penyerahan urusan 

pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan proses penyerahan urusan 

pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa ? 

4. Bagaimanakah rumusan urusan pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

diserahkan pengaturannya berdasarkan karakteristik desa dan kebutuhan 

Pemerintah Desa? 

5. Kebijakan-kebijakan dan program apa saja yang telah ditetapkan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan desa? 

6. Bagaimanakah model mekanisme dan langkah-langkah proses penyerahan urusan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa? 

Rumusan masalah-masalah tersebut dapat dinyatakan ke dalam satu rumusan pokok 

penelitian yaitu “Urusan pemerintahan dan kewenangan apa saja yang dapat diserahkan 

pengaturannya dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa agar tercapainya 

optimalisasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa?”.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan urusan-urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa 

dalam rangka meningkatkan peranserta Pemerintahan Desa yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi persepsi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyerahan 

urusan pemerintahan; 

2. Mengidentifikasi persepsi Pemerintah Desa dalam menerima penyerahan urusan 

pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota; 
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3. Menemukan faktor-faktor yang menentukan persepsi Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Desa dalam penyerahan urusan pemerintahan; 

4. Mendeskripsikan karakteristik tipologi desa dan kebutuhan Pemerintah Desa 

mengenai urusan pemerintahan; 

5. Memperoleh rumusan urusan pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

6. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka 

penguatan Pemerintah desa; 

7. Memperoleh model mekanisme dan langkah-langkah penyerahan urusan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu model proses 

penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang dapat 

diserahkan pengaturannya ke Desa.  Dengan demikian, hal ini dapat digunakan sebagai 

suatu acuan awal dalam mengimplementasikan kebijakan penyerahan urusan 

Kabupaten/Kota kepada Desa. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus kajian ini adalah urusan pemerintah dan kewenangan Kabupaten/Kota yang 

dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa. Adapun ruang lingkup substansi dalam 

penelitian ini adalah urusan pemerintahan dan kewenangan Kabupaten/Kota; Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa; pembagian urusan pemerintahan menurut prinsip-prinsip tertentu 

yang relevan, serta proses penyerahan urusan yang relatif efektif menghasilkan 

kewenangan yang tepat.  

Adapun Lokus Penelitian ini adalah sebagian daerah Kabupaten di Indonesia yang 

didasarkan pada teknik sampel acak secara sederhana (simple random sampling). Adapun 

hasil dari teknik sampel sederhana ini maka daerah sampel yang terpilih adalah Kabupaten: 

Deli Serdang, Toba Samosir, Bintan (Kepulauan Riau), Rokan Hilir, Solok, Sarolangun, 

Bangka, OKI, Lampung Utara, Lebak, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Sragen, Bangkalan, 

Gresik, Klungkung, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Kupang, Kutai Kertanegara, 

Bulukumba, Tanah Toraja, Gorontalo dan Minahasa. 
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E. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan suatu kerangka pikir yang melibatkan 

beberapa konsep yang keterkaitannya dapat dilihat dalam gambar seperti berikut ini: 
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  FRAMEWORK  
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KE DESA 
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DDDEEESSSAAA   

UUUUUU   333222///222000000444   (((PPPssslll   222000666)))    
PPPPPP   777222///222000000555   (((PPPssslll   777)))   



1 

Berdasarkan gambar di atas, selanjutnya berikut ini menjelaskan tentang 

bagaimana pelaksanaan penelitian yang dilakukan. 

a. Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 

2004 pasal 206 dan PP No. 72 Tahun 2005 dapat menyerahkan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa melalui proses secara 

sistematis.  

b. Desa yang berdasarkan peraturan tersebut yang akan menerima penyerahan 

urusan pemerintahan membutuhkan kewenangan-kewenangan yang sesuai 

dengan sosial budaya masyarakat dan sifat dasarnya sebagai “kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.;  

c. Pendekatan yang digunakan dalam rangka proses penyerahan urusan 

pemerintahan menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan:  

a. Administrasi Pemerintahan yang digunakan adalah proses penetapan 

urusan dan kewenangan yang didasarkan pada persepsi Pemerintah 

Kabupaten/Kota tentang urusan pemerintahan yang dapat 

diselenggarakan atau diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa agar 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa lebih efektif 

dan efisien (Penetapan Urusan secara Top Down). 

b. Sosial Budaya adalah proses penetapan yang didasarkan atas persepsi 

Pemerintah Desa tentang urusan/kewenangan yang sudah dilaksanakan 

selama ini dan urusan/kewenangan lain yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan fungsinya secara lebih optimal (Penetapan Urusan secara 

Bottom Up) .      

d. Urusan dan kewenangan yang dijadikan acuan dalam proses identifikasi ini 

adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan 

Kewenangan  Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota 



 

 

2 

2 

per-Bidang dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

e. Proses identifikasi tersebut bertujuan: 

a. Mengetahui persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten dan kebutuhan 

urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik desa:  

b. Menemukan dimensi-dimensi yang menentukan untuk proses penyerahan 

urusan; 

c. Merumuskan mekanisme penyerahan urusan pemerintahan yang dapat 

diserahkan pengaturannya oleh Desa.  

f. Berdasarkan proses identifikasi tersebut diharapkan: 

a. Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman 

penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturan kepada desa; 

b. Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur urusan 

pemerintahan dan kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada 

desa; 

c. Pemerintah Desa akan meningkatkan kapasitas dengan urusan yang akan 

diterimanya sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan optimal 

sehingga dapat mempercepat akselerasi kesejahteraan masyarakat desa. 

 

F. Sumber Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan 

Kajian  Penyerahan Sebagian Kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa 

bersumber dari dana APBN melalui DIPA LAN Tahun 2006. Pelaksanaan kajian 

dilakukan dari mulai bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006.  
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BAB II 
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENATAAN KEWENANGAN DESA 
 

Kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

kemudian direvisi melalui Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

pada intinya mempertegas kembali dan memperkuat posisi Desa. Hal itu juga 

merupakan bagian dan tindak lanjut dari kebijakan desentralisasi di Indonesia serta  

menjadi momentum untuk merancang model Tata Desa (Pemerintah Desa dan 

masyarakat desa) yang efektif dan otonom. 

Penyelenggaraan otonomi daerah seharusnya seiring dengan pemberdayaan desa 

karena pada dasarnya otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sementara 

representasi dari masyarakat salah satunya adalah keberadaan desa yang 

dipersonifikasikan oleh pemerintah desa. 

Terlepas dari posisi kedudukan dan organisasi desa selama ini yang mendua 

(ambevalen) antara sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan atau lembaga 

kemasyarakatan, namun desa dipersepsikan sebagai bagian dari wajah pemerintahan. 

Hal ini disebabkan, karena Desa diposisikan sebagai ujung tombak terdepan dalam 

pemerintahan, sehingga baik atau buruknya desa merupakan gambaran dari 

penyelenggaraan pemerintahan secara umum.  Disamping itu juga keberhasilan 

pembangunan nasional dapat dilihat dari pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, 

pemerintah diharapkan mampu melaksanakan fungsi pengayoman, pelayanan dan 

pemberdayaan kepada desa. 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh desa selain kedudukan dan organisasi desa 

yang mendua, adalah terbatasnya sumber pendapatan untuk pembiayaan yang memadai, 

terbatasnya kewenangan yang menjadi urusan rumah tangga desa, terbatasnya sumber 

daya kelembagaan serta keterbatasan sumber daya aparat desa baik kualitas maupun 

kuantitas dan menjadi semakin sulit ketika kebijakan pemerintah supra desa tidak 

memberikan keberpihakan kepada desa. 

Esensi otonomi desa tergambar dari terdapatnya serangkaian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga desa tersebut. Berdasarkan UU 32/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan desa mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal 

usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang dapat 

diserahkan pengaturannya kepada Desa; tugas pembantuan dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan  yang diserahkan kepada Desa. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 

pengaturannya dapat diserahkan kepada desa memerlukan pedoman, baik di tingkat 

Pusat maupun  di tingkat Daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan di tingkat Daerah 

minimal mengatur tentang isi rincian kewenangan yang diserahkan; kriteria penyerahan 

kewenangan; mekanisme penyerahan kewenangan; serta pembiayaan penyelenggaraan 

kewenangan yang diserahkan. 

Berkaitan dengan penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu Administrasi 

Negara dan Sistem Sosial Budaya. Pendekatan administrasi negara mencakup 

manajemen pemerintahan yang terdiri atas konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan  

otonomi desa, sedangkan pendekatan sistem sosial budaya meliputi konsep integrasi 

dengan teori struktural fungsional dan konsep disintegrasi dengan teori konflik. 

 
A. Desa dan Kewenangan Pemerintahan Desa 

1. Pengertian Desa 

Istilah desa sudah dikenal jauh sebelum penjajahan Belanda dimulai. 

Seorang warga Belanda yang membantu Gubernur Jendral Inggris yang menjadi 

anggota Raad van Indie melaporankan di tahun 1817 bahwa di wilayah pesisir 

pantai utara Jawa sudah terdapat sebuah pemukiman yang terorganisir dalam 

mengatur kehidupan masyarakatnya.  Pada kesempatan lain, Ia juga menemukan  

komunitas lain yang disebut desa di luar Pulau Jawa yang keadaannya mirip 

dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, 1984:36). Hal ini dapat diduga, bahwa 

desa berasal dari kata “Swadesi“ (bahasa India) yang arti awalnya adalah tempat 

asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang menunjukkan adanya 

kesatuan hidup, kesatuan norma, dan memiliki batas-batas kewilayahan  yang 

jelas. (Soetardjo, 1984: 15; Yuliati, 2003: 24). 

Dalam kajian administrasi pemerintahan yang diterbitkan tahun 1965 – 

2004, desa diartikan dengan bermacam-macam sebagimana yang dituangkan 
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dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 sebagai  berikut: Desa adalah: 

’’Suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum 

dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, Desa diposisikan sebagai Daerah Administratif terkecil“ 

Sementara itu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 menbatasi pengertian 

desa   ”Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduuduk sebagai kesatuan 

masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membatasi desa  sebagai ”wilayah 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang 

diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada  di daerah Kabupaten.” 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membatasi desa adalah Kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Selanjutnya bila kita komparasikan perubahan pengaturan Desa dalam  

Undang- 

dengan istilah, pembentukan, badan perwakilan, kewenangan, masa 

jabatan dan sumber pendapatan sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 

 
 
 
Tabel 2.1. 
Perubahan Konsep Desa Menurut UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004  
 

NNNooo   MMMaaattteeerrriii    UUUUUU   NNNooo...   222222   TTTaaahhhuuunnn   111999999999   
   
UUUUUU   NNNooo...   333222   TTTaaahhhuuunnn   222000000444   
   

1. Istilah Desa adalah suatu wilayah 
masyarakat hukum yang 

Desa atau disebut dengan 
nama lain, adalah kesatuan 
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memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-
usul dan adat setempat yang 
diakui dalam sistem 
pemerintahan nasional dan 
berada  di daerah Kabupaten 

masyarakat hukum yang 
memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dalam 
sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Pembentukan  Desa dapat dibentuk, 
dihapus, dan digabungkan 
dengan memperhatikan asal-
usulnya, atas prakarsa 
masyarakat. 

Desa dapat dibentuk, dihapus, 
dan digabungkan dengan 
memperhatikan asal-usulnya, 
atas prakarsa masyarakat 
dengan persetujuan Pemerintah 
Kabupaten dan DPRD. 

3. Badan 
Perwakilan 

Badan Perwakilan Desa 
berfungsi mengayomi adat 
istiadat, membuat peraturan 
desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat serta melakukan 
pengawasan terhadap 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

Badan Permusyawaratan 
Desa berfungsi menetapkan 
peraturan desa bersama 
kepala desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi 
masyarakat. 
 

4. Kewenangan  • Kewenangan yang sudah 
ada berdasarkan hak asal 
usul desa. 

• Kewenangan yang belum 
dilaksanakan oleh Daerah 
dan Pemerintah.  

• Tugas Pembantuan dari 
Pemerintah, Provinsi, 
dan/atau Kabupaten/Kota. 

 
 

• Urusan pemerintahan yang 
sudah ada berdasarkan hak 
asal usul desa. 

• Urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
Kabupate/Kota yang 
diserahkan pengaturannya 
kepada desa. 

• Tugas Pembantuan dari 
Pemerintah, Provinsi, 
dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

• Urusan pemerintah lainnya 
yang oleh peraturan 
perundang-undangan 
diserahkan ke desa. 

 
5. Masa jabatan 10 tahun atau dua kali masa 6 tahun dan dapat dipilih 
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Kepala Desa jabatan kembali hanya untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan berikutnya. 

6. Sumber 
Penghasilan/ 
Pendapatan 

Sumber  Pendapatan  Desa  
terdiri  atas: 
a. pendapatan  Asli  Desa, 

yang meliputi : 
1) Hasil usaha desa 
2) Hasil kekayaan desa 
3) Hasil swadaya dan 

partisipasi 
masyarakat. 

4) hasil gotong royong. 
5) lain-lain pendapatan 

desa yang sah. 
b. bantuan    dari  

Pemerintah Kabupaten 
yang meliputi : 
1) bagian dari 

perolehan pajak dan 
retribusi daerah; 
dan 

2) bagian dari dana 
perimbangan 
keuangan Pusat dan 
Daerah yang 
diterima oleh 
Pemerintah 
Kabupaten. 

c. bantuan    dari  
Pemerintah dan 
Pemerintah Propinsi; 

d. Sumbangan dari pihak 
ketiga; dan 

e. pinjaman Desa 

Sumber  Pendapatan  Desa  
terdiri  atas: 
a. Pendapatan  Asli  Desa, yang 

meliputi : 
1) Hasil usaha desa 
2) Hasil kekayaan desa 
3) Hasil swadaya dan 

partisipasi masyarakat. 
4) hasil gotong royong. 
5) lain-lain pendapatan 

desa yang sah. 
b. Bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah 
Kabupaten. 

c. Bagian dari dana 
perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kab/Kota. 

d. Bantuan    dari  
Pemerintah yang meliputi 
: 
1. Bersumber dari 

APBN. 
2. Bersumber dari APBD 

Provinsi. 
3. APBD Kab/Kota. 

e. Hibah dan  Sumbangan 
dari pihak ketiga 

 
 

Beberapa ahli  mengemukakan pendapat mengenai desa dalam tinjauan 

masing-masing. Bintarto (1983) yang melihat desa dari segi geografi dengan 

pembatasan “suatu hasil dari pewujudan antara kegiatan sekelompok manusia 

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau 

penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial 
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ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga 

dalam hubungannya dengan daerah lain”.  Lebih lanjut  Kartohadikusumo melihat 

desa dari sudut hukum yang menyatakan: “Desa merupakan suatu kesatuan 

hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 

pemerintahan sendiri (1953 : 2)”. 

Batasan desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang 

dikemukakan oleh Bouman (dalam Bertha, 1982 : 26) yang memtasi desa  “sebagai 

salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, 

hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup 

dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh 

hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-

ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”. 

Pengertian lain dapat dijumpai dalam Kamus  Besar Bahasa Indonesia (1993: 200) 

yang menyebutkan bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah-rumah di luar kota 

yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) udik atau dusun (dalam arti 

daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat; tanah; daerah. Pengertian ini 

(pengertian yang disusun oleh orang-orang berangkat dari kontra pemahaman 

mengenai kota.  

Berdasarkan berbagai tinjauan dan pendapat dapatlah ditarik kesimpulan 

secara umum, sebagai berikut: Pertama, bahwa desa merupakan lokasi 

pemukiman di luar kota sekaligus bukan kota; Kedua, desa adalah suatu 

komunitas kesatuan, yakni komunitas homogen; Ketiga, desa menunjukan suatu 

sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berada di pedalaman-udik 

(membuat arti terbelakang) pengertian ini mengandung unsur sosiologis, selain 

bias kota yang sangat kentara - dengan demikian, posisi marjinal orang desa 

dalam wacana, merupakan konstruksi orang kota. 

Dalam kenyataan di lapangan, istilah-istilah yang berasosiasi dengan 

pengertian desa yang ada di Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada bagian 

awal  telah dirangkum oleh Kartohadikusumo dan disarikan oleh Sumber Saparin 

(1986) menjadi, sebagai berikut : 

1. Desa hanya dipakai pada masyarakat Pulau Jawa, Madura dan Bali. Sebutan 

yang lazim untuk desa ialah kelurahan, disebabkan karena kepala desa 
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mendapat sebutan LURAH. Sedangkan kampung/dukuh/grumbul ialah 

merupakan bagian dari pada desa yang merupakan bagian yang merupakan 

kelompok tempat warga masyarakat. 

2. Dalam masyarakat hukum suku bangsa Aceh  dipakai nama Gampong atau 

Meunasah buat daerah hukum paling bawah. Di daerah Alas untuk pengertian 

masyarakat seketurunan disebut MARGO. 

3. Dalam masyarakat suku bangsa Batak setingkat desa dinamakan KUTA, atau 

HUTA. Sedang dusun Sosor senilai sama dengan pedukuhan di Jawa yang 

artinya ”Anak Desa”. di Simalungun, desa sebagai kesatuan masyarakat 

hukum sudah terdesak. Selanjutnya terbentuk gabungan  kuta yang 

dinamakan PERBAPAN INDUK NIHUTA. Bagiannya anak nihuta atau sosor. 

Di hukum Batak Utara gabungan tadi dinamakan HUNDULAN, yang bersifat 

pemerintahan bukan daerah hukum. Di daerah hukum Batak Selatan, maka  

daerah hukum yang paling bawah bukan daerah yang setingkat dengan desa 

melainkan yang terdiri dari sekumpulan kampung atau tempat kediaman 

penduduk yang dinamakan KURIA, dahulu disebut JANJIAN.  Marga atau 

Merga sebutan buat masyarakat keturunan. 

4. Daerah hukum suku bangsa Minangkabau dinamakan NAGARI, sedang 

daerah Gabungan ada yang dinamakan LUHA. 

5. Di Sumatera Timur daerah hukum yang paling bawah ialah SUKU. 

6. Di Sumatera  Selatan (Kerinci, Palembang, Bengkulu) nama daerah hukum 

ialah dusun dan daerah gabungan dinamakan MENDOPO atau MARGA. 

7. Daerah hukum di Lampung namanya DUSUN  atau TIUH. 

8. Di Daerah Minahasa disebut WANUA. 

9. Di daerah hukum Ujungpandang namanya ialah GAUKANG. 

10. Di daerah hukum Bugis adalah MATOA. 

11. Di daerah hukum Toraja, disebut LEMBANG dan sebutan berbeda pada 

bagian daerah Toraja lainnya. 

12. DUSUN DATI sebutan untuk desa di Maluku. Daerah hukum yang paling 

bawah disebut NEGORI atau DATI. 

Berkenaan dengan sebutan Kepala Desa pada masyarakat yang ada di 

Indoensia juga bermacam-macam. Hal itu tampak pada masyarakat Karo (suku 
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bangsa Batak) bahwa kepala desa disebut Kesair Penghulu; di daerah Jawa 

disebut dengan Lurah, Bekel, Kuwu, Petinggi; di daerah Kupang disebut 

Tembukung; di daerah Jawa Barat dan Banten disebut Mandor, Lembur Kokolot; 

di daerah Gayo, Alas, Aceh disebut Kejuron, Penghulu Suku, Keucik; di Sumatera 

Selatan disebut Penyimbang, Kepala Marga; di Bali disebut Klian, Parek; di 

Gorontalo disebut Marsaoleh; di Kalimantan Selatan disebut Komelaho; di   

Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, dan di berbagai daerah di Papua disebut 

Kurano (Soetardjo, 1984:174; Saparin, 1986:30). Di samping itu, masih banyak 

lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang 

sebenarnya mempunyai pengertian yang sama. 

 

2.  Unsur-Unsur Desa 

Beragamnya istilah dan batasan yang berkenaan dengan desa 

mengharuskan untuk menelusuri mengenai unsur-unsur yang termaktub dalam 

pengertian desa. Bintarto (1983:13) menjelaskan ada tiga unsur dominan yang 

berkaitan dengan desa, yakni: unsur daerah; unsur penduduk; dan unsur tata 

kehidupan. Ketiga unsur tersebut melekat dan saling berkaitan satu sama. Unsur 

Daerah, penduduk dan tata kehidupan menjadi satu  kesatuan (a living unit). 

Maju mundurnya suatu desa amat tergantung pada ketiga unsur tersebut.  

 

2.1.Unsur Daerah   

Unsur daerah berkaitan dengan  karakteristik dan berbagai aspek yang 

berkenaan dengan kondisi tanah. Didalam unsur daerah juga mengandung aspek-

aspek yang berhubungan dengan struktur tanah yang dimiliki oleh masing-masing 

desa. Secara umum kondisi daerah atau tanah suatu desa umumnya dibagi dalam 

tiga bagian, yakni (a) daerah yang berada di dataran tinggi atau pegunungan; (b) 

daerah yang berada di dataran pantai; dan (c) daerah yang berada di daratan 

datar. Unsur daerah juga mengandung makna masing-masing kategori daerah 

desa memiliki tingkat kesuburan  yang berbeda-beda. Pembagian tingkat 

kesuburan dibagi menjadi tiga bagian, yakni (a) daerah yang tingkat kesuburan 

tinggi; (b) daerah yang tingkat kesuburannya sedang; dan (c) daerah yang tingkat 
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kesuburannya rendah. Keadaan daerah atas jenis tanah dan  tingkat kesuburan 

dapat diperhatian dalam bagan berikut:  

Tipologi Desa 
Berdasarkan  Letak Geografis 

 
Keadaan Daerah Desa 
Daerah Gunung Daerah Pantai Daerah  Datar 
Sangat subur; 
subur; dan kurang 
subur  

Sangat subur; subur; 
dan kurang subur 

Sangat subur; 
subur: 
dan kurang subur 

 

Tingkat kesuburan suatu daerah dapat diperhatikan dari produksi desa 

yang dihasilkannya. Pada umumnya produksi desa berkaitan dengan mata 

pencaharian umum dari penduduk desa yang pada dasarnya memanfaatkan 

potensi daerah yang ada. Terdapat tiga kategori produksi desa, yakni: (a) 

produksi pertanian; (b) produksi perikanan;  dan (c) produksi  

perdagangan/industri.  

 

 

 

 

 

Kebanyakan desa di Indonesia produk utamanya pertanian, terutama 

produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah basah maupun sawah kering. 

Produksi pertanian juga melibatkan usaha berbagai jenis perkebunan, buah-

buahan, palawija, perikanan darat, dan sejenisnya. Produksi perikanan 

mengandung batasan produksi yang diperoleh di daerah pesisir, baik berupa 

menjadi nelayan, budidaya ikan di tambak, ataupun budadaya rumput laut, atau 

dengan kata lain mata pencaharian yang bertumpu pada kondisi daerah pesisir 

atau sungai besar. Produksi desa pada perdagangan atau industri yakni desa yang 

menekankan pada home industri, baik berupa barang ataupun jasa, dan pada 

umumnya desa tersebut cenderung berkecimpung dalam perdagangan makanan, 

minuman, pakaian ataupun berbagai jenis kerajinan tangan.  
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Tipologi Daerah Desa 
Berdasarkan  Produksi Ekonomi 

 
Mata Pencaharian Penduduk Desa 
Pertanian Perikanan Pergangan/industri 
Sawah, kebun, 
palawija, 
perikanan darat, 
dll.  

Nelayan, budidaya ikan 
tambak, rumput laut, 
dll. 

Makanan,minuman, 
jasa, pakaian, 
kerajinan, dll. 

 

Letak geografi adalah bagian dari unsur daerah. Letak atau posisi desa 

ikut dalam  menentukan kemajuan suatu desa. Terdapat desa yang posisinya jauh 

dari wilayah perkotaan atau pusat keramaian, artinya desa yang terpencil. Untuk 

mencapai wilayah desa yang demikian harus menempuh perjalanan yang panjang. 

Posisi kedua adalah desa yang berdekatan dengan pusat keramaian, atau 

berbatasan dengan wilayah kota. Posisi desa ketiga adalah desa yang berada di 

tengah-tengah. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalau dekat dengan pusat kota.  

Ketiga posisi desa diasumsikan akan memiliki tingkat kemajuan yang 

berbeda. Desa yang terpencil cenderung kemajuannya rendah di bandingkan 

dengan desa yang letak posisinya berdekatan dengan pusat keramaian/kota. 

Sedangkan desa yang berada di medium berada dalam tingkatan menengah dalam 

perkembangannya.  Hal ini dapat diperhatikan pada bagan berikut:  

 

Tipologi Daerah Desa 
Berdasarkan  Perkembangan 

 
Letak dan Perkembangan Desa 
Posisi dekat dari 
kota 

Posisi menengah Posisi jauh dari 
kota 

Berkembang cepat  Berkembang sedang Berkembang 
lambat. 

 

 

2.2.Unsur Penduduk 

Unsur penduduk adalah unsur yang  berkaitan dengan jumlah, 

pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa pada 

umumnya. Dari segi kepadatan suatu desa dikategorikan desa yang 
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kepadatarannya tinggi; sedang dan rendah. Unsur letak geografis dan penduduk 

dipandang menentukan kemajuan suatu desa. Pada desa yang berada di daerah 

yang subur dan berdekatan dengan kota memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang tinggi dibandingkan dengan desa yang terpencil dan tanahnya kurang subur. 

 

Tipologi Penduduk Desa 
 

Perkembangan Penduduk Desa 
Desa 
penduduknya 
padat 

Desa Penduduknya  
sedang 

Desa 
Penduduknya  
jarang 

Tanah subur,  
dekat kota  

Tanah sedang, 
jarak dgn kota  sedang 

Tanah kurang 
subur, jauh dari 
kota. 

 

Banyak pemikiran dikemukakan, bahwa aspek penduduk atau manusia 

akan dapat memanfaat potensi daerahnya. Dalam kenyataan, masing-masing desa 

mempunyaii “geographical setting” dan “human effort” yang berbeda, sehingga 

dapatlah  diasumsikan  masing-masing desa akan memiliki tingkat kemajuan yang 

berbeda pula. 

Penduduk adalah unsur yang penting bagi adanya desa. “potential 

manpower”  yang ada di wilayah desa terikat dengan kehidupan pertanian. 

Terkadang pada desa terdapat tenaga yang berlebihan di bidang pertanian, 

sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan pengganguran tak kentara 

(disguished unemployment).Dalam hal ini perlu kiranya dipikirkan mengenai lajur 

penyaluran yang tepat, misalnya dengan mengembangkan  lapangan kerja baru 

atau  mendirikan “rural industries” atau migrasi yang efisien. 

 

2.3.Unsur Tata Kehidupan 

Adalah unsur yang  berkaitan dengan pola tata pergaulan, ikatan-ikatan 

pergaulan antarwarga desa. Tata kehidupan berkaitan dengan seluk beluk tentang 

kehidupan masyarakat desa berikut dengan tradisi adat-istiadatnya. Unsur tata 

kehidupan  yang ada menonjol adalah corak kehidupan, dimana desa dicirikan 

dengan corak ikatan kekeluargaan yang rapat. Jenis masyarakat desa seperti itu 

dinamakan juga paguyuban atau “gemeinschaft” . Ciri pokoknya adalah adanya 
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semangat gotong royong yang tinggi di kalangan masyarakat. Semangat ini 

dibangun atas hubungan antarindividu yang berjalan “face to face”, sehinga 

seluruh anggota masyarakat desa menjadi saling mengenal secara mendalam.  

Hubungan-hubungan sosial pada masyarakat desa  telah dibangun bersama 

dengan dalam satu hunian tempat tinggal. Kesamaan pada lingkungan hunian  yang 

sama melahirkan ikatan  perasaan yang sama sebagai suatu kesatuan sosial, akhirnya 

menjadi ranah bagi perasaan senasib dan sepenanggungan. Perasaan kolektif itu dijalin 

dan diperkuat dengan landasan saling memerlukan (Sukamto, 1995: 164).  

Bashar (dalam Craib, 1992; Kaplan dan Manner, 2002) memandang dimanapun 

adanya kelompok individu (termasuk dalam masyarakat desa) senantiasa mencipta,  

mempertahankan dan juga mengembangkan kehidupan agar dapat mencapai kemajuan 

bersama. Ikatan kemajuan tersebut tidak selalu dapat diamati secara jelas, melainkan 

sering bersembunyi pada kedalaman hubungan emosional, perasaan dan sentimen 

kolektif. Pada masyarakat desa atau rural community, hubungan antarindividu atau 

kelompok sosial seringkali ditujukan dengan kesamaan satu daerah, khususnya 

keterikatan pada tanah tumpah darah. Acapkali kedalaman hubungan itu berasosiasi 

dengan adanya ikatan kekerabatan dimana anggota masyarakat satu sama lain memang 

masih dalam satu keturunan. 

Sebagaimana yang dikemukan Kartohadikoesoemo (1965:5) masyarakat desa 

bukan sekedar saling memerlukan, melainkan juga memiliki tujuan mencapai kemajuan 

hidup bersama.  Dengan kata lain tata kehidupan juga mencerminkan kebutuhan-

kebutuhan bersama yang dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yakni: kebutuhan 

biologis, psikhologis dan sosial. 

 

Tipologi Kebutuhan Penduduk Desa 
 

Kebutuhan Dasar Penduduk Desa 
Kebutuhan  
Biologis 

Kebutuhan 
Psikhologis 

Kebutuhan  
sosial 

Makan, minum, 
rumah, dll.  

Rasa aman, nyaman,   
jauh dari rasa takut, 
dll. 

Kerjasama, 
dihargai sebagai 
bagian kelompok, 
dll. 
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3.  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa 

Masyarakat desa bertahan dan berkembang disebabkan adanya pola pengaturan 

dalam suatu organisasi. Salah satu organisasi yang bersifat formal yakni kelembagaan 

pemerintahan desa. Corak masyarakat desa yang ada di Indonesia, sekalipun berciri dan 

berkarakter stereotipe demikian, namun dalam kenyataannya memperlihatkan corak 

yang amat bervariasi. Lebih dari 300 etnis dengan puluhan subetnis lain yang bercabang 

telah menghuni secara permanen di lingkungan pedesaan. Dalam konteks ke-etnisan, 

kenyataan banyaknya etnis di Indonesia mempengaruhi pengelolaan organisasi 

pemerintahan desa. Terdapat tiga kelompok sistem pemerintahan, yakni desa 

geneologis, desa administratif dan desa campuran. 

 
Tipologi Jenis Pemerintahan  Desa 
 

Jenis Pemerintahan Desa 
Desa  
Adat 

Desa  
Campuran 

Desa  
Administratif 

Dibentuk atas 
kepentingan adat.  

Dibentuk atas 
campuran adat dan 
administrasi. 

Dibentuk atas 
kepen- tingan 
Adminsitrasi. 

 

Pemerintah Desa sebagai organisasi formal pada masyarakat Indonesia 

merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri tentang berlangsungnya sistem sosial 

masyarakat desa. Sebuah sistem pemerintahan desa mengandung banyak bagian yang 

antarbagian saling berhubungan guna  mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup 

bersama. Dengan demikian, pemerintahan desa sebagai sistem akan memberi gambaran 

mengenai posisi pemerintah desa dalam struktur pemerintahan yang lebih tinggi. 

Demikian juga khirarhi maupun hubungan fungsional pemerintahan  dengan masyarakat 

desa, tugas-tugas dan fungsi  pokok yang diembannya. Berkenaan dengan fungsi 

pemerintahan desa yang pada dasarnya merupakan kebutuhan pemerintahan desa 

terdapat tiga bagian utama, yakni fungsi pemberdayaan dan pembangunan; pengaturan; 

dan pelayanan. 

 

Tipologi Kebutuhan Pemerintahan  Desa 
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Fungsi Pemerintahan Desa 
Pemberdayaan 
dan Pembangunan 

Pengaturan Pelayanan 

Sarana dan 
prasarana bidang 
ekonomi  

Penguatan sosial  
politik 

Administrasi 

 

Status pemerintah desa adalah menjelaskan posisi pemerintah desa dilihat dari 

aspek karakteristik pokoknya. Pemerintahan desa  dapat dibedakan antara desa sebagai 

organisasii pemerintahan dan desa sebagai organisasi kemasyarakatan. Sadu Wasistiono 

(1996) yang dapat membedakan status desa dalam aspek organisasi kemasyarakatan 

dengan ciri-ciri, sebagai berikut: 

a. Pada desa terdapatnya kekuasaan atau wewenang yang syah untuk dapat 

memerintah warga desa. Pengakuan atas kekuasaan yang sah ini datang baik dari 

pemerintah supra desa maupun dari masyarakat setempat. 

b. Adanya urusan pemerintahan yang ditujukan untuk pelayanan yang dijalankan baik 

untuk kepentingan masyarakat desa sendiri maupun dalam kaitannya dengan 

kepentingan supra desa. 

Dilain pihak, pemerintah desa juga dapat dipandang sebagai organisasi 

kemasyarakatan yang didalamnya memiliki ciri-ciri, sebagai berikut: 

1. Menjalankan kebijakan-kebijakan berdasarkan konsesus, tanpa disertai memaksakan 

kehendak (coersive), yang berupa sanksi yang dimiliki bersamaa. 

2. Tidak ada sumber keuangan yang dapat dipastikan, seperti pajak ataupun retribusi. 

Sumber yang ada pengelolaan kekayaan atau pemberian sumbangan yang bersifat 

sukarela, berlandaskan pada hukum yang tidak tertulis (hukum adat), konsesnsus 

bersama, dimana sanksi yang diberikan juga bersifat sosial. 

3. Secara formal, kepala desa dan perangkat desa disebut sebagai pejabat pemerintah 

desa, tetapi mereka tidak termasuk sebagai pegawai negeri. Kepala Desa juga tidak 

termasuk sebagai pejabat negara. 

4. Kecuali kepala desa, anggota organisasi dapat keluar masuk secara bebas, tanpa  

norma-norma baku yang harus ditaati. 

5. Anggota organisasi tidak digaji secara rutin dalam bentuk uang, melainkan dalam 

bentuk tanah jabatan (apanage). 
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Dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tidak disebutkan secara gamblang 

kedudukan desa, namun demikian dari materi yang telah diatur pada pasal 126 ayat (3), 

yakni tugas camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, antara lain: membina 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Lebih lanjut Bagian penjelasan 

butir 10 tentang Desa dijelaskan bahwa kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab 

kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati 

atau Walikota melalui Camat. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan subsistem 

dari sistem pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. 

Dari penjelasan tersebut, maka kedudukan pemerintahan desa menurut Undang-

undang nomor  32 Tahun 2004 dapat digambarkan, sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. 
Kedudukan Desa Menurut UU No 32 Tahun 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan 

: Garis Koordinasi 
: Garis Pembinaan dan Pengawasan 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang secara jelas 

menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, 

yang secara politis memiliki wewenang dalam mengatur warga atau anggotanya. Baik 

sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara, maupun hak asal 

usul dan adat istiadat. Namun demikian, masih belum tergambarkan secara jelas 

mengenai kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan kekuatan 

politik di atasnya, yakni negara. 

 

4. Kewenangan Desa 

Fungsi utama pemerintah desa adalah kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup anggota masyarakatnya. Untuk bisa berfungsi, maka diperlukan adanya otoritas 

atau  wewenang. Dalam masyarakat desa di Indonesia, terdapat  kewenangan yang 

diberikan kepada individu atau kelompok sosial yang berkemampuan dalam 

KABUPATEN/ 
KOTA 

KELURAHAN DESA 

KECAMATAN 
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menjalankan pemerintahan berdasarkan asal-usul keturunan (herediter). Sistem 

kesepakatan pada keturunan pemangku adat dipandang oleh sebagian masyarakat desa 

di Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan desa. Individu yang diberikan 

wewenang tersebut dikarenakan  privilage keturunan kelompok masyarakat tertentu 

yang bersifat turun-temurun. Sangatlah berbeda dengan model penyerahan urusan 

pemerintahan desa modern yang  diberikan kepada individu hasil mekanisme 

pemilihan. Dengan demikian, otoritas wewenang akan lebih meluas dan tergantung 

kepada kompetensi individu dalam memangku adat.  

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka prasyarat yang harus ada  

adalah terdapatnya urusan. Stoner, Freeman dan Gilbert (1996:43) menjelaskan bahwa 

“Wewenang adalah salah satu bentuk kekuasaan”. Jadi kewenangan adalah serangkaian 

urusan pemerintahan yang diserahkan atau dimiliki untuk diwujudkan oleh individu atau 

kelompok sosial yang bertugas dalam pemerintahan. Tegasnya aktivitas pemerintahan 

desa tiada lain usaha mewujudkan urusan–urusan yang diperoleh dan diserahkan oleh 

pihak pemerintah kabupaten.  

Robbin (1994:275) mengartikan kewenangan sebagai “Hak untuk bertindak atau 

untuk memerintah orang lain untuk bertindak dalam rangka untuk pencapaian tujuan 

organisasi”. Selanjutnya Sutarto (1995:158) mengemukakan “kewenangan adalah hak 

seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung 

jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik”. Sementara itu Nawawi (dalam Kaho, 

2002:218) memandang wewenang dalam sudut lain, yakni sebagai “Hak suatu unit atau 

satu satuan kerja atau seseorang untuk melakukan tindakan agar tugas atau pekerjaan 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab”.  

Wasistiono (2004), mengklasifikasikan kewenangan pemerintahan dalam 

beberapa kategori, yakni: (l) Kewenangan Perizinan; (2) Kewenangan Penetapan; (3) 

Kewenangan Fasilitas; (4) Kewenangan Rekomendasi; (5) Kewenangan Pengendalian; 

(6) Kewenangan Pengawasan; (7) Kewenangan Koordinasi; (7) Kewenangan 

Pengumpulan Data dan (8) Penyampaian Informasi.  

Kewenangan pemerintahan desa (baik desa administratif maupun desa 

geneologis) merupakan urusan-urusan yang diperankan oleh pemerintah pada seluruh 

aspek kehidupan masyarakat. Pada desa geneologis, urusan rumah tangga desa yang 
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merupakan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa atau adat-istiadat. Pada 

desa administrasi, urusan pemerintahan merupakan penyerahan urusan pemerintahan 

yang diberikan oleh pemerintahan supra desa. Saat ini urusan pemerintahan desa 

administratif  semakin tereduksi, sehingga agak sulit memerankan pemerintahan secara 

baik. 

Kewenangan ditujukan untuk mengurus keadaan rumah tangga dari masyarakat 

desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep desa yang dipandang sebagai  kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang memang 

dilegalkan atau diakui dalam sistem pemerintahan tingkat daerah manupun nasional. 

Atas landasan tersebut, maka pemerintahan desa harus diberikan kewenangan yang 

dapat menghidupi rumah tangganya sendiri. Kewenangan itu tiada lain merupakan 

produk hukum yang berisi rinsian mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan. 

Dengan pandangan tersebut, maka kewenangan yang diserahkan harus dapat 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan kondisi dan sosial 

budaya masyarakat desa dan jenis pemerintah desa yang bersangkutan. Penyerahan 

urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemeritah desa dalam rangka terwujudnya 

konsep ya otonomi daerah di tingkat desa. Dengan kata lain penyerahan urusan dalam 

rangka menjalankan undang-undang otonomi daerah. 

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan 

Daerah, pasal 206 menyebutkan bahwa  Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan desa mencakup:  

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.  

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa.  

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota.  

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan 

diserahkan kepada desa. 

Kewenangan desa yang merupakan urusan rumah tangga desa oleh Ndraha 

(1991:67), disimpulkan yang dimaksud dengan urusan rumah tangga desa, ialah urusan-
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urusan yang secara tradisional berdasarkan adat setempat menjadi urusan rumah tangga 

desa: 

1. Dalam menyelenggarakan (mengatur dan mengurus) desa mempunyai kedudukan 

dan peranan desisif dan responsibel. 

2. Tidak atau belum “diambil alih” atau dijadikan urusan instansi pemerintah lebih 

tinggi. 

3. Tidak bertentangan atau dilarang oleh ketentuan resmi yang berlaku lebih tinggi. 

4. Berada dalam batas-batas kemampuan desa. 

5. Perlu dilakukan guna menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka penggunaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas. 

6. Bersifat mendesak, darurat dan seperti itu, kendatipun secara hukum atau 

administrasi urusan itu adalah urusan instansi yang lebih atas, guna keselamatan, 

keamanan dan ketertiban masyarakat desa yang bersangkutan. 

 
 
B.  Pendekatan Administrasi Pemerintahan dan Sosial Budaya 
 
1. Pendekatan Administrasi Pemerintahan 
 
1.1. Konsep Desentralisasi 

Saat ini desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

merupakan pilihan atau orientasi yang sedang diupayakan untuk diterapkan. Konsep dan 

semangat penerapan otonomi daerah sudah dicanangkan semenjak kemerdekaan yang 

dituangkan dalam UUD 1945. Pendekatan ini sebagai sintesis dari konsep negara 

federalis dan negara kesatuan yang cenderung sentralisasi dan sebagai jalan tengah 

dalam mewujudkan Negara kesatuan yang terdesentralisasi. Dengan dasar tersebut 

pemerintah telah melakukan berbagai upaya implementasinya yang dimulai dengan UU 

Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diberlakukan saat 

ini. 

Desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyerahan wewenang 

kepada daerah agar dengan kewenangan yang dimiliki daerah dapat menjalankan fungsi 

dan perannya secara mandiri atau secara otonom. Dengan demikian otonomi daerah 

merupakan output atau hasil dari  proses desentralisasi. Sejalan dengan pemikiran 
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tersebut Hoesein (1997:14) menyimpulkan bahwa desentralisasi mengandung dua 

pengertian. Pertama desentralisasi mengandung arti sebagai pembentukan daerah 

otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintah pusat. 

Kedua, desentralisasi dapat pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu 

kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.  

Selanjutnya desentralisasi yang dinamis mengalami perkembangan dan 

perluasan arti. Desentralisasi tidak hanya diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah pusat pada daerah tetapi juga diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari 

pemerintah kepada sektor swasta. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh Litvack & 

Seddon (1998:7) yang memberi pengertian desentralisasi sebagai “... the transfer of 

authority and responsibility for public functions from the central government to 

subordinate or quasi-independent government or organization or the private sector – 

covers a broad range of concepts. Each type of decentralization – political, 

administrative, fiscal, and market – has different characteristics, policy implications, 

and conditions for success”. 

Dengan demikian konsepsi desentralisasi telah menggeser konsep birokrasi 

feodal atau tradisional yang lebih cenderung menerapkan asas sentralisasi 

penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi dianggap mampu mengatasi 

permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem sentralisasi. Sistem tersebut 

dianggap Kingsley sebagai sistem yang kaku, tidak responsif dan bahkan korup (dalam 

Asfar, 2001:21). 

Di samping itu penerapan desentralisasi akan dapat mendorong terjadinya  

pemberdayaan (empowering) dan penguatan (strengthening) daerah baik Pemerintah 

Daerah maupun masyarakat daerah itu sendiri (UNDP, 1996). Penerapan desentralisasi 

juga akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut: Pertama, 

memungkinkan pemerintahan dalam hal ini pemerintah daerah lebih memahami 

kebutuhan dan keinginan daerah/masyarakat daerah (better knowledge of local 

demands). Kedua, memungkinkan pemerintah lebih mampu merespon atau menjawab 

berbagai tantangan dan tuntutan dari masyarakat (ability to respond to local cost 

variations). Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan jalannya 

pemerintahan (increased scope for community participation); dan terakhir, 



 

 

23 

23 

mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat merasakan 

manfaat yang didapat dari biaya yang dikeluarkannya (closer correspondence between 

costs and benefits). (Hofman, 2000).  

Namun demikian penerapan desentralisasi di negara-negara berkembang perlu 

dipersiapkan dan dikelola dengan matang jika tidak ingin terjadi permasalahan-

permasalahan yang jauh lebih kompleks.  Hal ini telah ditegaskan kembali oleh Jennie 

Litvack, Juaid Ahmad dan Richard Bird (1998:7) yang menyatakan bahwa: 

“Designing decentralisation  policy is difficult in any country because 
decentralisation can affect many aspects of public sector performance and 
generate a wide range of outcomes. But it is particularly difficult in developing 
countries because institutions, information and capacity are all very weak”. 

 

Lebih jauh diingatkan bahwa dampak penerapan desentralisasi yang dapat 

membuat semakin melebarnya ketidakmerataan dan kesenjangan masyarakat miskin 

terhadap pelayanan publik. Mereka menyatakan, “….. if the central government makes 

no effort to redistribute resources to poorer areas, fiscal decentralisation will result in 

growing disparities. Similarly if provinces or state do not redistribute within their 

jurisdiction, poor people may lack access to public services”(1998:8). Dengan melihat 

realitas tersebut, keberhasilan penerapan desentralisasi dan sentralisasi lebih ditentukan 

oleh kondisi lingkungan. Werlin menyatakan, bahwa “there is no way of organizing, 

they will say, sometimes addling: no best policy, approach, or technology. As evidence, 

they  can point to the centralized hierarchical organization that have no greater 

probability of success than fragmented or decentralized ones” (Nasution ; 2000 ; 28).  

Permasalahan tersebut cenderung terjadi pada tataran realitas terutama di negara-

negara berkembang ketika menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kondisi demikian 

terjadi, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang disebabkan karena 

keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencegah terjadinya permasalahan 

tersebut, maka dalam penerapan desentralisasi terlebih dahulu perlu ditata suatu kondisi 

yang kondusif dan dilakukan secara bertahap serta terpadu. Minimal terdapat 5 kondisi 

penting yang dibutuhkan dalam menerapkan desentralisasi menurut World Bank yaitu 

sebagai berikut: 

1. The Decentralization framework must link, at the margin, local financing and 
fiscal authority to the service provision responsibilities and functions of the 
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local government – so that local politicians can bear the costs of their decisions 
and deliver on their promises. 

2. The local community must be informed about the costs services and services 
delivery options involved and the resource envelope and its sources – so that the 
decisions they make are meaningful. 

3. There must be a mechanism by which the community can express its preferences 
in a way that is binding on the politicians – so that there is a credible incentives 
for people to participate. 

4. There must be a system of accountability that relies on public and transparent 
information which enables the community to effectively monitor the performance 
of the local government and react appropriately to that performance so that 
politicians and local officials have an incentive to be responsive. 

5. The instruments of decentralization – the legal and institution framework, the 
structure of service delivery responsibilities and the intergovernmental fiscal 
system – are designed to support the political objectives. 

(The World Bank Report, 2000) 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Aziz dan Arnold (1996) mengemukakan 

bahwa desentralisasi dapat dilaksanakan secara berhasil di suatu negara apabila terdapat 

kondisi-kondisi sebagai berikut : 

1. The process of decentralization is seen as a continuum of the governing 
structure of the nation. 

2. A dynamic ‘bottom up’ structure of the local government set-up is evolved on a 
voluntaristic basis. 

3. The power of decision-making at this level is equitably shared by all the social 
and economic classes. 

4. People are mobilised to continue their struggles for democratic right through 
their own organizations.  

Dengan melihat permasalahan dan kenyataan yang terjadi, penerapan otonomi 

daerah atau desentralisasi merupakan program yang kompleks dan sulit. Pergeseran 

kewenangan dalam menjalankan suatu urusan pemerintahan akibat penerapan 

desentralisasi ini akan membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan yang 

mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di 

tingkat pemerintahan  pusat. Untuk menjembatani antara kondisi ideal yang ingin 

diwujudkan dari penerapan desentralisasi dengan kondisi riil yang ada dengan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka penerapan desentralisasi di negara 

berkembang menurut World Bank perlu dilakukan melalui suatu proses yang bertahap, 
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dimulai dari desentraliasi dalam aspek politik, dilanjutkan dengan desentralisasi aspek 

administratif di setiap sektor publik dan akhirnya dilanjutkan dengan desentralisasi 

aspek keuangan. (World Bank, 2000). 

 

1.2. Jenis-Jenis Desentralisasi 

Desentralisasi dapat diartikan baik secara luas maupun secara sempit. 

Desentralisasi secara sempit diartikan hanyalah penyebaran kewenangan secara vertikal 

saja yaitu Pusat dan Daerah. Sedangkan Desentralisasi secara luas diartikan sebagai 

proses penyebaran kewenangan secara vertikal yaitu antara pusat dan daerah, dan secara 

horisontal yakni baik di antara organ-organ Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah 

maupun antara Pemerintah dengan Masyarakat. Dengan menganut pemahaman 

desentralisasi secara luas, Cheema dan Rondinelli (1983: 18–25) mengemukakan bahwa 

terdapat 4 (empat) jenis atau bentuk desentralisasi,  yaitu: 

• Deconcentration atau dekonsentrasi yaitu redistribusi tanggung jawab 

administratif hanya diantara pemerintah pusat, yang dituangkan dengan 

dibentuknya kantor-kantor wilayah di daerah. Jenis dekonsentrasi dapat berupa: 

1) Field administration yakni menempatkan kantor-kantor pemerintah pusat di 

daerah; 2) Local Administration yakni seluruh subordinasi pemerintahan dalam 

suatu negara adalah agen dari pemerintah pusat biasanya lembaga eksekutif. 

Terdapat 2 jenis local administration yakni local administration yang 

terintegrasi (integrated) dan local administration yang tidak terintegrasi 

(disintegrated). 

• Delegation to semi autonomous or Parastatal Organization yaitu pendelegasian 

pengambilan keputusan dan kewenangan manajemen untuk fungsi-fungsi 

tertentu kepada organisasi yang tidak secara langsung dibawah pengawasan 

pemerintah pusat 

• Devolution yaitu pembentukan dan memperkuat unit organisasi independen 

melalui devolusi fungsi dan kewenangan. 

• Transfer of function from government to non-government Institution yakni 

transfer beberapa perencanaan dan tanggungjawab administratif atau fungsi-

fungsi publik dari pemerintah kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
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organisasi swasta atau organisasi non pemerintah, konsepsi ini sejalan dengan 

konsep debirokratisasi. 

 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, United Nations for Development Program 

(UNDP, 1997) mengemukakan tipe-tipe Desentralisasi yang diterapkan negara-negara 

di dunia. Tipe-tipe desentralisasi tersebut yang tertuang dalam sebuah tabel seperti 

sebagai berikut ini: 
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Tabel 2.2 

Types of Decentralization 
 

Type of unit to which 
authority is transferred 

Aspect of Governance transferred or shared 

Generic 
Name 

Political 
(policy or 
decision 
making 

Economic or 
financial 
resource 
management 

Administratio
n and service 
delivery 

Autonomous lower – 
level units Devolution Devolution Devolution Devolution 
Semi-autonomous 
lower-level units Delegation Delegation Delegation Delegation 

Sub-ordinate lower-
level units or sub-units Directing Allocating Tasking Deconcentr

ation 
External (non-
governmental) units at 
any level 

Deregulation Privatization Contracting Divestment 

Sumber  : UNDP, 1997 

Secara singkat pengertian dari keempat jenis desentralisasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 Devolusi (Devolution) yaitu pelimpahan kewenangan politis Pemerintahan, 

antara lain  dalam pengambilan keputusan/kebijakan. 

 Dekonsentrasi (Deconcentration) adalah pelimpahan kewenangan administratif. 

 Delegasi (Delegation) adalah pelimpahan kewenangan teknis administratif. 

 Divestasi (Divestment) adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada 

Swasta. 

Lebih lanjut, Cheema dan Rondinelli (1983:22) mengemukakan beberapa 

karakteristik devolusi yaitu: (1) Daerah memiliki otonomi dan independensi dan 

terpisah dari pemerintah pusat dengan kewenangan pusat yang terhadap daerah relatif 

kecil dan tidak ada pengawasan langsung kepada daerah. (2) Pemerintah Daerah 

memiliki batas gografis yang jelas dan legal untuk menerapkan kewenangan dan 

melaksanakan fungsi pemerintahannya. (3) Pemerintah daerah memiliki status korporasi 

dan kekuasaan untuk melindungi sumber-sumber dan  memelihara fungsi-fungsinya. 

(4). Devolusi berimplikasi terhadap kebutuhan untuk mengembangkan institusi-institusi 

Pemerintah Daerah yang merupakan kebutuhan masyarakat setempat sebagai suatu 

organisasi yang menghasilkan pelayanan yang memuaskan sesuai kebutuhannya dan 
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sebagai unit pemerintahan yang memiliki pengaruh. (5) Devolusi merupakan pengaturan 

hubungan yang yang timbal balik, saling menguntungkan dan koordinatif antara 

Pemerintah pusat dan  pemerintah daerah.  

Dengan konsepsi tersebut Sherwood (Rondinelli, 1983:23) mengemukakan 

bahwa: 

“Local government discharge obligations as part of a national political 
system and not as dependent elements of a central hierarchy. The concept of 
devolution is non hierarchical in the sense that it posits a number of 
governments having a coordinate, system relationship with one another on an 
independent, reciprocating basis.” 

 

Disamping konsepsi-konsepsi tersebut tersebut, desentralisasi dalam konteks 

Indonesia dipahami secara berbeda. Desentralisasi diartikan secara sempit yakni hanya 

sebagai devolusi, dekonsentrasi bukan bagian dari desentralisasi. Desentralisasi dan 

dekonsentrasi merupakan asas pemerintahan di Indonesia dengan ditambahkan satu asas 

lagi yaitu tugas pembantuan “mendebewind”. Van Der Pot (Bagir Manan 1994 ; 21) 

mengemukakan desentralisasi terdiri dari desentralisasi teritorial yang berupa badan 

yang didasarkan pada wilayah (gebiedscorporaties) dan desentralisasi fungsional yang 

berbentuk badan-badan dengan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu 

(doelcorporaties). Irawan Soejipto membedakan desentralisasi  menjadi desentralisasi 

teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi).  

Pemahaman desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional sama dengan 

yang dikemukakan Van Der Pot. Sedangkan istilah desentralisasi administratif atau 

dekonsentrasi artinya adalah apabila pemerintah melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat 

pemerintah di daerah untuk dilaksanakan (1976: 33-34).  Menurut Irawan Soetjipto ada 

dua pendapat mengenai hubungan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi yakni 

dekonsentrasi dianggap sebagai salah satu bentuk desentralisasi dan dekonsentrasi 

dianggap sebagai pelunakan sentralisasi menuju kearah desentralisasi dengan kata lain 

dekonsentrasi adalah bagian dari sentralisasi. 

Sedangkan Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi desentralisasi 

politik, desentralisasi fungsional dan desentralisasi kebudayaan (1978: 15). 

Desentralisasi politik memiliki kemiripan dengan desentralisasi teritorial, desentralisasi 
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fungsional sama dengan pemahaman Van Der Pot dan Irawan Sujipto yang agak 

berbeda adalah desentralisasi kebudayaan yang diartikan memberikan hak pada 

golongan minoritas menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.  

Bryant & White mengemukakan ada dua bentuk desentralisasi yaitu yang 

bersifat administratif yang biasanya diistilahkan dekonsentrasi dan yang bersifat politik 

yang diistilahkan devolusi. Dekonsentrasi diartikan sebagai delegasi wewenang 

pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal. Daerah bekerja dalam batas rencana dan 

sumber-sumber anggaran dengan memiliki elemen kebijakan dan kekuasaan (diskresi) 

serta tanggungjawab tertentu dalam hal jasa dan pelayanan di daerah. Diskresi yang 

dimiliki bervariasi dari mulai peraturan pro forma sampai keputusan-keputusan 

substansi. Devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu 

terhadap sumber-sumber daya yang diberikan.  

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi menggunakan konsep 

desentralisasi secara sempit yaitu desentralisasi yang diartikan devolusi saja. 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan konsepsi yang terpisah dari konsep 

desentralisasi, sehingga dalam sistem Pemerintahan daerah di Indonesia ketiga konsep 

tersebut dijadikan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

 

1.3 Urusan dan Kewenangan 

Desentralisasi merupakan keniscayaan politik yang tak bisa diabaikan. Namun 

untuk memahami makna daerah dan pemerintahan daerah dalam kerangka 

desentralisasi, menurut MR. Khairul Muluk (2000) perlu ditelaah makna dari local 

government itu sendiri. Istilah tersebut dapat dimaknai dalam tiga pengertian. Pertama, 

sebagai struktur yang seringkali diartikan pula sebagai local authorities. Struktur ini 

mengacu pada dua organ, yakni council (DPRD) dan mayor (Kepala Daerah: 

Bupati/Walikota.dalam konteks ini local government diartikan sebagai Pemerintah 

Daerah). Kedua, mengacu pada fungsi yang menjadi kewenangan atau urusan 

Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dijalankan berasal dari Pemerintah Pusat (untuk 

negara kesatuan) atau dari pemerintah negara bagian (untuk negara federal). Ketiga, 

mengacu pada otonomi daerah, yakni kesatuan masyarakat hukum yang berada pada 
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batas-batas wilayah tertentu. Sebagai kesatuan masyarakat hukum maka otonomi daerah 

ini merupakan subyek hukum. 

Desentralisasi dipahami sebagai suatu sarana untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam artian 

administrasi publik, desentralisasi merupakan usaha untuk melakukan division or 

distribution of job, agar pekerjaan terbagi dan  terdistribusi pada organ-organ 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa 

organ pemerintahan saja. Dengan adanya desentralisasi maka tiap pemerintahan akan 

memiliki tugas dan fungsinya tersendiri. 

Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, dianut prinsip bahwa sumber 

kewenangan berada di tangan pemerintah nasional atau pemerintah pusat, kemudian 

sebagian diserahkan kepada daerah.  Kewenangan yang tetap ditempatkan di 

Pemerintah pusat didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu. Fungsi-fungsi yang 

dilakukan suatu pemerintahan, menurut  Oates (1972)  dan Inman & Rubenfeid (1998) 

terdiri dari tiga peranan, yaitu: macro economic stabilization, income redistribution dan 

resource allocation (in the case of market failure). Terhadap  ketiga peranan tersebut 

pemerintah pusat bertanggung jawab atas macro economic stabilization dan income 

redistribution, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas resource 

allocation (Burki, Perry & Dillinger, 1999). Dennis A. Rondinelli (1990) 

mengemukakan urusan yang seyogyanya diselenggarakan secara sentralisasi adalah 

sebagai berikut: 

Those functions that are essential to the survival of a nation, services that 
benefit from economies of scale and standardization in production, that depend 
on large networks of facilities or a hierarchy of services, that can only be 
distributed equitably by a government large and powerful enough to redistribute 
wealth in the face of opposition, that create territorial spillover effect, or that 
depend on massive capital investment, may be letter administrered by central 
governments than by decentralized units. 

 

Sedangkan Abdul Aziz dan David D. Arnold mengemukakan tugas 

pemerintahan daerah (local government tasks)  adalah sebagai berikut : 

1. Identify local problems and ascertain the felt needs and aspiration of the 
people 
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2. Take an inventory of locally available manpower and natural resources 
and assess the development potential of the sub regions in the light of the 
availability of these resources; 

3. Estimate the financial resources required to promote regional 
development in view of the local problems identified and carry out the 
inventory of the available resources; 

4. Set out a strategy of resource mobilization, both financial and physical, 
and implement projects and programs that promote the development of the 
sub region; 

5. Decide on the location of project in different villages and hamlets, and 
accordingly allocate financial resources for their development; 

6. Determine the implementation and monitoring procedure such that there is 
no let-up in the implementation of projects and programs taken up by 
them; and 

7. Evolve appropriate rules and regulations regarding the use of community 
resources such as common property resources, community assets like 
irrigation tanks, community buildings, schools and hospitals, and take 
appropriate action in the case of misuse of these resources.  

(Abdul Aziz dan David D. Arnold, 1996:14) 
 

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pemerintah Daerah membutuhkan 

adanya atau dimilikinya kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. 

Peristilahan urusan, pada masa lalu banyak digunakan dalam pengaturan dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks membagi tugas antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dewasa ini peristilahan tersebut tenggelam 

oleh peristilahan kewenangan dan bidang pemerintahan. Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 menggunakan peristilah tersebut.  

Kewenangan secara konseptual tidak bisa disamakan dengan urusan. 

Kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan satu 

atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, 

pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan. 

Rondinelli (1983) menyatakan kewenangan lebih cocok dengan peristilahan “authority”, 

sedangkan  Hans Antlof (1998) menggunakan peristilahan power.  

Urusan dapat disamakan dengan peristilahan bidang pemerintahan atau dalam 

terminologi lain diistilahkan sebagai government tasks (Abdul Aziz and David D. 

Arnold, 1996:14) atau sebagai government function (Peter A. Watt, 1996). Dengan 

demikian penggunaan peristilahan tersebut secara internasional pun tidak memiliki 
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keseragaman antara satu negara dengan negara lain ataupun antara satu ahli dengan 

yang lainnya.  

Urusan dalam pengertian di sini diartikan sebagai suatu objek atau bidang yang 

ditangani oleh suatu pemerintahan. Urusan dapat dibagi kedalam sub urusan yang 

kadang-kadang juga bisa terbagi kedalam sub-sub urusan. Dalam pembagian urusan 

atau kewenangan pemerintahan di suatu negara merupakan suatu hal bersifat samar, 

sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan urusan nasional dan daerah karena tidak ada  

suatu teori yang memberi batasan tentang urusan daerah dan urusan nasional tersebut. 

Urusan bersifat dinamik yang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan 

urusan. Penentuan urusan daerah dan urusan nasional umumnya bersifat subjektif 

dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi.  

Dinamika urusan ini menjadikan suatu urusan pemerintahan mengalami 

pergeseran. Suatu urusan pemerintahan pada suatu ketika masih kecil pada masa yang 

lain akan mengalami pengembangan bahkan tidak tertutup kemungkinan  akan terjadi 

pergeseran yang mengelola kewenangan atau urusan tersebut. Misalnya tadinya 

dilakukan oleh Pemerintahan Daerah akan tetapi karena menjadi bersifat strategis 

nasional maka kemudian berubah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Begitu pula 

sebaliknya tidak tertutup kemungkinan kewenangan yang tadinya bersifat strategis 

nasional yang penanganannya dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi mengalami 

pengembangan menjadi tidak lagi bersifat strategis nasional sehingga dapat 

didesentralisasikan ke Daerah. 

Dalam menentukan suatu urusan menjadi kewenangan suatu satuan 

pemerintahan, terlebih dahulu perlu difahami filosofis yang mendasarinya yakni sumber 

atau kepemilikan asal kewenangan suatu pemerintahan. Kepemilikan asal atau sumber 

kewenangan pemerintahan tercermin dari bentuk negara yang dianut, negara kesatuan 

(unitary state) atau negara federasi (federalism state).  

Secara konseptual, terdapat suatu perbedaan prinsip dalam pembagian 

kewenangan atau urusan antara negara kesatuan dan negara federasi, walaupun pada 

pelaksanaan urusan atau kewenangan sulit untuk membedakannya. Pada negara federasi 

kewenangan berasal dari bawah atau dari daerah/negara-negara bagian yang bersepakat 



 

 

33 

33 

untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah federal, biasanya 

secara eksplisit tercantum dalam konstitusi negara federasi tersebut. Kewenangan 

pemerintah pusat dengan kata lain terbatas limitatif dan daerah memiliki kewenangan 

luas (general competence). 

Lain halnya pada negara kesatuan dimana kewenangan pada dasarnya berada 

atau dimiliki oleh pemerintahan pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah. 

Penyerahan kewenangan di negara kesatuan biasanya dibuat secara eksplisit (ultra 

vires), daerah memiliki kewenangan terbatas atau limitatif. Namun dalam 

perkembangan pemerintahan lebih lanjut tidak selamanya menggunakan pola seperti 

tersebut. Di negara federal maupun di negara kesatuan pola ultra vires dan general 

competence dapat digunakan, bahkan dewasa ini cenderung pola ultra vires terdesak 

oleh pola general competence. Negara-negara maju maupun berkembang banyak 

menggunakan atau merubah pola ultra vires menjadi pola general competence.  

Didasarkan pada filosofis bentuk negara tersebut maka terdapat 2 (dua) pola 

dasar pembagian  urusan  pemerintahan  “inter-governmental task sharing” yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

• Pola general competence atau open end arrangement (H. Maddick : 1963), pola 

ini pun dinamakan model otonomi luas yakni urusan-urusan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat bersifat limitatif dan sisanya (urusan residual atau tampung 

tantra atau vrij bestuur) menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di negara 

federasi limitasi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan 

pemerintahan secara eksplisit tersurat didalam konstitusinya sedangkan di 

negara kesatuan tercantum dalam Undang-Undang atau aturan hukum yang lebih 

rendahnya. 

• Pola ultra vires (Otonomi Terbatas) adalah urusan-urusan daerah yang 

ditentukan secara limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Pembatasan kewenangan ini dilakukan dalam suatu undang-undang atau 

peraturan pemerintah. 

Dalam perkembangannya, dari kedua pola tersebut muncul pola campuran (mixed 

model) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Model campuran ini 
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dimaksudkan untuk memberikan kejelasaan urusan atau kewenangan dasar yang perlu 

dilaksanakan daerah namun tetap menyandarkan bahwa kewenangan pada dasarnya 

telah berada di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kebingungan daerah 

yang belum berpengalaman dalam menentukan kewenangannya. 

Bagir (1994) dalam membahas tentang pembagian kewenangan atau urusan 

antara pusat dan daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sistem Rumah 

Tangga Daerah yang digunakan. Sistem Rumah Tangga Daerah (dalam Bagir, 1994: 

26–32) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Sistem Rumah Tangga Formal  

Pada sistem ini pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara Pusat 

dan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak 

ditetapkan secara rinci. Prinsip rumah tangga formal berpangkal pada prinsip 

tidak ada perbedaan sifat antara urusan pusat dan daerah, apa yang 

diselenggarakan pusat pada dasarnya dapat pula diselenggaran daerah. 

Pembagian didasarkan pada suatu keyakinan bahwa suatu urusan lebih baik dan 

lebih berhasil dilakukan oleh suatu pemerintahan tertentu. Pembatasan yang 

mengatur daerah adalah daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur 

dengan Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian 

sepanjang tidak ada pengaturan daerah berhak untuk mengatur dan menangani 

utusan tersebut. Sistem ini mirip dengan pemahaman general competence. 

2. Sistem Rumah Tangga Materil 

Dalam sistem rumah tangga materil ada pembagian tugas dan tanggung jawab 

yang rinci antara pusat dan daerah. Sistem ini berpangkal tolak pada pemikiran 

bahwa ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah. 

Daerah dianggap mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang 

secara material berbeda dengan urusan pemerintahan pusat. 

3. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil) 

Sistem ini lazim disebut otonomi nyata atau otonomi riil karena isi rumah tangga 

daerah yang didasarkan pada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Sistem ini 

dianggap sebagai jalan tengah antara sistem rumah tangga formil dan rumah 

tangga materil. Namun dalam kenyataannya, sistem ini yang diterapkan pada 

UU 5 Tahun 1974 lebih condong pada dominasi pemerintah pusat.  
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Indonesia adalah suatu negara kesatuan, yang sistem pemerintahannya terdiri 

dari satuan pemerintahan pusat (pemerintah pusat) dan satuan pemerintahan sub-

nasional yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan 

negara Indonesia tidak dibagi-bagi kepada satuan pemerintahan daerah tersebut, dan 

oleh karena itu satuan pemerintahan daerah tidak memiliki kekuasaan membentuk UUD 

dan UU, serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri. Keberadaan satuan 

pemerintahan daerah adalah tergantung (dependent) dan dibawah (sub-ordinate) 

pemerintah. Hal tersebut menjadi prinsip dasar negara kesatuan sebagai suatu kesatuan 

yang utuh tidak terpisah-pisah. Senada dengan hal tersebut Hans Antlov (Bhenyamin 

Hoesein; 2000)  mengemukakan tentang negara kesatuan yakni: “The powers held by 

local and regional have been received from above, and can be withdrawn through new 

legislation, without any need for concent from the communes or provinces concerned”. 

Proses selanjutnya pembagian urusan atau kewenangan, baik dalam konteks 

negara federal maupun kesatuan dilakukan lewat dua macam proses legislasi yaitu 

melalui legislasi konstitusional (constitutional legislation) yang biasa digunakan dalam 

sistem federal dan melalui legislasi biasa (dituangkan dalam suatu UU Pemerintahan 

Daerah) yang biasa digunakan dalam negara kesatuan (Conyer: 1982).  

Pelimpahan urusan atau kewenangan, dalam konteks negara kesatuan,  pada 

dasarnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga hubungan Pemerintah Daerah 

dengan pemerintah pusat sebagaimana Mawhood menjelaskan menjadi:  

“Decentralized government, as we have defined it, is a semi-dependent 
organization. It has some freedom to act without refeming to the center for 
approval, but its status is not comparable with that of a sovereign state. The 
local authority’s powers, and even its existence, flow from a decision of the 
national legislature and can be cancelled when that legislature so decides”.  
 

Dengan demikian urusan/kewenangan yang dimiliki Daerah adalah sebagian 

kewenangan yang memiliki sifat atau karakteristik kedaerahan. Bhenyamin Hoesein 

mengemukakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan merupakan urusan 

pemerintahan yang bersifat lokalitas. Senada dengan hal tersebut William Hampton 

(Bhenyamin Hoesein: 2001) mengemukakan local authorities are elected bodies and 

are expected to develop policies appropiate to their localities within the framework of 

national legislation. 
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Pemerintahan Daerah dapat dipahami sebagai organisasi semi dependen. 

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa kebebasan untuk bertindak tanpa 

mengesampingkan pusat, tetapi statusnya tidak dapat melakukan hubungan dengan 

negara luar. Wewenang kekuasaan lokal dan eksistensinya adalah menindaklanjuti suatu 

keputusan dari keputusan nasional dan mengkonsolidasikannya. Itu sebabnya, dalam 

konteks negara kesatuan, maka Pemerintah Daerah mempunyai hubungan yang erat 

dengan pemerintah pusat, tidak berarti lepas, atau dengan kata lain tanpa adanya 

koordinasi dengan pusat.  

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka prinsip dasar 

pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan pada negara kesatuan adalah sebagai 

berikut : 

• Kewenangan atau urusan pada dasarnya milik pemerintah pusat, daerah diberi 

hak dan kewajiban mengelola dan menyelenggarakan sebagian kewenangan dan 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan, dengan kata lain terjadi proses 

penyerahan kewenangan atau urusan. 

• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap memiliki garis komando dan 

memiliki hubungan hierarkies Pemerintah Daerah sebagai suatu sub-ordinate 

Pemerintah pusat namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi 

dan mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal. 

• Kewenangan yang ditransfer ke Daerah, dalam kondisi tertentu dimana daerah 

tidak mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dalam 

melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan,  dapat ditarik kembali ke 

pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan tersebut. 

Namun demikian di negara-negara berkembang, walaupun daerah diberikan 

otonomi yang luas akan tetapi peran pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk 

tetap mengontrol atau mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang 

dilaksanakan pemerintah daerah. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai 

berikut:  

1. In the management of the civil service there are clear economic of scale in tasks 
such as training, personnel management, wage negotiation and the like.  

2. In many developing countries, there are scarcities of skill.  
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3. The center often takes an interest in the size of the civil service for budgetary 
reasons since it may end up paying the bill for a bloated subnational civil 
service.  

4. The civil service can be a powerful tool for nation building and unity, and some 
central influence on the decentralization  civil service could therefore be 
desirable, especially in countries where national unity is a concern. 

(Bert Hofman, 2000) 

Di Indonesia, penyerahan urusan tidak selalu dibarengi dengan penyerahan 

kewenangan dan sumber-sumber baik SDM maupun sumber daya lainnya. Yang 

terpenting dalam desentralisasi bukanlah pembagian urusan pusat dan daerah akan tetapi 

pembagian kewenangan yang jelas  antara pusat dan daerah. Desentralisasi akan lebih 

efektif jika kita menekankan pada kewenangan dengan kata lain Penyerahan 

kewenangan akan memberikan nilai tambah terhadap desentralisasi daripada hanya 

penyerahan urusan saja. Penyerahan urusan yang tanpa dibarengi dengan penyerahan 

kewenangan tidak efektif, Pemerintah daerah tetap sebagai organ dekonsentrasi bukan 

organ desentralisasi. 

Pembagian kewenangan Pusat dan daerah dalam UU 32 Tahun 2004 

menggunakan 2 pendekatan yaitu : 

• Pendekatan pemisahan kekuasaan yang melahirkan adanya monopoli kekuasaan 

atau urusan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu: 1) Politik luar 

Negeri 2) Pertahanan 3) Keamanan 4) Yustisi 5) Moneter dan Fiskal Nasional 6) 

Agama 

• Pendekatan distribusi urusan yang melahirkan urusan bersama yakni urusan 

yang pengelolaannya dilakukan sebagian oleh pusat, sebagian propinsi dan 

sebagian Kabupaten/Kota. Untu mewujudkan pembagian urusan yang 

concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota 

maka disusunlah kriteria yang meliputi: 1) akuntabilitas yakni urusan ditangani 

oleh pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan 

tersebut, dengan demikian akuntabilitas dapat lebih terjamin. 2) Efisiensi yaitu 

mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan kecepatan, 

ketepatan dan kepastian. 3) Eksternalitas yaitu mempertimbangkan dampak yang 

ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan tersebut. 
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2. Pendekatan Sosial Budaya 

Pendekatan sosial budaya dalam penelitian yang lebih memperhatikan 

hubungan-hubungan fungsional dalam struktur yang bertingkat-tingkat, dimana antar 

gejala yang satu denga gejala yang lain saling berkaitan dan berhubungan, sehingga 

membentuk satu kesatuan yang menyeluruh atau holistik. (Suparlan: 1986). Mengingat 

kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa adalah suatu kesatuan yang utuh, 

maka upaya memahami gejala pemerintahan masyarakat desa  harus memperhatikan 

gejala lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan persoalan 

yang dikaji. 

Dalam prakteknya, memahami hubungan antargejala dalam masyarakat desa 

harus dilakukan studi lapangan secara langsung yakni dengan cara menangkap denyut 

kehidupan masyarakat desa, terutama pandangannya mengenai kehidupan pemerintahan 

desa yang tengah berjalan (existing).  Penggalian data yang disandarkan pada 

pandangan masyarakat setempat (fonemik) menjadi ciri terpenting dari kajian sosial 

budaya.  Melalui teknik wawancara dan observasi langsung, peneliti dapat memahami 

harapan dan kebutuhan (needs) masyarakat desa yang dipandangnya akan dapat 

mengembangkan kehidupan pemerintahan desa di masa mendatang. Pengkajian 

mengenai pelimpahan wewenang pemerintahan desa tidak dibenarkan  untuk 

melakukan intervensi terhadap fenomena yang tengah berjalan, melainkan lebih 

memfokuskan pada usaha mencari keterangan mengenai  pandangan masyarakat desa, 

argumen yang dikemukakan mengenai kehidupan, serta menggeneralisasi dan 

menafsirkan kondisi pemerintahan desa. Dengan demikian pengkajian melalui 

pendekatan ini akan berjalan secara natural tanpa intervensi dan jauh dari rasa lebih 

tahu dari masyarakat desa. Pandangan ini sejalan dengan pikiran Kaplan (2003: 31), 

bahwa pendekatan sosial budaya  berfungsi untuk mengungkapkan konstruksi-kostruksi 

pemahaman mengenai gejala pemerintahan desa dalam bentuk persepsi mengenai 

pelimpahan sebagian wewenang.     

Pendekatan sosial budaya berdaya guna dalam mengungkapkan gejela manakala 

masyarakat desa dipandang sebagai suatu kesatuan atau sistem yang di dalamnya 

memuat subsistem. Masyarakat desa bukanlah sekedar totalitas individu  yang 

membentuk perkumpulan, karena tindakan-tindakan individu  terikat dan    ditentukan 

oleh lingkungan masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dan dibesarkan (Craib, 
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l992: 30-31).  Masyarakat sebagai sistem diadaptasikan dalam pendekatan sosial 

budaya untuk mengkaji pelimpahansebagian  wewenang dari pemerintahan kabupaten 

kepada pemerintahan desa dilakukan dengan dua model. Pertama, yakni model 

pendekatan Fungsionalisme-struktural yang disebut juga pendekatan integrasi 

(integration approach); dan kedua, pendekatan konflik (conflict approach),  baik 

konflik yang bersumber dari strukturalis Marxis maupun konflik  non-strukturalis. 

 

2.1. Pendekatan Integrasi Sosial (integration approach) 

Pendekatan integrasi sosial mengasumsi masyarakat desa (di Indonesia) sebagai 

sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Talcot Parson menjelaskan bahwa subsistem 

masyarakat desa itu berupa (l) subsistem budaya; (2)  subsistem sosial; (3) subsistem 

kepribadian dan; (4) subsistem organisme perilaku (Taneko, l994: 47:75). Hubungan 

antar subsistem saling mempengaruhi dalam rangka mencapai satu tujuan, yakni 

keteraturan. Disadari sepenuhnya, bahwa integrasi sosial pada masyarakat desa itu tidak 

akan mencapai kesempurnaan, namun secara fundamental sistem masyarakat desa 

cenderung akan bergerak ke arah equalibrium. Melalui penyesaian-penyesuaian, sistem 

kehidupan masyarakat desa akan dapat menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan 

yang selama ini terjadi. Sebab kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, perubahan yang 

menjadikan penyimpangan fungsi itu berlangsung tidak bersifat revolusioner melainkan  

gradual saja. Selain itu faktor konsensus  berkonstribusi dalam penyelesaian persoalan 

dalam masyarakat desa yang saat ini berjalan (Nasikun, 1990: 9-27).  

Pada sisi lain Pemerintahan desa di Indonesia merupakan subsitem dari 

pemerintahan supra desa (kabupaten, provinsi ataupun pusat).  Pemerintahan desa 

sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai bagian 

dari pemerintahan administratif yang menjadi perpanjangan dari pemerintahan supra 

desa untuk menjalankan fungsi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa; pengaturan masyarakat desa dan pelayanan masyarakat desa.  Apabila 

pemerintahan desa kehilangan fungsi tersebut,  maka cenderung kedudukan 

pemerintahan desa akan dimodifikasi, atau dirubah dan bahkan diganti dengan struktur 

pemerintahan lain yang lebih efektif.  

Dalam kesejarahan, pemerintahan desa di Indonesia kaitan dengan kajian 

otonomi desa telah mengalami perubahan dalam lima periode, yakni: (1) periode 
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pemerintahan desa tradisional,  yakni  pemerintahan desa yang memiliki otonomi yang 

sangat luas. Periode ini ditandai dengan pemerintahan  desa yang memiliki hak dalam 

wilayahnya sendiri, berhak mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, 

berhak memilih dan mengangkat majlis pemerintahannya sendiri, berhak memiliki harta 

bendanya sendiri, berhak atas tanah sendiri dan berhak memungut pajak sendiri. (2.) 

Periode pemerintahan “desa kerajaan”,  yaitu desa yang tidak lagi memiliki otonom. 

Hal itu tampak dari indikasi telah  terjadinya proses penyatuan desa-desa menjadi 

wilayah “negara kerajaan”; Pemerintahan desa tidak lagi memiliki kesatuan yang 

otonom. (3) Masa reorganisasi pemerintahan desa, yaitu desa yang  yang memiliki 

otonomi terbatas. Cirinya  tampak dengan adanya penghapusan sistem feodal; kesatuan 

tempat telah digabung menjadi kesatuan admnistrasi baru seperti kelurahan atau desa 

praja; raja melepaskan hak mereka atas sebagian terbesar dari tanah; dan diadakannya 

pembagian tanah baru melalui persil tanah garapan untuk penduduk desa. (4) Masa 

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 5/74 dan No. 5/79, yakni desa yang tidak lagi 

memiliki otonom. Cirinya desa tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan masyarakat 

yang otonom, khususnya dalam administrasi pemerintahan secara umum; kelurahan 

hanya berstatus wilayah administratif sebagai wujud perlakuan dari kebijakan 

dekonstrasi. (5) Masa Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 22 tahun 1999, yakni 

desa yang memiliki otonomi “khusus”. Indikasinya di wilayah desa dibentuk 

pemerintahan desa dan BPD; kepala desa dipilih langsung oleh penduiduk desa; 

pemerintah desa memiliki kewenangan tertentu; kepala desa bertanggung jawab kepada 

BPD; peraturan desa tidak memerlukan pengesahan Bupati; desa memiliki sumber 

pendapatan sendiri; dan desa memiliki badan usaha sendiri (Litbang LAN Bandung, 

1999:13).        

Perkembangan pemerintahan desa di Indoensia yang demikian menunjukkan 

bukti adanya keterkaitan dengan  struktur pemerintahan suprastruktur di Indonesia. 

Sebagaimana dipahami, bahwa setiap struktur  mengandung potensi-potensi untuk 

terjadinya pertentangan. Selain itu reaksi-reaksi dari sistem pemerintahan desa terhadap 

perubahan yang datang dari luar (pemerintahan supra struktur)  tidak selalu dapat 

disesuaikan dengan baik, bahkan melahirkan terjadinya ketidakpuasan dan 

persitegangan. Implikasinya dalam pemerintahan desa dalam waktu yang panjang telah 

melahirkan pertentangan antarkelas sosial pada masyarakat desa  sebagaimana 
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berlangsung dalam  banyak gejala pertentangan antara kepala desa dengan pihak BPD.  

Bahkan  perubahan dalam pemerintahan desa dengan otonomi daerah  tidak selalu 

berjalan secara graduan lewat penyesuaian yang bersifat lunak, melainkan telah 

berlangsung secara revolusioner sebagaimana nampak pada gejala demonstrasi kepala 

desa atau yang lainnya.   

 

2.2. Pendekatan Disintegrasi   (disintegration approach) 

Pendekatan kedua, yakni pendekatan disintegrasi atau konflik yang oleh Ritzer 

dalam bukunya Sosiologi Berparadigma Ganda diakui sebagai perlawanan terhadap 

idiologi pendekatan integrasi. Selain dipicu juga oleh pertentangan dari banyakya 

fenomena yang tidak terbuktikan oleh asumsi-asumsi pendekatan integrasi. Ralf 

Dahrendorf (dalam Craib, 1999) mengajukan tesis bahwa:  “kekuasaan dan wewenang 

senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. 

Karena wewenang itu bersifat syah, maka setiap individu yang tidak tunduk pada 

wewenang akan terkena sangsi. Jadi, boleh dikatakan bahwa  masyarakat itu sebenarnya 

persekutuan yang terkoordinasi secara paksa”. Lebih tegas lagi dikatakan, bahwa 

“kekuasaan selalu memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai. Dalam masyarakat 

selalu saja terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan 

dipersatukan oleh kepentingan nyata  yang bertentangan secara substansial. 

Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa senantiasa 

berusaha mempertahankan status quo, sedangkan kelompok yang dikuasai selalu 

berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang akan menguntungkan bagi dirinya”. 

Model pendekatan disintegrasi dalam kajian pemerintahan masyarakat desa di 

Indonesia  dapat diformulasikan, sebagai berikut:  (a) Masyarakat desa dan 

pemerintahan desa senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak akan pernah 

berakhir; (b) setiap masyarakat dan pemerintahan desa mengandung konflik-konflik,  

artinya konflik pada masyarakat desa merupakan gejala yang tidak bisa dipisahkan; (3) 

setiap unsur atau subsistem dalam pemerintahan desa memberikan sumbangan yang 

berarti untuk terjadinya disintegrasi melalui  berbagai perubahan yang berlangsung 

dalam kehidupan sosial; (4) Setiap masyarakat dan pemerintahan desa  terintegrasi 

dalam suatu penguasaan atau dominasi oleh sejumlah individu-individu pada kelompok 

individu  lainnya.   
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Lebih lanjut Ritzer dan Turner membagi konflik dalam dua kelompok sosial, 

yakni kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu merupakan 

kelompok pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang 

muncul karena hadirnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan 

sebenarnya terbentuk dari kelompok semu dalam skala yang lebih luas. Dalam 

kelompok kepentingan terdapat struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang 

sudah jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata munculnya 

pertikaian atau pertentangan dalam masyarakat, khsuusnya masyarakat desa. 

Dahrendorf  menjelaskan konsep-konsep mengenai kepentingan nyata dan kelompok 

semu, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur yang  dapat menerangkan bentuk-

bentuk pertentangan atau konflik yang ada, termasuk dalam masyarakat di Indonesia. 

Pada dasarnya menurut Simmer yang dikutif Coser pertentangan  itu tidak selalu 

bernilai negatif. Konflik akan bernilai  positif karena dipandang  dapat merendahkan 

ketegangan yang tengah terjadi. Dihubungkan dengan peningkatan interaksi 

antarkelompok, maka konflik di masyarakat akan menciptakan dinamika kehidupan 

masyarakat desa secara keseluruhan. Pertentangan dengan kelompok luar (misalnya 

pemerintahan supra struktur) pada dasarnya akan membantu memantapkan substruktur 

dan juga dapat mempertinggi  integrasi antarkelompok dalam struktur yang ada di 

masyarakat desa. Akan tetapi harus dicatat, bahwa interaksi dalam kelompok 

masyarakat, tinggi rendahnya tergantung dari tingkat konsensus yang disepakati 

bersama sebelumnya.  Tegasnya, konflik yang bernilai positif karena untuk memelihara 

solidaritas; membantu  menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lainnya;  

mengaktifkan peran individu yang terisolir; dan komunikasi berjalan karena adanya 

kejelasan posisi dimana mereka berada dan berkomunikasi.  

Dalam kajian sejarah mengenai otonomi pemerintahan desa di Indonesia 

sebelumnya dijelaskan bahwa otonomi desa telah berjalan pada masa-masa awal, 

namun sejalan dengan perkembangan otonomi desa semakin rurut sehingga 

pemerintahan desa tidak memiliki otonomi. Pemerintahan desa tempo dulu memiliki 

kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya dengan sejumlah hak yang disandangnya. 

Lembaga Pemerintahan Desa tempo dulu  telah memfungsikan dirinya di tengah 

kehidupan masyarakat desa secara optimal sehingga anggota masyarakat desa merasa 

memiliki dan berpartisifasi untuk keutuhan otonominya.  
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 Fungsi pemberdayaan dan pembangunan pemeritahan desa tempo dulu  

berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintahan desa telah 

memiliki pola yang baku dan disepakati bersama sebagai satu-satunya sistem yang 

memenuhi kehidupan bersama. Pembakuan dilakukan melalui diterapkannya sistem 

nilai sosial budaya setempat (sering disebut sistem adat-istiadat) maupun cara lainnya 

yang pada dasarnya berakar dari  nilai-nilai yang sudah dibakukan bersama. Konsep 

“masyarakat sipil atau masyarakat madani” pada saat itu telah tercapai, sekalipun dalam 

bentuk yang paling sederhana. 

Berbeda dengan sistem pemerintahan desa bergaya modern di Indonesia, 

dimana pemberian kewenangan telah diatur dalam undang-undang. Untuk menjalankan 

fungsinya pemerintahan desa harus mengikuti pola seragam, sekalipun tidak sesuai 

dengan nilai sosial budaya setempat. Fungsi pemerintahan tiada lain sebagai 

penyambung lidah dari fungsi Pemerintahan suprastruktur yang dikuasai oleh kelompok 

sosial  “elit”. Dengan demikian hubungan pemerintah supradesa dan pemerintah desa 

diibaratkan hubungan  supra atau elit dengan  feri-feri. Pola pemerintahan ini digunakan 

sebagai perwujudan paradigma pembangunan  yang terpusat atau dekonsentrasi yang 

diargumenkan atas nama   “persatuan dan kesatuan bangsa” sehingga konsekwensinya 

tidak ada satu wilayahpun yang diperkenankan untuk berjalan dengan mekanisme 

sendiri.   

Model pembangunan pemerintahan desa tercerminkan dalam pola pembangunan 

nasional yang pada masa itu bersifat  terpusat, dimana posisi desa sebagai unit 

pemerintahan terkecil harus mengikuti pola dasar yang sama dan seragam serta 

terkoordinasi dengan sistem pemerintahan “atas” (top) ke “bawah” (down). Model 

meknisme pemerintahan demikian telah menjadikan wewenang Pemerintahan Desa 

menjadi  “tergantung” kepada wewenang Pemerintahan yang lebih tinggi. Bahkan lebih 

jauh, kaum strukturalis memandang posisi desa adalah satelit (feri-feri)  dari posisi 

kota, dimana fungsinya untuk mengabdi dan  memberi atau men-suply berbagai 

kebutuhan Pemerintahan yang lebih tinggi (baca:kota). 

Banyak kritik telah dikemukakan para ahli sosial-budaya pada tahun 8O-an 

tentang bahaya ketergantungan desa kepada kota. Kritik itu dilancarkan pada gejala 

carut-marutnya sistem nilai sosial-budaya yang pandangnya sebagai “ruh” dari pranata 

kehidupan manusia desa. Pranata desa bukan hanya mengalami pergeseran, melainkan 
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distorsi yang jauh dari sisitem nilai sosial budaya setempat. Akibatnya Pemerintahan 

Desa menjadi kehilangan energi dalam menjalankan fungsi utamanya dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam kenyataan ketergantungan fungsi tidak berarti secara automatis 

disederhanakan dengan makna pengubahan fungsi baru, melainkan senantiasa diawali 

dengan kekacauan fungsi yang direfleksikan dengan kesimpangsiuran cara pandang 

anggota masyarakat desa dalam memahami dirinya dan menginterpretasi 

lingkungannya. Kesimpangsiuran itu diperparah dengan kekacauan dalam pola tindakan 

yang menjadikan individualisasi dan materialisasi lebih mengemuka dalam kehidupan 

pedesaan. Dalam konteks ini kekacauan struktur fungsi Pemerintahan Desa menjadikan 

otonomi menjadi tidak-otonom (tergantung). Demikian halnya dengan perilaku, pola 

perilaku dan tindakan sebagian besar anggota masyarakat desa tidak lagi memandang 

kewajiban memelihara, memperbaiki dan memberdayakan desa menjadi sebagai 

tanggung jawabnya. Sikap yang tidak integratif sebagai bentuk distorsi dari pengalihan 

dan pencabutan fungsi dan peran Pemerinatah Desa. 

Kritik lain dilancarkan pada sikap pelaku pembangunan saat itu yang   

cenderung memandang rendah nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan 

konotasi tradisional, tertutup, tidak produktif, anti teknologi, tidak rasional, dll. 

Labelisasi masyarakat desa yang demikian ditunjukkan dengan gejala rendahnya tingkat 

partisipatif dalam membangun wilayahnya dan lambatnya penerimaan gagasan 

pembaharuan dalam sistem ekonomi modern, seperti halnya gagasan intensifikasi 

pertanian, industrialisasi pertanian dan sejenisnya. Gejala yang ditunjukkan sikap pasif 

dalam partisipasi pembangunan dalam pandangan sosial-budaya harusnya tidak 

dipahami dalam gejala permukaan (covert) saja, melainkan harus diinterpretasikan 

sebagai kemunculan ketidaksetujuan terhadap mekanisme yang ada dalam bentuk  

“protes terselubung”. Ketidaksetujuan atas dirampasnya hak-hak otonomi mereka dan 

ditempatkannya mereka sebagai obyek pembangunan disadari oleh anggota masyarakat 

desa. 

Usaha mempreteli otonomi Pemerintahan Desa berlangsung dimana-mana. 

Akan tetapi yang suatu mekanisme memusat tidak selalu berhasil membersihkan watak 

dasar desa sebagai sebuah sistem sosial-budaya. Pada  beberapa kasus, banyak 

pemerintahan desa memperlihatkan ekspresi  “ruh” otoritas desa sekalipun  dalam 

keadaan “tersamar”.  Banyak kajian memperlihatkan kemampuan watak asli berganti 
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baju menjadi modern, namun substansi nilainya masih mengekpresikan kekuatan dasar 

yang laten berupa sistem nilai sosial budaya setempat.  

Peninggalan semangat watak daerah tidaklah diartikan sebagai kembali ke masa 

lalu, melainkan dapat dijadikan  frame dalam  merekonstruksi otonomi desa. Upaya 

pemerintah untuk melimpahkan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten kepada 

Pemerintah Desa dapat dipandang sebagai energi baru bagi Pemerintah Desa yang 

masih menyimpan ruh otonom desa. Selain itu kita juga dapat menelusuri jejak-jejak 

otonomi desa tempo dulu yang diasumsikan langsung maupun tidak langsung dan 

sekalipun dengan kadar berbeda-beda berpotensi untuk menjadi  otonom desa dapat 

dimunculkan dengan cara menggali akar dari awal.  

 

3. Pendekatan Strategik  Penyerahan Urusan Pepemerintahan 

Kajian penyerahan urusan pemerintahan diasumsikan akan dapat mengubah 

wajah pemerintahan desa yang selama ini ada. Untuk mencapai hal itu diperlukan usaha 

atau pendekatan yang dapat mengindahkan nilai sosial-budaya masyarakat setempat. 

Artinya dalam upaya menggali model kajian pelimpahan wewenang dapat 

menguntungkan bagi  masyarakat desa. Untuk itu penggalian data dari “arus bawah” 

menjadi sangat penting dalam mengeksplanasikan makna otonomi desa yang kini 

banyak diwacanakan. Untuk memperoleh penjelasan yang mantaf, diperlukan 

pemahaman yang menyeluruh mengenai makna penyerahan urusan dalam konteks 

sosial-budaya setempat. Cara ini diharapkan akan merekonstruksi model otonomi desa 

yang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

Ian Craib (l992: 91) mencoba mengkomparasikan antara model pendekatan  

integrasi dengan disintegrasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat 

desa. Kajian ini bermanfaat untuk digunakan dalam pendekatan kajian pelimpahan 

sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Menurut Craib 

memandang bahwa kehidupan masyarakat desa menempatkan nilai dan norma sebagai 

unsur-unsur dasar dari kehidupan sosialnya. Kehidupan masyarakat desa senantiasa 

melibatkan komitmen, bersifat kohesif dan senantiasa  disandarkan pada azas 

solidaritas. Karena itu  Kehidupan masyarakat desa amat menjunjung tinggi prinisf 

timbal balik (reciprocity) dan kerja sama. Bila terdapat masalah selalu diciptakan 

konsensus, sehingga sistem kehidupan masyarakat desa cenderung bisa 
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mempertahankan kehidupan integrasi. Sementara itu dalam pandangan disintegrasi 

masyarakat desa penuh dengan kepentingan. Kepentingan itu melibatkan berbagai 

dorongan, sehingga diperlukan pembagian dalam kehidupan masyarakat desa. 

Pembagian atau diferensiasi harus melibatkan kekuasaan.  Bila tidak terjadi, maka 

kehidupan masyarakat desa akan melahirkan konflik struktural yang didalamnya 

terdapat kepentingan bagian-bagian. Namun dari kesmeuanya itu harus disadari, bahwa 

sistem sosial dalam masyarakat desa akan mengalami perubahan-perubahan.    

Secara operasional pendekatan kajian sosial-budaya mengenai pelimpahan 

sebagian wewenang dari pemerintahan kebupaten kepada pemerintahan desa harus 

bersandar pada sistem nilai sosial-budaya setempat yang saat ini masih dipertahankan 

dalam perilaku dan tindakan para pendukungnya (existing) selain juga nilai-nilai yang 

diharapkan (needs) dapat diciptakan di masa mendatang. Memperoleh karakter sistem 

nilai sosial-budaya setempat bukan diartikan asyik menggali nilai-nilai masa lalu, 

melainkan memberi kesempatan kepada anggota masyarakat desa untuk memahami, 

menimbang, menggali dan memodifikasi mengenai dirinya dan masa depannya.  

Pentingnya menempatkan dan menghargai sistem nilai sosial budaya setempat 

untuk dijadikan starting point dalam mengembangkan potensi Pemerintahan desa 

berkesesuian dengan paradigma pembangunan otonomi daerah yang mendasarkan 

pembangunan atas potensi daerah masing-masing.  Lewat  memahami sistem nilai hasil 

dari masyarakat setempat itu sebagai bentuk konsensus akan kenyataan bangsa kita 

yang multikultur. 

Dalam kaitan dengan sistem pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah 

Kabupaten kepada Pemerintah Desa, formulasi pendekatan sistem sosial budaya 

diperlukan rancangan jenis pelimpahan wewenang apa untuk dijadikan kerangka dalam 

menjaring kenyataan dan kebutuhan wewenang yang dapat menjadikan pemerintahan 

desa dapat menjalankan otonomi daerah. Kerangka formulasi itu terbagi dalam dua 

kategori besar, yakni (l) wewenang wajib yang dibagi dalam 24 bidang; dan (2) 

wewenang pilihan yang dibagi dalam 8 bidang. Kedua kategori wewenang tersebut 

akan diapresiasi sebagai stimulus untuk mengidnetifikasi keberadaan wewenang 

masyarakat desa berikut kebutuhannya. Ke dua puluh empat bidang yang dikategorikan 

sebagai wewenang wajib itu , yakni: (l)  bidang pendidikan; (2) kesehatan; (3) 

lingkungan hidup; (4) pekerjaan umum; (5) penetaan ruang; (6) perencanaan 



 

 

47 

47 

pembangunan; (7) perumahan; (8) pemuda dan olah raga; (9) penanaman modal; (10) 

koperasi dan UKM; (11) kependudukan dan catatan sipil; (12) tenaga kerja; (13) 

ketahanan pangan; (14) pemberdayaan perempuan dan perkembangan anak; (15) 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (16) perhubungan; (17) komunikasi dan 

informasi; (18) pertanahan; (19) kesejahteraan pembangunan dan politik dalam negeri; 

(20) pemberdayaan masyarakat desa; (21) sosial; (22) budaya; (23) statistik; dan (24) 

arsip. Sementara itu bidang wewenang pilihan memiliki delapan bagian, yakni (l) 

kelautan dan perikanan; (2) pertanian; (3) perhutanan; (4) energi dan sumber daya 

mineral; (5) periwisata; (6) industri; (7) perdagangan; dan (8) transmigrasi. 

Memanfaatkan pikiran Hamilton (1990, 185-196) dalam pengkajian pelimpahan 

sebagian wewenang, maka unsur-unsur pola sistem harus bebas dari  hubungan skala 

jangka pendek. Pertimbangan itu  mengarah pada mediasi struktur yang sudah 

ditetapkan bersama. Masyarakat dan pemerintahan desa harus dipandang bukan sesuatu 

yang “given” melainkan akan terus berubah dan berkembang. Untuk itu hirarhi dan 

rincian wewenang harus harus mengarah pada tiga fungsi utama, yakni: (l) Fungsi 

pemeliharaan komitmen nilai-nilai;  (2) Fungsi pencapaian tujuan;  (3) Fungsi adaptasi; 

dan  (4) fungsi integrasi. 

Fungsi komitmen nilai-nilai berupa fungsi kembalinya konsensus pada nilai-

nilai sosial budaya yang dijadikan identitas dan kebutuhan  masyarakat dan 

pemerintahan desa dalam mencipta dan merenda Otonomi Daerah. Upaya ini  secara 

tidak langsung memberi kepercayaan pada masyarakat desa bahwa mereka mampu 

merancang, merinci dan menjalankan otonomi daerah untuk difungsikan dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Kepercayaan yang tulus akan mendorong 

partisifasi yang kuat pada masyarakat desa dalam mencapai tujuan hidup bersama.  

Pelimpahan sebagian kewenangan yang didasarkan atas nilai secara tidak 

langsung merupakan pelimpahan atas dasar kebutuhan masyarakat desa. Dengan  

mempertimbangkan banyak aspek, seperti tampak pada daya dukung lingkungan, 

sumber daya, sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan tipologi desa. Upaya  

merumuskan tipologi amat berguna dalam pengkajian karena akan dapat 

membandingkan  secara teliti model generalisasi kewenangan pemerintahan desa yang 

ada dalam kehidupan masyarakat  Indonesia.  Dengan demikian, menetapkan tipe akan 
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mendapatkan jenis-jenis unit yang bisa  dipergunakan dalam kajian perbandingan yang 

cakupannya lebih luas. 

Fungsi pencapaian tujuan, yakni tiga fungsi utama pemerintahan desa, maka 

wewenang wajib dikelompokkan dalam tiga, yakni: pertama, fungsi pemberdayaan dan 

pembangunan atau fungsi kebutuhan biologis yang didalamnya mencakup: (l) bidang 

pendidikan; (2) perumahan; (3) pemberdayaan perempuan dan anak; (4) lingkungan 

hidup; (5) perencanaan pembangunan; (6) penataan ruang; (7) pekerjaan umum; (8) 

koperasi dan UKM; (9) ketahanan pangan; (10) kesejahteraan pembangunan dan (11) 

pemberdayaan masyarakat desa. Kedua adalah pelayanan masyarakat atau fungsi 

psikologis yang didalamnya terdapat fungsi: (l) kesehatan; (2) olah raga; (3) keluarga 

berencana; (4) sosial; (5) perhubungan; (6) komunikasi dan informasi; (7) penanaman 

modal; dan (8) tenaga kerja. Ketiga yakni fungsi pengaturan (regulasi) atau fungsi 

kebutuhan integratif yang  didalamnya memuat: (l) kependudukan; (2) kebudayaan; (3) 

statistik; (4) pertanahan; dan (5) arsip. Berkenaan dengan wewenang pilihan dari 

delapan bidang tersebut cenderung masuk dalam  kelompok fungsi pemberdayaan dan 

pembangunan atau fungsi kebutuhan biologis.  

Fungsi adaptasi,  dimaksudkan sebagai penyesuaian pelimpahan sebagian 

wewenang dari pemerintahan kabupaten kepada desa. Penyesuaian itu dimaksudkan 

pelimpahan disesuaikan dengan kemampuan pemerintahan desa masing-masing berikut 

dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam memberdayakan 

pemerintahan desa untuk dapat menjalankan sebagian wewenangnya.  Sebagaimana 

disampikan oleh Bennet (l976) untuk mengkaji adaptasi wewenang maka perlu 

diperhatikan tiga bidang kajian, yaki: perilaku adaptasi, strategi adaptasi dan tindakan 

adaptasi. 

Perilaku  adaptasi adalah perilaku-perilaku yang produktif dan kualitatif 

ditampilkan oleh segenap pemerintah desa maupun kabupaten untuk menyesuaikan diri 

dalam merumuskan dan menjalankan sebagian otonomi daerah. Perilaku adaptif juga 

ditujukan pada seluruh warga desa untuk berpartisifasi dalam menjalankan penyesuaian 

diri, sehingga terbangunnya  kolektivitas perilaku bersama yang mengarah pada tujuan 

yang sama. Strategi adaptif, yakni serangkaian taktik dan cara yang dilakukan secara 

sistematis, terencana dan terkoordinasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Dalam strategi adaptif juga diatur upaya-upaya penyelesaian berdasarkan 
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konsensus bilamana terjadi hambatan dan penyimpangan dalam menjalankan tugas 

membangun otonomi daerah di desa. Tindakan adaptif mengarah pada usaha terakhir 

yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan kabupaten untuk menyelamatkan dari 

kegagalan  mecapai tujuan membangun otonomi daerah di desa. Tindakan ini bersifat 

individual maupun kolektif termasuk mencegah kegagalan akibat adanya perubahan dan 

dinamika pertentangan di dalam lingkungan masyarakat. 

Fungsi integrasi, artinya fungsi yang memberikan posisi keterjagaan hubungan 

antar subsistem dalam kelompok sistem.  Kepentingan berjalannya integrasi menjadi 

kewajiban bersama, baik pemerintahan pusat, kabupaten ataupun desa untuk 

merumuskan dan menjalankan kebijakan otonomi daerah dalam pemerintahan desa.   

 

C.  Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pelimpahan Kewenangan 

1.  Pembagian Urusan Pemerintahan 

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, Kabupaten/Kota memiliki 

kewenangan atau urusan yang besar. Dengan kewenangan atau urusan yang dimilikinya, 

Daerah diharapkan dapat mendorong meningkatkan proses pemberdayaan dan 

pembangunan di Desa. Desa sebagai perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan 

masyarakat dapat dijadikan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Otonomi boleh 

saja menjadi domain Pemkab/Pemkot, namun front line dari sebagian fungsi pelayanan 

mestinya diserahkan kepada Kecamatan, Kelurahan atau Desa, disamping kepada Dinas 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dengan demikian, Pemkab/Pemkot kedepan lebih 

berperan dalam hal fungsi-fungsi steering seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan 

pengendalian, dari pada fungsi rowing atau penyelenggaraan pelayanan dan 

pembangunan.  

Penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa bukan hanya 

sekedar tuntutan yuridis, namun lebih merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan 

kualitas pelayanan umum di daerah. Pada dasarnya usaha penyarahan urusan akan 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik Daerah itu sendiri karena apabila 

kewenangan terkonsentrasi di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kabupaten/ 

Kota  cenderung  beban kerjanya akan terkurangi, dan tentunya fungsi pelayanan 

kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Pada sisi lain, sebagai akibat kewenangan 
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yang terlalu besar, maka organisasi Kabupaten/Kota yang mewadahi seluruh 

kewenangan menjadikan format kelembagaan terlalu  besar dan menjadi tidak efisien 

(Widodo, 2005). Dengan urusan yang diserahkan akan bertanggungjawab dalam 

berkreasi dan berinovasi sehingga terdorong untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitasnya. 

Urusan Daerah secara umum telah diatur dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 10 - 

18, dimana disebutkan, bahwa urusan pemerintahan yang merupakan bagian dari urusan 

daerah adalah urusan pemerintahan yang bersifat concurence (bersama antara Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang pembagiannya menggunakan tiga kriteria yaitu: 

ekternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pembagaian urusan tersebut akan ditentukan 

dalam suatu Peraturan Pemerintah yang sampai dengan saat ini belum selesai dibuat. 

 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri 

atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara 

bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 

daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.    

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 13 (1), urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. penanganan bidang kesehatan; 

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;  

g. penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota; 

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota; 

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas 

Kabupaten/Kota; 

j. pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota; 
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l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota; 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh 

Kabupaten/Kota; dan 

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

 

Selanjutnya pada pasal 14 (1) menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang 

berskala Kabupaten/Kota yang meliputi: 

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. penanganan bidang kesehatan; 

f. penyelenggaraan pendidikan;  

g. penanggulangan masalah sosial; 

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

j. pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan; 

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. pelayanan administrasi penanaman modal; 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan   

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

 

Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan yaitu urusan 

pemerintahan yang sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah 

masing-masing yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 14 ayat 2). 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut  perlu dijiwai oleh semangat 

desentralisasi artinya bahwa kewenangan tersebut harus didistribusikan kepada unit-unit 
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organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik kepada unit-unit sektoral 

maupun kepada unit-unit teritorial (kewilayahan). UU 32  Tahun 2004 menghendaki 

adanya pelimpahan kewenangan kepada Camat (Kecamatan) dan Lurah (Kelurahan) 

serta menghendaki pelimpahan kewenangan Daerah kepada Desa. 

 

2. Prinsip-Prinsip Pelimpahan Kewenangan 

Agar penyelenggaraan kewenangan berjalan secara harmonis efisien dan efektif 

maka dalam pelimpahan kewenangan perlu didasarkan pada prinsip-prinisp sebagai 

berikut: 

1. Menjunjung tinggi kepentingan rakyat, Pelimpahan kewenangan harus berorientasi 

bagi kemaslahatan masyarakat  tidak berorientasi bagi kepentingan individu atau 

kelompok tertentu. Menetapkan kewenangan berada di Kabupaten/Kota atau pun 

ditempatkan di Desa, kepentingan rakyatlah yang menjadi acuan utama.  

2. Berorientasi bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya 

menciptakan iklim yang kondusif untuk kesempatan berusaha, mengembangkan dan 

menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bekerja, serta 

terciptanya suasana tenteram, tertib hukum dan adanya kepastian hukum. 

3. Prinsip Kerjasama, maka pelaksanaan kewenangan daerah/Desa tidak berarti harus 

dilaksanakan sendiri oleh daerah/Desa yang bersangkutan, namun dapat 

dikembangkan pola-pola kerjasama baik dengan swasta (termasuk kelompok 

masyarakat), dengan unit pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota atau 

Desa lain). 

4. Prinsip Koordinasi artinya tidak menimbulkan potensi benturan, konflik, atau 

tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintahan lainnya. Sebaliknya, kewenangan 

suatu daerah/Desa dengan kewenangan daerah/Desa lain harus dapat 

menggambarkan hubungan yang saling mengisi, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan. 

5. Prinsip Legalistik artinya kewenangan yang dilaksanakan Desa memiliki dasar 

hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

6. Prinsip Pemberdayaan artinya kewenangan yang dilimpahkan ke Desa dapat 

memberikan motivasi bagi Desa untuk terus mengembangkan kapasitas dan 

kapabilitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Disamping prinsip-prinsip umum pengelolaan kewenangan sebagaimana 

disebutkan di atas, pelimpahan kewenangan Daerah ke Desa haruslah berlandaskan 

kriteria-kriteria rasional dan akademis yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenar 

dalam rangka pengambilan keputusan (professional judgement). Dalam hal ini, paling 

tidak ada 4 (empat) kriteria yang bisa dipertimbangkan sebagai berikut: 

 

• Didasarkan pada derajat strategis dari kewenangan. Nilai strategis ini dapat 

diukur misalnya dari luas jangkauan atau cakupan dari kewenangan tersebut, 

kedalaman isi atau materi yang harus diselenggarakan, serta kadar dampak yang 

ditimbulkan dari kewenangan tersebut.  

• Didasarkan pada aspek administratif dari objek kewenangan (Kebijakan, 

Perencanaan, Pendanaan, Rekomendasi, fasilitasi, Perijinan, Pengelolaan, 

Pemeliharaan, Pengawasan dan Koordinasi). Dalam kaitan dengan kriteria ini, 

jarang sekali suatu urusan dilaksanakan secara utuh / bulat oleh suatu 

pemerintahan, tetapi selalu ada sharing antar Pemerintahan.  

• Didasarkan pada posisi fisik atau geografis dari objek kewenangan, setiap obyek 

kewenangan yang terletak atau berlokasi di suatu daerah, maka pengelolaan 

obyek tersebut menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan. Meskipun 

demikian, ada kemungkinan bahwa obyek tadi memiliki mobilitas atau dampak 

yang bersifat lintas batas (cross border), walau bukan secara fisik atau geografis. 

Perlintasan kewenangan ini dapat dalam bentuk obyek maupun dampak dari 

suatu obyek tertentu, misalnya penyebaran wabah penyakit atau migrasi 

kependudukan. Dalam kasus seperti ini, walaupun kewenangan tetap berada 

pada suatu daerah tertentu, namun dalam pelaksanaannya memerlukan 

koordinasi dengan daerah terkait. 

• Didasarkan pada posisi kemampuan daerah (khususnya dari aspek SDM dan 

keuangan) untuk menjalankan kewenangan tertentu. Namun jika tidak memiliki 

kemampuan yang memadai, maka perlu langkah-langkah pembinaan terlebih 

dahulu sebelum kewenangan dilimpahkan.  
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Untuk menghindari terjadinya kegagalan kebijakan mengenai pelimpahan 

kewenangan tadi, maka beberapa kriteria dibawah ini perlu dipertimbangkan secara 

seksama: 

a. Dilihat dari lokus dan kepentingannya, kewenangan tersebut lebih banyak 

dioperasionalisasikan di Desa sehingga berhubungan erat dengan kepentingan 

strategis Desa yang bersangkutan serta memberi kemudahan pelayanan masyarakat  

b. Dilihat dari fungsi administratifnya, kewenangan tersebut lebih bersifat rowing 

(pelaksanaan) dari pada steering (pengaturan), 

c. Dilihat dari kebutuhan masyarakat, kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan secara 

mendesak oleh masyarakat setempat  dan lingkupnya setempat.  

d. Dilihat dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, suatu kewenangan lebih 

efektif dilaksanakan di Desa.  

e. Dilihat dari Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, suatu kewenangan lebih 

efsien bari dari sisi biaya, waktu, kualitas dilaksanakan di Desa. 

f. Dilihat dari penggunaan teknologi, suatu kewenangan tidak membutuhkan 

pemakaian teknologi tinggi atau menengah, kewenangan yang mudah dan sederhana 

yang memungkinkan diselenggarakan desa.  

g. Dilihat dari kapasitas, Desa memiliki kemampuan yang memadai untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek SDM, keuangan, maupun 

sarana dan prasarana.  

 

Dengan adanya pelimpahan kewenangan terdapat beberapa keuntungan yang 

diperoleh antara lain adalah:  

• Beban Pemda dalam penyediaan/pemberian layanan semakin berkurang karena 

telah diambil alih oleh Desa sebagai ujung tombak; 

• Pemda tidak perlu membentuk kelembagaan yang besar sehingga dapat 

menghemat anggaran; 

• Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah sehingga dapat 

menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
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regional; 

• Sebagai wahana memberdayakan fungsi Desa yang selama ini terabaikan. 

 

Uraian di atas, menggambarkan bahwa pendelegasian kewenangan kepada Desa 

akan membawa manfaat tidak saja kepada Desa yang menerima limpahan, namun juga 

kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Disamping itu, kebijakan untuk 

melimpahkan kewenangan kepada unit organisasi yang lebih rendah ini juga memiliki 

manfaat pada 3 (tiga) bidang, yakni: 

• Politik: menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) serta 

untuk mendorong perwujudan good governance and good society. 

• Sosial ekonomi: mengurangi kesenjangan antar wilayah (regional disparity) atau 

ketimpangan (inequity), memacu pertumbuhan pembangunan (economic 

growth), mendorong prakarsa dan partisipasi publik, dan sebagainya. 

• Administratif: mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraann 

pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat kinerja 

pemerintahan secara umum. (Widodo, 2005). 

 

3. Mekanisme Penyerahan Urusan Pemerintahan 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara 

langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 8 PP 

No.72 Thn.2006) 

Pada dasarnya urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang 

secara riil menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota 

setidaknya mempersyaratkan: 

1. Keinginan politik dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menyerahkan 

sebagian urusan pemerintahnya yang pengaturannya kepada desa. 

2. Kapasitas kelembagaan pemerintah desa untuk menerima penyerahan urusan 

pemerintahan untuk mejadi kewenagannya,  
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3. Ketersedian sumber-sumber daya untuk mendukung terselenggaranya urusan 

pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota. 

4. Bahwa penyerahan urusan pemerintahan tersebut  untuk kemudahan pelayanan 

masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat bukan sebaliknya membebani 

pemerintah desa dan masyarakat desa. 

 

Persyaratan tersebut menjadi dimensi yang perlu dipenuhi sebagai langkah awal 

untuk menempuh kebijakan penyerahan kewenangan Kabupaten/Kota kepada desa 

sebagaimana gambar berikut ini. 

 

 

 

Gambar 2.2. 
Dimensi Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
Kabupaten/ Kota  Yang Pengaturannya Oleh Desa 
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Jenis dan rincian kewenangan yang diserahkan kepada masing-masing desa bisa 

seragam jenis, rincian dan jumlahnya apabila desa-desa tersebut relatif memiliki 

karakteristik relatif sama, dan tentunya bisa berbeda masing-masing desa apabila desa 

yang memiliki tipologi/karakteristik yang juga berbeda.  Penetapan penyerahan urusan 

pemerintahan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa  ditetapkan dengan  

Keputusan Bupati/Walikota. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
A.  Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis, teori yang relevan, melibatkan objek penelitian yang representatif serta 

teknik analisis yang tepat dan sesuai dengan masalah yang dikaji sehingga dapat 

menjawab tujuan penelitian yang diinginkan. 

Pendekatan yang digunakan ini didasarkan pada paradigma otonomi daerah yang 

disesuaikan dengan landasan konseptual yang dipergunakan, yaitu: pendekatan 

administrasi pemerintahan dan kedua, pendekatan Sosial budaya (existing dan needs). 

Pendekatan pertama dimaknai sebagai pendekatan dalam memandang kewenangan 

merupakan berian/limpahan dari pihak supradesa (Pemerintahan Kabupaten/Kota) 

kepada desa yang cenderung seragam dan bersandarkan pada prinsip keterkaitan dan 

hubungan antar struktur dari tingkat atas (top) kepada tingkat dibawahnya (down) atau 

dengan kata lain, pendekatan dari atas ke bawah (top – down approach). Disamping itu, 

pendekatan pertama ini juga bersandarkan atas kebijakan negara/pemerintah yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana didalam UU No. 

32/2004, Pasal 11 (1) yang menetapkan tiga kriteria, yaitu kriteria:  (1) Eksternalitas; 

(2) Akuntabilitas; dan (3) Efisiensi. Pendekatan ini juga akan terkait dengan upaya 

untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan peran atau fungsi desa untuk melayani 

masyarakatnya, mencakup juga ada tidaknya kebijakan penyerahan kewenangan kepada 

desa dan rincian kewenangan apa saja yang telah dilimpahkan atau diserahkan 

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.      

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini bersifat 

kebalikan dari pendekatan pertama yang menitikberatkan pada mendekati dan 

mengindentifikasi penyelenggaraan urusan pemerintahan/wewenang harus didasarkan 

pada kebutuhan masyarakat setempat (baca: Pemerintah Desa). Dengan kata lain, 

wewenang bukan hanya dipandang sebagai pemberian tetapi juga hak bawaan 

(pendekatan bottom – up).  
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Lebih dari itu pendekatan sosial-budaya yang bersumber pada kenyataan 

(existing) dan kebutuhan (needs) Pemerintah Desa dimunculkan dalam penelitian 

penyerahan wewenang adalah untuk mencapai kebergunaan penelitian dalam rangka 

perbaikan tata pemerintahan desa. Melegitimasi pengakuan suara arus bawah yang 

bersifat bottom-up approach akan mendorong kemampuan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya, berupa kebutuhan biologis (pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat); kebutuhan psikhologis (pelayanan pembangunan pedesaan); kebutuhan 

integratif (pengaturan).  

Fokus penelitian dengan menggunakan dua pendekatan tersebut adalah upaya 

untuk mengidentifikasi secara jernih dan seksama mengenai  rincian kewenangan yang 

dapat diserahkan pengaturannya dari pemerintah Kabupaten kepada Desa. Berdasarkan 

hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelititan ini adalah metode 

deskriptif dengan analisis kualitatif.  

 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan 

beberapa cara teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara melakukan: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Untuk mendapatkan pengetahuan baik yang bersifat praktis maupun teoritis yang 

berkaitan dengan tema penelitian, tim peneliti melakukan studi kepustakaan yang 

diambil dari beberapa literatur ilmiah, majalah, jurnal ilmiah, laporan-laporan hasil 

penelitian, peraturan perundangan serta kebijakan dalam bentuk peraturan daerah 

yang ada kaitannya dengan tema penelitian. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian Lapangan adalah suatu proses pencarian dan penggalian data primer yang 

dapat dijadikan bahan analisis data dalam rangka pemecahan masalah yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian 

lapangan, yaitu: 
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a. Instrumen Penelitian berbentuk Kuesioner: Pengumpulan data dengan 

cara memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

para responden yang relevan unsur-unsur dari tema penelitian, khususnya 

yang berkaitan dengan Kewenangan yang layak diserahkan, dilaksanakan 

dan dibutuhkan oleh Pemerintah Desa. Instrumen penelitian mencakup 

32 bidang urusan dengan rincian 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 

Instrumen penelitian ini ada 2, yaitu : 

• Instrumen yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

Instrumen ini dibuat untuk menggali persepsi penyerahan 

kewenangan dari sisi Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi 

aspek : 

1. Persepsi terhadap prioritas kewenangan yang akan diberikan 

kepada Desa; 

2. Kesiapan Sumber Daya Desa untuk menerima pelimpahan 

kewenangan, yang terdiri dari kesiapan Personil dan kesiapan 

Sarana Prasarana; 

• Instrumen yang ditujukan kepada Pemerintah Desa 

Instrumen ini dibuat untuk menilai kondisi pelaksanaan kewenangan 

dan kebutuhan kewenangan Desa berdasarkan persepsi Pemerintah 

Desa, meliputi: 

1. Kewenangan-kewenangan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh 

Desa; 

2. Dukungan sumber daya Personil dan Sarana Prasarana; 

3. Kebutuhan kewenangan Desa. 

 

b. Pelaksanaan Wawancara: Pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara dengan para responden, baik yang di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten antara lain Sekretaris Daerah/Asisten Daerah Bidang 

Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Tata 

Pemerintahan Desa serta Instansi terkait lainnya seperti Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun dengan aparat Desa yang 
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terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LSM yang ada di desa 

yang bersangkutan. 

c. Observasi. Pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti 

seperti keadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa, jenis-jenis 

pelayanan yang dilakukan dan lain-lain. 

 

 

C. Sampel Daerah Penelitian 

Sesuai dengan judul serta tema dari penelitian ini, dapat ditetapkan bahwa Objek 

penelitian ini adalah seluruh unsur yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan dan 

pelaksanaan Pemerintahan desa, yaitu seluruh Desa dan Kabupaten/Kota yang ada di 

wilayah Republik Indonesia. Mengingat jumlah Desa dan Kabupaten/Kota yang sangat 

banyak, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka dalam penelitian hanya 

diteliti sebagian saja sebagai Sampel penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan 

menggunakan sampling purposif, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Adapun sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 25 Kabupaten dan 

43 Desa, sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 

SSaammppeell  PPeenneelliittiiaann  

 
No
. 

 
KABUPATEN 

 
DESA 
 

1.  Deli Serdang 1. Cinta Rakyat 
   
2.  Toba Samosir 2. Dalihannatolu 
  3. Hutanamora 
3.  Rokan Hilir 4. Bangko Pusako 
  5. Batu Hampar 
4.  Bintan 6. Tua Paya 
  7. Teluk Bakau 
5.  Solok 8. Paninggahan 
 

 
9. Koto Gadang Koto 

Anau 
6.  Bangka 10. Kimak 
  11. Riding Panjang 
7.  Sarolangun 12. Bukit Sebelas 
  13. Bukit Duabelas 
8.  Lampung Utara 14. Bojong Barat 
  15. Sumber Arum 
9.  Ogan Komering Ilir 16. Margo Bhakti 
  17. Celikah 
10.  Lebak 18. Kanekes 
  19. Sawarna 
11.  Cirebon 20. Buntet 
  21. Lurah 
12.  Tasikmalaya 22. Cikunten 
   
13.  Tegal 23. Muncang Larang 
  24. Slawi Kulon 
14.  Sragen 25. Kadung Upit 
   
15.  Gresik 26. Padeg 
   
16.  Bangkalan 27. Burneh 
   
17.  Klungkung 28. Kamasan 
  29. Dawan Klod 
18.  Sumbawa Besar 30. Klungkung 
  31. Boak 
19.  Lombok Barat 32. Babusalam 
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No
. 

 
KABUPATEN 

 
DESA 
 

20.  Kupang 33. Bolok 
  34. Tablolong 
21.  Kutai Kertanegara 35. Manunggal Jaya 
  36. Sungai Mariam 
22.  Bulukumba 37. Tanah Tuo 
  38. Dwi Tiro 
23.  Tanah Toraja 39. Rante Kayo 
  40. Keso Malenong 
24.  Minahasa 41. Watumea 
   
25.  Gorontalo 42. Mongolato 
  43. Telaga Timur 

 

 

D. Teknik Pengolahan  

Pengolahan data lapangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu:  

• Pertama; data lapangan yang berasal dari kuesioner atau data angket diolah dengan 

cara ditabulasikan. Dari instrumen pertama yaitu kewenangan kabupaten/kota yang 

dapat diserahkan pengaturannya kepada desa dengan responden perangkat daerah 

Kabupaten/Kota diperoleh informasi mengenai: 

- Kelayakan kewenangan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa; 

- Kesiapan Sumber Daya baik sumber daya personil maupun sarana prasarana 

desa dalam melaksanakan kewenangan 

Sedangkan dari instrumen kedua yaitu kewenangan kabupaten/kota yang dapat 

diserahkan pengaturannya kepada desa dengan responden Kepala Desa/BKD, 

diperoleh informasi mengenai: 

- Pelaksanaan kewenangan yang sudah dilakukan Desa; 

- Dukungan Sumber Daya Personil maupun Sarana Prasarana Desa dalam 

melaksanakan kewenangan yang sudah dilaksanakan; 

- Urusan pemerintahan yang dibutuhkan untuk diserahkan pengaturannya kepada 

Desa; 
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• Kedua, data lapangan yang berasal dari wawancara dan observasi lapangan serta 

data sekunder diolah sebagai bahan pembanding atau komparasi dari tabulasi 

kuesioner yang dibuat sebelumnya, selain juga sebagai pelengkap isian tabulasi. 

Dari sini dapat dihasilkan beberapa informasi mengenai: 

- Permasalahan yang dalam pengaturan Desa dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam proses penyerahan urusan limpahan kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; 

- Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota agar tugas pokok dan fungsi Desa menjadi optimal;  

- Berbagai peraturan daerah berkenaan dengan penyerahan kewenangan dari 

masing-masing Kabupaten.  

- Informasi dasar mengenai karakteristik dan kondisi masyarakat desa.  

 

 

E. Teknik Analisis Data  

 

• Pertama, dengan menginterpretasikan data dan informasi yang didapatkan dari 

Responden Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Perangkat Desa/BKD 

maka diperoleh kategori urusan pemerintahan berdasarkan tipologi desa yang 

meliputii : 

- Kelayakan kewenangan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa 

berdasarkan tipologinya; 

- Kesiapan Sumber Daya baik sumber daya personil maupun sarana prasarana 

desa dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan tipologinya; 

- Pelaksanaan kewenangan yang sudah diserahkan pengaturannya kepada Desa 

berdasarkan tipologinya; 

- Dukungan Sumber Daya Personil maupun Sarana Prasarana Desa dalam 

melaksanakan kewenangan yang sudah dilaksanakan berdasarkan tipologinya; 

- Urusan pemerintahan yang dibutuhkan untuk diserahkan pengaturannya kepada 

Desa berdasarkan tipologinya; 
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• Kedua, mencari korelasi atau keterkaitan antara data dan informasi yang didapatkan, 

baik dari kuesioner, wawancara maupun pengamatan. Analisa ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran kesiapan desa berdasarkan tipologinya untuk menerima 

penyerahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diatur oleh 

Pemerintah Desa.  

• Ketiga, merumuskan proses mekanisme dan langkah-langkah proses penetapan 

penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diatur oleh Pemerintah 

Desa. 

 

Penulisan dan pelaporan hasil penelitian difokuskan pada usaha 

mendeskripsikan mengenai  urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya 

dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, yang mencakup: (1) Persepsi 

Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyerahan urusan pemerintahan; (2) Persepsi 

Pemerintah desa dalam menerima penyerahan urusan; (3) faktor-faktor yang 

menentukan persepsi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa dalam 

penyerahan urusan; (4) Gambaran karakteristik tipologi desa dan kebutuhan Pemerintah 

desa; (5) Rumusan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan 

pengaturannya kepada desa; (6) Menemukan kasus-kasus kebijakan yang berorientasi 

penguatan desa; (7) gambaran mekanisme proses penyerahan dan atau penetapan 

penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.  

  Bagian terakhir adalah merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil 

temuan di lapangan dan analisis data. Secara operasional rumusan rekomendasi akan 

dijadikan suatu pertimbangan ataupun input bagi Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri 

dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Kabupaten 

dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Adapun bagi desa sebagai triger untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa agar 

dapat mempercepat akselerasi perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.   
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BAB IV 

KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  DDEESSAA  LLOOKKUUSS  PPEENNEELLIITTIIAANN  

  

Karakteristik adalah corak yang melekat pada suatu obyek. Karakteristik desa 

berarti corak desa yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Setidaknya untuk 

menggambarkan karakteristik desa secara lengkap membutuhkan tiga tipologi, yakni (l) 

Tipologi desa berdasarkan kewilayahan atau letak geografis; (2) tipologi desa 

berdasarkan mata pencaharian atau sistem ekonomi masyarakatnya; (3) tipologi desa 

berdasarkan pemerintahan desa. 

 

1. Tipologi Desa 

Persoalan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa mesti 

diawali dengan penggambaran yang menyeluruh mengenai masing-masing desa lokus 

penelitian. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui ciri atau karakteristik dari obyek 

kajian yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan karakteristik desa, salah satunya dapat 

digunakan melalui analisis tipologi desa yang dalam hal ini dibagi dalam tiga bagian, 

yaitu; (l) tipologi desa berdasarkan letak geografis; (2) mata pancaharian penduduk; dan 

(3)  perkembangan desa.   

Tipologi geografi desa di Indonesia memiliki tiga corak, yaitu: (a) corak desa 

yang karakter kewilayahannya secara dominan daratan yang ada di sekitar pesisir atau 

disebut juga desa pantai; (b) corak karakter  desa yang kewilayahan kebanyakan dataran 

tinggi atau pegunungan;  dan (c) corak karakter desa yang sifat kewilayahannya lebih 

banyak daratan datar atau wilayah gabungan antara corak pesisir dan pegunungan.  

Tipologi kedua adalah desa yang dipandang dari corak  hasil produksi yang 

dijadikan  mata pencarian penduduk pada umumnya. Tipologi ini menghasilkan tiga 

corak karakter desa yang berbeda, yakni: (a) corak desa yang hasil produksi berupa 

sektor perikanan, baik yang diperoleh dari potensi laut maupun pesisir dengan budidaya 

ikan laut; (b) corak produksi desa pada sektor ekonomi pertanian yang didalamnya  

termasuk corak perkebunan dan peternakan; dan (c) corak produksi desa yang dominan  

di bidang ekonomi indukstri atau perdagangan,  baik berupa barang ataupun jasa.  

Tipologi ketiga adalah desa juga dipandang dari sudut perkembangan atau 

kemajuan yang telah dicapai. Tipologi ini terbagi dalam tiga bagian corak, yakni (a) 
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corak desa swadaya atau desa yang sangat tradisional dan seringkali terikat dengan adat 

istiadat yang kuat, sehingga tingkat kemajuannya terhitung rendah; (b) corak desa 

swasembada adalah desa tidak lagi terikat dengan adat istiadat, sehingga memiliki 

kemajuan yang tinggi dalam berbagai bidang kehidupannya; (c) corak desa yang 

perkembangannya berada pada posisi sebagian sudah  bisa melepaskan dari adat 

istiadat, namun tidak seluruhnya. Karena itu disebut desa transisi atau tingkat 

kemajuannya termasuk sedang.  

Dengan memanfaatkan ketiga tipologi tersebut, maka data dilapangan 

menunjukkan kombinasi karakter. Suatu desa dapat ditafsirkan dan dianalisis kedalam 

27 corak yang masing-masing berbeda. Akumulasi corak desa yang demikian disebut 

kategori corak sebagaimana nampak pada penjelasan tabel 4.1., berikut ini:   

Tabel 4.1 
TTIIPPOOLLOOGGII  DDEESSAA  
 

TIPOLOGI 
 

N
A
M
A   
K
A
R
A
K
TE
R 
DE
SA 
 

GE
O
GR
AF
IS 

E
K
O
N
O
M
IS 

PERK
EMBA
NGAN 
 

Pes
isir 

Pe
rta
nia
n 

Swaday
a 

De
pa
n-1 

Pes
isir 

Pe
rta
nia
n 

Swakar
sa 

De
pa
n-2 

Pes
isir 

Pe
rta
nia
n 

Swase
mbada 

De
pa
n-3 

Pes Pe Swaday De
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isir rik
an
an 

a pa
n-4 

Pes
isir 

Pe
rik
an
an 

Swakar
sa 

De
pa
n-5 

Pes
isir 

Pe
rik
an
an 

Swase
mbada 

De
pa
n-6 

Pes
isir 

In
du
stri 

Swaday
a 

De
pa
n-7 

Pes
isir 

In
du
stri 

Swakar
sa 

De
pa
n-8 

Pes
isir 

In
du
stri 

Swase
mbada 

De
pa
n-9 

Dat
ara
n 

Pe
rta
nia
n 

Swaday
a 

De
tar-
1 

Dat
ara
n 

Pe
rta
nia
n 

Swakar
sa 

De
tar-
2 

Dat
ara
n 

Pe
rta
nia
n 

Swase
mbada 

De
tar-
3 

Dat
ara
n 

Pe
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an
an 

Swaday
a 
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4 
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n 

Pe
rik
an
an 
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sa 

De
tar-
5 

Dat
ara
n 

Pe
rik
an
an 

Swase
mbada 

De
tar-
6 

Dat
ara
n 

In
du
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Swaday
a 

De
tar-
7 
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Dat
ara
n 

In
du
stri 

Swakar
sa 

De
tar-
8 

Dat
ara
n 

In
du
stri 

Swase
mbada 

De
tar-
9 

Peg
unu
nga
n 
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n 

Swaday
a 

De
pu
g-1 

Peg
unu
nga
n 
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rta
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n 

Swakar
sa 

De
pu
g-2 

Peg
unu
nga
n 

Pe
rta
nia
n 

Swase
mbada 

De
pu
g-3 
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unu
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n 
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a 
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g-4 
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unu
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n 
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an 

Swakar
sa 
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pu
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unu
nga
n 

Pe
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an 

Swase
mbada 
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unu
nga
n 
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Swaday
a 
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g-7 

Peg
unu
nga
n 
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du
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Swakar
sa 

De
pu
g-8 

Peg
unu
nga
n 

In
du
stri 

Swase
mbada 

De
pu
g-9 

   Catatan:  - Depan : Desa pantai 
                - Detar     : Desa datar 
   - Depug : Desa pegunungan 
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Berdasarkan kombinasi model tipologi yang digunakan, maka desa-desa yang 

dijadikan  lokus penelitian pelimpahan urusan akan mencerminkan karakteristik yang 

bervariasi, sebagaimana nampak pada gambar  tabel  4.2. berikut: 

   

Tabel. 4.2. 
TTIIPPOOLLOOGGII  DDEESSAA  LLOOKKUUSS  PPEENNEELLIITTIIAANN  

No. DESA 

TIPOLOGI DESA 
 

 

Geografis 
 

Ekonomi Perkembangan Karakter 
Desa 

1.  Cinta Rakyat Dataran  Industri 
jasa 

Swasembada Detar-9 

2.  Dalihannatolu Pegunungan Industri 
jasa 

Swakarsa Depug-9 

3.  Hutanamora Pegunungan Pertanian Swadaya Depug-1 
4.  Paninggahan Pegunungan Pertanian Swasembada Depug-3 
5.  Koto Gadang Koto 

Anau 
Pegunungan Pertanian Swasembada Depug-3 

6.  Bangko Pusako Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
7.  Batu Hampar Daratan Pertanian Swadaya Detar-1 
8.  Tua Paya Daratan Pertanian Swadaya Detar-1 
9.  Teluk Bakau Pesisir Peternakan Swasembada Depan-6 
10.  Bukit Sebelas Pegunungan Pertanian Swadaya Depug-1 
11.  Bukit Duabelas Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
12.  Margo Bhakti Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
13.  Celikah Pegunungan Perkebunan Swakarsa Depug-2 
14.  Kimak Pegunungan Pertanian Swakarsa Depug-2 
15.  Riding Panjang Daratan Perkebunan Swadaya Detar-1 
16.  Bojong Barat Pesisir  Pertanian Swakarsa Depan-1 
17.  Sumber Arum Daratan Pertanian Sumber Arum Detar-2 
18.  Kanekes Pegunungan Pertanian Swadaya Depug-1 
19.  Sawarna Pesisir Perikanan Swasembada Depan-6 
20.  Cikunten Pegunungan  Pertanian Swasembada Depug-3 
21.  Buntet Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
22.  Lurah Daratan Pertanian Swasembada Detar-3 
23.  Muncang Larang Pegunungan Pertanian Swakarsa Depug-2 
24.  Slawi Kulon Pesisir Perikanan Swasembada Depan-6 
25.  Kedungupit Daratan Pertanian Swasembada Detar-3 
26.  Padeg Daratan Pertanian Swasembada Detar-3 
27.  Burneh Daratan Industri 

jasa 
Swasembada Detar-9 

28.  Kamasan Daratan Industri 
jasa 

Swasembada Detar-9 

29.  Dawan Klod Pegunungan Pertanian Swakarya Depug-2 
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No. DESA 

TIPOLOGI DESA 
 

 

Geografis 
 

Ekonomi Perkembangan Karakter 
Desa 

30.  Klungkung Daratan Perkebunan Swadaya Detar-1 
31.  Boak Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
32.  Babusalam Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
33.  Bolok Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
34.  Tablolong Pesisir Perikanan Swadaya Depan-4 
35.  Manunggal Jaya Daratan Industri 

jasa  
Swasembada Detar-9 

36.  Sungai Mariam Pesisir Perikanan Swasembada Depan-6 
37.  Tanah Tuo Pegunung  Pertanian Swadaya Depug-1 
38.  Dwi Tiro Pesisir Pertanian Swakarsa Depan-2 
39.  Rante Pao Pegunung Pertanian Swakarya Depug-2 
40.  Keso Malenong Pegunungan Pertanian Swadaya Depug-1 
41.  Mongolato Daratan Pertanian Swakarsa Detar-2 
42.  Telaga Timur Daratan Pertanian Swasembada Detar-3 
43.  Watumea Pegunungan Perkebunan Swakarsa Depug-2 
                  Sumber : Hasil pengolahan data 

 

2. Tipologi Kebutuhan Masyarakat Desa 

Mengingat suatu desa memiliki karakteristik yang berbeda, maka secara 

otomatis akan mencerminkan perbedaan pula dalam kebutuhan pada kelompok 

masyarakat yang ada pada masing-masing desa bersangkutan.  Karakteristik atau corak 

kebutuhan masyarakat desa lokus dapat dilihat dari tipologi berdasarkan dalam tiga 

kebutuhan, yakni: kebutuhan masyarakat desa berdasarkan jenis kebutuhannya; skala 

prioritas kebutuhan; dan level atau jangkauan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan tipologi kebutuhan masyarakat desa berdasarkan jenis 

kebutuhannya terbagi dalam  tiga bagian utama, yakni: (a)  karakteristik kebutuhan 

biologis adalah kebutuhan yang berhubungan dengan  terpenuhinya pemenuhan 

penjagaan organ tubuh seperti makanan, minum dan pakaian; (b) karakteristik 

kebutuhan psikhologis adalah kebutuhan yang menuntut terpenuhinya kepuasan 

kejiwaan, seperti kebutuhan ketenangan, keamanan ataupun keharmonisan; (c) 

karakteristik kebutuhan integratif atau kebutuhan untuk diakui sebagai bagian dari 

kelompok sosial, seperti halnya kebutuhan dalam berkelompok; kebutuhan berperan 

dalam berorganisasi. 
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Tipologi kebutuhan masyarakat desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan 

dibagi dalam tiga bagian, yakni: (a) karakteristik kebutuhan primer adalah kebutuhan 

yang dipandang sangat mendesak untuk dipenuhi oleh umumnya masyarakat suatu desa; 

(b) karakteristik kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi namun 

tidak terlalu mendesak untuk dipenuhi  oleh umumnya masyarakat desa; (c) 

karakteristik kebutuhan  tersier atau kebutuhan yang juga diperlukan, namun dipandang 

tidak terlalu mendesak untuk dipenuhi oleh umumnya masyarakat desa.   

Tipologi kebutuhan masyarakat desa dilihat dari level atau jangkauan kebutuhan 

pada  umumnya. Ada tiga level kebutuhan, yakni: (a) karakteristik  kebutuhan yang 

dirasakan oleh setiap individu yang berada dalam lingkungan masyarakat desa atau 

disebut level kebutuhan individu; (b) karakteristik kebutuhan yang dirasakan oleh 

sebagian kecil saja dari masyarakat desa atau disebut level kebutuhan kelompok kecil; 

(c) karakteristik kebutuhan yang dirasakan oleh sebagian besar dari  masyarakat desa 

atau disebut kebutuhan kelompok besar. Penerapan tipologi kebutuhan masyarakat desa 

tampak pada tabel 4.3.berikut:  
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Tabel 4.3. 
TTIIPPOOLLOOGGII  KKEEBBUUTTUUHHAANN  MMAASSYYAARRAAKKAATT  DDEESSAA  

TIPOLOGI  
 KAR

AKT
ER 
KM
D 

J
E
NI
S 
 

TING
KAT
AN 

L
E
V
E
L 

Bi
ol
og
is 

Prime
r 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Bio-1 

Bi
ol
og
is 

Prime
r 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Bio-2 

Bi
ol
og
is 

Prime
r 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Bio-3 

Bi
ol
og
is 

Sekun
der 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Bio-4 

Bi
ol
og

Sekun
der 

S
e
b

KM
D 
Bio-5 
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is a
gi
a
n  
k
e
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l 

Bi
ol
og
is 

Sekun
der 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Bio-6 

Bi
ol
og
is 

Tersie
r 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Bio-7 

Bi
ol
og
is 

Tersie
r 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Bio-8 

Bi
ol
og
is 

Tersie
r 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Bio-9 
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Ps
ik
ol
og
is 

Prime
r 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Psikh
o-1 

Ps
ik
ol
og
is 

Prime
r 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Psikh
o-2 

Ps
ik
ol
og
is 

Prime
r 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Psikh
o-3 

Ps
ik
ol
og
is 

Sekun
der 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Psikh
o-4 

Ps
ik
ol
og
is 

Sekun
der 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Psikh
o-5 

Ps
ik

Sekun
der 

S
e

KM
D 
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ol
og
is 

b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

Psikh
o-6 

Ps
ik
ol
og
is 

Tersie
r 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Psikh
o-7 

Ps
ik
ol
og
is 

Tersie
r 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Psikh
o-8 

Ps
ik
ol
og
is 

Tersie
r 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Psikh
o-9 

Int
eg
rat
if 

Prime
r 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Integ
-1 

Int
eg
rat
if 

Prime
r 

S
e
b
a

KM
D 
Integ
-2 
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gi
a
n  
k
e
ci
l 

Int
eg
rat
if 

Prime
r 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Integ
-3 

Int
eg
rat
if 

Sekun
der 

I
n
di
vi
d
u 

KM
D 
Integ
-4 

Int
eg
rat
if 

Sekun
der 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Integ
-5 

Int
eg
rat
if 

Sekun
der 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Integ
-6 

Int Tersie I KM
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eg
rat
if 

r n
di
vi
d
u 

D 
Integ
-7 

Int
eg
rat
if 

Tersie
r 

S
e
b
a
gi
a
n  
k
e
ci
l 

KM
D 
Integ
-8 

Int
eg
rat
if 

Tersie
r 

S
e
b
a
gi
a
n 
b
e
s
ar 

KM
D 
Integ
-9 

 
Catatan:  KMD Bio  : Kebutuhan Masyarakat Desa Biologis 
  KMD Psikho : Kebutuhan Masyarakat Desa Psikhologis 
  KMD Integ : Kebutuhan Masyarakat Desa Integratif   

 

Dengan menggunakan kombinasi tiga tipologi tersebut, maka karakteristik 

kebutuhan masyarakat desa lokus penelitian dapat dicari dan ditemukan. Akan tetapi 

karakteristik kebutuhan tersebut bersifat kecenderungan, mengingat kebutuhan suatu 

masyarakat desa sifatnya menyeluruh. Dalam penelitian ini yang dipentingkan adalah 

kecenderungan kebutuhan  yang paling mendasar yang memungkinkan arah kebutuhan 

masyarakat desa bersangkutan menjadi lebih mengarah pada suatu corak tertentu. 

Berdasarkan analisis, maka variasi corak masing-masing desa kemungkinannya 

berkecenderungan sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 4.4. berikut ini 
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Tabel. 4.4. 
TTIIPPOOLLOOGGII  KKEEBBUUTTUUHHAANN  MMAASSYYAARRKKAATT  DDEESSAA   

No. DESA 

KARAKTER 
KEBUTUHAN 
MASYARAKAT 
DESA 

TIPE DOMINAN 
KEBUTUHAN  
MASY. DESA 

1.  Cinta Rakyat Bio- 2, Psikho- 2, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

2.  Dalihannatolu Bio- 8, Psikho- 2, 
Integ- 5 

KMD Bio- 8 

3.  Hutanamora Bio- 8, Psikho- 3, 
Integ- 6 

KMD Bio- 8 

4.  Paninggahan Bio- 1, Psikho- 8, 
Integ- 6 

KMD Psikho- 8 

5.  Koto Gadang Koto 
Anau 

Bio- 3, Psikho- 8, 
Integ- 6 

KMD Psikho- 8 

6.  Bangko Pusako Bio- 7, Psikho- 4, 
Integ- 5 

KMD Bio- 7 

7.  Batu Hampar Bio- 8, Psikho- 3, 
Integ- 2 

KMD Bio- 8 

8.  Tua Paya Bio- 6, Psikho- 5, 
Integ- 4 

KMD Bio- 6 

9.  Teluk Bakau Bio- 6, Psikho- 3, 
Integ- 8 

KMD Integ- 7 

10.  Bukit Sebelas Bio- 9, Psikho- 4, 
Integ- 1 

KMD Bio- 9 

11.  Bukit Duabelas Bio- 6, Psikho- 7, 
Integ- 5 

KMD Psikho- 7 

12.  Margo Bhakti Bio- 5, Psikho- 4, 
Integ- 3 

KMD Bio- 5 

13.  Celikah Bio- 6, Psikho- 2, 
Integ- 5 

KMD Bio- 6 

14.  Kimak Bio- 5, Psikho- 4, 
Integ- 5 

KMD Bio- 5 

15.  Riding Panjang Bio- 7, Psikho- 5, 
Integ- 3 

KMD Bio- 7 

16.  Bojong Barat Bio- 4, Psikho- 6, 
Integ- 4 

KMD Integ- 6 

17.  Sumber Arum Bio- 7, Psikho- 3, 
Integ- 6 

KMD Bio- 6 

18.  Kanekes Bio- 3, Psikho- 7, 
Integ- 3 

KMD Psikho- 7 

19.  Sawarna Bio- 3, Psikho- 6, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

20.  Cikunten Bio- 3, Psikho- 5, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 
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No. DESA 

KARAKTER 
KEBUTUHAN 
MASYARAKAT 
DESA 

TIPE DOMINAN 
KEBUTUHAN  
MASY. DESA 

21.  Buntet Bio- 4, Psikho- 3, 
Integ- 7 

KMD Integ- 6 

22.  Lurah Bio- 3, Psikho- 5, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

23.  Muncang Larang Bio- 4, Psikho- 6, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

24.  Slawi Kulon Bio- 3, Psikho- 5, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

25.  Kedungupit Bio- 4, Psikho- 6, 
Integ- 8 

KMD Integ- 8 

26.  Padeg Bio- 3, Psikho- 4, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

27.  Burneh Bio- 6, Psikho- 3, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

28.  Kamasan Bio- 3, Psikho- 3, 
Integ- 8 

KMD Integ- 8 

29.  Dawan Klod Bio- 6, Psikho- 4, 
Integ- 3 

KMD Bio- 6 

30.  Klungkung Bio- 7, Psikho- 3, 
Integ- 2 

KMD Bio- 7 

31.  Boak Bio- 7, Psikho- 6, 
Integ- 3 

KMD Bio- 7 

32.  Babusalam Bio- 3, Psikho- 4, 
Integ- 2 

KMD Psikho- 4 

33.  Bolok Bio- 4, Psikho- 4, 
Integ- 3 

KMD Bio- 4 

34.  Tablolong Bio- 7, Psikho- 3, 
Integ- 2 

KMD Bio- 7 

35.  Manunggal Jaya Bio- 3, Psikho- 4, 
Integ- 7 

KMD Integ- 7 

36.  Sungai Mariam Bio- 6, Psikho- 5, 
Integ- 6 

KMD Integ- 6 

37.  Tanah Tuo Bio- 8, Psikho- 6, 
Integ- 2 

KMD Bio- 7 

38.  Dwi Tiro Bio- 5, Psikho- 4, 
Integ- 3 

KMD Bio- 5 

39.  Rante Pao Bio- 6, Psikho- 4, 
Integ- 3 

KMD Bio- 6 

40.  Keso Malenong Bio- 8, Psikho- 4, 
Integ- 3 

KMD Bio- 7 

41.  Mongolato Bio- 5, Psikho- 6, 
Integ- 3 

KMD Psikho- 6 
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No. DESA 

KARAKTER 
KEBUTUHAN 
MASYARAKAT 
DESA 

TIPE DOMINAN 
KEBUTUHAN  
MASY. DESA 

42.  Telaga Timur Bio- 5, Psikho- 5, 
Integ- 4 

KMD Bio- 5 

43.  Watumea Bio- 6, Psikho- 4, 
Integ- 2 

KMD Bio- 6 

 
 
3. Tipologi Kebutuhan Pemerintahan Desa 

Sebagaimana dipahami bersama, pemerintahan desa dimanapun adanya 

senantiasa berada pada suatu wilayah  atau lokasi yang dihuni oleh masyarakat secara 

menetap. Selain itu pemerintahan desa dalam banyak hal juga mengikuti perkembangan 

kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Atas dasar pemikiran itu, maka desa-

desa yang dijadikan lokus penelitian menunjukkan corak karakter yang berbeda. 

Demikian juga kebutuhan masyarakatnya memperlihatkan perbedaan. Untuk itu 

kemungkinan corak  karakteristik pelaksanaan pemerintahanan pada desa kemungkinan 

akan menunjukkan perbedaan-perbedaan.  

Indikator yang dijadikan adanya corak perbedaan dalampelaksanaan 

pemerintahan adalah dari fungsi pemerintahan desa umumnya di Indonesia yang tidak 

lepas dari tiga fungsi utaama, yakni: (l) tipologi  corak karakter  yang menekankan 

bidang pemberdayaan dan pembangunan; (2) tipologi corak karakter yang menekankan 

bidang pelayanan masyarakat; dan (3) tipologi corak karakter yang menekankan bidang  

pelayanan masyarakat.  Ketiga fungsi tersebut pada dasarnya tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain, namun dalam prakteknnya masing-masing pemerintahan memberikan 

tekanan pada satu bidang.   

Tipologi kebutuhan pemerintahan pemberdayaan dan pembangunan secara garis 

besarnya dapat dibedakan dalam tiga bidang,  yakni (a) aspek pemberdayaan dan 

pembangunan bidang ekonomi adalah kebutuhan urusan yang dapat memelihara dan 

mengembangkan sektor ekonomi masyarakat desa; (b) aspek pemberdayaan dan 

pembangunan bidang sosial politik adalah pemberdayaan yang akan mendorong 

kehidupan sosial dan politik yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya; dan (c) 

aspek pemberdayaan dan pembangunan yang dapat mengembangkan bidang 

administrasi dalam pemerintahan desa. 
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Tipologi kebutuhan pemerintahan berdasarkan pelayanan masyarakat desa 

didasarkan pada konsep pelayanan prima yang secara ringkas dibedakan dalam tiga 

bagian, yakni  (a) aspek kebutuhan urusan pemerintahan bidang pelayanan masyarakat 

yang bersifat efektif adalah urusan pelayanan yang dilakukan cepat dan tepat sasaran; 

(b) aspek kebutuhan urusan pemerintahan bidang pelayanan yang bersifat efisiensi 

adalah pelayanan yang bersifat mudah dan murah; dan (c) aspek kebutuhan urusan 

pemerintahan bidang pelayanan  yang bersifat emphatik adalah dilakukan dengan 

bijaksana. 

Tipologi kebutuhan pemerintahan tentang pengaturan masyarakat desa adalah 

kebutuhan yang dibagi dalam tiga bagian, yakni: (a) kebutuhan urusan pemerintahan 

desa  berkenaan dengan bidang-bidang pengaturan kehidupan masyarakat desa; (b) 

kebutuhan urusan pemerintaan yang berkenaan dengan sumber pengaturan adalah 

landasan hukum yang menjadikan pengaturan tersebut bisa ditetapkan; (c) kebutuhan 

urusan pemerintahan yang berkenaan dengan materi pengaturan adalah apa saja yang 

diatur untuk urusan pemerintahan desa. Kombinasi tipologi kebutuhan pemerintahan 

desa dalam penelitian pelimpahan urusan pemerintahan akan mencerminkan model  

sebagaimana ditampilkan  pada Tabel 4.5. berikut ini: 

 

Tabel 4.5. 
TTIIPPOOLLOOGGII  KKEEBBUUTTUUHHAANN  UURRUUSSAANN  PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN  DDEESSAA  
 

TIPOLOGI  
 KAR

AKT
ER 
PEM
ERI
NTA
HAN 
DES
A 

PEM
BER
DAY
AAN 
 

P
E
L
A
Y
A
N
A
N 

PE
NG
AT
UR
AN 

Ekon
omi 

Ef
ek
tif  

Per
ijin
an 

KPD 
Eko-
1 

Ekon
omi 

Ef
ek
tif  

Pen
eta
pan 

KPD 
Eko-
2 
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Ekon
omi 

Ef
ek
tif  

Pen
gen
dali
an 

KPD 
Eko-
3 

Ekon
omi 

Ef
isi
en 

Per
ijin
an 

KPD 
Eko-
4 

Ekon
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Ef
isi
en 

Pen
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pan 

KPD 
Eko-
5 

Ekon
omi 

Ef
isi
en 

Pen
gen
dali
an 

KPD 
Eko-
6 

Ekon
omi 

E
m
ph
ati
k 

Per
ijin
an 

KPD 
Eko-
7 

Ekon
omi 

E
m
ph
ati
k 

Pen
eta
pan 

KPD 
Eko-
8 

Ekon
omi 

E
m
ph
ati
k 

Pen
gen
dali
an 

KPD 
Eko-
9 

Politi
k 

Ef
ek
tif 

Per
ijin
an 

KPD 
Pol-1  

Politi
k 

Ef
ek
tif 

Pen
eta
pan 

KPD 
Pol-2 

Politi
k 

Ef
ek
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Pen
gen
dali
an 

KPD 
Pol-3 

Politi
k 

Ef
isi
en 

Per
ijin
an 

KPD 
Pol-4 

Politi
k 

Ef
isi
en 

Pen
eta
pan 

KPD 
Pol-5 

Politi
k 

Ef
isi

Pen
gen

KPD 
Pol-6 
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Politi
k 
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m
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KPD 
Pol-7 

Politi
k 

E
m
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k 

Pen
eta
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KPD 
Pol-8 
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k 

E
m
ph
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k 

Pen
gen
dali
an 

KPD 
Pol-9 

Admi
nistra
si 

Ef
ek
tif 

Per
ijin
an 

KPD 
Admi
-1  

Admi
nistra
si 

Ef
ek
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Pen
eta
pan 

KPD 
Admi
-2 

Admi
nistra
si 

Ef
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Pen
gen
dali
an 

KPD 
Admi
-3 

Admi
nistra
si 

Ef
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en 

Per
ijin
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KPD 
Admi
-4 

Admi
nistra
si 

Ef
isi
en 

Pen
eta
pan 

KPD 
Admi
-5 

Admi
nistra
si 

Ef
isi
en 

Pen
gen
dali
an 

KPD 
Admi
-6 

Admi
nistra
si 

E
m
ph
ati
k 

Per
ijin
an 

KPD 
Admi
-7 

Admi
nistra
si 

E
m
ph
ati
k 

Pen
eta
pan 

KPD 
Admi
-8 
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Admi
nistra
si 

E
m
ph
ati
k 

Pen
gen
dali
an 

KPD 
Admi
-9 

 
Dengan menggunakan model tipologi fungsi pada tiga bidang, maka  

kecenderungan corak karakter kebutuhan pemerintahan desa lokus penelitian dapat 

dirumuskan. Namun demikian tidak berarti fungsi lain dipandang tidak penting. 

Berdasarkan pemikiran itu, maka hasilanalisismenunjukkan desa-desa yang dijadikan 

lokus penelitian mengenai penyerahan  urusan pemerintahan akan tercerminkan dalam 

paparan  Tabel 4.6. berikut ini: 

 
 
Tabel 4.6. 
TTIIPPOOLLOOGGII  KKEEBBUUTTUUHHAANN  UURRUUSSAANN  PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN  DDEESSAA  
 

No. NAMA DESA 

KARAKTER 
KEBUTUHAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

 
TIPE DOMINAN 
KEBUTUHAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 
 

1.  Cinta Rakyat Eko- 2; Sospol- 2; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

2.  Dalihannatolu Eko- 8; Sospol- 3; 
Adm- 3 

KPD Eko- 8 

3.  Hutanamora Eko- 7; Sospol- 3; 
Adm- 2 

KPD Eko- 7 

4.  Paninggahan Eko- 2; Sospol- 5; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

5.  Koto Gadang Koto 
Anau 

Eko- 2; Sospol- 6; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

6.  Bangko Pusako Eko- 7; Sospol- 4; 
Adm- 5 

KPD Eko- 7 

7.  Batu Hampar Eko- 8; Sospol- 3; 
Adm- 2 

KPD Eko- 8 

8.  Tua Paya Eko- 6; Sospol- 5; 
Adm- 4 

KPD Eko- 6 

9.  Teluk Bakau Eko- 6; Sospol- 3; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

10.  Bukit Sebelas Eko- 9; Sospol- 4; 
Adm- 1 

KPD Eko- 9 
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No. NAMA DESA 

KARAKTER 
KEBUTUHAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

 
TIPE DOMINAN 
KEBUTUHAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 
 

11.  Bukit Duabelas Eko- 6; Sospol- 7; 
Adm- 5 

KPD Sospol- 7 

12.  Margo Bhakti Eko- 5; Sospol- 4; 
Adm- 3 

KPD Eko- 6 

13.  Celikah Eko- 6; Sospol- 2; 
Adm- 5 

KPDEko- 6 

14.  Kimak Eko- 5; Sospol- 4; 
Adm- 5 

KPD Eko- 5 

15.  Riding Panjang Eko- 7; Sospol- 4; 
Adm- 3 

KPD Eko- 7 

16.  Bojong Barat Eko- 4; Sospol- 6; 
Adm- 3 

KPD Adm- 3 

17.  Sumber Arum Eko- 7; Sospol- 3; 
Adm- 6 

KPD Eko- 6 

18.  Kanekes Eko- 3; Sospol- 7; 
Adm- 1 

KPD Sospol- 7 

19.  Sawarna Eko- 3; Sospol- 7; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

20.  Cikunten Eko- 3; Sospol- 6; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

21.  Buntet Eko- 4; Sospol- 4; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

22.  Lurah Eko- 3; Sospol- 5; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

23.  Muncang Larang Eko- 4; Sospol- 6; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

24.  Slawi Kulon Eko- 3; Sospol- 5; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

25.  Kedungupit Eko- 4; Sospol- 7; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

26.  Padeg Eko- 3; Sospol- 4; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

27.  Burneh Eko- 6; Sospol- 4; 
Adm- 7 

KPD Admi- 7 

28.  Kamasan Eko- 3; Sospol- 4; 
Adm- 8 

KPD Admi- 8 

29.  Dawan Klod Eko- 6; Sospol- 4; 
Adm- 2 

KPD Eko- 6 

30.  Klungkung Eko- 8; Sospol- 4; KPD Eko- 8 
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No. NAMA DESA 

KARAKTER 
KEBUTUHAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

 
TIPE DOMINAN 
KEBUTUHAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 
 

Adm- 2 
31.  Boak Eko- 7; Sospol- 7; 

Adm- 2 
KPD Eko- 7 

32.  Babusalam Eko- 3; Sospol- 3; 
Adm- 2 

KPD Sospol- 4 

33.  Bolok Eko- 4; Sospol- 4; 
Adm- 2 

KPD Eko- 4 

34.  Tablolong Eko- 8; Sospol- 8; 
Adm- 2 

KPD Eko- 8 

35.  Manunggal Jaya Eko- 2; Sospol- 5; 
Adm- 7 

KPD Adm- 7 

36.  Sungai Mariam Eko- 5; Sospol- 6; 
Adm- 4 

KPD Admi- 7 

37.  Tanah Tuo Eko- 9; Sospol- 6; 
Adm- 1 

KPD Eko- 8 

38.  Dwi Tiro Eko- 5; Sospol- 5; 
Adm- 3 

KPD Eko- 5 

39.  Rante Pao Eko- 6; Sospol- 4; 
Adm- 2 

KPD Eko- 4 

40.  Keso Malenong Eko- 8; Sospol- 5; 
Adm- 2 

KPD Eko- 8 

41.  Mongolato Eko- 5; Sospol- 6; 
Adm- 4 

KPD Sospol- 6 

42.  Telaga Timur Eko- 5; Sospol- 5; 
Adm- 4 

KPD Eko- 5 

43.  Watumea Eko- 5; Sospol- 7; 
Adm- 3 

KPD Sospol- 7 
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4. Deskripsi Karakteristik Desa  

4.1.  Desa Cinta Rakyat, Kabupaten Deli Serdang 

 Desa Cinta Rakyat termasuk wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli 

Serdang. Sebaian besar wilayahnya berada di dataran datar yang tingkat kesuburan 

sangat tinggi. Oleh karena itu para penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

selain usaha sampingan berupa  beternak unggas. Kini karena produksi melimpah, 

sebagian penduduk mulai merintis usaha home industri  dalam makanan ringan, 

sehingga umumnya kehidupan desa mengekspresikan sebagai sebagai desa detar-9.  

 Kebutuhan masyarakat yang jumlahnya ”sedang” ini cenderung menekankan pada   

kebutuhan peningkatan dalam produksi makanan secara menyeluruh dalam sektor 

ekonomi pertanian maupun perdagangan dengan cara melakukan kerjasama dengan 

kelompok masyarakat lain sebagai konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis 

itu, maka masyarakat desa Cinta Rakyat termasuk kelompok  KMD Integ-7.   

 Berdasarkan hal itu, maka pemerintahan desa Cinta Rakyat menekankan pada 

kepentingan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan 

masyarakatnya.  Bidang administrasi yang sifatnya penetapan dan pengendalian 

dipandang lebih mendesak untuk diserahkan, terutama dalam pelayanan yang emphatik 

kepada masyarakatnya atau berkarakter  KPD Adm-7. Dari indikator karakter kategori 

Desa Cinta Rakyat  termasuk desa Unggul Kreasi yang dalam kebutuhan urusan 

pemerintahan yang seluruhnya dapat diserahkan ditambah sebagian urusan bidang 

pilihan yakni pertanian dan perdagangan. 

Tabel 4.7.1 
KARAKTERISTIK  DESA CINTA RAKYAT 
KABUPATEN DELI SERDANG 

N
o TTTiiipppooolllooogggiii   

KKKaaarrraaakkkttteeerrriiissstttiiikkk   
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-9 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara

-
KM
D 
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kat Desa Bio-
2 
-
KM
D 
Psik
ho-
2 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-2 
-
KP
D 
Sos
pol-
3 
-
KP
D 
Ad
m-7 

 Jumlah penduduknya  sangat jarang yakni hanya 682 jiwa saja. Kecenderungan 

kebutuhan biologis masyarakat tertuju pada sektor perdagangan dan jasa sebagai 

andalannya, mengingat pertanian tidak begitu cocok untuk dikembangkan. 

4.2.  Desa Dalihanatolu, Kabupaten Toba Samosir  

 Desa Dalihanatolu berada di lingkungan dataran tinggi yang kental dengan adat-

istiadat suku Batak dengan Dalihanatolu.  Luas wilayah desanya sangat luas yakni 

mencapai 4.700 hektar,  mengingat terdapat danau besar, namun demikian struktur 

tanah yang kebanyakan berbukit-bukit dan berbatu menjadikan keadaan tanah 

kesuburan sangat kurang.  Para penduduk umumnya bermata pencaharian dalam sektor 

jasa pariwisata, khususnya khususnya pada obyek Danau Toba.  Sementara 

perkembanganya relatif lambat. Atas dasar itu, maka desa ini mewakili desa yang 

berciri Depug-9.  
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Mendatangkan para turis dari berbagai daerah, khususnya masyarakat kota nampaknya 

akan mendorong dan menghidupi mata pencaharian sebagian besar penduduk desa ini. 

Untuk itu desa ini dalam segi kebutuhan masyarakat termasuk karakter KMD Bio-8.  

 Pemerintahan desa cenderung berjalan secara statis karena semakin menurunnya 

pendapatan penduduk desa. Kebutuhan pemerintahan desa lebih ditujukan pada 

pengaturan selain pelayanan dalam usaha peningkatan sektor jasa atau berkarakter KPD 

Eko-8. Atau dengan kata lain secara keseluruhan karakteristik desa Dalihanatolu yang 

kental dengan adat istiadat dan pariwisata termasuk kategori desa  Unggul Tradisi. 

 

Tabel. 5.7.2. 
KARAKTERISTIK  DESA DELIHANATOLU 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

N
o TTTiiipppooolllooogggiii   

KKKaaarrraaakkkttteeerrriiissstttiiikkk   
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
9 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
8 
-
KM
D 
Psik
ho-
2 
-
KM
D 
Inte
g-5 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 

-
KP
D 
Eko
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Desa -8 
-
KP
D 
Sos
pol-
3 
-
KP
D 
Ad
m-3 

 

 

4.3. Desa Hutanamora, Kabupaten Toba Samosir 

 Sebagaimana desa Dalihanatolu, wilayah desa Hutanamora berada  dalam 

lingkungan daratan tinggi yang kurang subur, meskipun luasnya mencapai 4100 

hektoar. Tiupan angin yang kencang menjadi kesulitan tersendiri bagi para petani yang 

menekuni mata pencahariannya. Selain itu sistem pengairan yang kurang menjadikan 

usaha  dalam bidang pertanian dan perkebunan cenderung kurang berhasil. Itulah 

sebabnya desa ini dikelompokkan desa tertinggal karena keadaan wilayah yang kurang 

mendukung  tersebut. Dalam hal ini, maka dicirikan dengan ciri Depug-1.  

 Sebenarnya jumlah desa ini cukup besar, yakni  mencapai 1.176 jiwa. Umumnya 

mereka menghendaki dalam peningkatan kebutuhan biologis, diantaranya kebutuhan 

sarana dan prasarana yang bersentuhan dengan bidang pertanian, khususnya pertanian 

lahan kering. Selain itu, kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kemampuan bertani 

dan menggunakan teknologipertanian  yang dapat menguntungkan. Mengingat indikator 

karakter tersebut, maka desa ini dikelompokkan sebagai desa  KMD Bio-8.   

 Kebutuhan pemerintahan desa Hutanamora tentunya amatlah banyak. Sebagai desa 

tertinggal, maka  pemerintah desa memerlukan bantuan untuk merealisasikan fungsi  

pembangunan dan pemberdayaan untukmendorong kehidupan ekonomi masyarakat 

desanya. Selain itu juga kebutuhan dalam jenis-jenis aturan yang cocok dan mengarah 

bagi kebutuhan masyarakat menjadi prioritasnya. Kerena itu kebutuhan pemerintahan 

desa dicirikan dengan KPD Eko-7. Berdasarkan kaarakteristik tersebut, maka Desa 

Hutanaora termasuk kategori desa Unggul Aksi. 

Tabel. 4.7.3. 
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KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  HHUUTTAANNAAMMOORRAA  
KKAABBUUPPAATTEENN  TTOOBBAA  SSAAMMOOSSIIRR 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
1 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 2 Kebutuh

an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
8 
-
KM
D 
Psik
ho-
3 
-
KM
D 
Inte
g-6 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-7 
-
KP
D 
Sos
pol-
3 
-
KP
D 
Ad
m-2 
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4.4. Desa/Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok  

  Nagari Paninggahan memiliki karakter tanah subur, karena berada di wilayah 

lereng gunung yang aktif yakni Gunung Talang. Produksi desa dari  pertanian padi 

kategori sawah basah, dengan pola pengairan yang diperoleh dari hutan Gunung. Selain 

itu juga, desa ini memproduksi perkebunan yakni kopi dan cengkeh. Kini mulai dirintis 

budi daya ikan bilih yang cocok untuk daerah tersebut, selain rintisan budidaya pohon 

jara (yang berguna karena sebagai pengganti BBM). Itulah sebabnya perkembangan 

desa fantastis, sehingga termasuk  wilayah desa  Depug-3.   

 Jumlah penduduk nagari Paninggahan mencapai 1200 orang. Seluruhnya beragama 

Islam dengan taat. Ketaatannya juga diikat oleh aturan adat istiadat yang disebut Adat 

Nagari , sehingga kebutuhan masyarakat umumnya lebih menekankan bidang 

psikhologis, yakni terpeliharanya sistem keagamaan dan adat yang terbukti telah 

mensejahterakan kehidupan kolektif masyarakat Desa Paninggahan.  Karena itu ciri  

kebutuhannya dikelompokkan KMD Psikho-8.  

 Sistem Pemerintahan Desa telah berjalan dengan baik dengan adat Nagari. 

Kebutuhan pemerintahan desa diletakkan pada administrasi pengaturan dan pelayanan 

yang bersifat emphatik, karena telah berjalannya kemandiriaan dalam kehidupan 

masyarakat desa. Sumber pengaturan dan jenisnya sudah dituangkan dalam peraturan 

daerah, sehingga desa ini masuk kategori kebutuhan pemerintahan KPD Adm-8. Secara 

keseluruhan indikator karakteristik yang diutarakan, maka Desa Paninggahan benar-

benar mencerminkan kategori desa Unggul Kreasi.  

 
 
Tabel. 4.7.4. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    NNAAGGAARRII  PPAANNIINNGGGGAAHHAANN  
KKAABBUUPPAATTEENN  SSOOLLOOKK 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa  
 
 

-
Dep
ug-
3 
 

Ungg
ul 
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2 Kebutuh
an 
Masyara
akat 
Desa 

-
KM
D 
Bio-
1 
-
KM
D 
Psik
ho-
8 

Kreas
i 

-
KM
D 
Inte
g-6 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-2 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
KP
D 
Ad
m-8 

 

4.5. Desa/Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok  

  Nagari Koto Gadang Koto Anau adalah  sebutan khusus desa yang berada di 

daratan pegunungan yang subur. Karena keadaan tanah yang demikian menjadikan 

produksi desa lebih menekankan pada sektor pertanian dan perkebunan. Kemajuan 

dalam ekonomi desa pada setiap tahunnya telah berimplikasi pada kehidupan 

masyarakat Desa secara keseluruhan, sebagai contoh pola  Gerakan Seribu Minang, 

telah berimplikasi pada sistem pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar ataupun 

menengah yang umumnya telah menggunakan komputer dalam pembelajarannya. 

Berdasarkan hal itu,maka desa secara kewilayahan digolongkan sebagai desa Depug-3.  
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 Jumlah penduduk nagari Koto Gadang Koto Anau seluruhnya berjumlah 1000 jiwa. 

Pada kelompok orang mudanya senang untuk merantau. Merantau bagi mereka telah 

menjadi kebiasaan yang telah berjalan secara turun-temurun. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan wawasan selain tujuan mengembangkan sistem ekonomi masing-

masing keluarga.  Dengan begitu kebutuhan pokoknya selain peningkatan ekonomi 

dengan dua cara, juga menekankan  pada aspek psikhologis untuk terus maju, sehingga 

dimasukkan dalam KMD-Psikho-8 

 Kebutuhan masyarakat demikian menjadi kebutuhan pemerintahan desa lebih 

menekankan pada aspek pelayanan masyarakat desa yang lebih baik, mengingat 

kemandirian penduduk yang tinggi. Untuk itu desa ini dikelompokkan desa KPD-Adm-

8. Dengan kata lain, keseluruhan indikator karakteristik tersebut menjadikan kategori 

desa Kotogadang Kotoanau termasuk Unggul Kreasi. 

 
Tabel 4.7.5. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    NNAAGGAARRII  KKOOTTOO  GGAADDAANNGG  KKOOTTOO  AANNAAUU  
KKAABBUUPPAATTEENN  SSOOLLOOKK  

N
o Tipologi 

Karakteristik 
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ak 
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g-6 
3 Kebutuh

an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-2 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-8 

 

 

 

4.6. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir  

  Desa Bangko Pusako berada di wilayah Kecamatan Bangko secara geografis  

berkarakter daratan datar yang luas.  Karakter tersebut digunakan  untuk pola pertanian 

basah disebabkan sistem pengairan dari sungai yang cukup. Produksi desa yang 

dominan adalah perkebunan sayuran dan buah-buahan. Sektor perdagangan dalam 

produksi buah dan sayur mulai  berkembang dan dijual ke Kota Dumai. Itulah sebabnya 

perkembangan desa mulai menggeliat. Dengan demikian dalam kewilayahan desa ini  

termasuk Detar-2.   

 Kebutuhan masyarakat berpenduduk relatif padat yakni 3.023 jiwa memang masih 

menekankan kebutuhan biologis dari produksi desa, atau disebut juga KMD Bio-7. 

Namun  kebutuhan untuk melakukan kerjasama atau integrasi sudah mulai terasa, 

terutama untuk mengembangkan sektor perdagangan barang. Begitu juga kebutuhan 

yang sifatnya psikhologis, seperti ketenangan dan keharmonisan sekalipun saat ini 

sudah terjaga, namun haarus diusahakan secara kolektif. Kebutuhan pemerintahan 

desa  adalah mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

menjadikan kehidupan ekonomi masyarakat desa terus berkembang.  Demikian juga 

dengan pemberdayaan dalam kapasitas berkebun dan berdagang secara efektif dan 
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efisien semakin terasa penting. Dengan demikian kebutuhan pemerintahan dimasukkan 

dalam  karakter KPD Eko-7. Secara keseluruhan indikator ciri desa Bangko Sampurna 

termasuk kategori desa Unggul Kreasi.  

 
Tabel. 4.7.6. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBAANNGGKKOO  PPUUSSAAKKOO  
KKAABBUUPPAATTEENN  RROOKKAANN  HHIILLIIRR 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
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ak 
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-
KP
D 
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-
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D 
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Ad
m-5 

 

 

4.7. Desa Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir 

 Desa Batu Hampar letak wilayahnya berkarakter daratan yang banyak rawa-rawa. 

Keadaan ini menunjukkan tanah yang kurang subur. Karena dipisahkan oleh rawa, maka 

jarak antarkumpung saling berjauhan. Produksi desa  tidak bervariasi, yakni hanya 

mengandalkan pertanian dan perkebunan yang hanya cukup untuk kebutuhan 

masyarakat setempat (subsistem). Tidaklah mengagetkan bilamana desa ini dibanding 

desa lain termasuk desa tertinggal. Dalam kewilayahan desa ini mencerminkan Detar-1.  

 Kekurangsuburan dan ekonomi yang subsistem menjadikan jumlah penduduknya 

relatif sangat kecil, yakni hanya 847 orang saja.  Kebutuhan utama masyarakat pada 

pemenuhan kebutuhan biologis dasar, yang selama ini melilitnya dalam kesulitan. 

Kebutuhan tersebut berupa  kemampuan dalam peningkatan pertanian  yang cocok di 

daerah rawa ataupun jenis pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. 

Kebutuhan ini dirasakan oleh sebagian besar penduduk desa. Hal ini bukan berarti tidak 

membutuhkan sektor lainnya. Karena itu dalam kewilayahan termasuk kategori KMD-

Bio-8. 

 Kebutuhan Pemerintahan Desa terutama adalah dalam pembangunan sarana dan 

prasarana sektor pertanian yang diharapkan dapat menunjang meningkatnnya sektor 

ekonopmi pertanian. Sektor pemberdayaan masyarakat juga sangat mendesak untuk 

segera diwujudkan, mengingat selama ini keadaan ekonomi sangat monoton. Agar 

keluar dari ketertinggalan, maka  kebutuhan  pemerintahan desa dimasukkan dalam 

KPD-Eko-8. Secara keseluruhan karakteristik Desa ini dikelompokkan desa Unggul 

Tradisi.  

 
Tabel 4.7.7. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBAATTUU  HHAAMMPPAARR  
KKAABBUUPPAATTEENN  RROOKKAANN  HHIILLIIRR  
 

N
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Karakteristik 
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ak 

Kate
gori 
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4.8. Desa Tua Paya, Kabupaten Bintan  

  Desa Tua Paya adalah desa yang posisi wilayahnya menjorok ke dalam, yang 

memiliki dua aliran air yang bersatu. Secara geografis kewilayahan desa ini  kombinasi  

antara dataran rendah dan perbukitan atau Detar-1. Pada bagian daratan datar digunakan 

untuk pertanian, sekalipun masih terbatas. Itulah sebabnya, dibandingkan dengan desa 

Teluk Bakau kemajuan desa sangat berbeda. Desa ini mencerminkan kondisi desa yang 
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statis yang tidak tersentuh oleh perubahan yang tengah didengungkan dengan otonomi 

daerah.  

 Sesuai dengan namanya, Tua Paya, artinya desa yang sudah lama atau tua dan 

memiliki keadaan air yang payau (percampuran air tawar dan air laut), maka 

masyarakatnya terikat dengan tradisi yang sudah dibakukan bersama. Namun keadaan 

geografis yang kurang menguntungkan menjadikan tidak banyak penduduk yang betah 

tinggal di desa ini. Karena itu kebutuhan yang paling menonjol adalah  aspek 

pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam hal ini karakeristik 

desa dimasukkan dalam KMD-Bio-6. 

 Demikian juga dengan kebutuhan pemerintahan desa, maka pemenuhan untuk 

mewujudkan fungsi pembangunan sarana dan prasarana menjadi sangat urgen. Namun 

demikian, tidak ada artinya pembangunan sarana bilamana masyarakatnya tidak 

diberdayakan. Karena itu karakter kebutuhan pemerintahan desa masuk dalam KPD-

Eko-6. Dengan demikian keseluruhan karakteristik desa Tuo Payau  mencerminkan desa 

Unggul Tradisi. 

 

Tabel 4.7.8. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  TTUUAA  PPAAYYAA  
KKAABBUUPPAATTEENN  BBIINNTTAANN  
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5 
-
KM
D 
Inte
g-4 
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an 
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D 
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pol-
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-
KP
D 
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4.9. Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan  

  Desa Teluk Bakau berada dalam kepulauan yang agak besar, yakni Pulau Kijang 

dengan nama kecamatannya yakni Kecamatan Kijang. Sebagaimana namanya yang 

terdiri dari kata teluk dan bakau, maka daerah itu berada di daerah daratan pesisir yang 

hutan bakau. Geografis ini yang menjadikan masyarakat bergerak dalam perikanan 

sebagai nelayan ataupun memelihara ikan  tambak. Pasir dan bouksit juga banyak dijual 

ke Singapura, sehingga mata pencaharian penduduk  banyak pilihan untuk berkembang. 

Desa ini dinamis, masyarakatnya banyak bekerja di Malaysia, sehingga ekonomi 

berkembang dan karenannya dikelompokkan tipe desa depan-6. 

  Kebutuhan masyarakatnya cenderung bervariasi. Hal ini disebabkan banyaknya 

pilihan dalam mata pencaharian. Sebagian kecil penduduk yang bekerja sebagai nelayan 

dan penambak menghendaki pemenuhan terjaganya kebutuhan perdagangan ikan. Bagi 

sebagian penduduk  yang bekerja di Malaysia membutuhkan kelancaran dalam bidang 

jasa. Sementara yang bekerja dalam sektor penggalian pasir dan bouksit kebutuhan 

pengaturan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dalam penciptaan kelangsungan 

hidup yang selama ini tengah dijalani. Atau kebutuhan KMD Integ-7. 
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 Pemerintahan Desa yang penduduknya bervariasi memang menekankan pada pola 

pemenuhan kebutuhan KPD Adm-7, yakni dapat memfungsikan desa sebagai pelayan 

yang emphatik dalam pemenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu juga memang 

kebutuhan pengaturan pada perijinan ataupun penetapan aturan menjadi penting. 

Berdasarkan itu indikatyor karakteristik tersebut, maka desa ini dikelompokkan desa 

Unggul Kreasi.  

 
Tabel. 4.7.9. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  TTEELLUUKK  BBAAKKAAUU  
KKAABBUUPPAATTEENN  BBIINNTTAANN 
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an 
Masyara
akat 
Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-
3 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-6 
-
KP
D 
Sos
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pol-
3 
-
KP
D 
Ad
m-7 

 

 

4.10. Desa Bukit Sebelas, Kabupaten Sarolangun  

  Desa Bukit Sebelas secara kewilayahan berada di Kecamatan Pauh yang sifat  

geografis berada di dataran bukit yang berkombinasi dengan dataran datar atau Depug-

1. Mata pencaharian penduduk sebagian kecil bertani, namun sebagian besar 

penduduknya masih bermata pencaharian berburu dan meramu. Karena itu 

perkembangan ekonomi desa ini termasuk sangat terbelakang dan dapat dikatakan 

sangat lambat. Salah satu faktor kewilayahan yang dominan dalam peningkatan 

ekonomi adalah kondisi tanah yang pada umumnya kurang subur, berpasir dan berbatu 

serta mengandung banyak minyak. Dengan demikian  pohon yang cocok untuk sifat 

tanah demikian adalah  kaaret dan kelapa sawit. 

 Sebagian besar penduduk Desa masih terbelakang. Hal ini disebabkan masih 

kuatnya adat istiadat suku Kubu yang sering berpindah-pindah bila ada kematian 

anggotanya (melangun). Kebutuhan mereka yang serba kekurangan secara biologis, 

berupa bahan pangan dasar dan rumah akibat pola hidup yang belum menetap dan 

terpencar-pencar dalam kelompok kecil. Kebutuhan mereka yang menonjol adalah 

keperluan  lahan pertanian yang berada di dalam hutan. Mereka ahli dalam memelihara 

hutan, karenannya disebut juga suku Anak Dalam. Dengan kebutuhan bahan pangan, 

maka desa ini dimasukkan dalam KMD Bio-9. 

 Kebutuhan pemerintahan desa  dalam memenuhi kebutuhan  bertumpu pada KPD 

Eko-9, yakni pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang masih sangat 

bersahaja. Hal ini bukan berarti tidak membutuhkan dalam bidang pengaturan ataupun 

pelayanan masyarakat, namun kemiskinan sebagian besar penduduk mengharuskan 

prioritas dalam ekonomi. Desa Bukitsebelas dalam pengkategorian termasuk desa 

Unggul Tradisi yang bersumber dari adat  Kubu. 
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Tabel 4.7.10 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBUUKKIITT  SSEEBBEELLAASS  
KKAABBUUPPAATTEENN  SSOORROOLLAANNGGUUNN 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
1 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
9 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-1 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-9 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-1 

 

4.11. Desa Bukit Duabelas, Kabupaten Sorolangun  
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  Desa Bukit Duabelas  secara geografis bentuknya berbukit, namun sebagian 

besar dataran datar. Sebagaimana umumnya kondisi tanah di Kecamatan Pauh, 

Kabupaten Sorolangun yang berminyak, maka cenderung kurang subur untuk lahan 

sawah basah. Produksi desa yang dominan adalah karet dan perkebunan kelapa sawit 

yang kuat untuk daerah berudara panas. Jenis produksi desa lainnya adalah perkebunan 

buah-buahan, meskipun hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan terbatas saja. 

Dengan demikian, desa ini dikelompokkan Detar-2. 

 Seluruh penduduk desa adalah para transmigran yang berasal dari Jawa-Tengah. 

Mereka dikenal ulet dalam mengolah tanah menjadikan ekonomi desa menjadi 

berkembang. Meskipun demikian menurut penuturan kepala desa, kurang mendapat 

perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten. Hal inilah yang  menjadikan kebutuhan 

yang menonjolnya adalah KMD Psikho-7, mengingat kebutuhan biologis dapat 

diusahakan oleh masing-masing keluarga. 

 Kebutuhan pemerintahan desa Bukit Duabelas adalah dalam bidang pengaturan. 

Pemerintahan desa menghendaki adanya kesamaan dan pengakuan sebagai penduduk 

yang syah, sehingga dapat menjadikan ketenangan dalam mengembangkan diri sebagai 

warga biasa. Untuk itu kebutuhan KPD Sospol-7 dipandang sebagai kebutuhan 

mendesak. Secara menyeluruh indikator karakter desa Bukit Duabelas tersebut 

mencerminkan sebagai desa yang berkategori  desa Unggul Aksi. 

 
Tabel 4.7.11 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBUUKKIITT  DDUUAABBEELLAASS    
KKAABBUUPPAATTEENN  SSOORROOLLAANNGGUUNN 

 
No 

 
Tipologi 

Karakteristik 
Corak Kategori 

1. Desa -Detar-
2 
 

 
 
 
Unggul 
Aksi 

2 Kebutuhan 
Masyarakat 
Desa 

-KMD 
Bio-6 
-KMD 
Psikho-
7 
-KMD 
Integ-5 

3 Kebutuhan 
Pemerintahan 

-KPD 
Eko-6 
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Desa -KPD 
Sospol-
7 
-KPD 
Adm-5 

 

 

 

 

4.12. Desa Margo Bakti, Kabupaten Ogan Komering Ilir  

  Desa Margo Bakti adalah salah satu desa yang tahun 90-an dijadikan proyek 

percontohan sawah yang berada di wilayah dataran gambut atau Detar-2. Namun projek 

ini tidak diteruskan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Memang kondisi 

tanah gambut tidak sesubur sebagaimana di pulau Jawa, sehingga produksi desa kurang 

memadai. Demikian juga perkembangan ekonomi desa tidak berkembang sebagaimana 

yang diharapkan. 

 Desa ini kebanyakan dihuni oleh transmigran yang datang dari Jawa dengan 

semangat juang untuk memperbaiki tingkat ekonominya. Keterbiasaan penduduk  untuk 

kerja keras menjadikan desa gambut menjadi keadaan tanah dirubah menjadi 

pesawahan. Masyarakat dengan kemandirian dan gotong royongnya menjadikan 

terbiasa hidup  “berat sama dipikul, riangan  sama dijinjing”. Kekurangberhasilan 

dalam bertani menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Kebutuhan itu terutama 

dalam mengolah dan teknologi pertanian di tanah berkarakter gambut. Untuk itu dalam 

kebutuhan desa ini berkarakter KMD Bio-5. 

 Pemerintahan desa dalam usaha merealisasikan fungsinya lebih memprioritaskan 

pada bidang ekonomi. Kebutuhan tersebut berupa sarana dan prasarana pertanian tanah 

gambut. Selain itu untuk kebutuhan bibit unggul, teknologi pertanian yang cocok untuk 

tipe  tanah  juga menjadikan kebutuhan itu masuk dalam KPD Eko-6. Akumulasi 

karakteristik desa, meski belum berhasil dalam pertanian, namun masuk dalam kategori 

desa Unggul Aksi.  

 
Tabel 4.7.12 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  MMAARRGGOO  BBAAKKTTII  
KKAABBUUPPAATTEENN  OOKKII 
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No 

 
Tipologi 

Karakteristik  
 
Corak Kategori 

 
1. Desa -Detar-

2 
 

 
 
 
Unggul 
Aksi 

2 Kebutuhan 
Masyarakat 
Desa 

-KMD 
Bio-5 
-KMD 
Psikho-
4 
-KMD 
Integ-3 

3 Kebutuhan 
Pemerintahan 
Desa 

-KPD 
Eko-5 
-KPD 
Sospol-
4 
-KPD 
Adm-3 

 

4.13. Desa Celikah, Kabupaten OKI 

  Desa Celikah adalah desa yang wilayahnya berada di daerah perbukitan. Para 

penduduknya yang sebagian besar lahir di tempat bersangkutan, sehingga menjadikan 

setiap keluarga masing-masing memiliki lahan kebun yang luas. Komoditi desa dari 

pohon karet, tebu dan kelapa sawit.  Produksi karet menjadi penyumbang besar bagi 

mata pencaharian penduduk. Sedangkan kelapa sawit baru terasa menjadi penyumbang 

ekonomi dalam lima tahun terakhir. Karena itu karakter kewilayahan desa  Celikah 

dimasukan dalam  Depug-2. 

 Sebagian masyarakat Desa Celikah yang terbiasa dalam bermatapencaharian dalam 

perkebunan karet tidaklah tampak jelas apa essensi kebutuhannya, kecuali dalam 

penjualan hasil bumi karet yang secara turun-temurun dinikmati. Namun demikian 

untuk sebagian lagi penduduk desa yang berprofesi sebagai buruh pablik kelapa sawit 

jelas menghendaki dalam pemenuhan kebutuhan biologis melalui usaha jasa sebagai 

pekerja pabrik. Dapatlah dikelompokkan kebutuhan masyarakat desa cukup menonjol 

bidang peningkatan kebutuhan dasar  biologis atau KMD Bio-6. 
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 Pemerintahan desa memiliki kompleksitas masalah. Kebutuhan dalam upaya 

merealisasiakan pemberdayaan dan pembangunan bidang ekonomi tampak menonjol.  

Kebutuhan itu dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk bersemangat dalam 

berusaha lain, tidak hanya mengandalkan  kebun karet. Pembangunan sarana ekonomi 

menjadi penting,karena produksi perkebunan selama ini lebih dikelola oleh pihak 

swasta. Untuk itu kebutuhan desa Celikah masuk dalam KPD Eko-6. Secara 

keseluruhan inkikasi karakternya menampakkan desa yang sedang berkembang, 

sekalipun masih lambat. Untuk itu dikategorikan sebagai desa Unggul Aksi.    

Tabel 4.7.13 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  CCEELLIIKKAAHH    
KKAABBUUPPAATTEENN  OOKKII 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
2 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 2 Kebutuh

an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-
2 
-
KM
D 
Inte
g-5 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-6 
-
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KP
D 
Sos
pol-
2 
-
KP
D 
Ad
m-5 

 

4.14. Desa Kimak, Kabupaten Bangka

KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  KKIIMMAAKK  

  

  Desa Kimak berada di Kecamatan Merawang yang termasuk desa yang secara 

kewilayahan termasuk desa pegunungan yang luasnya  mencapai 4000 hektar, karena 

memiliki  danau, rawa dan hutan. Produksi desa dari buah-buahan dan perkebunan, 

karenanya desa ini dirancang  untuk menjadi desa agroindustri. Keadaan dan luasnya 

tanah desa menjadikan penduduk berkonsentrasi pada perkebunan memperlihatkan 

kemajuan. Untuk itu desa ini dimasukkan dalam kategori desa Depug-3. 

 Jumlah penduduk desa yang banyak yakni mencapai  3.425 jiwa memiliki pekerjaan 

yang bervariasi. Selain bergerak dalam sektor pertanian dan perkebunan buah-buahan, 

sawit dan lada, juga terdapat penggalian timah dan pasir masih dilakukan secara liar. 

Kebutuhan masyarakat desa cenderung  mengarah pada pemenuhan kebutuhan biologis 

yang bertipe KMD Bio-5. Hal itu terlihatkan dengan masih terbatasnya komoditi 

produksi pertanian, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.  

  Sementaara itu kebutuhan pemerintahan desa pemerintahan desa menghendaki 

ke arah  fungsi pengaturan, namun dibandingkan dengan  fungsi pemberdayaan 

kadarnya jauh lebih besar. Diantaranya kebutuhan pembenahan  sarana dan prasarana 

untuk menyiapkan desa agrowisata. Selain itu pemberdayaan masyarakat untuk  bisa 

mengikuti arah pembangunan desa di masa datang. Karena itu desa ini termasuk KPD 

Eko-5. Berdasarkan indikasi tersebut, maka kategori desa ini termasuk desa Unggulan 

Aksi yang dimasa mendatang  akan memperlihatkan citra sebagai desa industri berbasis 

pertanian. 

 
Tabel 4.7.14 

KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNGGKKAA   
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N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 2 Kebutuh

an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
5 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-5 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-5 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-5 

 

4.15. Desa Riding Panjang, Kabupaten Bangka  
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   Desa Riding Panjang termasuk dalam wilayah Kecamatan Belinyu. Luas 

wilayahnya mencapai 1.304 hektar, 1000 hektar digunakan oleh penduduk untuk 

menanam buah-buahan, terutama buah nenas yang paling dominan. Sementara keadaan 

sawah yang kurang subur menjadikan pesawahan yang ada di desa tersebut hanya 50 ha 

saja, itupun jenisnya sawah kering/tadah hujan. Itulah sebabnya keadaan desa belum 

memperlihatkan geliat yang berarti dalam perkembangan ekonomi. Bahkan lebih dari 

itu tergolong masih rendah. Dalam tipologi kewilayahan, maka desa ini tergolong tipe 

desa Detar-1.  

 Penduduknya   mencapai  3.018 jiwa. Dalam segi pendidikan kebanyakan penduduk 

tergolong  belum tamat sekolah dasar. Tradisi  budaya setempat masih kuat dipegang, 

ditambah dengan keadaan ekonomi yang masih di bawah standar. Karena itu sebagian 

besar penduduk memilih menjadi dan cenderung tidak keluar dalam mencari 

penghidupannya. Dalam kebutuhan masyarakat desa pada umumnya cenderung 

menghendaki adanya perbaikan dalam sektor ekonomi keluarga. Artinya kebutuhan 

dasar biologi kebanyakan keluarga mendapat perhatian utamanya. Karena itu 

digolongkan pada  KMD Bio-7. 

 Pemerintahan desa tidak menunjukkan tanda-tanda yang optimis untuk adanya 

kemajuan dalam waktu dekat ini. Aparat pemerintahan desa amat membutuhkan 

perannya dalampembangunan sarana dan prasana yang mendorong kebutuhan ekonomi. 

Selain pemberdayaan masyarakat yang masih rendah kompetensinya, karena menjadi 

buruh, maka dalam kebutuhan pemerintahan termasuk KPD Eko-7.  Secara keseluruhan 

indikator karakteristik, maka Desa Riding Panjang memang termasuk kategori desa 

yang berstatus Unggul Tradisi.  

Tabel 4.7.15 

KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  RRIIDDIINNGG  PPAANNJJAANNGG  
KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNGGKKAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-1 
 

 
 
 
Ungg
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2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
7 
-
KM
D 
Psik
ho-
5 
-
KM
D 
Inte
g-3 

ul 
Tradi
si 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-7 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-3 

4.16. Desa Bojong Barat, Kabupaten Lampung Utara 

  Desa Bojong Barat  adalah desa yang berada di lingkungan teluk atau daratan 

pantai. Desa ini  memang subur, dimana pertanian padi sawah basah menjadi unggulan 

produknya. Selain itu perkebunan dan jenis produk lainnya dalam hasil bumi, juga 

dihasilkan produk dari pantai dan laut, seperti pemeliharaan ikan dan menjadi nelayan. 

Aneka produk desa tersebut berjalan secara pararel dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga telah mendongkrak  perkembangan ekonomi desa beserta penduduknya secara 

berarti. Karena itu desa ini tergolong tipe desa depan-1. 

 Variasi kehidupan desa menjadikan kebutuhan masyarakat desa Bojong Barat juga 

bermacam-macam. Sebagian penduduk yang datang dari berbagai daerah menjadikan  
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kehidupan sosial budaya nampak menonjol. Karena itu dalam pemenuhan kebutuhannya 

secara kolektif dibutuhkan kerjasama dan saling mengisi antarkelompok masyarakat. 

Dalam kaitan itu, maka kebutuhan masyarakat desa Bojong dikelompokkan KMD Integ-

6. 

 Kebutuhan pemerintahan desa  lebih menekankan pada pengaturan kehidupan 

masyarakat yang bervariasi tersebut. Pemerintahan desa dengan perangkatnya seringkali 

tidak bisa memenuhi dinamika masyarakat yang terus bergerak. Untuk itu pengaturan 

dalam perijinan penetapan dan pelaksanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan 

bersama menjadi penting. Dalam hal ini, maka kebutuhan desa yang utama adalah KPD 

Adm-3. Dengan demikian secara menyeluruh indikator karakteristik desa Bojong Barat 

dapat dikategorikan sebagai desa yang Unggul Aksi. 

 
Tabel 4.7.16 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBOOJJOONNGG  BBAARRAATT    
KKAABBUUPPAATTEENN  LLAAMMPPUUNNGG  UUTTAARRAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
an-1 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
4 
-
KM
D 
Psik
ho-
6 
-
KM
D 
Inte
g-6 

3 Kebutuh -
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an 
Pemerint
ahan 
Desa 

KP
D 
Eko
-4 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-3 

 

 

4.17. Desa Sumber Arum, Kabupaten Lampung Utara 

  Desa Sumber Arum, sesuai dengan namanya keadaan geografis desa ini menjadi 

sumber alam yang menghidupi penduduknya. Kopi dan lada menjadi andalan utama 

desa ini, selain buah-buahan yang tumbuh di hutan seperti durian, buah, pisang, dll. 

Namun demikian desa benar-benar dihidupi oleh keadaan alam, bukan diusahakan 

dengan kreativitas penduduk. Selama ini desa memperlihatkan perkembangan yang 

berarti karena keadaan alam yang subur, namun ke depan hari tidak bisa dipertahankan 

lagi kemajuannya sebagaimana sekarang. Dalam kewilayahan desa ini masuk dalam tipe 

desa detar-3.  

  Masyarakat desa Sumber kebutuhan masyarakat desa terutama dalam 

pemberdayaan penduduk yang masih tradisional dalam mengolah tanah. Kehidupan 

sosial budaya yang relatif mantap menjadikan suasana desa berjalan dengan biasaa-

biasa. Kebutuhan pemberdayaan dilakukan dengan memperbanyak sarana pendidikan 

dan kesehatan yang, selain pelatihan dan alih teknologi tepat guna yang dapat 

mendukung peningkatan usaha pertanian yang selama ini berjalan. Dengan begitu desa 

ini lebih memperhatikan pada aspek kebutuhan dasar yang pada masa depan mungkin 

ada perubahan. Mengingat demikian, maka dalam kebutuhan masyarakat termasuk tipe 

karakter KMD Bio-6. 

  Kebutuhan pemerintahan desa dalam memajukan desa dan masyarakat desa 

adalah dengan memberi tekanan pada fungsi pemberdayaan dan pembangunan dalam 
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sektor pertanian, atau dengankata lain mencerminkan karakteristik desa KPD Eko-6. Hal 

ini dimunculkan untuk mendorong perubahan sosial ekonomi masyarakat yang selama 

relatif disebut ”lamban”. Dalam kaitan itu, maka secara keseluruhan indikator 

karakteristik desa Sumber Arum masih tergolong desa Unggul Tradisi. 

Tabel 4.7.17. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  SSUUMMBBEERR  AARRUUMM  
KKAABBUUPPAATTEENN  LLAAMMPPUUNNGG  UUTTAARRAA  

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
7 
-
KM
D 
Psik
ho-
3 
-
KM
D 
Inte
g-6 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-7 
-
KP
D 
Sos
pol-
3 
-
KP
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D 
Ad
m-6 

4.18. Desa Kanekes, Kabupaten Lebak 

  Desa Kanekes menjadikan wilayah yang berada di sepanjang pegunungan 

Kendeng. Luas Desa Kanekes mencapai  5000 hektar, termasuk didalamnya  hutan dan 

dataran tinggi.  Produksi desa amat tergantung pada kondisi tanah yang dijaga dengan 

konsep kepercayaan pada Dewi Bumi, yakni produksi pertanian padi kering, sebagian 

kacang-kacangan, buah-buahan yang tumbuh dengan sendirinya dengan sistem  

pertanian ngahuma. Indikator karakter ini menunjukkan Kanekes sebagai desa Depug-1. 

  Desa ini amat dikenal sebagai desa asli karena ikatan adat Baduy yang masih 

kuat. Kepatuhan kepadaa kepala adat pada kepercayaan pada Dewi Bumi (Sang Hyang 

Dewi Sri) menjadikan kebutuhan masyarakat umumnya sulit untuk ditebak. Kebanyakan 

mereka tidak menghendaki apapun, segalanya sudah cukup  bagi kehidupannya. Untuk 

itu Kebutuhan masyarakat desa Kanekes digolongkan pada tekanan KMD Psikho-7. 

  Pemerintahan gaya masyarakat Kanekes amat berbeda, karena  di setiap 

kampung dipimpin oleh seorang ketua adat atau Puun yang pelaksanaan tugasnya 

dibantu oleh jaro (petugas yang menjalankan urusan, baik ke dalam maupun ke luar). 

Dalam wawancara terbatas menunjukkan pemerintahan Kenekes tidak memerlukan 

bantuan apapun, malahan sebaliknya justru memberikan dengan upacara  seba 

(semacam upeti) untuk para pejabat di Kabupaten dan Provinsi.  Kalaulah mau 

diutarakan kebutuhan mereka adalah tetap disyahkannya sistem kehidupan mereka dan 

tidak diganggu. Dengan begitu Kebutuhan pemerintahan desa dikelompokkan KPD 

Sospol-7. Berdasarkan indikator ini,maka Desa Kanekes dapat dikategorikan Desa 

Unggul Tradisi. 

Tabel 4.7.18 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  KKAANNEEKKEESS    
KKAABBUUPPAATTEENN  LLEEBBAAKK 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
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1 
 

Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
7 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
7 
-
KP
D 
Ad
m-1 

 

4.19. Desa Sawarna, Kabupaten Lebak  

  Desa Sawarna memiliki luas wilayah 16.723 hektar orang. Secara geografis desa 

ini kebanyakan daratan pantai. Lokasinyaa di antara Kecamatan Malingping - Bayah 

yang dikenal dengan  pantai Karang Begedur dan Karang Taraje yang amat indah 

penoramanya. Selain pantai juga terdapat dataran bukit yang berdampingan dengan 

hutan. Tanahnya subur, sehingga berbagai tanaman bisa diproduksi. Demikian juga 

produksi desa dari hasillaut berupa nelayan, hasil hutan sampai dengan rintisan 

untukmenjadi desa wisata. Untuk itulah perkembangan desa ini amat cepat dan 
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termasuk Depan- 7 

 Jumlah penduduknya mencapai 4.941 sekalipun lokasinya jauh dari perkotaan. 

Namun perkembangan desa dan masyarakatnnya fantastis. Masyarakat yang terbiasa 

dengan keadaan yang statis berubah menjadi dinamis lewat berbagai partisifasi. 

Kebutuhan pendidikan, sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak, dan 

melakukan hubungan sebagai upaya mewujudkan desa wisata di masa depan. Dengan 

indikator ini menunjukkan kebutuhan masyarakat desa Sawarna masuk dalam karakter 

KMD Integ-7. 

 Sementara ini pemerintahan desa yang sudah dua kali  menjadi desa unggulan 

pertama di Profinsi Banten menghendaki usaha dalam bidang pelayanan yang prima 

kepada masyarakatnya. Pelayanan tersebut, yakni dengan memberikan kebutuhan 

masyarakat misalnya dari sekolah SMA yang jauh dari kota. Pemerintahan desa 

mencerminkan karakteristik sebagai KPD Adm-8. Secara keseluruhan dengan 

kemampuan desa dan aparaatnya membangun masyarakat secara mandiri, maka desa ini 

benar-benar mencerminkan sebagai desa Unggulan Kreasi.   

Tabel 4.7.19 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  SSAAWWAARRNNAA  
KKAABBUUPPAATTEENN  LLEEBBAAKK 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
an-7 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
6 
-
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KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
7 
-
KP
D 
Ad
m-8 

 

  

4.20. Desa Cikunten, Kabupaten Tasikmalaya  

 Desa Cikunten berada di kecamatan Singaparna. Geografis desa umumnya daratan 

dan perbukitan yang digunakan oleh penduduk untuk sawah basah dengan  air 

pegunungan. Kesuburan tanah menjadikan berbagai pepohonan dapat tumbuh dengan 

baik, terutama buah salak yang menjadi komoditi utama. Luas wilayah desa mencapai 

173,00 km2, setengah dari luas tersebut digunakan untuk usaha pertanian sawah irigasi 

teknis (basah); sawah non-irigasi teknis (kering) dan sawah tadah hujan yang mencapai 

Rp. 60.600.000 per tahun. Dengan begitu desa ini memperlihatkan perkembangan yang 

baik sebagai karakter Depug-3. 

 Penduduk  Desa Cikunten cukup banyak, yakni 4941 jiwa. Bidang ekonomi 

masyarakat  yang bermacam-macam menjadikan kebutuhan masyarakat desanya juga 

bermacam-macam.  Yang paling menonjol adalah kebutuhan dalam KMD  Integ-7, 

sekalipun kebutuhan lain juga tidak bisa dikesampingkan. Hal itu disebabkan sebagian 

penduduk Cikunten cukup besar mobilitasnya, dengan mencari tambahan usaha di kota, 

sehingga sektor perdagangan buah-buahan dan padi dijajakan ke wilayah perkotaan. 
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  Kebutuhan pemerintahan desa Desa Cikunten cukup berperan, mengingat  

sumber daya pemerintahan yang umumnya sudah menamatkan SMTA. Kehidupan 

pemerintahan desa diarahkan pada pelayanan administrasi yang baik kepada warganya. 

Desa ini memenuhi sebagai desa berkarakter jebutuhan desa KPD Adm-7, karena 

didasarkan atas kinerja yang selama ini dalam mendorong industri jasa dan perdagangan 

yang mencapai Rp. 27.600.000  setiap tahunnya. Dengan melihat indikator karakteristik 

yang denmikian, maka desa ini layak disebut desa Unggul Kreasi. 

 

Tabel 4.7.20 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  CCIIKKUUNNTTEENN    
KKAABBUUPPAATTEENN  TTAASSIIKKMMAALLAAYYAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
5 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
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KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-7 

4.21. Desa Buntet, Kabupaten Cirebon  

  Desa Buntet adalah desa yang memiliki luas wilayah 2.675,398 hektar yang 

kebanyakan tanah daratan yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Produksi desa 

Buntet kebanyakan dari  pertanian dan perdagangan di luar wilayah desa. Pertanian 

yang berpola sawah teknis dengan pola tanam tiga kali setahun ini telah menjadi mata 

pencaharian penduduknya pada umumnya. Selain itu, desa juga dikembangkan dengan 

sektor pedagang sekalipun skala kecil ke kota-kota setiarny. Komoditi lain dari 

pesawahan pada musim kemarau digunakan untuk menaman palawija, seperti kacang-

kacangan, buah semangka maupun mentimun rujak. Produksi ini telah mencukupi  

kehidupan warga desa secara memadai. Indikator ini menjadikan desa ini masuk dalam 

jenis karakter  Detar-2. 

  Jumlah penduduk Desa Buntet sangat padat, yakni mencapai 6.658 jiwa. Sebagai 

desa yang dominan dalam pertanian, maka kehidupan masyarakatnya bersentuhan 

dengan tradisi keagamaan yang kuat, yakni kelompok Nahdatul Ulama. Pesantren 

Buntet berada dalam lokasi desa ini. Pada umumnya kebutuhan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya diikat dengan komunitas dan kerjasama secara kolektif. 

Itulah sebabnya desa ini dimasukkan dalam KMD Integ-6 yang memungkinkan di masa 

datang akan terjadi perubahan yang lebih baik lagi. 

 Pemerintahan desa  Desa Cikunten senantiasa mendorong pergerakkan roda 

ekonomi dengan menggunakan sarana simpan pinjam. Suatu sistem perekonomian yang 

mencerminkan berkembangnya roda ekonomi desa dan sekaligus adanya ikatan 

komunitas yang tinggi. Untu itu kebutuhan akan pelayanan pada masyarakat lebih 

menekankan pada aspek KPD Adm-7, yakni fungsi pelayanan yang dilakukan secara 

simpatik. Dari keseluruhannya, maka desa Buntet termasuk kategori desa Unggul Aksi.     

Tabel 4.7.21 
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KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA    BBUUNNTTEETT  
KKAABBUUPPAATTEENN  CCIIRREEBBOONN   

 
N
o 

 
Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Deta
r-2 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuha
n 
Masyarak
at Desa 

-
KM
D 
Bio-
4 
-
KM
D 
Psik
ho-3 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuha
n 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-4 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-7 

4.22. Desa Lurah, Kabupaten Cirebon  

  Desa Lurah yang dijadikan lokus penelitian karena kombinasi wilayahnya antara 

daratan dan pesisir. Desa dihidupi dengan keadaan tanah yang subur dengan pertanian 
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sawah basah yang bisa dipanen tiga kali setahun. Selain itu juga desa dapat 

memproduksi ikan tangkapan di laut ataupun dari tambak. Sebagian kecil desa juga 

dihiasi dengan produksi kerajinan rotan yang dijajakan di perkotaan.  Dengan produksi 

unggulan itu, maka perekonomian desa Lurah telah berkembang dengan baik, sehingga 

digolongkan sebagai Detar-3. 

 Umumnya penduduk Desa yang berjumlah 6.472 berprofesi sebagai petani, 

petambaak, nelayan dan pedagang. Variasi mata pencaharian tersebut mencerminkan 

variasi dalam kebutuhan hidup masyarakat. Sebagian menghendaki pemberdayaan dan 

pembangunan pada pertanian dan pertambakan, sebagian lagi pada layanan jasa dan 

home industri. Namun secara substansial kebutuhan biologis sudah bisa dipenuhi oleh 

sebagian besar penduduk. Yang paling menonjol dalam pemenuhan kehidupan dasar 

dengan cara berkolaborasi, mengingat wilayah pantai utara cenderung bersifat multipot 

yang penuh dinamika. Penggolongan karakter kebutuhan masyarakat desa ini adalah  

KMD Integ-7. 

 Pemerintahan desa Lurah  yang menunjukkan desa yang menonjol 

kepemimpinannya memang mengharuskan pada pemenuhan kebutuhan layanan yang 

bersifat prima. Hal ini didasarkan kenyataan heterogenitas penduduk dan mata 

pencahariannya, serta kebutuhan masyarakat yang menghendaki pengembangan usaha. 

Itulah sebabnya dimasukkan dalam pemerintahan desa KPD Adm-8.  Secara 

keseluruhan Desa Lurah mencerminkan desa yang sekalipun banyak kekurangan, 

namun tergolong Unggul Kreasi. 

Tabel 4.7.22 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  LLUURRAAHH  
KKAABBUUPPAATTEENN  CCIIRREEBBOONN 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Deta
r-3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuha
n 
Masyarak

-
KM
D 
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at Desa Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-5 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuha
n 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
KP
D 
Ad
m-8 

 

  

4.23. Desa Muncang Larang, Kabupaten Tegal  

  Desa Muncang Larang berada di sebelah selatan dan berkarakter wilayah 

perbukitan atau desa pegunungan. Luasnya  mencapai 3.523 km2 yang terbagi dalam 

tiga dusun besar. Mata pencaharian umumnya dari pertanian dan perkebunan. Sebagian 

lagi desa dihidupi dengan  penduduk yang berusaha ke  luar dengan membuka “Warung 

Tegal” di berbagai daerah, termasuk perkotaan. Keuntungan dari usaha mereka sebagian 

didermakan dan diinvestasikan ke wilayah desa, sehingga fasilitas umum di desa 

tersebut (mesjid dan sekolah)mencerminkan kemajuan. Untuk itu desa ini tergolong 

Depug-3. 

 Jumlah penduduk desa seluruhnya mencapai 5.255 jiwa  dan umumnya sebagai 

pemeluk agama Islam yang taat. Secara sosial keterikatan dengan sistem kepercayaan 



 

 

125 

125 

telah mendorong hidup penduduk desa untuk berikhtiar mencari penghidupan di luar 

desa. Dengan begitu kebutuhan yang umumnya rasakan pada masyarakat desa Muncang 

Larang adalah kesanggupan dalam hidup berusaha secara mandiri, baik dalam 

kelompok kecil aataupun kelompok besar. Dengan kata lain lebih menekankan pada 

aspek KMD Integ-7. 

 Kebutuhan pemerintahan desa yang utama adalah pada aspek pelayanan penduduk 

yang kebutuhannya terus berkembang. Pemerintahan desa  menghendaki 

termaksimalkannya fungsi pelayanan yang baik, karena tuntutan masyarakat desa yang 

memang banyak mendapat informasi kemajuan dari desa di wilayah lainnya. Untuk itu 

kebutuhan pemerintahan desa Muncang larang cenderung berjenis KPD Adm-7. Dengan 

demikian secara keseluruhan, desa Muncang larang tergolong desa Unggul Kreasi, 

karena besarnya inisiatif untuk pengembangan ekonomi keluarganya di masa 

mendatang.      

Tabel 4.7.23 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  MMUUNNCCAANNGG  LLAARRAANNGG    
KKAABBUUPPAATTEENN  TTEEGGAALL  

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
4 
-
KM
D 
Psik
ho-
6 
-
KM
D 
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Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-4 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-7 

 

4.24. Desa Slawi Kulon, Kabupaten Tegal  

  Desa Slawi Kulon termasuk salah satu desa yang berada di Kecamatan Slawi. 

Luas  wilayah  mencapai 108.00 hektar yang bercorak daratan pantai. Selain hasil laut 

dan perikanan, juga memiliki sawah dan perunggasan sekalipun tidaklah produksi 

dominan. Lebih dari itu, Desa Slawi Kulon juga memiliki home industri bidang 

kerajinan dan pakaian jadi. Karena itu perkembangannya desa cukup baik sat ini. 

Dengan kriteria itu, maka  desa ini dimasukkan  desa Depan-3.  

  Jumlah penduduk desa sangat padat, yakni mencapai 7.487 jiwa. Selain itu 

karakternya dihuni oleh berbagai  etnis dan agama, sehingga memperlihatkan sebagai 

desa heterogen. Dengan melihat produksi yang dihasilkan masyarakat yang bervariasi 

dan perkembangan yang tergolong maju dan dinamis, maka  kebutuhan masyarakat desa 

mengarah pada kebutuhan kerjasama atau integrasi antarkelompok sosial dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kerjasama yang dinamis memungkinkan 

kebutuhan dasar dapat terpenuhi oleh masyarakat Desa Slawi Kulon. Tegasnya corak 

tipologinya termasuk KMD Integ-7. 

 Pemerintahan desa memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya. Fleksibelitas dan kompetensi aparat desa tampak memadai. 

Demikian halnya dengan sarana dan prasarana pokok desa telah terpenuhi. Namun 

demikian, kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dalam usaha kerjasama dalam 
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meningkatkan tarap kejhidupannya menjadikan fungsi pelayanan yang baik menjadi 

perhatiannya. Dengan kata lain, kebutuhan pemerintahan desa Slawi Kulon termasuk 

tipe kebutuhan pemerintahan desa yang  bercorak KPD Adm-7. Atas keseluruhan 

indikasi tersebut, desa ini layak dimasukkan dalamkategori desa Unggul Kreasi. 

Tabel 4.7.24 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  SSLLAAWWII  KKUULLOONN  
KKAABBUUPPAATTEENN  TTEEGGAALL 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
an-3 
 

 
 
 
Ungg
ul  
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
5 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
KP
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D 
Ad
m-7 

4.25. Desa Kedungupit, Kabupaten Sragen  

  Karakteristik geografis Desa Kedungupit  adalah  dataran rendah yang 

membentang melebihi luas  588.270 hektar. Lebih dari setengah wilayahnya digunakan 

untuk lahan sawah, baik sawah basah, sawah kering (tegalan) ataupun sawah tadah 

hujan. Sebagian lahan kering digunakan untuk perkebunan tebu ataupun ternak binatang 

berkaki empat. Dengan corak demikian menjadikan perkembangan desa  bergerak maju,  

sehingga tergolong  Detar-3. 

  Jumlah penduduk seluruhnya mencapai  5.730 jiwa. Pada umumnya penduduk 

sudah maju, sehingga teknologi pertanian ataupun usaha lain sudah dikuasai. 

Kebanyakan masyarakat menghendaki peningkatan perekonomian dengan cara 

peningkatan kemampuan diri dan kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten. 

Dengan begitu trasfer teknologi tepat guna telah berjalan sejak lama. Hal ini 

menunjukkan keterbukaan masyarakat untuk menerima pembaharuan yang dipandang 

menguntungkan. Atau dengan kata lain, corak kebutuhan masyarakat dalampemenuhan 

kebutuhan dasarnya menekankan pentingnya kerjasama, sehingga masuk dalam corak 

desa KMD Integ-8.  

  Pengelolaan pemerintahan desa mencerminkan keunggulan dibandingkan 

dengan desa lainnya. Kepala desa yang lulusan magister ekonomi tellah berkomitmen 

untuk memajukan desa dengan cara memberi pelayanan yang sebaik-baiknya.  Usaha 

mewujudkan fungsi pelayanan bersambungan dengan partisifasi masyarakat yang tinggi 

dalam pembangunan jalan, kesehatan dan pendidikan.  Perangkat desa yang berjumlah 

19 orang itu juga tampak gesit dalam melakukan pelayanan kepada anggota masyarakat 

yang membutuhkan. Dengan begitu pemerintahan desa ini termasuk desa KPD Adm-8. 

Berarti dari indikator yang ada, Desa Kedung Upit termasuk desa Unggul Kreasi.  

Tabel 4.7.25 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  KKEEDDUUNNGGUUPPIITT  
KKAABBUUPPAATTEENN  SSRRAAGGEENN    

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
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1
. 

Desa -
Det
ar-3 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
4 
-
KM
D 
Psik
ho-
6 
-
KM
D 
Inte
g-8 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-4 
-
KP
D 
Sos
pol-
7 
-
KP
D 
Ad
m-8 

 

4.26. Desa Padeg, Kabupaten Gresik  

  Desa Padeg berada di sebelah timur Kota Gresik. Karakter wilayahnya  sebagian 

besar adalah dataran rendah yang tingkat kesuburan tanahnya sangat baik.  Itulah 

sebabnya pada umumnya produksi desa diperoleh dari hasil pengolahan sawah basah 

dengan frekuensi panen sebanyak tiga kali setahun; produksi peternakan kambing; dan 

produksi ikan (khususnya ikan bandeng). Dengan kreativitas dan kerja keras  
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menjadikan perkembangannya desa tampak cerah di masa depan. Dengan demikian 

maka desa ini tergolong  karakter wilayahnya desa  Detar-3. 

  Jumlah penduduknya terhitung sedang, yakni  hanya mencapai  2700 jiwa saja. 

Diantara penduduk desa banyak yang berketurunan Arab yang sudah lama tinggal 

menunjukkan desa ini salah satu basis agama Islam di Jawa Timur yang dibuktikan 

dengan banyaknya pesantren, para intelektual dan perilaku keagamaan yang kuat. 

Kebutuhan yang dominan penduduk pada kaitan dengan keterjagaan hidup kolektif 

sebagai komunitas seraya melakukan kerjasama dalam pengembangan kebutuhan dasar 

dengan kelompok sosial lain di luar desa. Tepatnya kebutuhan masyarakat desa 

tergolong KMD Integ-7. 

  Pemerintahan Desa Pandeg mencerminkan pemerintahan yang dinamis dan 

terbuka. Dalam kenyataan sarana utama desa seperti jalan,  listrik dan irigasi sudah 

tersedia dengan baik. Demikian juga dengan gedung sekolah, madrasah dan pesantren 

mulai  TK, SD, sampai SMP sudah tersedia. Bagi generasi muda usaha menyelesaikan 

pendidikan di perguruan tinggi sudah menjadi keharusan. Dengan begitu bagi 

pemerintahan desa, fungsi utamanya mengarah pada pelayanan masyarakat, mengingat 

kebutuhan dasar relatif sudah terpenuhi. Atau dengan kata lain desa ini termasuk desa 

KPD Adm-8. Berdasarkan berbagai sudut pandang, maka corak karakter  desa termasuk 

kategori Unggul Kreasi. 

 

 

Tabel 4.7.26 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  PPAANNDDEEGG  
KKAABBUUPPAATTEENN  GGRREESSIIKK  

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 
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gori 
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-
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3 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-8 

 

4.27. Desa Burneh, Kabupaten Bangkalan  

 Desa Burneh berada di wilayah Kecamatan Burneh. Luasnya mencapai 1.868 

Hektar. Karakteristik geografis umumnya dataran rendah yang sedang, sehingga 

menjadikan berbagaii potensi tanah dapat dihasilkan. Pertanian dan  home industri 

kerajian tradisioal sudah diproduksi sejak lama di desa ini, selain budidaya ikan tambak 

(bandeng) dan udang windu. Besarnya potensi desa menjadikan perkembangan desa 

terasa geliatnya pada saat ini, dan kemajuan dimasa dapan tengah menunggu. Desa ini 

dalam kewilayahan termasuk  Detar-3. 

 Jumlah penduduk desa tergolong sedang di desa ini. Sebagaimana diketahui 

Bangkalan adalah secara sosial politik termasuk basis  Nahdatul Ulama dengan PKB-

nya serta ikatan patron-klien-nya. Para pengikut setia NU ini terekspresikan dengan 

sikap dan tindakan yang militan yang kuat, sehingga hal itu merambah pada sikap dan 
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tindakan dalam bekerja keras. Kebutuhan utama meraka dalah bisa mewujudnya 

kehidupan masyarakat  desa yang dapat bekerja sama aatau kompak. Tepatnya 

kebutuhan itu berupa corak KMD Integ-7. 

 Kebutuhan pemerintahan desa telah didukung oleh sumber daya manusia  yang 

rata-rata sudah berpendidikan menengah. Pemerintahan desa  sekalipun belum ada 

peraturan yang menjadi payungnya telah menjalankan kewenangan, sekalipun dalam hal 

tertentu saja. Usaha pengaturan perdagangan dan pembuatan sarana pasar sudah 

dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pihak lain.  Namapaknya fungsi desa yang 

tengah digarap adalah usahaa pelayanan  yang baik, atau pemenuhan kebutuhan 

pemerintahan desa KPD  Adm-7. Jadi, dengan banyaknya indikator menunjukkan 

kategori desa termasuk Unggulan Kreasi. 

 
Tabel 4.7.27 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBUURRNNEEHH  
KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNGGKKAALLAANN 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-
3 
-
KM
D 
Inte
g-7 

3 Kebutuh -
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an 
Pemerint
ahan 
Desa 

KP
D 
Eko
-6 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-7 

 

 

4.28. Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung 

 Secara geografis Desa Kamasan wilayahnya kombinasi antara dataran rendah dan 

pegunungan atau perbukitan yang sangat subur. Sekalipun subur, namun penduduk tidak 

secara dominan memanfaatkan untuk lahan pertanian. Justru produksi utama desa ini 

adalah kerajinan lukisan tradisionall Bali yang sudah terkenal. Dari desa inilah gaya 

khas lukisan Bali telah menyebar dan dikenal sampai mancanegara.  Keahlian dalam 

membuat lukisan yang kadang dikerjakan secara kolektif ini menjadikan kerajinan 

lukisan menjadi home industry. Maka,tidaklah mengherankan jika perkembangan 

kemajuan mengikuti trend perkembangan industri pariwisata di Bali. Dengan 

kewilayahan demikian, desa ini  termasuk desa Detar-3.  

  Jumlah penduduknya desa Kamasan berjumlah 3425 jiwa, termasuk desa yang 

sedang kepadatannya.  Kebutuhan utaama meereka dalammemenuhi kebutuhan 

dasarnya tidak bersifat biologis, melainkan keharusan untuk bekerja sama, jalin 

menjalin antar penduduk, dan penduduk dengan wisatawan. Dari kerjasama yang baik 

inilah mereka dapat memenuhi kebutuhan bilogis dan psikhologisnyaa. Dengan kata 

lain, kebutuhan masyarakat desa ini termasuk desa KMD Integ-8. 

  Letaknya yang strategis dalam lintasan keramaian pariwisata Bali menjadikan 

keuntungan tersendiri bagi pemerintah desa Kamasan. Pemerintahan Desa nampaknya 

tidak lagi berkonsentrasi pada fungsi pemberdayaan dan pembangunan, karena relatif 

sudah mandiri dan berkreasi. Namun konsentrasi diarahkan pada fungsi pelayanan 
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kepada masyarakat maupun para pelancong. Karena itu termasuk dalam kebutuhan 

pemerintahan desa KPD Adm-8. Berdasarkan keseluruhan indikator ini, maka  desa ini 

termasuk desa Unggul Kreasi.     

 
Tabel 4.7.28. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  KKAAMMAASSAANN  
KKAABBUUPPAATTEENN  KKLLUUNNGGKKUUNNGG 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-3 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas
i 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
3 
-
KM
D 
Inte
g-8 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
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D 
Ad
m-8 

 

4.30.  Desa Dawan Klod, Kebupaten Klungkung  

 Desa Dawan Klod secara kewilayahan memiliki karakteristik geografi yang 

berada perbukitan atau pegunungan yang subur. Produksi desa yang utamanya adalah 

bidang pertanian dan perkebunan. Sekalipun diakuinya pola pertanian yang selama ini 

ditekuni oleh penduduk desa relatif maju, namun sebagian penduduk juga terlibat dalam 

industri  pariwisata.  Hal inilah yang mendorong  perkembangan desa menjadi dinamis, 

tidak statis sebagaimana desa yang tidak tersentuh dengan pariwisata. Tepatnya 

kewilayahan desa termasuk  Depug-2. 

  Penduduk desa Dawan Klod termasuk kategori sedang. Ketaatan kepada agama 

yang tinggi telah mendorong kinerja dan kejujuran dalam berusaha. Meskipun 

demikian, maka kebutuhan biologis nampak menonjol kuat, terutama dalam  

pemenuhan kebutuhan dasar penduduk pada umumnya. Karena itu dari analisis di 

lapangan menunjukkan masyarakat desa ini kebutuhannya termasuk KMD Bio-6.  

 Kebutuhan pemerintahan desa Dawan Klod relatif berjalan baik. Sarana dan 

prasarana relatif memadai. Usaha pemerintahan desa memajukan ekonomi masyarakat 

desa terutama bidang pertanian telah dilakukan. Namun harus diakui, bahwa sumber 

daya manusia masih berjalan lambat, selain faktor tradisi yang kuat dalam bertani juga 

penerimaan ilmu pengetahuan dan teknologi baru belum terserap dengan sempurna. 

Iulah sebabnya desa ini termasuk dalam kebutuhan pemerintahan desa KPD  Eko-6. 

Jadi, indikator  yang ada menunjukkan desa ini termasuk dalam Unggulan Aksi dalam 

berusaha menjadi desa yang maju di masa depan. 

 
Tabel 4.7.29 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  DDAAWWAANN  KKLLOODD  
KKAABBUUPPAATTEENN  KKLLUUNNGGKKUUNNGG 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Cor
ak 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
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ug-
2 
 

 
Ungg
ul 
Aksi 2 Kebutuh

an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-6 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-2 

 

4.30. Desa Klungkung, Kabupaten Sumbawa Besar  

  Meskipun desa ini namanya Klungkung, namun bukan berkedudukan di Pulau 

Bali, melainkan di Sumbawa Barat. Sebagaimana diketahui secara historis, sebagian 

penduduk Sumbawa memiliki hubungan darah dengan suku bangsa Bali. Dari segi 

kewilayahnnya cukup luas, yakni mencapai 4.830 hektar, namun 4000 hektar 

diantaranya masih berbentuk hutan lebat, sehingga hanya sebagian kecil saja diolah 

untuk produksi. Keadaan tanah yang tidak sesubur Bali, selain faktor lainnya 
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menjadikan produksi desa ini dari perkebunan tidak terlalu memuaskan. Karena itu 

perkembangan desa relatif lamban. Untuk itu desa ini digolongkan desa Detar-1.  

  Penduduk desa ini tidak banyak yakni  1.489 jiwa saja atau termasuk desa yang 

jarang penduduknya bila dibandingkan dengan luas wilayah. Keterikatan dengan tradisi 

yang cukup kuat, menjadikan kolektivitas sosial di desa tersebut menjadi menguat. 

Namun demikian kebutuhan dalam pemenuhan hajat hidup yang mendasar, secara 

umum kurang terpenuhi secara baik. Karena itu, desa ini diopinikan sebagai salah satu 

desa tertinggal. Atau dengan kata lain, kebutuhan masyarakat desa termasuk kelompok 

KMD Bio-7. 

  Pemerintahan desa membawahi  tiga wilayah dusun yang masing-masing dusun 

jaraknya sangat berjauhan. Dengan jarak dan keluasan wilayah menjadikan pemerintah 

desa memiliki  kesulitan dalam berkoordinasi. Selain itu kapasitas aparat yang maish 

rendah dan keadaan   sarana yang belum memadai menjadikan kebutuhan pemerintahan 

desa yang urgen adalah peningkatan ekonomimasyarakat. Tegasnya desa ini termasuk 

desa KPD Eko-8.  Dari keseluruhan yang ada menunjukkan Desa Klungkung tergolong 

pada Unggul Tradisi.  

 
Tabel 4.7.30 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  KKLLUUNNGGKKUUNNGG  
KKAABBUUPPAATTEENN  SSUUMMBBAAWWAA 

No Tipologi 

Karakteristik 
 
Corak Kategori 

 
1. Desa -Detar-

1 
 

 
 
 
Unggul 
Tradisi 

2 Kebutuhan 
Masyarakat 
Desa 

-KMD 
Bio-7 
-KMD 
Psikho-
3 
-KMD 
Integ-2 

3 Kebutuhan 
Pemerintahan 
Desa 

-KPD 
Eko-8 
-KPD 
Sospol-
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4 
-KPD 
Adm-2 

 

4.31. Desa Boak, Kabupaten Sumbawa Besar  

 Desa Boak, walaupaun berada pada wilayah daratan sekitar hutan yang  luas 

seluruhnya  mencapai 2.300 hektar. Hanya 600 ha saja yang memproduksi pertanian dan 

palawija, karena sebagian besar lahan masih berbentuk hutan lebat. Peternakan sapi dan 

kerbau sebagai produk unggulan desa ini. Peternakan dijalankan karena banyaknya 

lahan dan wilayah desa yang  masih berbentuk tegalan. Perkembangan desa tidak 

menggembirakan, artinya belum mendongkrak kemajuan penduduk dalam pendapatan 

secara kolektif. Karena itu desa ini dalam kewilayahan dimasukkan dalam desa Detar-2. 

 Jumlah penduduk tergolong sedang saja,yakni 1.530 jiwa. Desa ini masih terikat 

dengan tradisi setempat, sehingga pemberdayaan masyarakaat desa belum berhasil. 

Untuk itu kebutuhan utama masyarakat desa adalah peningkatan sumber daya manusia 

dan penyediaan sarana yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan bilogis umumnya 

penduduk. Artinya desa ini termasuk desa KMD Bio-7. 

 Pemerintahan desa Boak telah berupaya memajukan bidang pendidikan. Saat ini  

rata-rata penduduk baru tamat sekolah dasar, sehingga sulit dalam pengembangan usaha 

pertanian yang berbasis iptek. Sistem pemerintahan desa yang dibantu oleh 19 aparat 

kurang begitu aktif. sementara sarana dan prasarana cenderung kurang memadai. 

Karena itu kebutuhan pemerintahan desa lebih memprioritas pada KPD  Eko-7. 

Sekalipun demikian usaha pembangunan sudah mulai diterapkan oleh sebagian 

penduduk. Berdasarkan indikator yang dianalisis menunjukan bahwa Desa Boak 

termasuk kategori desa Unggul Tradisi.     

 
Tabel 4.7.31 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBOOAAKK  
KKAABBUUPPAATTEENN  SSUUMMBBAAWWAA  BBEESSAARR  

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
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ar-2 
 

 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
akat 
Desa 

-
KM
D 
Bio-
7 
-
KM
D 
Psik
ho-
6 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-7 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-2 

 

 

4.32. Desa Babussalam, Kabupaten Lombok Barat  

 Secara umum desa Babussalam termasuk corak wilayah yang ada di dataran 

rendah. Produksi desa utamanya adalah bidang pertanian dan peternakan. Namun 

demikian desa ini  belum dikatakan desa yang berkembang, karena produksinya yang 

selain juga tidak variatif, juga  tidak perkembangannya belum dikategorikan dinamis. 

Kestatisan kondisi deesa menunjukkan ekspresi penduduknya yang masih terikat 

dengan tradisi. Karena itu maka desa ini tergolong  desa Detar-2..  
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 Penduduk desa Babussalam ini tergolong penganut Islam yang taat yang 

ditunjukkan dengan banyaknya bangunan mesjid yang  besar, berikut dengan bangunan 

madrasah dan pesantrennya. Namun keadaan sikap yang masih tradisional masih terasa 

kuat. Kebutuhan  masyarakat desa cenderung pada upaya pemenuhan spiritual yang 

dipandangnya dapat mendongkrak pada peningkatan bidang ekonomi. Tepatnya 

kebutuhan masyarakat desa ini tergolong desa KMD Psikho-4. 

  Pemerintahan desa Babussalam juga terikat dengan trdisi. Namun demikian 

fokus perhatian pemerintahan diletakkan pada tugas pembangunan sarana dan prasarana 

yang memang kenyataannya masih di bawah standar memadai. Denmikian halnya 

dengan pemberdayaan masyarakat yang masih lemah, juga menjadikan prioritas 

selanjutnya dalam pembangunan pedesaan. Hubungan-ubungan sosial nampak 

dikedepankan untukmenjaga kolektivitas sssosialnya. Karena itu desa ini 

dikelompokkaan sebagai desa KPD  Sospol-4. Secara keseluruhan desa ini  termasuk 

desa Unggul Tradisi. 

 
 
Tabel 4.7.32 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBAABBUUSSSSAALLAAMM  
KKAABBUUPPAATTEENN  LLOOMMBBOOKK 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-2 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
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KM
D 
Inte
g-2 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-3 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-2 

 

 

4.33. Desa Bolok, Kabupaten Kupang 

  Desa Bolok luasnya lebih kurang 1.516 hektar. Karakteristik wilayahnya daratan 

yang bersentuhan dengan pantai. Produksi desa banyak mengandalkan sumber daya 

laut, baik berupa ikan maupun rumput laut. Profesi sebagai nelayan cukup memadai, 

karena masih keadaan laut yang belum terkontaminasi. Sebagian lagi membudidayakan 

ikan pada petak-petak tambak yang luas dan buruh pada pelabuhan kecil. Beberapa 

individu pada musim hujan memanfaatkan  untuk   pertanian pada musim hujan. Karena 

itu perkembangan desa relatif stabil, sekalipun masih jauh untuk dikatakan maju. 

Melihat indikatornya, desa ini masuk dalam Detar-2.  

 Penduduk desa ini kategori sedang yakni mencapai 2.500 orang. Sebagai masyarakat 

yang mengandalkan sumber daya laut, tentu pola hidupnya sangat berbeda. Namun 

harus dicatat desa ini tidak bisa memproduksi kebutuhan bahan makanan pokok  secara 

lengkap. Kebutuhan utama adalah peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang 

perekonomian laut, selain keahlian dalam profesi sebagai penghasil ikan di tambak. 

Melihat geliatnya, kebutuhan masyarakat desa  Bolok menandai secara perlahan 

menandai kemajuan dan karenannya masuk dalam  KMD Bio-4. 
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  Pemerintahan desa banyak mengatur kehidupan ekonomi yang didasarkan hasil 

laut. Adanya pelabuhan kecil tempat singgah nelayan telah memberi sumbangan bagi 

pembangunan desa selama ini. Namun usaha pemberdayaan dan pembangunan harus 

diakui belum memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya, karena itu fungsi 

pemberdayaan dan pembangunan yang mendorong peningkatan pendapatan penduduk 

menjadi prioritas utamanya.  Perangkat Desa Balok yang kemampuannya masih rendah 

menjadi agenda tersendiri bagi bagi pemerintah desa, sehingga dikelompokkan sebagai 

KPD   Eko-4. Secara keseluruhan desa ini mencerminkan desa yang berkategori desa 

Unggul Aksi.  

Tabel 4.7.33 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  BBOOLLOOKK  
KKAABBUUPPAATTEENN  KKUUPPAANNGG 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-2 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
4 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-4 
-
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KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-2 

 

4.34. Desa Tablolong, Kabupaten Kupang 

  Letak Desa Tabalong luasnya mencapai 4.500 hektar. Berada di lingkungan 

pantai dan 90% penduduknya memang menekuni budidaya rumput laut dan nelayan.  

Produksi rumput laut tumbuh dengan subur di pinggiran pantai mengingat keadaan laut 

yang masih alami. Bahkan rumput diolah (dikeringkan) dan dijual melalui pembeli dari 

kota dan dibawa ke Pulau Jawa. Sebagian kecil penduduk ada yang menjadi pengebun 

buah-buahan dan kacang-kacangan. Desa ini mencerminkan perkembangan yang sangat 

terbatas dalam mengembangkan masyarakatnya. Karena itu masuk dalam Depan-4.  

  Keadaan penduduk tidak terlalu banyak, namun karena kebiasaan dalam 

mengolah alam secara turun-temurun menjadikan keadaan kehidupan tidak terpenuhi 

dengan baik. Karena itu kebutuhan utamanya adalah peningkatan kebutuhan dasar 

biologis. Diantara kebutuhan itu berupa usaha penjualan rumput laut ataupun nelayan 

yang masih terikat dengan sistem ijon, sehingga sebagian penduduk menjadi terbelit 

dengan kemiksinan. Dalam kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar desa Tablolong 

dikelompokkan KMD Bio-7. 

  Pemerintahan desa lebih menekankan pada usaha pemberdayaan masyarakat. 

Kebiasaan untuk meminjam uang sulit diberantas sepanjang masyarakat desa masih 

menghendakinya. Pemberdayaan dengan mengolah rumput laut menjadi bahan makanan 

yakni manisan menjadi prioritas kebutuhan pemerintahan desa, sehingga masyarakat 

desa tidak hanya menjual bahan baku melainkan bahan jadi. Karena itu masuk desa ini 

masuk dalam corak karakter KPD  Eko-8. Secara umum, desa Tablolong 

menggambarkan sebagai desa yang Unggul Tradisi, mengingat belum ada arah usaha 

yang kongkrit dalam membuka lilitan kesulitan ekonomi masyarakat  pada umumnya. 

Tabel 4.7.34 
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KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  TTAABBLLOOLLOONNGG  
KKAABBUUPPAATTEENN  KKUUPPAANNGG 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
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Desa -
Dep
an-4 
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Tradi
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-
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D 
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-
KM
D 
Psik
ho-
3 
-
KM
D 
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g-2 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-8 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-2 

 

4.35. Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Kutai Kertanegara 

  Desa Manunggal jaya, bermakna ”bersatu kita jaya”. Pada awal pembentukan, 
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penduduk desa ini kebanyakan para transmigran yang dibantu oleh program ABRI. 

Desa ini luasnya  mencapai  3.126 ha yang berada di wilayah kecamatan Tenggarong. 

Karakteristik wilayahnya adalah daerah datar yang cukup subur untuk pertanian padi 

dan perkebunan lada dan kelapa. Pada wilayah ini terdapat penggalian logam, sehingga 

sebagian menjadi karyawan swasta. Perkembangan desa sangatlah baik dan cukup 

menggeliatkan usaha penduduknya. Karena itu masuk dalam Detar-9.  

  Jumlah penduduk relatif banyak yakni mencapai 4.401 jiwa. Sebagian penduduk 

datang dari berbagai daerah, termasuk luar Jawa untuk berusaha. Kehidupan desa yang 

mencerminkan kompetitif terasa, mengingat desa ini memiliki sumber daya yang besar 

dalam penggalian logam. Lebih dari itu, hebatnya para penduduknya desa umumnya 

sudah menamatkan SLTA, sehingga dapat ditafsirkan kebutuhan penduduk desa pada 

aspek  KMD Integ-7.  

  Pemerintahan Desa  berjalan secara Pemerintahan Desa sangat dinamis. Hal itu 

disebabkan selain banyaknya masukan keuangan ke desa juga sumbar daya manusianya 

yang sudah terdidik, sehingga terbuka untuk kemajuan. Berkenaan dengan sarana dan 

prasaraana juga sudah memadai. Suasana kehidupan yang dinamis dan maju ini 

merangsang pemerintah desa untuk melakukan fungsi pengaturan dan pelayanan yang 

lebih baik lagi. Untuk itu  termasuk desa bercorak KPD  Adm-7. Secara keseluruhan 

desa Manunggal Jaya yang heterogen dan dinamik ini mencerminkan kategori desa 

yang Unggul Kreasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan di lapangan yang demikian 

besar inisiatif dari masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan kehidupan secara 

kolektif.  

Tabel 4.7.35 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  MMAANNUUNNGGGGAALL  JJAAYYAA    
KKAABBUUPPAATTEENN  KKUUTTAAII  KKEERRTTAANNEEGGAARRAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
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s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-9 

 
 
 
Ungg
ul 
Kreas

2 Kebutuh
an 
Masyara

-
KM
D 
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kat Desa Bio-
3 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-7 

i 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-2 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
KP
D 
Ad
m-7 

4.36. Desa Sungai Mariam, Kabupaten Kutai Kertanegara 

  Desa Sungai Mariam sesuai dengan namanya berada di sekitar sungai Mariam 

yang menuju daerah pesisir. Berada di wilayah kecamatan Anggana dengan 

karakteristik geografis daratan pantai dan sungai. Luasnya mencapai 1.880 ha, tidak 

termasuk luas sungai. Produksi desa diperoleh dari sumber alam sungai dan pesisir 

berupa ikan laut dan tambak, namun juga berlangsung penggalian logam dan 

perdagangan ikan di pelabuhan nelayan. Desa ini berkembang dengan cepat, sehingga 

tergolong Depan-6.   

 Jumlah penduduknya padat, lebih dari 4.000 berada di sektor nelayan dan 3.500-an 

sebagai karyawan di berbagai sektor. Sebagaimana dipahami daerah sungai menjadi 

menarik dihuni karena sebagai sarana transfortasi dan persinggahan, sehingga tidak ayal 

bilamana berbagai etnis ikut bermukim di daerah tersebut. Kebutuhan masyarakatt 



 

 

147 

147 

bertumpu pada usaha kerjasama. Dengan integrasi yang baik menjadikan kebutuhan 

pokok hidup dapat terpenuhi. Desa ini tergolong desa KMD Integ-6. 

  Pemerintahan desa telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk sebuah hunian yang bermasa depan. Sarana kesehatan, pendidikan dan jalan 

sudah baik. Sementara mayoritas penduduk telah menamatkan SLTA, sehingga 

memungkinkan dapat diarahkan bersifat mandiri dan berinisiatif  dalam mengolah 

potensi alam.  Kebutuhan pemerintahan desa adalah melakukan reorganisasi pelayanan 

yang baik, mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang heterogen dan terus 

berkembang. Karena ini kebutuhan pemerintahan dimasukkan dalam corak KPD  Adm-

7.  Dalam  keseluruhan indikator menunjnukkan desa ini termasuk  desa Unggul Kreasi. 

 
Tabel 4.7.36 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  SSUUNNGGAAII  MMAARRIIAAMM  
KKAABBUUPPAATTEENN  KKUUTTAAII  KKEERRTTAANNEEGGAARRAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
an-6 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-
5 
-
KM
D 
Inte
g-6 

3 Kebutuh
an 
Pemerint

-
KP
D 
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ahan 
Desa 

Eko
-5 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-4 

 

4.37. Desa Tana Tuo, Kabupaten Bulukumba  

  Tana Tuo artinya pemukiman pada tanah yang sudah tua usianya. Luas wilayah 

mencapai 1.220 hektar,  331,70 ha diantaranya hutan lindung.  Karakteristik wilayah 

daerah pegunungan yang kesuburannya sedang, sehingga pola perkebunan dan sawah 

(tadah hujan) tidak terlalu memuaskan. Produksi desa lainnya adalah beternak sapi, 

kambing, ayam, kerbau dan kuda, mengingat terdapat lahan yang luas.  Perkembangan 

desa sangat lambat, bahkan dipandang ketinggalan oleh desaa lainnya. Dalam 

kewilayahan desa ini dikategorikan Depug-1. 

  Jumlah penduduk desa seluruhnya 3.900 jiwa dengan kepadatan pendudukan 

530 km2. Kepala desa Tanah Towa mengakui, masyarakat desa ini sangat terikat oleh  

adat Kajang, yakni adat yang dipercaya oleh suku bangsa Kajang yang berorientasi 

pada penyembahan pada dewi bumi, sehingga amat menjaga dari kerusakan bumi. 

Kebutuhan masyarakat desa Tana Tuo  sangat terbatas (limited need), bisa jadi agar 

kehidupan adatnya tidak diganggu. Namun demikian tidak dieksplisitkan kebutuhan 

dalam biologis, khususnya melalui pola pertanian yang jenis tanaman yang bervariasi 

tanpa mengganggu kesuburan tanah tampaknya bisa diterima. Desa ini dalam kebutuhan 

masyarakat desanya menunjukkan corak KMD Bio-7. 

  Sistem pemerintahan dilakukan secara turun temurun, yakni dengan adat-istiadat 

setempat yakni  Ammatoa. Adat ini perwujudan adat  Kajang yang mana dalam 

kepemimpinan harus dari lingkungan terdekat.  Kebutuhan pemerintahan desa tidak lagi 

sebagai pengaturan, karena mereka memiliki sistem sendiri, namun pada pemberdayaan 

yang sesuai dengan sistem keyakinan mereka, sehingga dikelompokkan dalam corak 
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KPD Eko-8. Secara keseluruhan desa Tana Tuo memperlihatkan kategori desa yang 

kental dengan Unggul Tradisi. 

 
Tabel 4.7.37 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  TTAANNAA  TTUUOO  
KKAABBUUPPAATTEENN  BBUULLUUKKUUMMBBAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-1 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuha
n 
Masyarak
at Desa 

-
KM
D 
Bio-
8 
-
KM
D 
Psik
ho-6 
-
KM
D 
Inte
g-2 

3 Kebutuha
n 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-9 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-1 
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4.38. Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba  

 Secara geografis Desa Dwi Tiro yang berada dalam wilayah Kecamatan 

Bontotiro berkarakter sebagai desa yang secara dominan  dataran pantai.  Lusanya 

hanya 504 ha. Separuh dari luas desa, yakni 255 hektar berupa tanah tegalan yang tidak 

terlalu subur,  dan hanya 27 hektar saja digunakan sebagai sawah tadah hujan. Produksi 

desa utama adalah dari ladang dan dan sumber daya laut, baik sektor ikan ataupun  

rumput laut.  Meski desa tidak bervariasi dalamproduksinya, namun riak ke arah 

perbaikan tampak terasa. Oleh karena itu desa ini tergolong Depan-2. 

  Jumlah penduduknya Desa Dwi Tiro tergolong sedang saja. Masyarakt desa ini 

tergolong agamis, namun adat-istiadat tidak terlalu mengikat. Dalam pendidikan sudah 

banyak yang menamatkan SMTA bahkan perguruan tinggi, sehingga memungkinkan 

akan menjadi pembaharu di masa depan. Kenyataan di lapangan tidak bisa dipungkiri 

bilamana kebutuhan dasar berupa biologis yang bersumber dari mata pencaharian 

menjadi tekanannya. Karena itu desa ini tergpolong desa KMD  Bio-5. 

 Pemerintahan Desa Dwi Tiro berjalan cukup baik, meskipun sarana dan prasaraana 

tidak semua bisa dipenuhi dengan baik.  Kelembagaan desa banyak dibantu oleh para 

pegawai negeri, terutama guru Pesantren dan madrasah yang maju menunjukkan 

karakter masyarakatnya yang agamis.  Pemerintahan mewujudkan fungsinya, terutama 

dalam pemberdayaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi pertanian ladang 

dengan penanaman pohon yang bermutu. Dengan demikian kebutuhan pemerintahan 

desa bercorak KPD Eko-5. Secara keseluruhan, desa ini tergolong Unggul Aksi.   

 
Tabel 4.7.38. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  DDWWII  TTIIRROO  
KKAABBUUPPAATTEENN  BBUULLUUKKUUMMBBAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
an-2 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuh
an 
Masyara

-
KM
D 
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akat 
Desa 

Bio-
5 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-5 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
KP
D 
Ad
m-3 

 

 

4.39. Desa/Lembang Rante, Kabupaten Tana Toraja 

  Wilayah lembang Rante karakteristiknya dominan dataran pegunungan atau 

perbukitan.  Tingkat kesuburannya kategori sedang. Sisitem pengairan sudah terbentuk, 

sehingga sebagian lahan digunakan untuk pesawahan basah. Produksi utamanya berupa 

pertanian dan perkebunaan. Sekalipun demikiaan sebagian kecil penduduk terlibat 

dalam usaha pariwisata, walaupun dalam skala lebih kecil. Untuk itu perkembangan 

desa termasuk  Depug-2.  

  Jumlah penduduknya termasuk kategori sedang, namun dalam umumnya telah 

pendidikan SMTA. Sebagian penduduk secara berkala pergi merantau ke kota atau 

tempat lain untuk berusaha, dan sebagian lagi memilih tinggal di desa sambil menunggu 
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rumah adatnya masing-masing. Mereka lebih banyak menunggu dan mengharap 

datangnya kiriman uang dari sanak saudara yang tengah bekerja keras. Kebutuhan  

masyarakat Desa adalah pemberdayaan kolektif yang menjadi kesepakatan bersama. 

Bentuknya dalam penumbuhan ekonomi keluarga, sehingga dikelompokan sebagai  

masyarakat desa KMD Bio-6. 

  Pemerintahan desa memang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat 

desa yang kenyataannya memang kurang memenuhi kebutuhan dasarnya.  Jelasnya, 

kebutuhan tersebut dalam peningkatan sumber daya manusia yang  dalam banyak hal 

terlalu mengikuti kebiasaan yang diturunkan antargenerasi. Bahkan lebih jauh lagi, 

pemberdayaan tersebut berupa membuka untuk berusaha, bukan lagi menunggu kiriman 

dari sanak saudara. Dengan demikian dalam pemerintahan desa termasuk desa KPD 

Eko-4. Secara keseluruhan, indikator desa ini termasuk Unggul  Tradisi. 

 
Tabel 4.7.39 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    LLEEMMBBAANNGG  RRAANNTTEE    
KKAABBUUPPAATTEENN  TTAANNAA  TTOORRAAJJAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
2 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
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g-3 
3 Kebutuh

an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-6 
-
KP
D 
Sos
pol-
4 
-
KP
D 
Ad
m-2 

 

4.40. Desa/Lembang Keso Malenong, Kabupaten Tana Toraja 

  Daerah lembang Keso Malenong karakternya keriput dengan bukit-bukit atau 

dataran tinggi. Sebagian kecil wilayah terdapat dataran rendah yang digunakan untuk 

area pesawahan yang produksinya hanya cukup untuk sebagian penduduk saja. Produksi 

desa lainnya dari buah-buahan, pembuat kerajinan untuk pariwisata. Dengan karakter 

yang demikian menjaidkan desa ini termasuk  Depug-1.  

  Jumlah penduduk lembang Keso Malenong terhitung sedang, akan tetapi 

karakteristik masyarakat umumnya masih terikat oleh sistem patron-klien , sehingga 

banyak warga yang tergantung pada individu atau elit yang di perkotaan. Para klien 

tersebut  menjadi penggarap sawah para elit yang pemilik sawah atau tuan-tuan tanah. 

Kebutuhan masyarakat desa Malenong secara eksplisit  mengarah pada peningkatan 

bidang ekonomi, terutama dalam pekerjaan di sektor lainnya. Artinya dalam memenuhi 

kebutuhan biologisnya menghendaki peluang mata pencaharain lain selain mengolah 

pertanian yang selama ini digelutinya. Berdasarkan indikator ini, maka desa ini pantas 

dikelompokkan dalam corak desa KMD Bio-7. 

  Pemerintahan Lembang Malenong yang banyak dipengaruhi oleh Adat istiadat 

Toraja mengharuskan untuk mengadaptasi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. 

Dengan demikian kebutuhannya diletakkan pada usaha pemberdayaan dan 

pembangunan sarana yang dapat memperkuat peningkatan kehidupan ekonomi. 
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Kerjasama dengan pihak lain, khususnya individu yang berhasil usaha di kota sangat 

diperlukan dalam waktu dekat ini. Dengan kata lain desa ini termasuk desa corak KPD 

Eko-8. Secara keseluruhan, indikator karakter menunjukkan, desa ini dikategorikan 

sebagai desa Unggul Tradisi. 

 
Tabel 4.7.40 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    LLEEMMBBAANNGG  KKEESSOO  MMAALLEENNOONNGG    
KKAABBUUPPAATTEENN  TTAANNAA  TTOORRAAJJAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-
1 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
8 
-
KM
D 
Psik
ho-
4 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-8 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
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KP
D 
Ad
m-2 

 

4.41. Desa Mongolato, Kabupaten Gorontalo  

  Desa Mongolatu  berada dalam wilayah dataran yang tingkat kesuburannya 

termasuk sedang. Produksi desa bermacam-macam, namun sebagian besar bertumpu 

pada pertanian/perkebunan. Produksi unggulan desa adalah jagung. Komoditi ini hasil 

dari arahan dan kebijakan Gubernur Gorontalo yang berlatar seorang pengusaha untuk 

menjadikan Gorontalo sebagai unggulan dalam komoditi jagung. Produksi jagung ini 

dipanen dalam usia 40 hari sudah berbentuk kering dan kemudian diekspor ke Korea. 

Keadaan desa menunjukkan perkembangan yang meningkat terus, sehingga desa ini 

termasuk desa Detar-2..  

  Kepadatan masyarakat desa terhitung sedang saja. Para penduduk umumnya 

sudah berpendidikan menengah, sehingga dapat menerima pembaharuan. Upaya 

penanaman komoditi (diantaranya jagung) diujicobakan dengan berbagai teknik 

pemupukan yang dapat mempertahankan dan mengembalikan kesuburan tanah, yakni 

dengan teknik kompos cair.  Dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup, pada 

umumnya disandarkan pada kerjasama dengan masyarakat lain, sehingga termasuk  

desa KMD Psikho-6. 

  Pemerintahan  desa menunjukkan usaha yang serius dalam peningkatan 

ekonomii masyarakat. Keadaan sarana dan prasarana yang cukup baik, termasuk tingkat 

pendidikan masyarakat  menjadikan usaha-usaha dalam bidang sosial politik harus 

mendapat perhatian. Tepatnya pemerintahan desa Mongolato kini memberi tekanan 

pada bidang fungsi pengaturan pemerintahan termasuk pengaturan dalam pembangunan 

ekonomi  desa. Dengan kata lain desa Mongolato termasuk KPD  Sospol-6. Secara 

keseluruhan indikator karakter desa menujukkan, desa ini sebagai desa Unggul Aksi.    

 
Tabel 4.7.41 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  MMOONNGGOOLLAATTUU  
KKAABBUUPPAATTEENN  GGOORROONNTTAALLOO 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni Kate
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s gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-2 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
5 
-
KM
D 
Psik
ho-
6 
-
KM
D 
Inte
g-3 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-5 
-
KP
D 
Sos
pol-
6 
-
KP
D 
Ad
m-4 

 
 
4.42. Desa Telaga Timur, Kabupaten Gorontalo.  

  Sesuai dengan namanya, Desa Telaga Timur yang berada di kecamatan Telaga 

Biru yang dulunya sebuah telaga  yang mengering. Hal itu dapat dipahami, karena desa 

ini berada dalam wilayah yang berada di dataran rendah yang tentunya kadar tanah 

termasuk kategori subur. Komoditi desa yang dihasilkan terutama dari sektor  pertanian 
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dan perkebunan, meskipun juga ada  juga yang beternak unggas. Karena kesuburan 

tanah yang memadai, maka dari kewilayahan menjadikan desa dapat berkembang dan 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itulah sebabnya desa ini  termasuk desa 

Detar-3. 

  Letak kantor desa ini relatif tidak jauh dari pusat pemerintahan, walaupun 

sebagian masyarakatnya tinggal relatif jauh dari kantor desa. Penduduknya yang tingkat 

kepadatannya sedang ini  rata-rata telah menamatkan sekolah dasar atau madrasah. 

Ketaatan pada Agama Islam yang kuat dan bersifat kolektif telah mendorong  langkah-

langkah usaha yang dilakukannya senantiasa sungguh-sungguh. Namun harus diakui,  

kebutuhan dasar biologis untuk sebagian penduduk masih terasa berat. Untuk itu 

kebutuhan masyarakat desa telaga Timur termasuk corak KMD Bio-5. 

  Pemerintahan desa relatif berjalan baik, meskipun keadaan sarana dan prasarana 

harus terus diusahakan. Kebutuhan desa yang utama adalah aspek pembangunan dan 

perberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, yakni dengan 

menciptakan peluang-peluang mata pencaharian baru selain pertanian jagung. Rintisan 

usaha itu berupa  usaha home industry makanan dari jagung dan pemanfaatan pohon 

jagung untuk pemeliharaan ternak. Dari sudut kebutuhan pemerintahan desa, Desa 

telaga Timur dikelompokkan KPD  Eko-5. Jelasnya dengan indikator ini desa ini 

dikategorikan sebagai Unggul Aksi 

 
Tabel 4.7.42. 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  TTEELLAAGGAA  TTIIMMUURR  
KKAABBUUPPAATTEENN  GGOORROONNTTAALLOO  

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Det
ar-3 

 
 
 
Ungg
ul 
Aksi 

2 Kebutuh
an 
Masyara
kat Desa 

-
KM
D 
Bio-
5 
-
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KM
D 
Psik
ho-
5 
-
KM
D 
Inte
g-4 

3 Kebutuh
an 
Pemerint
ahan 
Desa 

-
KP
D 
Eko
-5 
-
KP
D 
Sos
pol-
5 
-
KP
D 
Ad
m-4 

 
4.43. Desa Watumea, Kabupaten Minahasa  

  Desa Watumea merupakan  salah satu desa  yang berada di Kecamatan Eris yang 

sudah dibentuk sejak tahun 1943 dengan nama “Order Distrik Eris”. Sejalan dengan 

perkembangan, kecamatan ini terus mengalami pemekaran, dan terakhir membawahi 7 

desa. Desa Watumena berjalan 11 km  dari Ibu Kota Minahasa. Luas wilayahnya  

mencapai 4.011 hektar. Sedangkan karakternya kebanyakan berada dalam dataran 

tinggi. Produksi desa menekankan  sektor ekonomi perkebunan, terutama kelapa, 

jagung, cengkeh, kopi, pala, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Sebagian kecil dalam 

pertanian sawah basah. Desa ini berkembang dengan baik, sehingga dikelompokkan  

sebagai  Depug-2. 

  Jumlah penduduknya tergolong sedikit yakni hanya 977 orang saja. Sebagai desa 

yang telah lama dihuni oleh masyarakatnya, maka sudah tentu memiliki adat istiadat 

yang sudah dibakukan bersama. Kebutuhan utama masyarakat desa lebih menekankan 

pada  kolektivitas sosial, meskipun harus diakui kebutuhan dasar hidup juga dirasakan 
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oleh sebagian penduduk. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan, 

kebutuhan masyarakat lebih tepat masuk dalam KMD Bio 6. 

  Pemerintahan desa di Minahasa  diikat oleh hukum tua (kepala desa). 

Pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan oleh kepala jasa (kepala dusun) serta 

Mawateng (pembantu kepala dusun).  Kebutuhan utama pemerintahan desa diletakkan 

pada fungsi pemberdayaan dan pengaturan atau kebutuhan KPD Sospol-7. Hal ini 

didasarkan pada data lapangan,  dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah ada 

sudah harus mengalami perubahan. Dengan kata lain Desa ini termasuk kategori desa 

berkarakter Unggul Tradisi.  

 
 
 
Tabel 4.7.43 
KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK    DDEESSAA  WWAATTUUMMEEAA  
KKAABBUUPPAATTEENN  MMIINNAAHHAASSAA 

N
o Tipologi 

Karakteristik 
 
Jeni
s 

Kate
gori 
 

1
. 

Desa -
Dep
ug-2 
 

 
 
 
Ungg
ul 
Tradi
si 

2 Kebutuha
n 
Masyarak
at Desa 

-
KM
D 
Bio-
6 
-
KM
D 
Psik
ho-4 
-
KM
D 
Inte
g-2 

3 Kebutuha
n 
Pemerint

-
KP
D 
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ahan 
Desa 

Eko
-5 
-
KP
D 
Sos
pol-
7 
-
KP
D 
Ad
m-3 

  Dengan menggunakan kombinasi tipologi, maka karakteristik desa, kebutuhan 

masyarakat desa, dan kebutuhan pemerintahan desa yang menjadi lokus penelitian 

mengenai penyerahan urusan pemerintahan berikut dengan kategori karakternya, maka 

dapat diperhatikan pada tabel  4.8 di bawah ini: 

 
 
TABEL 4.8 
TTAABBUULLAASSII  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  LLOOKKUUSS  DDEESSAA  
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BAB V 

PERSEPSI DALAM PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 

KABUPATEN/KOTA  

 
Sebagaimana tujuan penelitian yang salah satunya berupaya mengidentifikasi  

urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada 

pemerintahan desa, maka yang perlu dilakukan adalah mengetahui persepsi responden 

berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini menetapkan dua kelompok, yaitu: (1) 

responden yang berasal dari perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  (2) 

responden perangkat Pemerintah Desa. Dalam persepsi tersebut, juga berupaya 

mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terwujudnya penyerahan 

urusan pemerintahan dimaksud.   

Upaya pengidentifikasian persepsi dan faktor-faktor penentu tersebut yang 

didapat dari responden Perangkat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas landasan 

sebagaimana tertulis dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 – 18, khususnya pasal 11 

ayat 1. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan tiga  kriteria dalam identifikasi, yaitu: 

kriteria ekternalitas; akuntabilitas; dan efisiensi. Selain itu, didalam undang-undang 

tersebut juga mengharuskan dalam identifikasi mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengaturan desa dengan mencermati: (1) keanekaragaman; (2) partisipasi; (3) otonomi 

asli; (4) demokratisasi; dan (5) pemberdayaan masyarakat.  

Adapun upaya mengidentifikasi kebutuhan responden pemerintah desa 

dilakukan dengan  ekplorasi sistem pengetahuan dan wawasan para perangkat desa yang 

berhubungan dengan kesadaran mereka untuk mengatur dan mengurus masyarakat 

dengan sistem pemerintahan desa yang dimilikinya saat ini. Kesadaran pengaturan, 

melakukan pemberdayaan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk 

mencapai pemerintahan desa yang baik di masa depan. 

Penggalian persepsi dan faktor-faktor penentu penyerahan urusan dilakukan  

dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik kuesioner/angket, selain itu 

juga dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam di 

lapangan. Materi kuesioner  memuat persepsi mengenai bidang kewenangan yang 

disediakan dengan jumlah 32 buah, yang terdiri dari 24 bidang urusan wajib dan 8 
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urusan pilihan. Keseluruhan bidang tersebut dirinci dengan rincian kewenangan yang 

berjumlah  268  kewenangan. Adapun urusan pemerintahan dimaksud adalah: 

 

a.  Urusan Wajib, Bidang: 

 1.  Pendidikan 
 2.  Kesehatan 
 3.  Lingkungan Hidup 
 4.  Pekerjaan Umum 
 5.  Penataan Ruang 
 6.  Perencanaan Pembangunan 
 7.  Perumahan 
 8.  Pemuda dan Olahraga 
 9.  Penanaman Modal 
 10.  Koperasi & UKM 
 11.  Kependudukan dan Catatan Sipil 
 12.  Tenaga Kerja 
 13.  Ketahanan Pangan 
 14.  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
 15.  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
 16.  Perhubungan 
 17.  Komunikasi & Informatika 
 18.  Pertanahan 
 19.  Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri 
 20.  Pemberdayaan Masyarakat & Desa 
 21.  Sosial 
 22.  Kebudayaan 
 23.  Statistik 
 24.  Arsip 

 
b. Urusan Pilihan, Bidang: 

 25.  Kelautan & Perikanan 
 26.  Pertanian 
 27.  Kehutanan 
 28.  Energi dan Sumber Daya Mineral 
 29.  Pariwisata 
 30.  Industri 
 31.  Perdagangan 
 32.  Transmigrasi 

 

Sedangkan rincian kewenangan yang berjumlah 268 merupakan konsep yang 

diformulasikan oleh tim peneliti dengan pengujian secara khusus dan 

mempertimbangkan karakteristik lapangan serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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 Selain rincian kewenangan, didalam kuesioner juga memuat persepsi kelayakan 

urusan dan kesiapan sumber daya personil dan sarana prasarana pemerintahan (untuk 

responden perangkat Pemerintah Kebupaten/Kota) dan persepsi berdasarkan kebutuhan 

atas urusan pemerintahan tersebut dan dukungan sumber daya personil dan sarana 

prasarana pemerintahan desa (untuk responden perangkat pemerintahan desa). 

Eksplorasi data kebijakan dan meknisme kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 

dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen kebijakan. Demikian juga, 

penggalian faktor-faktor penentu dalam penyerahan urusan digali dengan menggunakan 

informan dari pemerintahan desa lokus dengan teknik pengamatan dan wawancara 

mendalam.     

 

A. Persepsi Pemerintah Daerah  
 

Kepentingan mengeksplorasi persepsi penyerahan urusan dari perangkat 

Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan yang harus dioperasionalisasikan 

oleh perangkat pemerintah daerah sebagaimana tertera dalam undang-undang. Oleh 

karena itu, keterlaksanaan penyerahan urusan merupakan pertimbangan positif dan 

kesediaan pemerintah daerah beserta perangkatnya untuk membuat orientasi dalam 

“berbagi  kekuasaan” kepada pemerintahan yang lebih bawah (pemerintahan desa).  

Orientasi berbagi kekuasaan dalam paradigma penyelenggaraan otonomi daerah 

tidak dapat dipandang sebelah mata, melainkan sudah seharusnya menjadi kebutuhan 

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Persepsi dan penilaian yang telah 

dilakukan responden di lapangan lebih ditafsirkan sebagai politisasi kekuasaan yang 

selama ini didapatkan Pemerintahan Kebupaten/Kota. Dengan orientasi menciptakan 

pemerintahan yang baik, maka penilaian yang bersifat objektif mesti diwujudkan. Untuk 

itu, menjadi penting mengetahui persepsi menyangkut urusan dan kelayakan objek 

kewenangan yang akan diserahkan; kesiapan personil; sarana dan prasarana yang 

dimiliki  pemerintahan desa didalam wilayah Kabupaten/Kota lokus. 

Pada umumnya, persepsi responden perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota 

secara implisit cenderung menyatakan layak untuk menyerahkan 32 bidang yang 

menjadi urusan pemerintahan di desa. Persepsi ini didasarkan Pemerintah Daerah c.q. 

perangkat daerah telah memahami makna desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan 
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dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain latar 

pengetahuan yang mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif sehingga 

dapat mempercepat akselerasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Dalam konteks penyerahan urusan dari Kabupaten/Kota kepada desa, secara 

eksplisit data dan informasi dilapangan menunjukkan persepsi yang mengisyaratkan 

pengakuan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota selama ini, 

memang masih dirasakan kurang efektif dan efisien. Hal yang menunjukkan kurang 

efektif dan efisien tersebut, dapat terlihat antara lain dari indikator masih relatif 

rendahnya (rata-rata) peningkatan kondisi sumber daya desa, baik dalam peningkatan 

kompetensi personil pemerintahan desa, dan juga sarana dan prasarana pemerintahan 

yang dimiliki desa. 

Kenyataan kondisi desa yang demikian, seakan menguatkan sinyalemen selama 

ini, bahwa pemerintahan Kabupaten/Kota cenderung sibuk mengurusi dirinya sendiri 

dengan permasalahan politik lokal dan pembagian kekuasaan diantara elit politik 

Kabupaten/desa. Pemerintah desa yang menjadi subsistem pemerintahan kurang 

mendapat perhatian yang serius dari pemerintah supradesa, kecuali beberapa 

Kabupaten/Kota. Kalaupun terjadi perkembangan di desa kecenderungannya bukan 

disebabkan usaha pemerintahan Kabupaten/Kota, melainkan kemandirian usaha dari 

masyarakat desa. Dengan kata lain, sejak diluncurkannya kebijakan otonomi daerah 

tidak banyak berdampak positif bagi perkembangan desa.   

Sebagian kecil responden perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan, 

bahwa personil (perangkat desa) dipandang kurang memadai untuk melaksanakan 

urusan yang akan diserahkan kepada pemerintahan desa. Hal sama juga dipersepsikan 

pada kondisi sarana dan prasarana pemerintahan desa saat ini, dimana dipandang 

cenderung tidak memadai dengan “tanpa beban”, padahal kondisi sumber daya desa 

yang demikian juga dapat dijadikan penilaian bahwa masih relatif kurangnya perhatian 

dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah.  

 Berikut ini data yang diperoleh mengenai gambaran persepsi responden 

perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam proses identifikasi penyerahan urusan. 

1. Kelayakan Urusan Pemerintahan  

 Penilaian kelayakan urusan dan kewenangan dimaksudkan sebagai upaya 

untuk mengetahui pendapat perangkat pemerintah daerah terhadap kelayakan urusan 
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dan kewenangan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa. Penilaian yang 

dilakukan mengindikasikan telah mempertimbangkan kriteria pembagian 

penyelenggaraan urusan daerah atas 3 hal, yaitu, ekternalitas, akuntabilitas dan 

efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun 

demikian, penilaian persepsi tidak dapat sepenuhnya obyektif mengingat status 

pemerintahan kabupaten/kota yang menjadi aktor dan eksekutor pemegang otoritas 

yang selama ini diperoleh.  Adapun hasil penilaian atas kelayakan urusan-urusan 

pemerintahan yang dapat diserahkan terlihat  pada table 5.1., sebagai berikut: 

 

 

Tabel 5.1 
PPeerrsseeppssii  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  TTeerrhhaaddaapp  KKeellaayyaakkaann  UUrruussaann  PPeemmeerriinnttaahhaann  
  

  
NNoo..  

  
UURRUUSSAANN  
PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN  

  
PPRROOSSEENNTTAASSEE  
  

1.  Pendidikan 86,00 
2.  Kesehatan 81,58 
3.  Lingkungan Hidup 79,38 
4.  Pekerjaan Umum 57,14 
5.  Penataan Ruang 77,78 
6.  Perencanaan 

Pembangunan 
88,64 

7.  Perumahan 68,06 
8.  Pemuda dan 

Olahraga 
91,67 

9.  Penanaman Modal 43,86 
10.  Koperasi & UKM 61,67 
11.  Kependudukan dan 

Catatan Sipil 
71,60 

12.  Tenaga Kerja 63,73 
13.  Ketahanan Pangan 66,92 
14.  Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

68,71 

15.  Keluarga Berencana 
dan Keluarga 
Sejahtera 

81,58 

16.  Perhubungan 58,18 
17.  Komunikasi & 

Informatika 
58,85 
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18.  Pertanahan 79,49 
19.  Kesatuan Bangsa & 

Politik Dalam 
Negeri 

67,00 

20.  Pemberdayaan 
Masyarakat & Desa 

82,99 

21.  Sosial 67,28 
22.  Kebudayaan 76,97 
23.  Statistik 77,55 
24.  Arsip 78,79 
25.  Kelautan & 

Perikanan 
45,45 

26.  Pertanian 58,88 
27.  Kehutanan 65,24 
28.  Energi dan Sumber 

Daya Mineral 
31,88 

29.  Pariwisata 63,57 
30.  Industri 56,39 
31.  Perdagangan 77,38 
32.  Transmigrasi 52,94 

Sumber: hasil penelitian, data diolah kembali. 
 

 Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan 90,625 % dari 32 bidang urusan 

pemerintahan dinyatakan layak untuk diberikan oleh pemerintahan kabupaten/kota 

oleh responden perangkat pemerintahan daerah. Hanya tiga bidang urusan, yakni  

9,375% saja yang dipandang tidak layak (satu bidang urusan wajib dan dua bidang 

urusan pilihan, yakni bidang penanaman modal dan urusan bidang energi, dan 

sumber daya alam dan bidang kelautan dan perikanan). 

  Apabila mencermati lebih jauh, bidang urusan wajib yang dinyatakan layak oleh 

responden yang dikategorikan prioritas kewenangan (top priority) dapat diurutkan 

dalam lima bidang yang dipandang penting, yakni: bidang prioritas pertama yakni 

urusan Pemuda dan Olahraga (91, 69 %); kedua,  bidang Perencanaan Pembangunan 

(88,64 %); ketiga, bidang Pendidikan (86,00 %); keempat bidang Pemberdayaan 

Masyarakat & Desa (82,99 %); dan kelima bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera (81,58 %).  Sementara itu bidang kesehatan menduduki posisi keenam dengan 

prosentase yang sama dengan bidang Keluarga Berencana yakni (81,56 %).  Secara 

lengkap lima urusan bidang kewenangan yang dipersepsi sebagai prioritas tampak pada 

table 5.2. sebagai berikut: 
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Tabel 5.2 
PPrriioorriittaass  BBiiddaanngg  UUrruussaann  WWaajjiibb  YYaanngg  DDiisseerraahhkkaann    
PPeennggaattuurraannnnyyaa  KKeeppaaddaa  DDeessaa  
 

  
NNoo..  

  
BBIIDDAANNGG  
KKEEWWEENNAANNGGAANN  

  
PPRROOSSEENNTTAASSEE  
  

1.  Pemuda dan 
Olahraga 

91,67 

2.  Perencanaan 
Pembangunan 

88,64 

3.  Pendidikan 86,00 
4.  Pemberdayaan 

Masyarakat & 
Desa 

82,99 

5.  Keluarga 
Berencana dan 
Keluarga 
Sejahtera 

81,58 

6.  Kesehatan 81,58 
7.  Pertanahan 79,49 
8.  Lingkungan 

Hidup 
79,38 

9.  Arsip 78,79 
10.  Penataan Ruang 77,78 
11.  Statistik 77,55 
12.  Kebudayaan 76,97 
13.  Kependudukan 

dan Catatan Sipil 
71,60 

14.  Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

68,71 

15.  Perumahan 68,06 
16.  Sosial 67,28 
17.  Kesatuan Bangsa 

& Politik Dalam 
Negeri 

67,00 

18.  Ketahanan Pangan 66,92 
19.  Tenaga Kerja 63,73 
20.  Koperasi & UKM 61,67 
21.  Komunikasi & 

Informatika 
58,85 

22.  Perhubungan 58,18 
23.  Pekerjaan Umum 57,14 
24.  Penanaman Modal 43,86 
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Sumber: hasil penelitian, data diolah kembali. 
 

 Sementara itu, dalam urusan pemerintahan disamping urusan wajib terdapat pula 

urusan pilihan. Yang dimaksud dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang 

disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing sehingga satu desa dengan desa 

lainnya akan bervariatif. Terdapat lima urusan pilihan yang menjadi prioritasnya, yakni: 

Pertama bidang perdagangan (77, 38 %); kedua bidang kehutanan (65, 24 %); ketiga 

bidang pariwisata (63,57%); bidang pertanian (58, 88%) dan bidang industri (56,39 %). 

Selengkapnya urutan penilaian terhadap prioritas urusan pilihan tampak pada table 5.3. 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3 
 PPrriioorriittaass  BBiiddaanngg  UUrruussaann  PPiilliihhaann  YYaanngg  DDiisseerraahhkkaann    
PPeennggaattuurraannnnyyaa  KKeeppaaddaa  DDeessaa  
  
  
NNoo..  

  
BBIIDDAANNGG  KKEEWWEENNAANNGGAANN  

  
PPRROOSSEENNTTAASSEE  
  

25.  Perdagangan 77,38 
26.  Kehutanan 65,24 
27.  Pariwisata 63,57 
28.  Pertanian 58,88 
29.  Industri 56,39 
30.  Transmigrasi 52,94 
31.  Kelautan & Perikanan 45,45 
32.  Energi dan Sumber Daya 

Mineral 
31,88 

Sumber: hasil penelitian, data diolah  
 

Adapun Daerah yang memberikan apresiasi (prosentase) yang besar untuk 

menyerahkan urusan kepada Desa sebanyak 8 Daerah (32%), yaitu: Kab. Tana Toraja, 

Gresik, Kab. Tegal, Bangka, Gorontalo, Kutai Kertanegara, Toba Samosir dan Kab. 

Sragen, sedangkan Daerah yang memberikan apresiasi relatif rendah/kecil sebanyak 5 

Daerah 20%, yaitu: Kab. Tasikmalaya, Deli Serdang, Lebak, Kab. Cirebon dan Kab. 

Bulukumba. Hal itu tampak pada gambar 5.1. sebagi berikut: 
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Gambar 5.1 
PPrroosseennttaassee  PPeenniillaaiiaann  DDaaeerraahh  TTeerrhhaaddaapp  PPeennyyeerraahhaann  KKeewweennaannggaann  
 

 
 Berdasarkan gambaran di atas, secara implisit menunjukkan bahwa sebagian 

besar Pemerintah Daerah telah mengindikasikan kemauannya untuk melakukan 

perubahan paradigma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah (desa). 

Hal tersebut juga terungkap dari tanggapan mayoritas responden dalam wawancara, 

dimana pemerintahan daerah semakin menyadari bahwa salah satu upaya dalam 

mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan cara 

menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada masyarakat (desa).   

    Selanjutnya dinyatakan, bahwa mengikutsertakan masyarakat secara aktif 

dalam proses pembangunan yang berlandaskan pada aspek kebutuhan memang 

sudah seharusnya dilakukan, karena masyarakat desa setempatlah yang mengetahui 

kebutuhan dan bagaimana pembangunan tersebut dilakukan yang sesuai dengan 

potensi dan kondisi sosial budaya mereka. Walaupun dari segi kelayakan urusan 

pemerintahan tersebut dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, namun jumlah 

dan jenis urusan dan kewenangan yang diberikan akan dilakukan secara bertahap 

dan proporsional sesuai dengan kemampuan desa dan mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari desa. 

  

 

2. Kesiapan Sumber Daya  

Apresiasi Daerah Terhadap 
Penyerahan Kewenangan

Besar
32%

Sedang
48%

Kecil
20%
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 Dalam upaya mewujudkan penyerahan urusan dan pelaksanaan kewenangan, 

aspek  yang berpengaruh dalam  keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah 

dukungan sumber daya, yang didalamnya terkandung sumber daya manusia atau 

personil (perangkat desa) dan sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana 

pemerintahan. Kriteria penilaian dalam kesiapan sumber daya adalah bila prosentase 

nilai SM (sangat memadai) dan M (memadai) lebih besar daripada KM (kurang 

memadai), maka dinyatakan sumber dayanya memadai, begitupun sebaliknya, bila 

SM dan M lebih kecil daripada KM maka dinyatakan kurang memadai.  

 Berdasarkan hasil penilaian perangkat Kabupaten/Kota, terdapat 3 kelompok 

kategori daerah, yaitu: pertama, desa yang sumber daya personil, sarana dan 

prasarana memadai; kedua, sumber daya personil memadai, tetapi sarana dan 

prasarana kurang memadai; ketiga, desa yang sumber daya, baik personil maupun 

sarana dan prasarana kurang memadai. Adapun penilaian sumber daya dimaksud 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.4. sebagai berikut: 

 
 
Tabel 5.4. 
Kompilasi Persepsi Perangkat Daerah Terhadap  
Kesiapan Sumber Daya Pemerintah Desa 
 

NNoo  DDaaeerraahh  SSaammppeell    
KKaabbuuppaatteenn  

KKeessiiaappaann  SSuummbbeerr  DDaayyaa  
PPeerrssoonniill  SSaarrpprraass  
SSMM  MM  KKMM  SSMM  MM  KKMM  

1.  Deli Serdang 0.6 27.2 72.2 1.46 26.3 72.3 
2.  Toba Samosir 2.84 60.3 36.9 2.87 56.6 40.5 
3.  Solok 0 36 64 0 41.9 58.1 
4.  Bintan  0 34.5 65.5 0.76 22 77.3 
5.  Rokan Hilir 1.2 45.8 53 0 39.9 60.1 
6.  Sorolangun 3.14 38.8 58 0.79 35.6 63.6 
7.  Bangka  0 46.5 53.5 0 32.9 67.1 
8.  OKI 1.2 45.8 53 0 39.9 60.1 
9.  Lampung Utara 1.2 45.8 53 0 39.9 60.1 
10.  Lebak 0 27 73 0 26 74 
11.  Tasikmalaya 0 36 64 0 41.9 58.1 
12.  Cirebon 0 44.5 55.5 0 32 68 
13.  Tegal 0 72.9 27.1 0.39 71 28.6 
14.  Sragen 0 88.9 11.1 0.42 88.7 10.9 
15.  Gresik 0 42 58 0.4 27.3 72.3 
16.  Bangkalan 0.8 45.2 54 0 39.9 60.1 
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NNoo  DDaaeerraahh  SSaammppeell    
KKaabbuuppaatteenn  

KKeessiiaappaann  SSuummbbeerr  DDaayyaa  
PPeerrssoonniill  SSaarrpprraass  
SSMM  MM  KKMM  SSMM  MM  KKMM  

17.  Klungkung 0.66 27.2 72.2 1.46 26.3 72.3 
18.  Sumbawa Besar 1.2 45.8 53 0 39.9 60.1 
19.  Lombok Besar 0 34.5 65.5 0.76 22 77.3 
20.  Kupang 0.8 37.5 61.8 0.4 33.5 66.1 
21.  Kutai Kertanegara 0 58.6 41.4 1.12 45.4 53.5 
22.  Bulukumba 0 25 75 0 24 76 
23.  Tana Toraja 0.44 45.2 54.4 0.87 31.3 67.8 
24.  Gorontalo 2.37 49 48.6 3.85 36.2 60 
25.  Minahasa 29.4 29.4 41.3 34.1 11.1 54.8 

Sumber: Hasil penelitian, diolah kembali 
 
 

Berdasarkan tabel 5.4. tersebut terlihat, bahwa secara umum persepsi responden 

Pemerintahan Kabupaten/Kota terhadap sumber daya pemerintahan desa yang ada 

didaerahnya rata-rata kurang memadai. Adapun Daerah yang memandang kesiapan 

sumber daya desanya termasuk kedalam kategori pertama hanya 12% atau 3 daerah, 

yaitu Kabupaten Sragen, Tegal dan Toba Samosir. Kabupaten Sragen memberikan 

penilaian 88,9% untuk kesiapan personil dan 89,12% untuk kesiapan sarana prasarana. 

Kabupaten Tegal kesiapan personilnya menilai 72,9% dan 71,39% untuk sarana 

prasarana pemerintahan, sedangkan Toba Samosir menilai personil sebesar 62,87% dan 

kesiapan sarana prasarana sebesar 59,48%.  

 Daerah yang masuk kedalam kategori kedua dinyatakan oleh 3 Kabupaten 

(12%), yakni Kabupaten Kutai, Gorontalo dan Minahasa yang menilai desa di 

wilayahnya memiliki personil yang memadai namun kurang memadai dari sisi sarana 

dan prasarana.  Adapun penilaian dari masing-masing Kabupaten tersebut yakni, 

Kabupaten Kutai menilai 56,8% sumber daya personilnya telah memadai, namun hanya 

46,52% sarana prasarana yang memadai; Kabupaten Gorontalo, 51,37% personil telah 

memadai dengan dukungan sarana dan prasarana 40,05%; dan Kabupaten Minahasa, 

58,8% personil memadai dengan 45,2% kesiapan dukungan sarana prasarana.   

 Pemerintah Daerah yang mempersepsikan desa di wilayahnya termasuk kedalam 

kategori ketiga yang minim dalam sumber dayanya, baik ditinjau dari kesiapan 

personilnya maupun sarana prasarana. Kondisi demikian sebagaimana tampak pada 

sebagian besar Daerah yaitu 76% (lihat tabel 5.4.)  
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyiratkan, bahwa kondisi 

sarana dan prasarana desa yang demikian disebabkan karena ”kesalahan” kedua belah 

pihak, baik Pemerintah Daerah maupun Desa. Responden cenderung menyoroti 

penyebab dari Pemda adalah dikarenakan lebih disibukkan penataan internal terkait 

terbitnya kebijakan otonomi  daerah sehingga kurang terperhatikan kondisi desa. 

Adapun penyebab dari desa, karena masih lemahnya kemampuan Kepala Desa dan 

perangkatnya.  

Gambaran persepsi di atas, yang melihat dari aspek kelayakan urusan 

pemerintahan yang diserahkan dan kesiapan sumber daya pemerintahan desa, terlihat 

bahwa Pemerintah Daerah menyadari bahwa penyerahan urusan pemerintahan kepada 

desa merupakan salah satu hal yang mungkin dan perlu dilakukan agar kesejahteraan 

masyarakat desa dapat cepat terwujud. Namun demikian, disadari masih banyak hal-hal 

yang perlu dibenahi dan dilakukan untuk mempersiapkan desa menerima urusan yang 

akan diserahkan.  

 

B. Persepsi Pemerintah Desa  

  Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 

yang pengaturannya dapat dilakukan oleh desa mesti memperhitungkan kesiapan 

pemerintahan  desa sebagai subyek yang akan memikul amanat otoritas tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan data dan informasi mengenai apa dan bagaimana kewenangan 

yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan desa. Data dan informasi ini akan sangat 

berguna bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadi  pertimbangan dalam 

merumuskan dan  menetapkan kebijakan berkenaan dengan penyerahan urusan dan 

kewenangannya. Selain itu, penggalian data dengan pengamatan dan wancara 

mendalam mengenai persepsi pemerintahan desa tentang mekanisme yang diinginkan 

bilamana penyerahan itu dilakukan juga akan digunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

 Secara umum, kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang selama ini dilakukan rata-rata tergolong sedang, walaupun kondisi 

dukungan sumber daya, baik personil maupun sarana dan prasarana tergolong kurang 

memadai. Kenyataan ini disebabkan oleh masih relatif banyaknya keterbatasan dan 

kendala yang dihadapi desa. Adapun keterbatasan dan kendala dimaksud, dipengaruhi 
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faktor internal dan eksternal desa. Faktor internal dimaksud, yaitu masih terbatasnya 

kemampuan pemerintahan Desa dan masyarakat; sedangkan faktor eksternal, yakni 

masih kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah supradesa dalam memperkuat 

pemerintahan desa. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kenyataan 

pemerintahan desa di Indonesia yang rata-rata masih sulit bergeming dan 

memperlihatkan peningkatan pemberdayaan dan pembangunan serta pelayanan pasca 

kebijakan otonomi daerah digulirkan. 

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik secara geografis, 

potensi alam yang dimiliki, sosial budaya maupun masyarakat, maka berimplikasi 

terhadap pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan oleh masing-masing 

desa. 

Data dan informasi yang didapatkan dari desa sampel, memang menunjukkan 

kondisi demikian, bahwa setiap desa bervariasi dalam pelaksanaan urusan. Apabila 

dilakukan kategorisasi dengan menggunakan interval terhadap jumlah pelaksanaan 

urusan yang dilakukan oleh desa, maka dapat dibagi kedalam 3 kategori, yaitu: 

1. Kategori C: melaksanakan sebanyak 1 – 8 urusan; 

2. Kategori B: melaksanakan sebanyak 9 – 16 urusan; 

3. Kategori A: melaksanakan sebanyak lebih dari 17 urusan pemerintahan. 

Berdasarkan pengelompokkan tersebut di atas, yang termasuk kelompok C 

sebanyak 3 desa (6,98%), yakni desa Bukit Sebelas, Kanekes dan desa Tana Tuo; 

kelompok B sebanyak 26 desa (60,47%), yaitu desa Cinta Rakyat, Dalihanatolu, 

Hutanamora, Bangko Pusako, Batu Hampar, Toa Paya, Teluk Bakau, Bukit Duabelas, 

Riding Panjang, Margo Bhakti, Celikah, Bojong Barat, Sumber Arum, Dawan Klod, 

Babussalam, Boak, Klungkung, Tablolong, Keso Malenong, Rante, Dwitoro dan Desa 

Pentadio Timur;  dan yang termasuk kelompok A sebanyak 14 desa (32,56%), yaitu 

nagari Paninggahan, Koto Gadang Koto Anau, desa Cikunten, Buntet, Lurah, Muncang 

Larang, Burneh, Kamasan, Bolok, Sawarna, Slawi Kulon, Kedungupit, Padeg dan desa 

Watumea.  

Kemudian informasi lainnya yang didapatkan, baik melalui interpretasi dari hasil 

wawancara maupun  pengakuan diri (self evaluation) dari perangkat pemerintah desa 

berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah 
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desa untuk mengetahui bagaimana kinerja (hasil kerja) mereka dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi desa menunjukkan, bahwa rata-rata kinerjanya tergolong sedang. 

Kondisi kinerja yang demikian disebabkan karena masih relatif terbatasnya kemampuan 

Pemerintah Desa. Adapun penilaian kinerja dari masing-masing desa dapat dilihat pada 

tabel 5.5. 

 

 

2. Dukungan Sumber Daya 

Sebagaimana kondisi kinerja yang telah disebutkan sebelumnya, keberhasilan 

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan yang akan 

diterima desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh dukungan sumber 

daya, baik personil maupun sarana dan prasarana pemerintahan. Dari data dan informasi 

yang didapat, memperlihatkan 3 kelompok kondisi sumber daya yang dimiliki oleh 

desa. Pertama,  desa yang dukungan sumber daya, baik personil maupun sarana dan 

prasarana pemerintahan memadai. Kelompok ini hanya terdapat di 6 desa (13,95%). 

Kedua,  desa yang dukungan sumber daya personilnya terbilang relatif memadai tetapi 

kurang memadai dari segi sarana dan prasarana. Ini terdapat di 18 desa (44,86%). 

Kelompok terakhir, ketiga adalah desa yang kondisi sumber dayanya kurang memadai 

yang terdapat di 19 desa (44,19%). Adapun kondisi sumber daya, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya fisik atau sarana prasarana yang dimiliki  pemerintah 

desa dapat dilihat pada table 5.5. berikut ini: 

 

Tabel 5.5. 
PPeellaakkssaannaaaann  KKeewweennaannggaann  ddaann  KKoonnddiissii  DDuukkuunnggaann  SSuummbbeerr  DDaayyaa  PPeerrssoonniill  
ddaann  SSaarraannaa  PPrraassaarraannaa  PPeemmeerriinnttaahhaann  
 
 

No. KABUPATEN DESA KINERJA 
SUMBER DAYA 

PERSONIL SARPRAS 
26.  Deli Serdang 44. Cinta Rakyat Sedang Memadai Kurang 
      
27.  Toba Samosir 45. Dalihannatolu Rendah Kurang Kurang 
  46. Hutanamora Sedang Memadai Kurang 
28.  

Rokan Hilir 
47. Bangko 

Pusako 
Sedang Memadai Kurang 
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No. KABUPATEN DESA KINERJA 
SUMBER DAYA 

PERSONIL SARPRAS 
  48. Batu Hampar Rendah Kurang Kurang 
29.  Bintan 49. Tua Paya Rendah Kurang Kurang 
  50. Teluk Bakau Sedang Memadai Kurang 
30.  Solok 51. Paninggahan Sedang Memadai Kurang 
 

 
52. Koto Gadang 

Koto Anau 
Sedang Memadai Kurang 

31.  Bangka 53. Kimak Sedang Memadai Kurang 
 

 
54. Riding 

Panjang 
Rendah Kurang Kurang 

32.  Sarolangun 55. Bukit Sebelas Rendah Kurang Kurang 
 

 
56. Bukit 

Duabelas 
Sedang Memadai Kurang 

33.  Lampung 
Utara 

57. Bojong Barat Sedang Memadai  Kurang 

  58. Sumber Arum Rendah Kurang Kurang 
34.  Ogan 

Komering Ilir 
59. Margo Bhakti Sedang Memadai Kurang 

 60. Celikah Rendah Kurang Kurang 
35.  Lebak 61. Kanekes Rendah Kurang Kurang 
  62. Sawarna Tinggi Memadai Kurang 
36.  Cirebon 63. Buntet Sedang Memadai Kurang 
  64. Lurah Sedang Memadai Kurang 
37.  Tasikmalaya 65. Cikunten Sedang Memadai Kurang 
      
38.  Tegal 66. Muncang 

Larang 
Sedang Memadai Memadai 

 67. Slawi Kulon Tinggi Memadai Memadai 
39.  Sragen 68. Kedungupit Tinggi Memadai Memadai 
      
40.  Gresik 69. Padeg Sedang Memadai Kurang 
      
41.  Bangkalan 70. Burneh Sedang Memadai Memadai 
      
42.  Klungkung 71. Kamasan Sedang Memadai Memadai 
  72. Dawan Klod Rendah Kurang Kurang 
43.  Sumbawa 

Besar 
73. Klungkung Rendah Kurang Kurang 

  74. Boak Rendah Kurang Kurang 
44.  Lombok Barat 75. Babusalam Rendah Kurang Kurang 
      
45.  Kupang 76. Bolok Rendah Kurang Kurang 
  77. Tablolong Rendah Kurang Kurang 
46.  Kutai 

Kertanegara 
78. Manunggal 

Jaya 
Sedang Memadai Memadai 
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No. KABUPATEN DESA KINERJA 
SUMBER DAYA 

PERSONIL SARPRAS 
 79. Sungai 

Mariam 
Rendah Kurang Kurang 

47.  Bulukumba 80. Tanah Tuo Rendah Kurang Kurang 
  81. Dwi Tiro Rendah Kurang Kurang 
48.  Tanah Toraja 82. Rante Kayo Sedang Memadai Kurang  
 

 
83. Keso 

Malenong 
Rendah Kurang Kurang  

49.  Minahasa 84. Watumea Sedang Memadai Kurang  
      
50.  Gorontalo 85. Mongolato Sedang Memadai Kurang  
  86. Telaga Timur Rendah Kurang  Kurang  
Sumber: Hasil penelitian, diolah kembali 

  

Berdasarkan data dan informasi sebagaimana tergambar pada tabel 4.6 dan 

setelah dilakukan pendalaman, baik melalui wawancara maupun dokumentasi diketahui, 

bahwa desa yang masuk dalam kategori  memiliki kinerja tinggi adalah desa-desa yang 

memiliki pemimpin (Kepala Desa dan perangkatnya) yang kapabel, sehingga mampu 

menggerakkan pembangunan di desa melalui partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan. Kemampuan Kepala Desa tidak hanya dilihat dari latar belakang 

pendidikan formal, tetapi juga visi dan kemauan Kepala Desa untuk memajukan desa 

dan mensejahterakan masyarakatnya. Sebagai contoh dari keadaan tersebut 

sebagaimana ditunjukkan oleh Kepala desa Sawarna dari Kabupaten Lebak. Desa 

Sawarna telah beberapa kali menjuarai perlombaan desa, baik pada tingkat Kabupaten 

maupun tingkat Provinsi, terakhir pada tahun 2006 menduduki peringkat pertama 

pemenang desa tingkat Provinsi Banten (www.depdagri.go.id). Keberhasilan desa 

Sawarna, tidak terlepas dari figur Kepala Desa (Jaro) yang memiliki visi dalam 

pembangunan desa dengan menumbuhkan dan melibatkan partisipasi masyarakat, 

sehingga desa yang sebelumnya tidak terkenal/nyaris tertinggal karena letak yang relatif 

terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan (lihat profil desa) menjadi desa yang “maju” 

“dan mandiri” sekalipun sumber daya desa yang dimilikinya terbatas dan relatif 

minimnya bantuan dari pemerintah supradesa.  

 Gambaran persepsi dari responden desa menunjukkan, bahwa secara umum desa 

masih banyak menghadapi kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan 

http://www.depdagri.go.id/�
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pemerintahan di desa. Adapun kendala tersebut, antara lain masih kurangnya 

kemampuan manajerial dan substansi urusan pemerintahan, Kepala Desa dan 

perangkatnya; masih minimnya sarana dan prasarana yang ada; permasalahan sosial 

ekonomi kemasyarakatan seperti rendah tingkat pendidikan, pengangguran, kekurangan 

pangan. Disamping itu, terungkap pula masih rendahnya perhatian Pemerintah Daerah 

c.q. perangkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam pengaturan, 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

 Berkaitan dengan proses penyerahan urusan pemerintahan, bagi desa yang 

memiliki kinerja tinggi/sedang dan mempunyai dukungan sumber daya personil yang 

memadai menyatakan kesanggupannya dalam menerima dan melaksanakan urusan yang 

akan diserahkan. Namun tidak demikian, bagi desa yang memiliki kinerja 

sedang/rendah yang memiliki sumber daya yang sangat terbatas, tersirat keraguan 

walaupun menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan urusan tersebut.  
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BAB VI 

DIMENSI PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
BERDASARKAN TIPOLOGI DESA 
 

A. Faktor-faktor Penentu Penyerahan Urusan Pemerintahan 

 Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota untuk pengaturannya 

kepada desa dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Faktor-faktor tersebut secara umum 

terbagi dalam dua bagian utama, yakni: Faktor eksternal, artinya faktor yang 

mempengaruhi diluar dari pemerintahan desa; dan faktor internal yaitu faktor yang ada 

pada desa. Kedua faktor faktor tersebut tidak bisa dipisahkan, mengingat urusan 

penyerahan tidak hanya sesuatu yang ditentukan oleh kapasitas pemerintahan desa 

semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kemauan politik  dari pemerintahan 

kabupaten/kota.   

Faktor eksternal yang ikut mempengaruhi secara rinci dibagi lagi ke dalam tiga 

bagian, yakni: (1) Faktor keinginan dan kebijakan politik  dari pemerintah 

kabupaten/kota, yang terlihatkan dari wacana, rencana sampai pada pembuatan perda ; 

(2) Faktor pembiayaan  penyerahan yang menjadi bagian penting dari usaha penyerahan 

urusan. Sementara itu faktor internal yang juga ikut mempengaruhi terbagi dalam tiga 

bagian, yakni: (l)  Faktor kemauan dan kebutuhan masyarakat desa; (2) Faktor kesiapan 

pemerintahan desa; dan (3) Faktor ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam. Masing-masing faktor yang ikut mempengaruhi tersebut 

dapat diperhatikan pada tabel 6.1. berikut: 

 

TABEL 6.1. 
FFAAKKTTOORR--FFAAKKTTOORR  DDOOMMIINNAANN  
PPEENNYYEERRAAHHAANN  UURRUUSSAANN  PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN  DDEESSAA  
 

   
NNNooo   

   
FFFAAAKKKTTTOOORRR   
EEEKKKSSSTTTEEERRRNNNAAALLL      

   
FFFAAAKKKTTTOOORRR   
IIINNNTTTEEERRRNNNAAALLL   
   

1. Kemauan dan 
Kebijakan 
Politik 
Pemerintah 
Kabupaten 

Kemauan dan 
Kebutuhan 
Masyarakat 
Desa. 
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2. Pembiayaan 
penyerahan 
urusan 

Kesiapan 
Pemerintahan 
Desa 
 

3.  Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Desa 
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1. Faktor Eksternal Desa  

a. Faktor Kemauan dan Kebijakan Politik 

 Baik UU 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang secara umum juga 

mengatur desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang 

didalamnya mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan 

kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, sudah sekian 

lama diaundangkan, namun wacana penyerahan urusan pemerintahan di kabupaten 

belum dipersepsikan dengan benar dan lurus. Fakta di lapangan menunjukkan banyak  

kabupaten/kota belum sepenuhnya mengambil kebijakan dalam rangkat penguatan desa. 

Demikain halnya dengan  penyerahan urusan pemerintahan yang bertujuan untuk 

menciptakan kemandirian atau otonomi di tingkat desa pada satu sisi dan mengurangi 

beban kabupaten/kota dalam melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya disisi lain  oleh kabupaten/kota belum sepenuhnya dilakukan.  

Sebagian pejabat Kabupaten yang berhasil diwawancarai beropini bahwa  

kemampuan pemerintahan desa dalam menerima sebagian urusan pemerintahan dari 

kabupaten masih rendah, sehingga penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota ke 

desa dipandang tidak memungkinkan. Sikap apriori ini menggejala pada pemerintahan 

kabupaten yang merasa otonomi daerah sepenuhnya dimiliki  oleh pemerintahan 

kabupaten/kota. Sekalipun demikian ditemukan juga persepsi positif pada beberapa 

pejabat kabupaten, dimana pemerintah kabupaten/kota belum merealisiskan bukan 

karena maksud lain, melainkan karena belum ada petunjuk teknik yang menjadi 

pedoman dalam penyerahan sebagaian urusan pemerintahan kabupaten ke desa. dan 

juga disebabkan alasan lain yang bersumber dari kemampuan pemerintahan 

kabupaten/kota.  

 Bervariasinya bentuk produk kebijakan ada dalam bentuk perda dan juga ada 

dalam bentuk keputusan bupati, tentang hal ini membuktikan belum seragamnya 

persepsi dan kemudian berujung pada kemauan politik pemerintahan kabupaten/kota 

dalam memajukan pemerintahan desa melalui penyerahan urusan. Perbedaan tersebut 

yang menjadikan perbedaan dalam kebijakan politik secara kongkrit . 

Pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai tujuan otonomi daerah oleh 

seluruh perangkat pemerintahan kabupaten/kota adalah dalam rangka  mempercepat 

pembangunan di daerah, termasuk desa. Pemahaman yang menyeluruh ini akan 
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mengeliminir pikiran yang sempit, dimana otonomi daerah ditafsirkan sebagai 

pelimpahan wewenang dari pusat kepada kabupaten saja. Persepsi  yang sempit ini akan 

mendorong sikap yang tidak lurus kepada pemerintah desa.  Sebaliknya, pandangan 

otonomi daerah sebagai penyerahan urusan dari pemerintah kabupaten kepada 

pemerintahan desa maka akan melahirkan persepsi yang positif.  

 Persepsi pemerintahan kabupaten yang positif diformulasikan dalam bentuk 

kemauan politik (political will) untuk mewujudkan penyerahan urusan pemerintahan, 

baik kemauan politik dari pemerintah (eksekutif) maupun dari DPR (legislatif). 

Kemauan politik tampil dalam bentuk wacana dalam kehidupan pemerintahan maupun 

dalam upaya lain yang mengarah pada penguatan pemerintahan desa.  Bentuk penguatan 

pemerintahan desa dilakukan dengan pembinaan kepasitas personil, pemberian bantuan 

operasional bahkan sampai kerjasama dalam merealisasi program. 

 Kemuan politik pemerintahan kabupaten/kota diwujudkan secara kongkrit dalam 

bentuk kebijakan politik (policy), yang berupa peraturan daerah; peraturan  

bupati/walikota; ataupun keputusan bupati/walikota. Dalam kenyataan di lapangan 

menunjukkan kemauan politik pemerintah kabupaten menunjukkan indikasi sebagai 

betikut: (l) hanya satu kabupaten saja dari 25 kabupaten yang secara kongkrit telah 

menetapkan peraturan daerah; (2) beberapa kebupaten sedang menggodok Perda di 

DPRD; (3) beberapa kabupaten tengah mengidentifikasi dan merancang kebijaknnya; 

dan (4) sebagian besar pemerintahan kabupaten/kota belum terpikirkan mengenai 

wacana penyerahan urusan wewenang. 

 

b. Faktor Pembiayaan Penyerahan Urusan Pemerintahan 

Faktor pembiayaan dalam penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota 

kepada  desa adalah salah satu yang ikut menentukan dalam kebijakan penyerahan. Hal 

ini didasarkan atas pandangan, bahwaa pertimbangan perwujudan perda tersebut harus 

dibarengi dengan pembiayaan. Dalam banyak wawancara di lapangan menunjukkan 

salah satu pertimbangan kebijakan penyerahan urusan pemerintahan belum dilakukan 

disebabkan oleh kondisi  pembiayaan masing-masing kabupaten. 

Dalam kenyataan di lapangan menunjukkan, bawa masing-masing  kabupaten 

lokus penelitian mempunyai perbedaan yang diametral dalam perolehan besarnya 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana tampak pada tabel berikut:   
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Tabel 6.2 
PPEERRBBAANNDDIINNGGAANN  PPDDRRBB  PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN    
KKAABBUUPPAATTEENN  LLOOKKUUSS  PPEENNEELLIITTIIAANN  
 

No KABUPATEN 

 
PDRB HARGA KONSTAN 
2004 
 

1.  Deli Serdang 10,345,046.20 
2.  Toba Samosir 1,285,571.31 
3.  Kab. Solok 1,518,886.03 
4.  Rokan Hilir 9,793,555.31 
5.  Bintan 1,428,306.74 
6.  Sarolangun 801,479.07 
7.  OKI 2,384,139.00 
8.  Bangka 1,182,197.12 
9.  Lampung Utara 2,572,456.00 
10.  Lebak 3,186,965.59 
11.  Tasikmalaya 4,164,964.19 
12.  Cirebon 5,927,043.67 
13.  Tegal 2,677,089.69 
14.  Sragen 2,206,330.95 
15.  Gresik 11,636,733.50 
16.  Bangkalan 2,180,542.43 
17.  Klungkung 963,079.87 
18.  Lombok Barat 1,814,478.35 
19.  Sumbawa Besar 4,382,538.77 
20.  Kupang 919,235.35 
21.  Kutai Kertanegara 23,320,488.00 
22.  Bulukumba* 1,216,722.84 
23.  Tanah Toraja 969,821.50 
24.  Gorontalo 1,068,556.46 
25.  Minahasa 1,431,625.45 

 

Tabel tersebut  menggambarkan, lima Kabupaten/Kota yang paling besar PDRB-

nya adalah: (l)  Kabupaten Kutai Kertanegara; (2) Kabupaten Gresik; (3) Deli Sedang; 

(4) Rokan hilir; dan  (5) Cirebon.  Sedangkan lima Kabupaten yang paling rendah 

PDRB-nya adalah: (1) Kabupaten  Sarolangun; (2) Kabupaten Kupang; (3) Kabupaten 

Klungkung; (4) Kabupaten Tana Toraja; dan (5) Kabupaten  Bangka.  
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Besarnya PDRB yang diperoleh suatu kabupaten tidak selalu sejalan dengan  

kemauan politik dari kabupaten ataupun pihak legislatif dalam  urusan kewenangan. 

Sebagai contoh, Pemerinath Kabupaten Solok yang PDRB-nya tidak terlalu besar juga 

telah menghasilkan produk perda penyerahan sebagaian urusan pemerintahan kabupaten 

kepada desa. Demikian juga dengan Kabupaten Tana Toraja yang juga PRDB-nya 

empat terkecil ternyata sudah merancang perda mengenai penyerahan urusan 

pemerintahan. Dengan demikian  dapat dikatakan faktor pembiayaan sebenarnya 

mengikuti dari faktor kemauan politik pemerintah Kabupaten/kota.  

Kebanyakan pemerintah kabupaten selama ini bukan tertuju pada upaya 

mengkongkritkan peraturan daerah mengenai penyerahan urusan, melainkan dengan 

memberi bantuan kepada pemerintah desa yang besarnya beda-beda. Bentuk bantuan 

tersebut berkisar antara Rp, 100,- juta sampai Rp. 50,- juta. Sumber bantuan tersebut 

diambil dari APBD. Persepsi pemberian bantuan dipandang sebagai perhatian 

kabupaten kepada desa, lebih jauhnya sebagai cikal bakal dari usaha penyerahan 

sebagian program.  Persepsi tersebut amatlah berbeda dengan konsep otonomi yang 

tengah digelindingkan, dimana bantuan tidak sama dengan pembiayaan penyerahan 

urusan pemerintahan. Berdasakan analisis ini dapatlah dikatakan pembiayaan 

penyerahan urusan pemerintah memang masih jauh untuk dapat diwujudkan.  

Faktor pembiayaan yang mengikuti kebijakan penyerahan urusan pemerintahan 

alokasi dan besarannya seyogyanya memperhatikan sebagai berikut: (l) disesuaikan 

dengan beban kerja dalam menyelenggarakan jenis urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan; (2) memperhitungkan kondisi dan lokus dimana urusan tersebut 

diselenggarakan; (3) pembiaayaan urusan harus didasarkan pada prinsif transfaransi 

keuangan, artinya benar-benar  diketahui secara umum besar dan sumbernya; (4)  

pembiayaan urusan harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah 

kabupaten ataupun pemerintah desa sehingga memenuhi akuntabilitas. 

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa faktor 

eksternal yang berupa kemauan dan kebijakan politik maupun faktor pembiayaan 

penyerahan urusan pemerintahan memang ikut mempengaruhi dalam perwujudan 

kebijakan penyerahan urusan pemerintahan. Artinya, sebesar apapun keinginan 

pemerintahan desa untuk memperoleh penyerahan urusan bilamana kemauan politik dan 

pembiayaan dari kabupaten tidak ada, maka urusan penyerahan hanya sebatas wacana. 
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2. Faktor Internal Pemerintahan Desa   

a. Faktor Kesiapan Pemerintahan Desa      

 Kemauan dan kebijakan pemerintahan kabupaten yang diiringi dengan 

kecukupan pembiayaan akan sangat baik manakala bersambutan dengan kemauan dan 

kesiapan dari pihak pemerintahan desa. Meskipun harus kita catat, bahwa apa yang 

dimaksud dengan kesiapan pemerintahan desa mengenai penyerahan urusan 

pemerintahan tidaklah menentukan segala-galanya. Sebesar-besarnya kemauan politik 

dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota bilamana tidak disambut dengan 

kesiapan pemerintahan desa tidak berarti apa-apa. Dengan demikian, kesiapan 

pemerintahan desa sebagai lapis ketiga dalam perwujudan kebijakan penyerahan urusan 

pemerintahan. 

Dalam banyak kajian ditunjukkan, kesiapan dan kemauan suatu pemerintahan 

desa memiliki hubungan dengan perhatian intensif dan kontinu dari pemerintah 

kabupaten/kota. Dalam konteks kesiapan pemerintah desa dalam penyerahan 

wewenang, seharusnya pihak pemerintah kabupaten/kota sejak awal  merancang dan 

mengambil langkah-langkah yang  sistematis dalam mempersiapkan pemerintahan desa. 

Dalam hal ini kesiapan pemerintahan desa dalam penyerahan urusan tidak diartikan 

sesuatu yang alamiah atau bersifat apa adanya, melainkan harus direkayasa secara 

dinamis. Hal itu disebabkan pemerintahan desa dengan karakteristiknya bukanlah tipe 

pemerintahan yang dapat berfubah seketika, melainkan berjalan secara perlahan dan 

mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dengan demikian, kesiapan pemerintahan 

desa tiada lain sebagai dampak nyata dari serangkaian usaha yang dilakukan pemerintah 

kabupaten/kota dalam membina dan menyiapkan pemerintahan desa menerima 

penyerahan urusan pemerintahan. 

 Katerangan yang digali dari informan yang ada di 43 desa menunjukkan, bahwa 

pada dasarnya 80% pemerintahan desa memandang usaha penyerahan urusan sebagai 

sesuatu yang positif, sekalipun sebagian dari informan (karena keterbatasan 

pengetahuan) masih belum sepenuhnya menangkap essensi dari penyerahan urusan 

tersebut. Sebagian kecil saja informan yang merasa ragu, terutama dalam  persoalan  

pembiayaan.  
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Persepsi yang positif dari informan pemerintah  desa tidak berarti ditafsirkan 

kesanggupan penuh. Fakta lain menunjukkan bahwa indikasi dari adanya kesiapan 

pemerintahan desa yang berupa kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan personil masih 

perlu dibuktikan. Kebanyakan persepsi positif barfu berbentuk  harapan aatau keinginan 

yang tampaknya terlalu jauh untuk dijangkau. Sikap untuk bersiap diri ternyata tidak 

diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan yang mengarah pada peningkatan 

kemampuan pemerintahan, baik secara individu ataupun kolektif. Hanya sebagian kecil 

saja informan pemerintahan desa yang menunjukkan korelasi positif antara persepsi 

positif satu pihak dengan  kesiapan sarpras (sarana dan prasarana) dan personil. 

Konsistensi persepsi positif dengan kessiapan pemerintahan dapat dibuktikan dengan 

kelompok pemerintahan desa kategori maju, dimana kelembagaan pemerintahan dan 

kapasitas sumber daya manusia yang menjadi aparat pemerintahannya memang 

tergolong berkembang. 

 Kenyataan lain di lapangan menunjukaan, sekalipun perda Pemerintahan 

Kabupaten berkenaan dengan penyerahan urusan belum diwujudkan, namun dalam 

beberapa pemerintahan desa (terutama kategori desa geneologis) ternyata sudah 

dilakukan sejak lama. Sejumlah bidang urusan pemerintahan kabupaten ternyata sudah 

dijalankan oleh kelompok Desa Asli atau Desa Adat, seperti kewenangan dalam mata 

pencaharian, ketahanan pangan, penjagaan hutan, penanganan anak terlantar, dll. 

Kewenangan desa yang demikian sebenarnya harus sudah diatur dan dilegitimasi 

sebagai pengakuan kewenangan asli desa, walau dalam pelaksanaan urusan tersebut bisa 

saja sumber pembiayaannya dari kabupaten.  

Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan juga telah dijalankan oleh kategori 

desa yang ekonominya berkembang dan maju. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat 

desa ternyata telah meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa berikut dengan 

sarana dan prasarannya. Hal ini  menunjukkan indikator tersebut sebagai bukti adanya 

kesiapan yang nyata dari pemerintahan desa. Berdasarkan indikator tersebut hendaknya 

kesiapan pemerintahan desa mendapat perhatian yang seksama dari Kabupaten.  

 

b. Faktor Kebutuhan Masyarakat Desa 

Kemauan dan kebijakan politik pemerintah Kabupaten dalam penyerahan urusan 

pemerintahan hendaknya sejalan dengan kemauan dan kebutuhan masyarakat desa. 
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Untuk dapat memahami kebutuhan dalam penyusunan kebijakan penyerahan urusan 

kepada desa hendaknya mengikutkan perangkat pemerintahan desa untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Proses 

identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan model tipologi kebutuhan 

masyarakat desa, dengan demikian akan diperoleh kebutuhan (need) masyarakat desa 

secara riil. Selain itu juga tipologi dapat mengidentifikasi mengenai kondisi existing 

yang selama ini jalankan. Cara mengidentifikasi dengan dua bidang tersebut akan 

memberikan informasi mengenai kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan nyata, 

yang dapat dirasakan dan berdampak langsung masyarakat.  

Upaya menganalisis desa dan masyarakat desa dipandang penting karena setiap 

desa memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu perlu kiranya memperhitungkan 

indikator dari adanya perbedaan dari masing-masing ekologi (alam dan manusia) yang 

membentuk kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Adapun karakteristik 

tersebut dibentuk/dipengaruhi oleh jenis kebutuhan masyarakat yang terbagi kedalam 

kebutuhan biologis, psikologis dan integratif, kemudian dilihat juga dari skala prioritas 

dan jangkauan kebutuhan masyarakat itu. Dari ketiga variabel tersebut akan diperoleh 

penjelasan, bahwa sekalipun berada dalam satu wilayah Kabupaten namun kebutuhan 

masyarakat desa bisa berbeda.  

Hasil indentifikasi dan analisis kebutuhan yang dilakukan secara cermat 

diharapkan dapat bermanfaat dalam memetakan kebutuhan masyarakat desa sehingga 

dapat memberikan informasi dalam menetapkan urusan pemerintahan dan kemungkinan 

jenis kewenangannya. Selain itu, data tersebut dapat menjadi informasi awal Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk menyusun dan merumuskan kebijakan dan program kegiatan 

penguatan pemerintahan desa. Program penguatan pemerintahan desa diarahkan untuk 

mencapai target kesiapan pemerintahan desa sehingga dapat menjalankan fungsinya, 

yaitu mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat desa. 

Persepsi pembinaan yang strategis di lapangan menunjukkan, bahwa pembinaan 

kabupaten dipandang cukup dengan memberikan sejumlah dana alokasi untuk 

pemerintahan desa pada setiap tahun. Persepsi ini menggejala pada aparat pemerintahan 

kabupaten, sehingga upaya pembinaan desa tidak mencapai substansinya, yakni 

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh program yang 

selama ini dilakukan oleh pemerintahan desa. 
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4. Faktor Ketersediaan Sumber Daya 

Faktor ketersediaan sumber daya pada pemerintahan desa menjadi  penting 

diperhitungkan. Sumber daya adalah modal dasar bagi pemerintah kabupaten dan juga 

pemerintahan desa dalam mencapai maksud dan tujuan paradigma Otonomi Daerah. 

Dengan menghitung ketersediaan sumber daya secara benar akan menjadikan landasan 

dalam menggerakkan program pembagunan daerah termasuk desa dan hal ini terkait 

dengan jenis urusan dan besaran kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada 

desa dari kabupaten. Untuk itu perhitungan sumber daya  dibedakan dalam dua 

kelompok besar, yakni: (l) sumber daya alam; dan (2) sumber daya manusia.  

Sumber daya alam adalah lingkungan alam yang selama ini menjadi sumber 

utama bagi penghidupan individu atau kelompok masyarakat yang menjadi warga desa.  

Bagi desa yang berkarakter pertanian, maka sumber daya alam menjadi  modal bagi 

penduduk untuk memelihara dan membangun lingkungan desanya. Lahan yang luas dan 

subur saja tidaklah berarti manakala tidak dimanfaatkan dengan perencanaan yang baik 

oleh penduduk melalaui pengelolaan pemerintahan desa. Sama halnya dengan tidak 

berartinya dengan upaya mengeksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara 

besar-besaran tanpa memperhitungkan kesejahteraan dan kesinambungan ekosistem 

lingkungan. 

Pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak bisa dilepaskan dari 

pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana pada tingkatan masyarakat 

desa pemanfaatan lahan pertanian yang dimiliki pada umumnya masih bersifat ekstensi, 

yaitu dengan memperluas lahan yang banyak namun menghasilkan prodak yang kurang 

sesuai harapan. Paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang demikian sudah diubah 

menjadi cara pola pertanian yang berlahan sempit namun menghasilkan prodak yang 

banyak. Untuk itu dimensi ketersediaan sumber daya alam bertkaitan dengan sarana dan 

prasarana yang berhubungan dengan pola pemanfaatan lahan, seperti irigasi, jalan, dll., 

sehingga dapat mendorong hasil yang maksimal. 

Sekalipun sumber daya alam itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah 

ketersediaan sumber daya manusia. Bagi kelompok masyarakat desa yang hidup dalam 

lingkungan alam yang kurang subur, namun memiliki sumber daya manusia yang 

handal cenderung dapat membawa desa dan pemerintahannya kepada perubahan dan 
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kemajuan yang mengesankan dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya alam 

yang melimpah tetapi sumber daya manusianya tidak berkualitas. Keunggulan sumber 

daya manusia telah ditunjukkan dengan banyak penelitian. Demikian halnya fakta di 

lapangan menunjukkan desa yang berlahan sempit ternyata lebih membawa  lajur 

kepada kesejahteraan masyarakatnya.  

Keunggulan sumber daya manusia terletak pada kualitas individu atau kelompok 

dalam memanfaatkan kapasitas pengetahuannya (knowledge capasity) yang dengan 

kemampuan manusia yang piawai dapat menghadirkan suatu produk yang sebelumnya 

tidak ada atau tidak mungkin menjadi ada dan mungkin. Penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah penerapan dalam kapasitas pengetahuan yang sekaligus menjadi 

indikasi dari kualitas sumber daya manusia. Selain faktor kemauan untuk 

mengembangkan kapasitas diri yang selama ini dimiliki memungkinkan akan dapat 

mensejahterakan dirinya dan lingkungan masyarakat lainnya. 

Apapun adanya, ketersediaan sumber daya alam dan manusia tidak akan 

menghasilkan aapapun manakala tidak dikelola dengan baik. Kapasitas sumber daya 

manusia saat ini terletak pada usaha mengelola kemampuan pengetahuannya. 

Pembangunan yang berbasis manajeman nampaknya menjadi acuan dalam 

pembangunan otonomi daerah dalam pemerintahan desa. Pembangunan model ini tidak 

akan berjalan manakala tidak didasarkan pada pengetahuan manajeman (knowledge 

managemant) yang dimiliki oleh aparat masing-masing pemerintahan kabupaten 

maupun pemerintahan desa. 

 

 

B. Analisis Kesiapan Penyerahan Urusan Pemerintahan 

 Pemberdayaan desa melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan 

kabupaten merupakan suatu kebijakan yang memiliki prospek yang baik dalam 

mendorong penguatan otonomi desa. Namun demikian kebijakan ini harus 

memperhitungkan kesiapan kemampuan desa dalam menerima penyerahan urusan 

pemerintahan dari kabupaten. 

 Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa kesiapan desa dalam penyerahan 

sebagian urusan pemerintahan kabupaten kepada desa ditentukan oleh faktor eksternal 

berupa kemauan politik kabupaten serta pembiayaan urusan yang dilimpahkan dan 
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faktor internal bagi desa yakni : kapasitas pemerintah desa, kebutuhan masyarakat desa 

dan ketersediaan sumber daya. 

Untuk melihat persebaran tingkat kesiapan desa dalam menerima penyerahan 

urusan pemerintahan dari kabupaten, sebagaimana tabel 6.3  berikut ini. 

 

TABEL 6.3 
FFAAKKTTOORR--FFAAKKTTOORR  DDOOMMIINNAANN  
PPEENNYYEERRAAHHAANN  UURRUUSSAANN  PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN  DDEESSAA  
  

No NAMA 
DESA 

KATEGORI 
KARAKTER
ISTIK 

FAKTOR PENENTU 

Tingkat 
Kesiapa
n 

EKSTER
NAL 

INTERNAL Tota
l 
Skor K

Po
l 

 
BIA
YA 

KP
D 

KM
D 

KSD 

1 Cinta 
Rakyat 

Unggul 
Kreasi 

5 7,5 13 16 12 53,5 Minimu
m 

2 Dalihanna
tolu 

Unggul 
Tradisi 

15 12,5 12 12 12 63,5 Medium 

3 Hutanamo
ra 

Unggul Aksi 15 12,5 18 15 12 72,5 Maksim
um 

4 Paninggah
an 

Unggul 
Kreasi 

20 17,5 15 15 12 79,5 Maksim
um 

5 Koto 
Gadang 
Koto 
Anau 

Unggul 
Kreasi 

20 17,5 15 16 12 80,5 Maksim
um 

6 Bangko 
Pusako 

Unggul 
Kreasi 

10 12,5 15 15 12 64,5 Medium 

7 Batu 
Hampar 

Unggul 
Tradisi 

10 12,5 12 12 12 58,5 Minimu
m 

8 Toapaya Unggul 
Tradisi 

10 12,5 12 12 12 58,5 Minimu
m 

9 Teluk 
Bakau 

Unggul 
Kreasi 

10 12,5 15 15 12 64,5 Medium 

10 Bukit 
Sebelas 

Unggul 
Tradisi 

10 12,5 10 10 10 52,5 Minimu
m 

11 Bukit 
Duabelas 

Unggul Aksi 10 12,5 15 15 12 64,5 Medium 

12 Margo 
Bhakti 

Unggul Aksi 10 12,5 15 15 12 64,5 Medium 

13 Celikah Unggul Aksi 10 12,5 12 12 12 58,5 Minimu
m 
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No NAMA 
DESA 

KATEGORI 
KARAKTER
ISTIK 

FAKTOR PENENTU 

Tingkat 
Kesiapa
n 

EKSTER
NAL 

INTERNAL Tota
l 
Skor K

Po
l 

 
BIA
YA 

KP
D 

KM
D 

KSD 

14 Kimak Unggul 
Kreasi 

15 12,5 14 13 12 66,5 Medium 

15 Riding 
Panjang 

Unggul 
Tradisi 

15 12,5 12 12 12 63,5 Medium 

16 Bojong 
Barat 

Unggul Aksi 10 12,5 15 15 12 64,5 Medium 

17 Sumber 
Arum 

Unggul 
Tradisi 

10 12,5 12 14 12 60,5 Medium 

18 Kanekes Unggul 
Tradisi 

5 12,5 10 10 10 47,5 Minimu
m 

19 Sawarna Unggul 
Kreasi 

5 12,5 18 18 13,5 67 Medium 

20 Cikunten Unggul 
Kreasi 

10 12,5 15 15 12 64,5 Medium 

21 Buntet Unggul Aksi 10 12,5 15 14 12 63,5 Medium 
22 Lurah Unggul 

Kreasi 
10 12,5 15 16 12 65,5 Medium 

23 Muncangl
arang 

Unggul 
Kreasi 

15 17,5 18 15 15 80,5 Maksim
um 

24 Slawi 
Kulon 

Unggul 
Kreasi 

15 17,5 18 18 15 83,5 Maksim
um 

25 Kedungup
it 

Unggul 
Kreasi 

15 17,5 18 18 15 83,5 Maksim
um 

26 Padeg Unggul 
Kreasi 

15 17,5 15 18 12 77,5 Maksim
um 

27 Burneh Unggul 
Kreasi 

10 12,5 15 14 14 65,5 Medium 

28 Kamasan Unggul 
Kreasi 

10 12,5 15 16 13 66,5 Medium 

29 Dawan 
Klod 

Unggul Aksi 10 12,5 15 14 12 63,5 Medium 

30 Klungkun
g 

Unggul 
Tradisi 

10 7,5 12 12 12 53,5 Minimu
m 

31 Boak Unggul 
Tradisi 

10 7,5 12 12 12 53,5 Minimu
m 

32 Babussala
m 

Unggul 
Tradisi 

10 12,5 12 12 12 58,5 Minimu
m 

33 Bolok Unggul Aksi 10 12,5 12 15 12 61,5 Medium 
34 Tablolong Unggul 

Tradisi 
10 12,5 12 12 12 58,5 Minimu

m 



 

 

194 

194 

No NAMA 
DESA 

KATEGORI 
KARAKTER
ISTIK 

FAKTOR PENENTU 

Tingkat 
Kesiapa
n 

EKSTER
NAL 

INTERNAL Tota
l 
Skor K

Po
l 

 
BIA
YA 

KP
D 

KM
D 

KSD 

35 Manungga
l Jaya 

Unggul 
Kreasi 

15 17,5 15 17 15 79,5 Maksim
um 

36 Sungai 
Mariam 

Unggul Aksi 15 17,5 15 14 12 73,5 Medium 

37 Tana Tuo Unggul 
Tradisi 

5 7,5 10 10 10 42,5 Minimu
m 

38 Dwitoro Unggul Aksi 5 7,5 15 14 12 53,5 Minimu
m 

39 Rante Unggul 
Tradisi 

15 12,5 13,5 13,5 12 66,5 Medium 

40 Keso 
Malenong 

Unggul Aksi 15 12,5 12 12 12 63,5 Medium 

41 Mongolat
o 

Unggul Aksi 15 12,5 15 17 12 71,5 Maksim
um 

42 Telaga 
Timur 

Unggul Aksi 15 12,5 12 12 12 63,5 Medium 

43 Watumea Unggul 
Tradisi 

10 12,5 15 17 12 66,5 Medium 

Sumber: Hasil Penelitian  

 Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa desa-desa sampel penelitian sejumlah 

43 (empat puluh tiga) desa pada dasarnya tingkat kesiapan dalam menerima penyerahan 

urusan pemerintahan dari kabupaten dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tingkat kesiapan, 

yakni siap maksimum, siap medium dan siap minimum menerima penyerahan urusan 

pemerintahan. Tingkat kesiapan masing-masing desa dalam menerima penyerahan 

urusan pemerintahan dari kabupaten berkonsekuensi pada jumlah, rincian dan besaran 

urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa. 

 

C. Tingkat Kesiapan Desa Dan Besaran Urusan Pemerintahan Yang Dapat  
    Diserahkan 

 
Pola penyerahan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten/Kota pengaturannya 

kepada desa bervariasi antar desa di dalam suatu atau antar kabupaten/Kota. Kesiapan 

desa dalam menerima penyerahan sebagian urusan Kabupaten/Kota untuk menjadi 

kewenangan desa pada dasarnya dibuat dalam 3 (tiga) kategori, yakni : Tingkat 
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kesiapan tinggi yang disebut  ”Siap Maksimum (Smax), Tingkat kesiapan menengah 

atau sedang disebut ”Siap Medium (Smed)” dan Tingkat kesiapan rendah disebut ”Siap 

Minimum (Smin)”.  

Perlakuan pada desa dengan tiga kategori tingkat kesiapan berbeda besaran urusan 

pemerintahan yang diserahkan untuk menjadi kewenangan desa tersebut. Pola perlakuan 

besaran urusan pemerintahan dan bidang kewenangan yang dapat diserahkan kepada 

desa, sebagaimana tabel berikut ini. 

 
Tabel 6.4 
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Hidup 
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 Dari tabel diatas dapat diuraikan besaran dan jenis urusan pemerintahan yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan tingkat tingkat kesiapannya.  Tiga 
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pola dengan  kategori tingkat kesiapan dan besaran urusan pemerintahan yang dapat 

diserahkan, sebagai berikut : 

 

 

 

1. Tingkat kesiapan : Siap Maksimum (Smax) 

Pada desa-desa dengan tingkat kesiapan Siap Maksimum ini sesuai dengan 

keadaan kemauan politik pemda Kab/Kotanya, sumber pembiayaan, kemampuan 

pemerintahan desa, kebutuhan masyarakat desa serta ketersediaan sumber daya yang 

tinggi, maka urusan pemerintahan yang dapat diserahkan untuk diatur dan menjadi 

kewenangannya adalah seluruh urusan pemerintahan wajib sejumlah 24 bidang 

kewenangan (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Pemuda dan Olahraga, 

Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga 

Kerja, Ketahanan Pangan,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik dan Arsip). 

Sementara untuk urusan pemerintahan pilihan yang dapat diserahkan adalah 

urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan desa 

bersangkutan, urusan pemerintahan pilihan tersebut antara lain (Kelautan dan 

Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, 

Industri, Perdagangan dan Transmigrasi). 

 

2. Tingakat Kesiapan : Siap Medium (Smed) 

Untuk desa-desa dengan tingkat kesiapan Siap medium ini sesuai dengan 

keadaan kemauan politik pemda Kab/Kotanya, sumber pembiayaan, kemampuan 

pemerintahan desa, kebutuhan masyarakat desa serta ketersediaan sumber daya yang 

sedang, maka urusan pemerintahan yang dapat diserahkan untuk diatur dan menjadi 

kewenangannya adalah duapertiga (2/3) atau 16 (enam belas) dari 24 bidang urusan 

pemerintahan wajib, yakni sejumlah 16 urusan meliputi : (Pendidikan, Kesehatan, 
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Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum,  Koperasi dan UKM, Kependudukan dan 

Catatan Sipil, Tenaga Kerja, Ketahanan Pangan,  Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pertanahan, 

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Sosial, Kebudayaan). 

Sementara untuk urusan pemerintahan pilihan yang dapat diserahkan adalah 

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan desa bersangkutan, urusan 

pemerintahan pilihan tersebut antara lain (Kelautan dan Perikanan, Pertanian, 

Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan 

dan Transmigrasi). 

 

3. Tingkat Kesiapan :  Siap Minimum (Smin) 

Sedangkan pada desa-desa dengan tingkat kesiapan Siap Maksimum ini 

sesuai dengan keadaan kemauan politik pemda Kab/Kotanya, sumber pembiayaan, 

kemampuan pemerintahan desa, kebutuhan masyarakat desa serta ketersediaan 

sumber daya yang rendah/minim, maka urusan pemerintahan yang dapat diserahkan 

untuk diatur dan menjadi kewenangannya adalah sepertiga (1/3) atau 8 (delapan) 

dari 24 Urusan pemerintahan wajib Kabupaten/Kota yang meliputi (Pendidikan, 

Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Ketahanan Pangan,  Lingkungan 

Hidup, Pertanahan, Sosial). Pemilihan 8 (delapan) urusan ini ditetapkan melalui 

pertimbangan bahwa urusan tersebut adalah urusan dasar/pokok atau disebut juga 

urusan pemerintahan ”primer” dalam pelayanan masyarakat terutama kalau 

dikaitkan dengan pembangunan manusia yang indikatornya tingkat kesehatan yang 

memadai, derajat pendidikan yang cukup dan tingkat penghasilan yang layak. 

Sementara untuk urusan pemerintahan pilihan yang dapat diserahkan adalah 

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan desa bersangkutan, urusan 

pemerintahan pilihan tersebut antara lain (Kelautan dan Perikanan, Pertanian, 

Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan 

dan Transmigrasi). 
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BAB VII 
PROSEDUR PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN 
 
 

Dalam upaya merumuskan bidang dan rincian urusan pemerintahan yang akan 

diserahkan pengaturannya dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa dapat 

ditempuh dengan lima tahapan, yakni : (l) Tahap mengidentifikasi; (2) tahap 

mengelompokkan; (3) tahap merumuskan; (4) tahap menetapkan; dan (5) tahap 

menyerahkan. 

 

1. Tahap Mengidentifikasi 

  Tahap mengidentifikasi dimaksudkan mencari dan menemukan bidang-bidang 

urusan pemerintahan dan jenis kewenangan apa yang akan diserahkan kepada desa. 

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengidentifikasian pada karakteristik desa; 

kebutuhan masyarakat desa; dan pemerintahan desa.   

Karakteristik desa dapat diidentifikasi dari keadaan geografis berikut 

dengan kecenderungan struktur tanah yang dimiliki oleh masing-masing desa. 

Secara umum kondisi desa dibagi dalam tiga bagian, yakni (a) desa yang berada di 

dataran tinggi atau pegunungan; (b) desaa yang berada di dataran pantai; dan (c) 

desa yang berada di daratan datar. Selain mengidentifikasi desa dari 

kewilayahnnya, secara langsung maupun tidak langsung akan mengidentifikasi 

tingkat kesuburannya. Dengan demikian desa tertentu mempunyai tingkat  

kesuburan yang masuk dalam kesuburan tinggi; kesuburannya sedang; dan 

kesuburan rendah.  

Berdasarkan identifikasi tersebut akan ditemukan  karakteristik dominan 

dari produk yang dihasilkan oleh suatu desa. Dengan kata lain identifikasi 

tersebut akan menghasilkan kebutuhan masyarakat desa yang berkaitan dengan 

mata pencaharian umum dari penduduk desa. Kebutuhan masyarakat desa 

tersebut dikategori dalam tiga bagian,yakni kebutuhan masyarakat desa dalam 

bidang  pertanian; perikanan;  dan  perdagangan/industri.  

Kebutuhan masyarakat dalam pertanian, terutama produksi padi yang dihasilkan 

dari lahan sawah basah maupun sawah kering. Dalam kebutuhan ini juga melibatkan 

usaha dalam bidang perkebunan, buah-buahan, palawija, perikanan darat, dan 
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sejenisnya. Kebutuhan masyarakat pantai terutama dalam ekonomi  perikanan 

mengandung yang berupa kebutuhan usaha nelayan, budidaya ikan di tambak, ataupun 

budidaya rumput laut. Pendeknya mata pencahartian yang bertumpu pada kondisi 

daerah pesisir atau sungai besar. Kebutuhan masyarakat desa juga ada yang berkiprah 

alam sektor perdagangan atau industri yakni desa yang menekankan pada home 

industri, baik berupa barang ataupun jasa. Pada umumnya perdagangan masyarakat desa 

menekankan pada makanan,minuman, pakaian ataupun berbagai jenis kerajinan tangan. 

Identifikasi kebutuhan masyarakat juga berlaku pada jenis kebutuhan  psikhologis dan 

kebutuhan sosial politiknya.  

 

2. Tahap Mengelompokkan 

Tahap kedua, yakni melakukan pengelompokkan pada pemerintahan desa 

berikut dengan pengelompokkan identifikasi kebutuhan masyarakat desa. 

Pengelompokkan pemerintahan desa terbagi dalam tiga macam, yakni: (a) 

Pemerintahan Desa Adat, yakni pemerintahan desa yang dibentuk atas legitimasi 

adat-istiadat dari masyarakat setempat; (b). Pemerintahan Desa Administratif atau 

desa yang didasarkan pada kepentingan dan aturan  administrasi;(c) 

Pemerintahan Desa Campuran yang mengekspresikan pemerintahan desa yang 

sebagian masih terikat dengan pemerintahan adat dan sebagian lagii sudah 

menggunakan karakter pemerintahan  administrasi. 

Atas dasar pengelompokkan tersebut, maka akan ditemukan kebutuhan 

pemerintahan masing-masing kelompok  desa. Kebutuhan pemerintahan desa diarahkan 

pada fungsi dan tugas pokoknya yang diembannya. Berkenaan dengan fungsi 

pemerintahan desa yang pada dasarnya merupakan kebutuhan pemerintahan desa 

terdapat tiga bagian utama, yakni (a) jenis kebutuhan pemerintahan desa yang 

berkenaan dengan urusan pemberdayaan dan pembangunan; kebutuhan fungsi 

pengaturan; dan kebutuhan fungsi pelayanan. 

Berdasarkan pengelompokkan desa, maka  desa kategori desa geneologis, urusan 

rumah tangga desa yang prioritas berkenaan dengan keberlangsungan adat-istiadat. Pada 

desa administrasi, urusan pemerintahan merupakan penyerahan urusan pemerintahan 

yang dapat mengembangkan fungsi desa.  
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Perumusan bidang dan urusan pemerintahan harus didasarkan pada konsep desa 

yang dipandang sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

setempat yang memang dilegalkan atau diakui dalam sistem pemerintahan tingkat 

daerah manupun nasional. Atas landasan tersebut, maka pemerintahan desa harus 

diberikan kewenangan yang dapat menghidupi rumah tangganya sendiri. Kewenangan 

itu tiada lain merupakan produk hukum yang berisi rinsian mengenai urusan 

pemerintahan yang diserahkan. 

Perumusan bidang dan urusan pemerintahan mencakup (a) urusan pemerintahan 

yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas 

pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

perundangan diserahkan kepada desa. 

Khusus mengenai bidang dan urusan pemerintahan yang berkategori 

pemerintahan adat  dalam kaitan dengan urusan rumah tangga desa berupa: (a) 

menyelenggarakan (mengatur dan mengurus) desa belum “diambil alih” atau dijadikan 

urusan pemerintah lebih tinggi; (b) tidak bertentangan atau dilarang oleh ketentuan 

resmi yang berlaku lebih tinggi; (c) berada dalam batas-batas kemampuan desa; (d) 

dilakukan untuk menunjang, melanjutkan, atau dalam rangka penggunaan pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas; (e) dipandang mendesak, darurat dan 

seperti itu, kendatipun secara hukum atau administrasi urusan itu adalah urusan instansi 

yang lebih atas, guna keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat desa yang 

bersangkutan. 

 

3. Tahap Merumuskan 

Tahap ketiga yakni melakukan perumusan kebutuhan urusan pemerintahan desa 

yang menjadi prioritas dari masing-masing kelompok desa. Dalam  tahap perumusan 

perlu dipertimbangkan empat aspek, yakni: (l) Aspek pemberdayaan sumber daya 

manusia yang didalamnya terkandung penyiapan pemimpin dan kepemimpinan yang 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa; (2) Aspek pemberdayaan bidang 

kelembagaan pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan karakteristik desa berikut  
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dengan kebutuhan masyarakatnya; (3) Aspek pemberdayaan ketatalaksanaan 

pemerintahan desa yang bersendi pada nilai kesejahteraan yang berkeadilan pada 

masyarakat desa; (4) Aspek pemberdayaan dalam  pemenuhan kebutuhan pembiayaan 

dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang tersebut. 

Keempat aspek tersebut membentuk kesatuan dalam merumuskan penyerahan 

urusan pemerintahan desa. Hubungan antaraspek akan membentuk prinsif-prinsif dasar 

yang dapat menjadi pedoman oleh pihak kabupaten ataupun desa dalam mewujudkan 

kebijakan daerah dalam pelimpahan sebagian kewenangan. Dalam prakteknya 

hubungan prinsip antaraspek tidak ada maknanya bilamana sekedar pemenuhan 

kewajiban menjalankan aturan,bukan atas tujuan yang lebih luhur yakni komitmen 

untuk mencapai kesejahteraan bersama, khsusnya melalui pelimpahan sebagian 

kewenangan.  

Rumusan urusan terbagai menjadi tiga bagian, yakni  (1) siap maksimum  atau 

simak; (2)  siap minimum atau simin; dan (3) siap medium atau simed. Adapun kategori 

kesiapan desa ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan oleh Pemerintah Daerah dalam 

menetapan jumlah urusan dan kewenangan yang akan diserahkan kepada desa.  

Desa dengan tingkat kesiapan Simak bercirikan desa perkembangan yang sangat 

dinamis. Kapasitas sumber daya  meningkat cepat dan berorientasi ke depan, sehingga 

cenderung sikapnya terbuka dengan berbagai pembaharuan yang mengentungkan 

individu ataupun kelompok sosial. Kehidupan masyarakat desa yang variatif latar 

belakang menjadikan sisitem budaya terbaru yang dijadikan acuan kesepakatan bersama 

dalam menjalankan  kemandiriannya. Berdasarkan tingkat kesiapan ini, Pemda dapat 

memberikan urusan dan kewenangan dengan jumlah “maksimal”. Kebalikan dari desa 

simak adalah Simin, sehingga jumlah dan besaran kewenangan yang diserahkan pada 

batas-batas urusan pemerintahan yang sifatnya mendasar dan sangat dibutuhkan 

masyarakat desa yang kecenderungannya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan 

psikologis. Disamping itu, perlu juga diperhatikan apakah desa tersebut tergolong 

kategori desa geneologis/adat atau administratif. 

Adapun desa Simed dicirikan sebagai kelompok desa (administratif) yang 

sedang berkembang maju, ini disebut juga desa dalam tahap transisi karena perpindahan 

dari kehidupan yang terikat dengan adat-istiadat menuju kehidupan yang lebih 

menerima perubahan modernisasi. Untuk tipe desa ini, maka jumlah dan besar 
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kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat perubahan yang sedang terjadi 

di desa ini. 

 

4. Tahap Menetapkan 

 Tahap keempat, yakni menetapkan rumusan urusan pemerintahan dan jenis 

kewenangan yang telah disusun menjadi rancangan Perda yang akan diajukan kepada 

DPRD. Adapun rumusan tersebut adalah rumusan yang sudah mengakomodir versi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Perangkat Daerah dan versi dari Pemerintahan 

Desa, yang telah dikonfirmasi kepada Kepala Daerah dan mendapatkan persetujuan. 

 Pembahasan rancangan Perda di DPRD mengikuti mekanisme penetapan Perda 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain mengikutsertakan 

berbagai komponen masyarakat/stakeholders khususnya Pemerintahan Desa. 

Penyertaan Pemerintahan Desa adalah mutlak mengingat yang akan menerima dan 

melaksanakan serta mempertanggungjawabkan ketetapan tersebut adalah mereka. 

Disamping itu, penyertaan itu juga sebagai wadah controlling  apakah isi rancangan 

tersebut telah mendekati kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Hal ini 

penting, karena untuk meminimalisasi dan mengeliminasi kemungkinan bahwa 

ketetapan tersebut akan menjadi beban bagi desa sehingga tujuan yang diharapkan tidak 

tercapai. 

 Apabila rancangan tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda, maka 

Pemerintah Daerah selanjutnya merumuskan dan menyusun kebijakan yang berisi 

petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis); program dan kegiatan dalam 

rangka mempersiapkan  Pemerintahan Desa melaksanakan urusan pemerintahan yang 

akan diserahkan. Hal ini crucial untuk dilakukan mengingat rata-rata kemampuan desa 

masih terbatas dalam substansi pelaksanaan urusan pemerintahan. 

 Adapun pentahapan dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana 

dijelaskan di atas dapat diilustrasikan dalam bagan 7.1, sedangkan prosedur penetapan 

urusan pemerintahan dapat dilihat pada gambar 7.1, sebagai berikut: 
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BAB VIII 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGUATAN DESA  

(Kasus di Beberapa Kabupaten) 

 
Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi sebagian besar Daerah 

merupakan kebijakan yang sudah lama dinanti untuk mempercepat terwujudnya 

masyarakat yang adil dan makmur, mandiri dan berkualitas, walaupun terdapat beberapa 

kasus yang mengharuskan undang-undang tersebut harus diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, namun tidak merubah prinsip dan hakikat dari lahirnya kebijakan 

tersebut. Kebijakan itu juga dapat menjadi obat bagi penyakit ketimpangan pembangunan 

di Daerah dan ancaman disintegrasi Bangsa Indonesia.  

Memang sampai saat ini, sebagian besar Daerah baru pada penataan di tingkat 

Kabupaten/Kota belum sampai ke tingkat Desa sebagaimana amanat Undang-undang 

yang telah ditindaklanjuti pemerintah dengan menertbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005. Namun demikian terdapat Daerah-daerah yang telah maju dan mengambil 

inisiatif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka penguatan desa. 

Desa merupakan basis pembangunan terkecil dari komunitas pemerintahan, 

sehingga boleh dikatakan keberhasilan otonomi daerah juga tergantung dari sejauhmana 

partisipasi otonomi masyarakat desa terhadap pembangunan. Dalam arti masyarakat desa 

harus diberi kepecayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangga 

desanya, sehingga bisa mandiri, sesuai dengan potensi dan sumberdaya setempat.  

Partisipasi masyarakat dalam otonomi desa merupakan subtansi nyata dari 

kemampuan masyarakat setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada di 

lingkungannya, sehingga potensi sumber daya yang tersedia bahkan pada beberapa 

tempat, sangat melimpah itu, bisa dijadikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakaat di desa-desa bersangkutan. Oleh karena itu, bantuan Pemerintah Daerah 

berupa finansial/pembiayaan, program pembangunan dan pelimpahan kewenangan 

merupakan syarat yang perlu dipenuhi. Meskipun masih harus terbatas pada beberapa hal 

yang dianggap penting bagi penempatan bagi percepatan pembangunan kemandirian desa. 

Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari Daerah yang dijadikan sampel, 

secara umum kebijakan yang baru dirumuskan dan telah ditetapkan oleh Daerah adalah 

pada aspek pembiayaan atau dukungan pembiayaan bagi desa. Dalam hal bantuan 

pembiayaan, semua Daerah telah memberikan kepada desa sesuai dengan “kemampuan” 
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Daerah masing-masing, sehingga besaran bantuan dari setiap daerah bervariasi. Namun 

bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk program pembangunan, apalagi berupa 

penyerahan urusan pemerintahan/pelimpahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke desa, 

masih relatif minim. 

 Adapun Pemerintah Daerah yang telah merumuskan dan menetapkan program 

pembangunan adalah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan program GERBANG 

DAYAKU dan Kabupaten Gorontalo dengan program SANDIRI,  sedangkan Pemerintah 

Daerah yang telah merumuskan dan menetapkan pelimpahan kewenangan adalah 

Kabupaten Solok yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok No. 16 Tahun 2001 

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan 

Nagari. 

 
A. Kebijakan Program Kabupaten kepada Desa (Kasus Beberapa Daerah) 
 
1.  Kebijakan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok 

Kepada Pemerintahan Nagari 

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 

tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, maka hampir seluruh daerah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mulai merumuskan dan menyusun Peraturan Daerah 

kembali ke Nagari. Kabupaten Solok merupakan Daerah yang pertama di Sumatera Barat 

yang menyusun dan menetapkan Perda kembali ke Nagari melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan nagari, 

maka Bupati Bupati Solok mengeluarkan Keputusan No. 16 Tahun 2001 tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Nagari. 

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, diatur tentang bidang urusan yang 

diserahkan kepada pemerintahan nagari sebanyak 19 bidang urusan pemerintahan dengan 

126 jenis/rincian kewenangan (pasal1); tanggung Wali Nagari kepada rakyat dan 

kewajibannya untuk menyampaikan laporan kepada Bupati Solok c.q. Bagian 

Pemberdayaan Nagari Setda dengan tembusan kepada Camat (pasal2). Adapun bidang 

urusan yang diserahkan kepada pemerintahan nagari yaitu: 
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Tabel 8.1 

UUrruussaann  ddaann  JJeenniiss  KKeewweennaannggaann  yyaanngg  DDiilliimmppaahhkkaann  KKaabbuuppaatteenn  SSoollookk  KKeeppaaddaa  NNaaggaarrii  

  
NNoo..  

  
BBIIDDAANNGG  
UURRUUSSAANN  

  
JJEENNIISS//RRIINNCCIIAANN  
  

1.  Kehutanan 10 
2.  Perindustrian 3 
3.  Perdagangan 7 
4.  Koperasi 5 
5.  Pariwisata 5 
6.  Pertambangan 

dan Lingkungan 
Hidup 

6 

7.  Pekerjaan Umum 14 
8.  Pertanahan 4 
9.  Perhubungan 4 
10.  Kependudukan 7 
11.  Tenaga Kerja 2 
12.  Pendidikan 17 
13.  Kesehatan  10 
14.  Pertanian 13 
15.  Sosial 5 
16.  Kesatuan Bangsa 

dan Perlindungan 
Masyarakat 

4 

17.  Perencanaan 2 
18.  Penerangan, 

Informasi dan 
Komunikasi 

5 

19.  Perkebunan 3 
 JUMLAH 126 

  

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud, Bupati Solok telah 

menerbitkan Keputusan Nomor 7 tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Urusan Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Solok Kepada Pemerintahan Nagari. 

Dalam keputusan ini, diatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan apa dan bagaimana 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintahan nagari. 

 

2. Kebijakan Program GERBANG DAYAKU Di Kab. Kutai Kartanegara 
 
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara menetapkan kebijakan Otonomi Desa dalam skala tertentu sesuai dengan 
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kondisi desa-desa di daerah tersebut. Konsep kebijakan otonomi masyarakat desa itu 

dikaitkan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disebut 

“GERBANG DAYAKU”. Yakni sebuah model pendekatan pembangunan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat desa.  

Pengertian Gerbang Dayaku secara harfiah berasal dari kosa kata, yakni “Gerbang” dan 

“Dayaku” berarti pintu depan dan Dayaku berarti kekuatan diri. Dengan demikian 

Gerbang Dayaku bisa diartikan sebagai awal dari sebuah kemandirian.  

Secara khusus Gerbang Dayaku merupakan sebuah singkatan dari kata Gerakan 

Pengembangan Pemberdayaan Kutai. Yakni sebuah model pendekatan dasar filosofi 

pembangunan yang berakar pada pemberdayaan masyarakat. Intinya adalah 

menyeimbangkan pembangunan antara wilayah pedesaan, perkotaan dan sumberdaya 

manusia.  

Visi dari Gerbang Dayaku adalah ingin mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, 

mandiri dan berkualitas. Sedangkan misinya adalah memberdayakan seluruh komponen 

masyarakat di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sebuah gerakan pembangunan 

yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat.  

Sasaran Program Gerbang Dayaku ada 3 (tiga) yaitu; (1). Sasaran program 

pengembangan wilayah pedesaan (Gerbang Wilayah Pedesaan) dititikberatkan pada 

sektor agrobisnis (pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan). 

Program unggulan Gerbang Wilayah Pedesaan adalah “Gerakan Desa Semilyar”. (2). 

Sasaran program pengembangan Wilayah Perkotaan (Gerbang Wilayah Perkotaan) 

dititikberatkan pada sektor industrialisasi & perdagangan (industri pariwisata, agro 

industri, perdanganan dan jasa). Program unggulan Gerbang Wilayah Perkotaan adalah 

“Gerakan Kota Wisata Tenggarong” dan (3). Sasaran program pengembangan kwalitas 

SDM (Gerbang Kualitas SDM) dititikberatkan pada peningkatan kualitas kemandirian 

dalam bidang iptek dan ketrampilan. Program unggulan Gerbang kualitas SDM adalah 

“Gerakan Subsidi Pendidikan”.  

Modal dasar Gerbang Dayaku adalah; (1). Modal dasar Imaterial berupa UU No.25 

Tahun 1999 dan UU No.22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan dan otonomi 

daerah yang memberikan pendanaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah 

untuk mengindentifikasi, merencanakan dan potensi sumber daya setempat. (2). Modal 
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dasar material berupa potensi kekayaan alam yang sangat melimpah-ruah seperti Gas 

alam, minyak, batubara, hutan, mineral, lahan dan areal pertanian yang sangat luas.  

Adapun sebagai implementasi dari Otonomi Masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten 

Kutai Kartanegara membuat terobosan kebijakan program pembangunan melalui 

gerbang-gerbang (Gerakan Pengembangan).  

 

 

a. Gerakan Wilayah Pedesaan  

Gerakan Wilayah Pedesaan menitikberatkan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan 

dan perkebunan. Memiliki program unggulan berupa “Gerakan Desa Semilyar”, yakni 

sebuah program pemberdayaan pembangunan pedesaan melalui pemberian perimbangan 

alokasi dana pembangunan pedesaan sebesar minimal satu desa satu milyar. Program 

tersebut bukan berupa pemberian dana segar, tetapi berupa dana program pembangunan 

pemberdayaan pedesaan. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) program pengembangan yaitu: 

(1). Program pengembangan ekonomi kerakyatan, (2). Program pembangunan sarana/ 

prasarana ekonomi desa dan (3). Program peningkatan kualitas SDM.  

Program Desa Semilyar dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa desa-desa di Kabupaten 

Kutai Kartanegara, khsususnya yang berada di pedalaman masih terasa kurang mendapat 

perhatian selayaknya. Padahal sebagian besar dana pembangunan yang selama ini untuk 

membangun wilayah perkotaan berasal dari desa. Oleh karena itu, perlu segera dibuatkan 

kebijaksanaan pemerataan pembangunan melalui program perimbangan pembangunan 

pedesaan dengan mengalokasikan dana minimal satu desa satu milyar rupiah. Dana 

tersebut untuk pemberdayaan mekanisasi pertanian dengan menyediakan 3.000 unit hand 

tractor.  

 

b. Gerbang Wilayah Perkotaan  

Gerbang Wilayah Perkotaan menitikberatkan pada sektor industri, jasa dan pariwisata. 

Untuk sektor industri tengah dipersiapkan pusat industri di Tenggarong seberang. Untuk 

sektor jasa telah dibangun hotel berbintang empat di Bukit Biru. Adapun program 

unggulan pada gerbang perkotaan adalah “Gerakan Kota Wisata Tengarong”, yakni 

program kebijakan yang akan menjadikan kota Tenggarong sebagai sentral industri 

pariwisata di daerah Kalimantan Timur dan daerah sekitarnya.  
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Program tersebut dilatarbelakangi kenyataan, bahwa diprediksi pada tahun 2014 potensi 

sumberdaya migas akan mengalami penurunan yang sangat tajam akibat eksploitasi terus-

menerus. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengambil 

inisiatif untuk melakukan investasi jangka panjang dengan mengalihkan sebagian modal 

hasil sumberdaya alam ke industri pariwisata. Diharapkan industri ini pada masa 

mendatang akan menjadi andalan penerimaan PAD Kabupaten Kutai menggantikan 

sumber pendapatan dari migas terus mengalami kemerosotan.  

Disamping alasan semakin menipisnya potensi sumberdaya alam, masalah mobilitas 

penduduk juga menjadi dasar pertimbangan gerakan kota wisata Tenggarong. 

Sebagaimana diketahui dengan terselesainya jembatan Mahakam Kutai Kartanegara I 

(Mahakam II) akan memperpendek jarak antara Kota Tenggarong dengan Kota 

Samarinda. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya mobilitas sosial 

yang tidak seimbang antara Kota Tenggarong dan Kota Samarinda. Peningkatan arus 

urbanisasi menuju Kota Samarinda, dapat mengakibatkan Kota Tenggarong akan 

mengalami kekurangan sumberdaya manusia yang potensial bagi pembangunan dan 

kemudian menjadi kota mati seperti Sanga-Sanga. Oleh karena itu, harus segera 

dibuatkan pusat keramaian untuk menarik arus balik mobilitas sosial menuju Kota 

Tenggarong melalui pembangunan obyek pariwisata.  

Inti dari Program Gerakan Kota Wisata Tenggarong adalah meningkatkan obyek wisata 

Kota Tenggarong yang selama ini telah ada dengan membangun obyek wisata baru 

berupa, pembangunan pulau Kumala Tenggarong sebagai “ancol kedua” di Indonesia. 

Pembangunan obyek wisata Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara mirip dengan 

kesultanan Mataram di Yogyakarta, dan pembangunan planetarium sebagai obyek wisata 

ilmu pengetahuan alam yang cukup canggih.  

 

c. Gerbang Kualitas SDM  

Gerbang Pengembangan Kualitas SDM dititikberatkan kepada “Gerakan Subsidi 

Pendidikan”, yaitu program kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas SDM 

masyarakat dengan memberikan bantuan bea siswa, penggantian SPP dan BP3, program 

keterampilan pelatihan kerja dan sekolah ke luar negeri.  

Gerakan subsidi pendidikan dilatarbelakangi oleh kenyataan masih banyaknya anak putus 

sekolah dengan alasan kesulitan orang tua murid memberikan dana pendidikan. Banyak 
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anak usia sekolah khususnya yang tinggal di pedesaan yang terpaksa meninggalkan 

bangku sekolah dengan alasan klasik tidak memiliki biaya. Oleh karena itu, Pemerintah 

Kabupaten Kutai melalui Program Gerbang Dayaku mengambil kebijakan untuk 

menghapus/ mengganti SPP, BP3 dan memberikan bea siswa kepada para pelajar dan 

mahasiswa di daerah tersebut. Pada tahun 2001 sebanyak ± 1.000 orang mahasiswa 

Universitas Kutai Kartanegara mendapat bantuan bea siswa selama satu tahun.  

 

 

d. Pemberdayaan BPD  

Disamping memperkuat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga 

mendorong pemberdayaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Lembaga ini diharapkan 

bisa menjadi kontrol dan mitra bagi Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas 

keseharian. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri telah terbentuk BPD-BPD yang 

intinya setiap desa juga harus terbentuk, sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

pemberdayaan otonomi desa bisa dikontrol oleh masyarakat melalui lembaga BPD. Di 

dalam pengembangan otonomi desa BPD akan berfungsi layaknya DPR-nya desa-desa di 

Kabupaten Kutai Kartanegara.  

 
3. Kebijakan Program SANDIRI Di Kabupaten Gorontalo 

Dalam rangka penguatan desa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2006 

meluncurkan Program Pembangunan Partisipasi Desa/Kelurahan (SANDIRI). Program 

ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang beraneka 

ragam, sementara sumber daya terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas.  

Program yang diberi nama SANDIRI ini merupakan akronim dari Desa Mandiri, yang 

dimaksudkan sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang terintegrasi dalam perencanaan program 

pembangunan Kabupaten.  

Adapun tujuan program ini adalah agar program pembangunan Desa/Kelurahan 

yang aspiratif/partisipatif dan terintegrasi dalam program pembangunan Kabupaten, 

melalui proses dan prosedur yang mengikutsertakan masyarakat sehingga tumbuh rasa 

tanggung jawab dalam pelaksanaan dan rasa memiliki atas pembangunan tersebut. Tujuan 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat 

sehingga mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode, dan teknik 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif. 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan. 

3. Menghasilkan rencana/usulan program pembangunan Desa/Kelurahan, yang akan 

dikelola oleh masyarakat sendiri (swadaya) maupun yang akan diusulkan kepada 

Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh alokasi dana desa (APBDesa). 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab serta keswadayaan 

masyarakat dalam pelaksanaan maupun kesinambungan pembangunan. 

 

Pengalokasian dana bantuan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan diberikan secara 

proporsional yang didasarkan atas 5 (lima) indikator, yaitu: 

1. Luas wilayah; 

2. Jumlah penduduk; 

3. Jumlah kepala keluarga miskin; 

4. Angka putus sekolah; dan 

5. Tingkat kesulitan wilayah. 

Sehingga setiap desa menerima besaran dana yang berbeda-beda sesuai dengan indikator 

tersebut. Besaran dana subsidi yang ada juga harus diimbangi dengan dana partisipasi 

masyarakat yang dipersyaratkan sebesar 20%. 

Alokasi dana yang diberikan dipergunakan untuk: 

1. Dana Subsidi Rutin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan per bulan. 

2. Dana Subsidi Tanah Bengkok per desa/kelurahan. 

3. Dana Subsidi Pembangunan Partisipatif Desa/Kelurahan (SANDIRI) 

4. Dana Subsidi PBB 

 

Adapun sasaran kegiatan dari pengalokasian dana tersebut adalah untuk: 

1. Kegiatan pembangunan yang didanai dengan dana subsidi SANDIRI adalah: 

• Lanjutan kegiatan tahun sebelumnya; 

• Pengadaan sepeda; 

• Program Revolusi Agro (Bio Kultur); 
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• Peningkatan SDM Aparat Desa; 

• Biaya Operasional BPD; 

• Kegiatan sarana dan prasarana ekonomi desa dalam rangka pengentasan 

kemiskinan. 

2. Kegiatan pengadaan dengan dana subsidi Tanah Bengkok 

Pengadaan tanah bengkok dimaksudkan untuk menambah Pendapatan Asli Desa 

(PAD desa). 

Pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat setempat 

dibawah bimbingan Tenaga Penyuluh Pertanian. Kriteria tanah yang menjadi 

sasaran adalah: 

a. Tanah produktif untuk pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering; 

b. Tanah produktif untuk pembangunan sarana prasarana umum desa; 

c. Larangan pengadaan tanah bengkok terhadap tanah negara yang tidak 

dalam penguasaan orang perorang atau tanah dalam kawasan 

hutan/kawasan yang dilindungi. 

3. Biaya administrasi dan penyusunan APBDesa dan biaya administrasi dana subsidi 

tanah bengkok. 

 

Pelaksanaan Program SANDIRI terbagi kedalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan, yaitu pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) 

Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan (TPKD/K), 

penetapan rencana bantuan, sosialisasi guna memberikan informasi pola 

pelaksanaan partisipatif dan penyusunan rencana. 

2. Tahap Perencanaan, yaitu Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat 

desa/kelurahan diserahkan pada hasil musyawarah masyarakat desa/kelurahan 

dengan jenis pekerjaan utama: 

• Pengadaan sepeda; 

• Biaya Operasional BPD; 

• Program Revolusi Agro (Bio Kultur); 

• Peningkatan SDM Aparat Desa/Studi Karya Pembangunan; 

• Kegiatan sarana dan prasarana ekonomi desa dalam rangka pengentasan 

kemiskinan. 
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• Pengadaan tanah bengkok. 

3. Tahap Pelaksanaan, yaitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana 

pada jenis kegiatan di tahap perencanaan, maka Tim Pelaksana Kegiatan 

Desa/Kelurahan (TPKD/K) harus menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

berdasarkan usulan dalam musyawarah desa/kelurahan. Pada akhir setiap tahapan 

kegiatan masing-masing TPKD/K menyampaikan Surat Pertanggungjawaban 

(SPj) sesuai dengan RAB masing-masing kegiatan. 

 

Disamping itu, tahapan pelaksanaan dalam program bantuan partisipatif masyarakat 

desa/kelurahan juga dilakukan melalui: 

1. Kriteria penetapan besarnya bantuan yang diberikan kepada desa/kelurahan, yaitu 

luas wilayah, jumlah penduduk, KK miskin, jumlah angka putus sekolah dan 

keterpencilan wilayah dari masing-masing desa/kelurahan serta kemampuan 

pendanaan pemerintah daerah. 

2. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Desa/Kelurahan 

Bila diperlukan, TPKD/K dapat mengadakan rekruitmen tenaga teknis 

pendamping (Relawan Fasilitator) tingkat desa/kelurahan yang bertugas 

melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan/kelurahan yang bertugas 

melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan tingkat desa/kelurahan 

tenaga teknis dimaksud dapat memfasilitasi kebutuhan informasi antara TPKD/K 

dan TKPP tingkat Kabupaten. 

3. Relawan fasilitator sedapat mungkin direkrut dari masyarakat setempat dengan 

ketentuan: 

a. Berasal dari lembaga diluar pemerintahan (non PNS) 

b. berpendidikan minimal Diploma 3 (D3) 

c. mempunyai komitmen terhyadap pengembangan pembangunan 

desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat; dan 

d. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana apapun. 

 
4. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh TKPP Tingkat Kabupaten berdasarkan 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan. 
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B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca UU No. 32 Tahun 2004 (Kasus 
Beberapa Daerah) 

 
Pasca implementasi UU No. 22 Tahun 1999, praktek penyelenggaraan 

pemerintahan desa pada umumnya belum/tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan 

yang terjadi  belum mengarah kepada peningkatan kualitas pemerintah desa dan belum 

dapat mendorong percepatan peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. 

Adapun perubahan dimaksud baru pada aspek kelembagaan seperti perubahan istilah desa 

yang disesuaikan dengan Daerah setempat, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 

sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa, sedangkan hal-hal lain belum mengalami 

perubahan termasuk yang berkaitan dengan kewenangan desa sebagai ciri daerah yang 

otonom yang memiliki otonomi sebagaimana amanat undang-undang. 

Kondisi demikian ditemukan pada Daerah dan desa yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Perubahan yang terjadi khususnya berkaitan dengan peristilahan desa 

seperti di Kabupaten Rokan Hilir yang menggunakan istilah Kepenghuluan, sedangkan 

perubahan yang  “khas” berkaitan dengan sistem pemerintahan desa terdapat di 

Kabupaten Solok dengan pemerintahan Nagari (umumnya di seluruh Provinsi Sumatera 

Barat) dan Kabupaten Klungkung dengan mengenal 2 sistem desa, yaitu desa adat dan 

desa dinas (umumnya di seluruh Provinsi Bali). Disamping desa administratif tersebut, 

terdapat desa yang masih bercirikan desa geneologis seperti yang terdapat di Kabupaten 

Sarolangun yaitu desa Bukit Sebelas yang dihuni oleh suku Kubu; Lebak dengan desa 

Kanekes yang dihuni oleh suku Baduy; dan Bulukumba dengan desa Tanah Tuo yang 

dihuni oleh suku Kajang. Pada desa geneologis tersebut, praktek penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat kental dengan nuansa adat dan 

dilaksanakan secara turun temurun sehingga mereka tidak/kurang mengenal berbagai 

peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.  

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 2 (dua) jenis desa, yaitu desa 

administratif dan desa geneologis yang memiliki kekhasan dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Berikut gambaran sistem pemerintahan desa yang khas di beberapa 

Daerah, yaitu Kabupaten Solok, Klungkung dan Kabupaten Lebak. 

1. Kabupaten Solok 

Sejak awal diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, Daerah-daerah di Provinsi Sumatera 

Barat menolak kebijakan Pemerintah dalam hal pengaturan desa karena mereka telah 
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mengenal dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang berlandaskan adat istiadat 

dan sistem sosial budaya mereka, yaitu Pemerintahan Nagari. Oleh karena itu, pada saat 

rancangan otonomi daerah akan diberlakukan dan masih dalam pembahasan di Pusat, 

seluruh komponen masyarakat di Provinsi Barat Sumatera, seperti Gubernur, Bupati, 

DPRD, Pengusaha, LSM, Kerapatan Adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, 

bundo kanduang bertemu dan membahas untuk merumuskan kembali pemberlakuan 

pemerintahan Nagari. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi No. 9 Tahun 

2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang berlaku efektif pada bulan 

Januari 2001, maka hampir seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mulai 

merumuskan dan menyusun Peraturan Daerah kembali ke Nagari.  

Pada pembukaan Perda termaktub bahwa Sumatera Barat kembali ke nagari, 

diikuti dengan rumusan ritual, bahwa “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, 

hukum adat mengatur, adat memakai, alam adalah guru bagi umat manusia”. Perda itu 

memberikan kepastian rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah 

sebelum 1979. Perda itu juga menyebutkan sumber-sumber daya nagari: pasar, balai adat, 

surau dan masjid, lahan, sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang 

dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik serta harta kekayaan yang bergerak dan 

harta lainnya. 

Kabupaten Solok merupakan Daerah yang pertama di Sumatera Barat yang menyusun 

dan menetapkan Perda kembali ke Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok 

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. 

Beberapa perbedaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan nagari yang bernuansa 

adat istiadat dan sistem sosial budaya masyarakat minang adalah adanya Majelis Tungku 

Tigo Sajarangan yang merupakan Lembaga permusyawaratan/permufakatan Adat dan 

syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari supaya 

tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan “Adat Basandi Syarak, Syarak 

Basandi Kitabullah” di Nagari; Karapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan Lembaga 

kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun termurun sepanjang 

adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako 

dan Pusako dalam Nagari.  

Adapun pemerintah nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dibantu perangkatnya 

yang disebut sekretariat nagari dan Kepala Jorong sebagai unsur wilayah, sedangkan hal-
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hal lainnya secara umum telah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang 

mengatur tentang desa. 

Sebelum diterapkannya sistem pemerintahan nagari, kelembagaan tersebut (KAN) 

tetap ada sehingga dalam pemerintahan desa pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, 

terdapatnya dualisme yaitu urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa 

dan urusan kemasyarakatan menjadi wewenang KAN. Pada saat itu, hal ini tidak sering 

menimbulkan konflik dan menjadi permasalahan di dalam masyarakat. 

Kebijakan otonomi daerah bagi masyarakat Sumatera Barat telah mengembalikan jati 

diri dan kebanggaan mereka kembali sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

berbasis adat istiadat dan sosial budaya dapat diterapkan dan terselenggara dengan baik. 

 

2. Kabupaten Klungkung 

Sebagaimana Provinsi Sumatera Barat, Provinsi memiliki kekhasan dalam sistem 

pemerintahan desa. Adapun kekhasan dimaksud adalah Dalam Sistem pemerintahan desa 

di bali, selama ini masyarakat mengenal adanya 2 (dua) bentuk desa, yaitu: 

1. Desa Dinas. 

Desa yang bertugas melakukan kegiatan pemerintahan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, atau istilahnya merupakan 

“kepanjangan tangan dari pemerintah” 

 

2. Desa Adat 

Desa adat mempunyai fungsi mengkoordinir kegiatan upacara adat yang dilakukan 

oleh masyarakat Bali yang berkenaan dengan kegiatan agama yang dianut oleh 

mereka. Misalnya: upacara ritual yang dilakukan secara rutin, perkawinan, 

“ngaben” dan sebagainya. Wilayah desa adat biasanya melingkupi beberapa desa 

dinas, diantaranya ada yang mencakup ± 15 desa dinas, sehingga dapat dikatakan 

bahwa wilayah desa adat relatif lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah desa 

dinas. Dalam desa adat ditentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga desa 

yang bersangkutan, antara lain meliputi iuran pembangunan desa dan kewajiban 

melakukan kerja sosial di pura maupun pada kegiatan-kegiatan sosial lain. Suatu 

desa adat biasanya mempunyai beberapa fasilitas pokok meliputi: 

a) Pura Risa 
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b) Pura Puseh 

c) Pura Kahyangan 

d) Tanah perkuburan 

Mekanisme fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum 

adat dalam Provinsi Bali diatur oleh Peraturan Daerah tentang  Kedudukan, 

Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di 

Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan 

hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan 

Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan 

sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 

Desa adat mempunyai kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang 

bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Desa Adat mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) Membantu pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah 

Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang 

terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. 

2) Melaksanakan hkum adat dan adat istiadat dalam desa adatnya 

3) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum Adat Terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan 

keagamaan. 

4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka 

memperkaya,melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasionalpada 

umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras-poros 

salunglung sabayantaka/musyawarah untuk mufakat 

5) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Desa Adat untuk 

kesejahtraan masyarakat Desa Adat. 

       Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan di dalam’’awig-awig’’desa adat,  dimana setiap 

Desa Adat agar memiliki Awig-awig tertulis yang isinya tidak boleh bertentangan dengan 

Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Awig-awig tersebut dibuat dan disyahkan oleh Krama Desa Adat, yang selanjutnya 

tercatat di kantor Bupati/Walikota di Daerah yang bersangkutan. 



 

 

225 

225 

Desa adat yang dipimpin oleh Prajuru Desa Adat, yang  dipilih dan ditetapkan 

oleh masing-masing Krama Desa Adat. Adapun struktur dan susunan Prajuru Desa Adat 

diatur dalam Awig-awig Desa Adat. Pendapatan Desa Adat diperoleh dari: 

a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan Desa Adat. 

b. Sumbangan dari masyarakat. 

c. Bantuan dari Pemerintah. 

d. Urunan dari Krama Desa Adat. 

e. Pendapatan lainnya yang syah 

Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan Desa Adat sepenuhnya diatur berdasarkan 

Awig-awig Desa Adat. 

Peran Desa Dinas dan Desa Adat selama ini di Bali tidak pernah menimbulkan konflik 

atau benturan-benturan sosial dalam masyarakat, karena adanya perbedaan peran yang 

dimiliki oleh Desa Dinas dan Desa Adat. Masing-masing desa mempunyai tugas dan 

fungsi yang berbeda-beda, dan hal ini diperkuat dengan keberadaan aparat desa yang 

berbeda-beda pula (aparat Desa Dinas berlainan dengan aparat Desa Adat). Selain itu 

faktor yang juga menentukan adalah adanya dukungan masyarakat yang sepenuhnya 

mengetahui dan mendukung mekanisme tersebut. 

 

3. Kabupaten Lebak 

Di daerah Kabupaten Lebak terdapat sekelompok masyarakat desa yang masih 

bercirikan tradisional yang dikenal dengan suku Baduy yang mendiami daerah dengan 

nama desa Kenekes. Sebagaimana diakui oleh negara yang antara lain termaktub dalam 

penjelasan peraturan perundang-undangan yang terakhir di atur dalam UU No. 32 Tahun 

2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, dinyatakan bahwa adanya desa geneologi disamping 

desa administratif yang diakui dan dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan. 

Oleh karena itu, pengambilan sampel desa Kenekes untuk mewakili sistem pemerintahan 

desa pada desa geneologis yang masih ada di Indonesia. 

 Dalam struktur pemerintahan masyarakat desa Kenekes terdapat 2 (dua) bentuk, 

yaitu pemerintahan “dalam” dan pemerintahan “luar”. Bentuk struktur pemerintahan ini 

juga dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang didasarkan kepada pembagian wilayah 

sesuai dengan status kemandalaan (daerah suci) Kanekes.  

a. Pemerintahan “Dalam”; 
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Wilayah Kanekes dibagi atas tiga wilayah berdasarkan tingkat kemandalaannya, 

yaitu:  

1) Wilayah Tangtu; terletak paling jauh dari masyarakat luar (pedalaman) dilihat 

dari pintu masuk ke wilayah itu memiliki kadar kemandalaan yang terbesar 

dan sepenuhnya sebagai mandala; 

2) Wilayah Panamping; terletak di sebelah luarnya kadar kemandalaannya 

berkurang; 

3) Wilayah Dangka; lokasinya lebih luar lagi, bahkan sekarang beberapa 

kampung berada di luar wilayah Kanekes, lebih berkurang lagi kadar 

kemendalaannya.  

Seiring dengan perbedaan tingkat kemandalaan ini, tuntutan kehidupannya pun berbeda 

pula. Penduduk wilayah Tangtu dituntut secara penuh untuk hidup sesuai dengan aturan 

kemandalaannya, sedangkan tuntutan terhadap penduduk di daerah Panamping sudah ada 

kelonggaran-kelonggaran, dan bagi penduduk wilayah Dangka peraturan mandala itu 

sudah longgar sehingga dalam beberapa hal kehidupan di wilayah Dangka sama saja 

dengan kehidupan di wilayah luar Kanekes. Stratifikasi sosial masyarakat Kanekes sejajar 

dengan tingkat dan kadar kemandalaan, makin tinggi tingkat dan kadar kemandalannya 

makin tinggi pula tingkat sosialnya; makin rendah tingkat dan kadar kemandalaannya, 

makin rendah pula tingkatan sosialnya. 

 Lokasi wilayah Tangtu jauh di pedalaman, sehingga penduduknya disebut urang 

kajeroan (orang dalam) atau Baduy Dalam, sedangkan masyarakat Panamping yang 

lokasi tempat tinggalnya di sebelah luar wilayah Tangtu disebut urang kaluaran (orang 

luar) atau Baduy Luar.  

 Masyarakat Tangtu terbagi lagi atas 3 kelompok sosial berdasarkan kampung 

tempat tinggalnya. Pertama, kelompok masyarakat yang menetap di Kampung Cibeo 

yang disebut pula sebagai kampung Tangtu Parahiyang; kedua, kelompok masyarakat 

yang menetap di Kampung Cikeusik yang disebut sebagai kampung Tangtu Pada 

Ageung; dan ketiga, kelompok masyarakat yang menetap di Kampung Cikartawana yang 

disebut juga sebagai kampung Tangtu Kadu Kujang. Karena itu, keseluruhan wilayah 

Tangtu biasa disebut Telu Tangtu (Tiga Tangtu). 

 Telu Tangtu atau tri tangtu yang dipandang sebagai peneguh dunia dan 

dilambangkan dengan Raja sebagai sumber wibawa yang berada di kampung Cibeo, 
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Rama sebagai sumber ucap (yang benar) yang berada di kampung Cikeusik, dan Resi 

sebagai sumber tekad (yang baik) berada di kampung Cikartawana.  

 Tiap kampung di wilayah Tangtu dipimpin oleh seorang puun. Jabatan puun lebih 

cendrung mengurus soal yang bertalian dengan urusan kerohanian daripada urusan 

keduniawian. Dalam lingkup masyarakat Kanekes secara keseluruhan tiap puun 

mengemban tugas dalam bidang tertentu masing-masing sesuai dengan konsep Tri 

Tangtu. Dalam hal ini, Puun Cibeo mengemban tugas sebagai sang Prabu, Puun Cikeusik 

sebagai sang Rama, dan Puun Cikartawana sebagai sang Resi. 

 Adapun penduduk wilayah Panamping bertempat tinggal secara menyebar di 

beberapa kampung yang setiap kampung seorang Kokolot. Mulanya jumlah kampung 

Panamping itu 30 buah; ditambah 3 kampung di wilayah Tangtu, sehingga menjadi 33 

kampung, sehingga keseluruhan wilayah Kanekes disebut Nusa Teluhpulutelu (Nusa 33). 

Sedangkan pemimpin bagi masyarakat Dangka disebut Jaro Dangka.  

 Pembagian tugas dan peran Puun di masing-masing (Cibeo, Cikeusik, dan 

Cikartawana) sesuai dengan konsep Tri Tangtu. Jabatan Puun berlaku turun-temurun dan 

masa jabatannya tidak tertentu, bisa sampai puun itu meninggal dunia atau menyerahkan 

jabatannya kepada orang lain. Puun memiliki huma puun (ladang karena jabatan) dan 

rumah (dinas) puun. Bentuk dan kondisi rumah puun sama saja dengan rumah masyarakat 

biasa, hanya letaknya selalu berada di ujung selatan komplek perumahan dan menghadap 

ke arah utara berhadapan dengan bale kapuunan (balai kepuunan). Rumah puun dan 

lokasinya dianggap suci, sehingga tak ada yang mendirikan rumah disebelah selatan 

rumah puun. 

 Dibawah jabatan puun ada jabatan seurat, kecuali di Cikartawana. Seurat bertugas 

memelihara huma serang, pembantu utama puun, dan menjadi penghubung antara puun 

dan masyarakat. Di bawahnya lagi ada jabatan baresan. Baresan termasuk anggota sidang 

kapuunan dan bertanggung jawab dalam masalah keamanan dan ketertiban. Jumlah 

baresan tiap kampung tidak sama. 

 Selain jabatan tersebut, ada pula jabatan jaro warega yang mempunyai tugas 

sebagai penghubung antara masyarakat Kanekes dengan pemerintah luar Kanekes 

(nagara) dan memimpin rombongan sewaktu upacara seba. Semua tugas jaro di wilayah 

Kanekes (Tangtu, Panamping, Dangka) dikoordinir oleh seorang pejabat yang disebut 

tanggung jaro duawelas. 
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 Puun dibantu oleh parawari yang jumlahnya beberapa orang yang bertugas 

menangani berbagai macam upacara. Urusan rumah tangga puun dibantu oleh seorang 

petugas yang di namai parekan. Pejabat yang bertugas sebagai penasehat dan menjaga 

kesehatan puun disebut panengen di Cikeusik, dukun pangasuh di Cikartawana, dan 

tangkesan di Cibeo. Tangkesan di Cibeo bertindak pula sebagai juru ramal. Jabatan ini 

bisa dipegang oleh orang Panamping, asalkan banyak pengetahuannya dan bijaksana. 

 

b. Pemerintahan “Luar” (Nagara); 

 Di luar struktur pemerintahan tersebut di atas, masih ada lembaga pemerintahan 

yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang merupakan bagian dari struktur 

pemerintahan di luar Kanekes (Nagara), tetapi diakui eksistensinya oleh masyarakat 

Kanekes. Struktur pemerintahan ini dimulai sejak pertengahan abad ke-19 masehi atau 

sekitar tahun 1850, yang merupakan bentukan pada jaman Pemerintah Kolonia Hindia 

Belanda yang memandang wilayah Kanekes sebagai sebuah desa. Pada saat itu, 

diangkatlah seorang kepala desa Kanekes yang di sebut jaro gupernemen (jaro 

pemerintah); dan pada era Pemerintah Republik Indonesia disebut jaro pamarentah (jaro 

pemerintah). Wilayah kekuasaan jaro pamarentah meliputi seluruh wilayah Kanekes. 

Jaro pamarentah bertanggung jawab kepada Camat (dulu asisten wedana) dan juga 

bertanggung jawab kepada Puun. Untuk menduduki jabatan jaro pamarentah, terlebih 

dahulu calonnya di restui oleh puun. Kemudia, calon tersebut diajukan oleh Camat 

Leuwidamar kepada Bupati Lebak untuk diproses pengangkatannya. 

 Jaro pamarentah dibantu oleh seorang pangiwa dan seorang carik (jurutulis). 

Carik selalu diduduki oleh orang luar Kanekes, karena orang Kanekes sendiri tabu 

membaca dan menulis. Dengan adanya jabatan jaro pamarentah, maka jabatan jaro 

warega tidak penting lagi, karena tugasnya telah diambil-alih oleh jaro pamarentah. 
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BAB IX 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
A. KESIMPULAN 

Penelitian penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa dilakukan 

untuk mencapai dua tujuan, yakni menghasilkan rumusan teoritik yang berisi prinsi-

prinsip dasar yang berkenaan dengan makna, proses dan faktor-faktor penyerahan urusan 

pemerintahan yang digunakan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Selain itu 

juga penelitian bertujuan memenuhi kebutuhan praktis, yaitu penerapan penyerahan 

urusan pemberintahan yang dapat mengembangkan organisasi pemerintahan 

Kabupaten/Kota dan desa dalam mencapai kemandirian yang seutuhnya. Kepentingan 

praktis ini sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan 

yang berkenaan dengan penguatan otonomi pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan 

tujuan tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Konsep desentralisasi sebagai bagian Otonomi Daerah memiliki makna yang meluas 

dan mendalam, sehingga setiap individu atau kelompok sosial yang terlibat dalam 

pemerintahan memperlihatkan multi tafsir. Kecenderungan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota mempersepsikan desentralisasi dengan makna  tujuan bukan sebagai 

alat. Persepsi sebagai tujuan desentralisasi digunakann untuk melegitimasi 

kewenangan pemerintahan yang diperoleh dan disandarkan prinsip yang harus 

dipertahankan. Selain itu juga terdapat persepsi makna desentralisasi sebagai alat 

yang digunakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat pencapaian 

kesejahteraan masyarakat yang meluas dan berkeadilan. Muti tafsir tersebut, 

menjadikan konsep desentralisasi mengalami reduksi (lebih jauhnya pembelokkan 

makna) yang digandengkan dengan pemahaman politis, mengingat kewenangan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota hasil perjuangan politis. 

2. Desentralisasi yang dimaknai tidak sesuai dengan ”warna aslinya” itu, menunjukkan 

interpretasi teoritis lebih jauh, dimana sistem budaya sebagian elit Pemerintah 

Kabupaten/Kota belum mengalami progress berkenaan dengan  perubahan gaya 

sentralistik ke desentralistik. Artinya, sekalipun sudah mengemas dalam 

desentralistik, namun substansinya masih sentralistik. Hal ini dibuktikan dengan 

kemauan politik Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya yang sama, yakni masih 

kurang (hanya satu dari dua puluh lima Kabupaten) dalam mewujudkan amanat 
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undang-undang nomor 32 tahun 2004, khususnya dalam penyerahan sebagian urusan 

pemerintahan dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa.  

3. Secara sosial politik belum ditemukan sebuah perencanaan dan penanganan 

pemerintah kabupaten/kota dalam usaha memperkuat posisi pemerintahan desa dalam 

kebijakan-kebijakannya. Pemberian bantuan dana sebagai perilaku dan strategi politis 

dalam memperlihatkan apresiasi kepada pemerintah desa dalam bentuk santunan. 

Santunan dana yang tidak diiringi usaha pembinaan bukan menjadikan produktif, 

justru pada kabupaten tertentu melahirkan konflik horizontal di kalangan elit 

Pemerintah Desa dan BPD. 

4. Reduksi makna desentralisasi menjadi sentralisasi itu manakala dibiarkan terlalu lama 

mengendap akan merambah pada pemerintahan desa. Dengan kata lain, konflik 

horizontal akan bermetamorfosa menjadi konflik vertikal ketika pemerintah desa 

memahami pesan UU Nomor 32 tahun 2004. Untuk itu, desentralisasi harus 

dilanjutkan kepada redesentralisasi. Dengan kata lain redesentralisasi menjadi jurus 

yang  ”menembus batas” psudo desentralisasi yang menyelimuti sebagian 

pemerintahan kabupaten/kota.  

5. Bilamana konsep desentralisai mengacu pada penyerahan urusan pemerintahan dari 

Pemerintah pusat kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka de-desentralisi adalah 

proses penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada 

Pemerintah Desa. Proses ini dilakukan dengan jalur penyerahan urusan pemerintahan 

atau PENYERU PEMERINTAHAN, agar mencapai sasarannya yakni pemberdayaan 

pemerintah desa. Dengan kata lain, pemerintahan desa disandingkan dengan de-

desentralisasi sebagai  Daerah Otonom Ketiga di masa depan yang menitikberatkan 

kekuatan pemerintahan di Indonesia berada di tangan desa. Jadi, pemerintahan 

otonomi daerah itu tiada lain pemerintahan berbasis desa. 

 

Berkenaan dengan temuan penelitian yang bersifat praktis di lapangan 

menunjukkan arah pengembangan pengembangan pemerintahan desa sebagai otonomi 

desa ketiga dapat terapkan sebagai berikut: 

1.   Ditemukan perbedaan kebutuhan urusan pemerintahan, yang disebabkan  cara 

pandang yang berbeda. Pertama, pandangan atau persepsi Pemerintahan 

Kabupaten/Kota yang mendasarkan kewenangan dari penilaian kelayakan pada 
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bidang dan jenis kewenangan yang diberikan. Kedua, pandangan kebutuhan 

pemerintahan desa yang mendasarkan pada karakteristik desa, karakteristik kebutuhan 

masyarakatnya dan kebutuhan pemerintahan desa.   

2.  Ditemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi de-desentralisasi dengan 

penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada 

Pemerintahan Desa. Faktor tersebut bersumber dari pihak Kabupaten berupa faktor 

kemauan dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan pertimbangan pembiayaan 

mengenai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan. Faktor dari pihak 

Pemerintah Desa yakni; faktor kebutuhan masyarakat desa; faktor kesiapan sumber 

daya; dan faktor sarana dan prasarana. 

3.  Dengan berbagai analisis kualitatif dan cross informasi, maka ditemukan tiga 

kelompok desa yang memiliki potensi untuk pelaksanaan penyerahan kewenangan, 

yakni desa Unggul Tradisi; desa Unggul Aksi dan desa Unggul Kreasi. Pengkajian 

ketiga kategori desa berdasarkan kebutuhan dan studi kelayakan, maka diperoleh 

temuan kelompok desa Siap Minimum (SiMin); desa Siap Medium (SiMed); dan desa 

Siap Maksimum (SiMak) dalam penyerahan urusan pemerintahan berikut jenis 

kewenangannya.   

4. Berdasarkan pertimbangan berbagai pihak diskusi kajian lain, maka diperoleh temuan, 

bahwa penyerahan urusan pemerintahan harus dilakukan secara bertahap dan 

mengharuskan dilakukannya prakondisi yang dapat tumbuh dan berkembangnya 

kepercayaan diri dari pihak pemerintahan desa dalam penerimaan urusan 

pemerintahan. Dalam  kaitan itu prakondisi  harus dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota dalam usaha memperkuat pemerintahan desa.    

5. Prosedur dan alur yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam 

merencanakan penyerahan, maka harus dilakukan dengan dengan dua jalur. Pertama 

dengan jalur top-down yang dilakukan dengan cara mengevaluasi kelayakanan setiap 

desa dan memperbandingkan antardesa dalam lingkungan Kabupaten/Kota yang 

sama. Sedangkan jalur kedua yakni jalur  bottom up, yakni dengan melakukan 

pengkajian dengan pentahapan identifikasi, perumusan dan menetapkan urusan 

pemerintahanberdasarkan kebutuhan masyarakat desa.    

 
B.  REKOMENDASI 
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Berdasarkan temuan teoritik dan paraktis di lapangan menunjukkan, bahwa 

pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten/Kota cenderung mengalami kemacetan. Selain 

terjadi pereduksian makna otonomi yang menjadikan kemauan politik cenderung ”ragu” 

dan pembiayaan untuk  diwujudkannya kebijakan tersebut. Untuk itu diperlukan ”jurus 

jitu” yang menembus kebutuhan dan kemandegan otonomi di Kabupaten dengan 

mendorong dan meluncurkan paket de-desentralisasi . Paket kebijakan itu berisi 

kebijakan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa 

tujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan desa melaksanakan tugas dan fungsinya 

yakni memenuhi kebutuhan masyarakat desa Indonesiaa yang 60% berada di pedesaan. 

Paket ini sekaligus menjadi kebijakan yang merintis ke arah terbentuknya otonomi daerah 

ketiga atau otonomi desa. Atas dasar kajian tersebut, maka dalam kajian ini 

direkomendasikan kepada ketiga pihak,yakni: 

1. Bagi Pemerintah pusat adalah perlu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 

Pemerintah atau Permendagri yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk menindaklanjuti UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2006. 

2. Pemerintah Daerah yakni Kabupaten/Kota segera melakukan langkah kongkrit berupa 

perancangan peraturan daerah yang mengatur penyerahan urusan pemerintahan dari 

Kabupaten kepada desa dengan prosedur dan alur secara bertahap. Penyerahan harus 

dilakukan dengan identifikasi, pengelompokkan, perumusan dan penetapan bidang 

dan urusan sesuai dengan karakteristik desa dan pemerintahan desa dalam waktu 

sesegera mungkin. 

3. Bagi Pemerintah Desa harus meningkatkan kapasitasnya dalam menerima penyerahan 

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan rumah tangga sendiri, baik dalam sumber 

daya maupun sarana dan prasarana. Kesiapan pemerintahan desa perlu dilakukan agar 

kebijakan de-desentralisasi mencapai sasaran yakni memperkuat pemerintahan desa 

yang dapat memfungsikan tugasnya sebagai pemberdaya dan pembangunan, pengatur 

dan pelayan masyarakat desa dengan sebaik-baiknya. 
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